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ABSTRAK

Judul : Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri
Penulis : Agus Irfan
Promotor : Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D.; Dr. Ahmad Nur Fuad, MA.

Kata Kunci  : A. Mustofa Bisri, Nalar Politik, Etika Politik, Maqgasid al Siyasah.

Disertasi ini membahas tentang “Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa
Bisri” yang dijabarkan dalam tiga sub rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana
pandangan A. Mustofa Bisri tentang etika politik? (2) Apa relevansi pemikiran
etika politik tersebut dengan dinamika politik kontemporer di Indonesia? (3)
Bagaimana corak dan nalar pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri dalam
perspektif maqasid al-siyasah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan menggunakan pendekatan magasid al-siyasah dan melibatkan pendekatan
sosiologi pengetahuan.

Hasil akhir penelitian ini menunjukkan: Pertama, politik kebangsaan
dapat dipahami sebagai langkah proaktif dan konsisten di dalam mempertahankan
NKRI sebagai wujud final, yang diekspresikan oleh A. Mustofa Bisri melalui
gagasannya tentang revitalisasi Pancasila dan kritiknya terhadap gerakan
ideologisasi Islam. Sementara, politik kerakyatannya diwujudkan melalui upaya
penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat disertai advokasi kepada
kalangan lemah. Konsepsi pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri tersebut
tersirat dari tiga dimensi etika politik seperti tujuan, sarana dan aksi politik yang
bermuara pada visi keadilan dengan melibatkan peran civil society sebagai
pengejawantahan amar ma riif nahi munkar.

Kedua, Gagasan A. Mustofa Bisri ini memiliki relevansi yang lestari
dengan dinamika politik di Indonesia khususnya di dalam mewujudkan kultur
demokrasi deliberatif. Gagasan etika politiknya menemukan momentumnya ketika
dinamika politik Indonesia kontemporer berjalan tanpa mengenal substansi
kebudayaan dan kemanusiaan sebagaimana kritiknya terhadap parsialisme kultur
dan elite politik. Politik yang digelar tidak lebih dari sekadar demokrasi
prosedural bahkan antagonistik yang abai terhadap nilai dan moralitas bangsa.

Ketiga, dilihat dari magasid al-siyasah, pemikiran etika politik yang
digagas A. Mustofa Bisri, dipengaruhi oleh nalar fikih, teologi dan tasawuf. Hal
lain yang turut mempengaruhi pemikiran politiknya adalah konstruksi sosiologis
yang mengitarinya seperti determinasi politik kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU)
dan konstruksi pemikiran politik ayahnya, Bisri Mustofa. Konsekuensi dari tiga
nalar tersebut, pemikiran A. Mustofa Bisri layak dikelompokkan sebagai
tradisionalisme reformis dan humanisme spiritual. Tipologi demikian, dicirikan
oleh penguasaannya terhadap tradisi furats namun terbuka di dalam upaya
merekonstrusi makna. Nalar dan tipologi pandangan demikian, lazim lahir dari
kalangan muslim yang memiliki latar belakang ulama dan budayawan.



ABSTRACT

Title : Thoughts of A. Mustofa Bisri on Political Ethics

Author : Agus Irfan

Promoter : Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA.

Keywords : A. Mustofa Bisri, Political Reason, Political Ethics, Magasid al
Siyasah.

This disertation discusses about “Thoughts of A. Mustofa Bisri on
Political Ethics” which devided into three problem formulations (1) What is A.
Mustofa Bisri’s view of political ethics? (2) What is its relevance to contemporary
political dynamics in Indonesia? (3) What is the style and reasoning of political
ethics of A. Mustofa Bisri in the perspective of magasid al-siyasah? This research
is under qualitative research which uses the magasid al-siyasah approach and
involves the sociology of knowledge approach.

The final results of this study indicate: First, national politics can be
understood as a proactive and consistent step in maintaining the Homeland as a
final form, expressed by A. Mustofa Bisri through his ideas on the revitalization
of the Pancasila and his criticism of the Islamic ideological movement. While at
the same time, populist politics in the view of A. Mustofa Bisri, is realized
through awareness efforts about the rights and obligations of the people
accompanied by advocacy to the weak. The conception of political ethics thought
A. Mustofa Bisri is implied from three dimensions of political ethics such as
goals, facilities and political action that lead to the vision of justice by involving
the role of civil society as the embodiment of amar ma 'ritf nahi mukar.

Second, A. Mustofa Bisri’s ideas have lasting relevance to the dynamics of
contemporary politics in Indonesia, especially in realizing deliberative democratic
culture. The idea of political ethics found its momentum when the dynamics of
contemporary Indonesian politics proceeded without recognizing the substance of
culture and humanity as it criticized cultural partialism and political elites. The
politics that are held are nothing more than procedural democracy and even
antagonistic that ignores the values and morality of the nation.

Third, as seen from the maqasid al-siyasah, the thoughts of political ethics
initiated by A. Mustofa Bisri, is influenced by the reasoning of fikih, theology and
tasawuf. Another thing that has influenced his political thinking is the sociological
construction around him such as the determination of the national politics of the
Nahdlatul Ulama (NU) and the construction of his father’s political thought, Bisri
Mustofa. As a consequence of these three reasons, A. Mustofa Bisri’s thoughts
should be classified as reformist traditionalism and spiritual humanism. Such
typologies are characterized by their mastery of the tradition of furats and are very
open in their attempts to reconstruct meaning. Reason and typology of such views
are commonly born from among Muslims who have a background of scholars and
cultural figures.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang pemikiran politik dengan berbagai dimensinya merupakan
tema yang tergolong tua. Kehadirannya seiring dengan munculnya ilmu politik itu
sendiri. Pemahaman tersebut menyebabkan kajian tentang pemikiran politik tidak
dapat dilepaskan dari sejarah dan filsafat politik seperti etika, moralitas, dan
idealisme.? Karenanya, pemikiran politik merupakan bagian dari ilmu politik di
mana norma, nilai, moral, dan etika selalu menjadi pokok bahasan yang tidak
pernah selesai. Kondisi tersebut membuat pemikiran politik memiliki unsur
relevansi yang lestari dan bestari? terhadap dinamika perkembangan kehidupan
manusia.

Tidak berbeda dengan usia pemikiran politik, pembahasan mengenai magasid
dalam konteks politik (siyasah) juga lahir seiring dengan turun dan
diberlakukannya syariat Tuhan untuk manusia khususnya berkaitan dengan
persoalan politik. Lahirnya magasid al-siyasah® turut menegaskan bahwa politik

merupakan persoalan ijtihadr* yang meniscayakan keragaman dan dinamika

1 Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis (LKiS: Yogyakarta, 2010), 1-
2.

2 Zainuddin Rahman, “Pemikiran Politik”, Prisma, Vol. 1 (Jakarta: LP3ES, 1988), 14.

3 Istilah magqasid al-siyasah seirama dengan pengertian magasid al-shari‘ah dengan cakupan
mikro dan dibatasi pada wilayah politik. Dalam pengertian lebih luas, magqasid al-siyasah juga
memiliki pengertian seperti menggapai manfaat (jalb al-masalii) dan menolak bahaya (dar’ al-
mafasid). Variasi definisi tersebut mengindikasikan erat kaitannya dengan hikmah, ‘illah, tujuan
dan niat serta nilai kemaslahatan. Lihat Nuriddin Mukhtar al-Khadimi, Al-Magasid al-Shar ‘Tyah fi
al-Majal al-Siyast wa al-Dustir (Kairo: Dar al-Salam, 2016), ‘Umar bin Salih bin ‘Umar, Magasid
al-Shari‘ah ‘inda al-Imam al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam (Urdun: Dar al-Nafais li al-Nahr wa al-
Tawzi’, 2003), 88.

4 Fakhrt Khalil Abii Safiyah, Muhddarat fi al- Siyasat al- Shar ‘iyah (Madinah: Al-Mamlakah al-
‘Arabiyah, 1982), 1.



dengan tetap menjaga nilai dan tujuan berpolitik itu sendiri seperti kemaslahatan,
keadilan, kemerdekaan, keseimbangan dan sebagainya.® Di Indonesia, sebagian
dinamika sikap politik tersebut adalah gagasan tentang etika politik, baik yang
diwujudkan dalam bentuk sikap patriot para ulama pada abad ke-18 M® dan
organisasi Nusantara terhadap hegemoni kolonial Belanda hingga menjelang
kemerdekaan,” maupun etika politik dalam bentuk gagasan politik kebangsaan
dan kerakyatan yang terjadi pada periode pasca revolusi.®

Pada masa kontemporer, khususnya di era reformasi, pandangan etika politik
yang diwujudkan dalam bentuk politik kebangsaan dan kerakyatan dilanjutkan
para tokoh nasional pada umumnya dan cendekiawan muslim pada khususnya,
meski dengan pendekatan berbeda. Dari kalangan organisasi masyarakat
keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) nama-nama seperti Abdurrahman

Wahid® Sahal Mahfudz® dan Cholil Bisri,** tidak bisa dinafikan dari diskusi

> Muhammad al-Salabi, Al-Wasativah fi al-Qur’an al-Karim (Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 2007), 8-11,
71-80, 96-107.

® Pada abad ini, beberapa perlawanan terhadap Belanda misalnya peristiwa Perang Jawa yang
dimotori Pangeran Diponegoro beserta jaringan para ulama, peristiwa pemberontakan petani di
Banten yang para pimpinannya bukanlah dari kalangan petani biasa tetapi pemuka-pemuka agama
atau kalangan terhormat. Selain dua peristiwa tersebut, perlawanan terhadap Belanda juga
dilakukan secara kultural sebagaimana dilakukan Kiai Rifai KAlisalak dan Kiai Soleh Darat
melalui karya yang ditulis dengan Arab Pegon. Lihat Zainul Milal Bizawie, Jejaring Ulama
Diponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria membangun Islam Kebangsaan Awal Abad Ke-19
(Tangerang: Pustaka Compass, 2019)., Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888
(Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984), 15-16., Abdul Jamil, Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran
dan Gerakan Islam Kiai Ahmad Rifa’i KAlisalak (Yogyakarta: LKiS, 2001), 221-244.,
Muhammad Salih ibn ‘Umar as Samarani, Majmii‘at al-Shari‘at al-Kafiyat li al-‘Awam
(Semarang: Toha Putra, 1374 H), 24-25.

"Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V, cet. Ke-5
(Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 335-343., Slamet Muljana, Kesadaran Nasional dari Kolonialisme
Sampai Kemerdekaan, Jilid | (Yogyakarta: LKiS, 2008), 18.

8 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 92-111.

9 Sebagian pemikiran etika politik Abdurrahman Wahid dapat dijumpai pada beberapa karyanya
seperti Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)., Islam Kosmopolitan:
Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)., Ahmad



seputar etika politik. Sepeninggal mereka, nama A. Mustofa Bisri (selanjutnya
ditulis Mustofa Bisri) atau yang akrab dipanggil Gus Mus menjadi salah satu
rujukan utama diskusi tentang etika politik, baik dalam bentuk politik kebangsaan
maupun politik kerakyatan.

Selain memiliki konsistensi di dalam menyuarakan gagasan etika politik
sebagaimana tertulis di dalam banyak karyanya, penisbatan kepada Mustofa Bisri
juga didasarkan pada fakta bahwa Mustofa Bisri merupakan tokoh yang dikenal
khalayak masyarakat sebagai figur ulama, intelektual sekaligus budayawan dan
aktivis kemanusiaan. Meskipun Mustofa Bisri tidak begitu dikenal sebagai
politisi, namun sebagian masyarakat Indonesia khususnya kalangan santri tidak
menyangsikan kepiawaiannya dalam memberikan ide-ide kebangsaan. Salah satu
di antara kontribusinya adalah menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama empat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lainnya
seperti llyas Ruhiat, Abdurahman Wahid, Munasir Ali, dan Abdul Muchith
Muzadi.*?

Gagasan Mustofa Bisri seputar etika politik menemukan relevansinya ketika
dinamika politik di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan pergeseran makna

politik menjadi reduktif. Dinamika politik atau keseharian aktivitas perpolitikan

Suaedy, Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2018).

10 Munawir Aziz “Figh Siyasah dalam Konfigurasi Figh Sosial: Belajar Etika Politik dari Kiai
Sahal Mahfudh” dalam Metodologi Figh Sosial: Dari Qouly Menuju Manhaji (Pati: STAIMAFA
Press, 2015), 233.

11 Muhammad Cholil Bisri, Al-Durr al-Rumbant (Jawa Tengah: MKW dan DKW PPP, t.th.), 6-7.
12 |ihat https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/., http://mww.muslimedianews.com/2014/03/inilah-
5-tokoh-nu-deklarator-pkb.html. Diakses tanggal 5 April 2019. Masih pada momen yang sama,
Mustofa Bisri juga menjadi salah satu anggota komite persiapan pembentukan partai baru pada
1998 selain Cholil Bisri, Yusuf Muhammad, Abdullah Murtadha, Dawam Anwar, Abdul Aziz
Mashuri dan Syaiful Bachri. Lihat, Abu Asma Anshari, et.al. Ngetan Ngulon Ketemu Gus Mus:
Refleksi 61 tahun K.H.A. Mustofa Bisri (Semarang: HMT Foundation, 2005). 95


https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/
http://www.muslimedianews.com/2014/03/inilah-5-tokoh-nu-deklarator-pkb.html
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secara keseluruhan tengah mengalami penyesatan nalar sehat (unreason politics
atau politics of unreason)* atau meminjam istilah Ermada Riyanto sebagai
reduksifasi, dan bukan saintifikasi politik, mulai dari perbincangan, perdebatan
sampai pada isu yang digulirkan dan dipertentangkan.** Reduksifasi merupakan
sebuah wujud dari proses pendangkalan dan menjadi antitesis dari saintifikasi
sebagai proses aktivitas yang mengedepankan rasionalitas, keilmiahan dan
kedalamannya atau menumbuhkan logika politik dan cara pandang sehat.*

Karena reduksifasi, politik yang memiliki makna holistik sebagai tata kelola
hidup bersama yang meliputi kebudayaan, pendidikan, kesejahteraan,
kebersamaan (Jawa: tepo selero) berubah menjadi kenaifan dan perkara politik
dikamuflase dengan kepentingan sesaat. Bahkan, makna politik yang memiliki
cakupan kedalaman pengalaman hidup manusia secara menyeluruh tereduksi
karena keterlibatannya pada perkara hukum maupun karena lontaran-lontaran kata
atau istilah aneh semacam “cicak-buaya”, “markus” (makelar kasus), “cukong
peradilan”, makelar jabatan dan yang sejenisnya. Dalam bahasa Machiavelli,
persoalan politik seolah hanya berkutat pada ranah kekuasaan tanpa melibatkan
wilayah wajar etika, sehingga melahirkan adagium “siapa menang maka berkuasa

dan sebaliknya siapa kalah akan menjadi pecundang”,® atau bahkan muncul

13 Unreason politics atau politics of unreason merupakan istilah yang digunakan Azyumardi Azra
untuk menggambarkan sistem dan proses berpolitik dengan menggunakan nalar manipulatif dan
menyesatkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan politik tertentu sehingga perlu penyegaran
kembali nalar politik (political reasoning) untuk menumbuhkan logika politik dan cara pandang
sehat. Lihat https://kompas.id/baca/utama/2019/01/10/nalar-politik/. Diakses tanggal 9 April 2019.
14 E, Ermada Riyanto, Berfilsafat Politik (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014), 13.

15 Ibid.

16 Frans Magnis Suseno, Kuasa dan Moral (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 7-9., Riyanto, Ibid., 14 -
15.


https://kompas.id/baca/utama/2019/01/10/nalar-politik/

adagium sebaliknya “menang bermasalah jauh lebih baik daripada kalah
terhormat”.

Kondisi demikian semakin menguatkan atmosfer budaya politik di tengah
naiknya suhu politik bangsa Indonesia yang cenderung semakin jauh dari etika
politik. LiberAlissasi politik Indonesia semakin menggurita dengan maraknya
parsialisme elite politik'” atau perangai elite politik oligarkis dan kerdil wawasan
kenegarawanan disertai provokasi media sosial yang liar dan niretika. Akibatnya,
masyarakat Indonesia mudah terpapar virus post-truth mulai dari kalangan
cendekiawan, akademisi bahkan ulama. Anak-anak bangsa seolah kehilangan
patokan moral dan konstruksi kebajikan yang selama ini menjadi identitas bangsa
yang beragama, ber-Pancasila, dan berbudaya luhur.*® Fenomena demikian dengan
mudah terbaca melalui penyebaran berita hoaks, wacana verbal kebahasaan, visual
foto-foto atau bahkan meme-meme yang beredar.*

Sebagai proses demokratisasi, gejala-gejala demikian berpotensi lahir dari
politik identitas sekaligus menjadi ciri utama politik post-truth yang terkadang

mengedepankan emosi daripada substansi masalah®*® atau meminjam istilah

17 Lihat Novri Susan, “Parsialisme Elite Politik”, Kompas (13 September 2019), 6.

18 Haidar Nashir, “Kompas dan Nurani Kecendekiaan”, Kompas (1 Juni 2019), 6.

19 Salah satu contoh dari jenis reduksifasi atau politik tanpa nalar tersebut yang terjadi beberapa
waktu yang lalu adalah penyesatan nalar sehat publik melalui penyebaran hoaks, disinformasi,
manipulasi data dan fakta. Sebagaimana terlihat pada 2 Januari 2019, jagad dunia maya
dihebohkan berita hoaks tentang “adanya tujuh kontainer berisi sekitar 70 juta kartu suara yang
telah dicoblos untuk salah satu pasangan calon capres-cawapres 2019 dan dipastikan bohong oleh
Komisi Pemilihan Umum. Lihat https://news.detik.com/berita/4368868/kpu-pastikan-kabar-7-
kontainer-surat-suara-tercoblos-berita-bohong.,https://www.liputan6.com/cek-
fakta/read/3862250/cek-fakta-hoaks-70-juta-surat-suara-yang-sudah-dicoblos-dalam-7-kontainer.
Diakses tanggal 5 Januari 2019.

20 Akibat dari politik di era post-truth yang berbanding lurus dengan politik identitas yang
dieksploitasi untuk kepentigan politik sesaat ini terbukti telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan
masyarakat karena terus menerus dipancing untuk bersitegang sebagaimana terlihat selama proses
pemilihan umum 17 April 2019. Lihat Yenny Zanuba Wahid, “Mari Kembali Bersatu”, Kompas
(20 April 2019), 6.
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Christoper Lasch, sebagaimana dikutip Komaruddin Hidayat, mengutamakan
opini ketimbang kebenaran (celebration of opinion over knowledge) dan
mengutamakan perasaan ketimbang data dan fakta (feeling over facts). Bahkan
Komaruddin Hidayat secara tegas menyebutkan bahwa di antara faktor yang
membuat situasi politik memanas dan mengancam persatuan bangsa, penyebaran
hoaks merupakan faktor krusial dan fenomenal karena terbukti efektif untuk
membunuh karakter lawan.?* Ciri lain dari politik post-truth adalah turut
menyuburkan lahirnya populisme politik sebagai gerakan yang hampir
sepenuhnya anti kemapanan elite politik.??

Selain maraknya berita hoaks (hoax), dalam konteks lebih makro, politik
reduktif dapat dilihat dari fenomena Indonesia yang tengah menghadapi berbagai
ujian kebangsaan yang tercermin dari lunturnya nasionalisme dan sikap bela
negara, penggunaan sentimen SARA dalam kehidupan sosial politik,*

menjamurnya radikalisme dan sektarianisme, serta maraknya kasus korupsi dan

21 Komaruddin Hidayat, “Politik Kebohongan”, Kompas (13 Juni 2019), 6.

22 Azyumardi Azra, “Populisme, Politik Identitas, dan Demokrasi Indonesia” dalam Burhanudidin
Muhtadi, Polulisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral (Malang: Intrans Publishing, 2019),
xiv., Yuna Farhan, “Politik Populisme Anggaran”, Kompas (23 Maret 2019), 6.

23 Kelompok ini menemukan momentumnya untuk pertama kali ketika pemilihan presiden pada
tahun 2014 dan mencapai titik kulminasinya pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, di
mana calon petahana secara bersamaan terlibat kasus penistaan agama. Kelompok pertama yang
menamakan dirinya dengan Saracen ditangkap aparat kepolisian pada Agustus 2017 karena
terbukti menyebarkan kebancian hoax dan sejenisnya dengan menggunakan 2000 akun media.
Belakangan muncul kelompok yang menamakan dirinya sebagai Moslem Cyber Army atau MCA.
Kelompok yang ditangkap aparat pada 26 Februari 2018 ini juga menjalankan praktik
menyebarkan kebencian dan provokasi melalui media sosial dan media daring. MCA dikenal
ketika terjadi perhelatan Pilkada DKI pada 2017. Isu-isu yang disebarkan sangat variatif, mulai
dari isu kebangkitan PKI, penyerangan (kriminAlisasi) ulama dan sejenisnya. Kelompok ini lebih
banyak anggotanya dan pola kerjanya lebih masif. Bahkan disebutkan untuk menjadi anggota ini
pula harus dibaiat. Lihat (https://seword.com/umum/mengenal-lebih-dekat-muslim-cyber-mca-
rlicwbLOdf). Diakses pada 1 Juni 2018.
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terorisme?* yang berimpit dengan gejala kemiskinan, pengangguran, ketimpangan
ekonomi bahkan pada wilayah penegakan hukum sekalipun. Di era pasca
reformasi, beberapa kasus krisis politik kebangsaan yang terjadi pada wilayah
hukum, misalnya pencemaran nama baik dokter dan RS Omni International oleh
Prita Mulyasari (ditahan 3 Mei 2009 - 3 Juni 2009, Tangerang), kasus pencurian
satu buah semangka (Kediri) oleh Cholil dan Basar Suyanto (dipidana 15 hari
percobaan 1 bulan), kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao
seharga Rp. 2.100, pada 2 Agustus 2009 di Purwokerto (dihukum pidana

percobaan 1 bulan 15 hari).*

24 Sebagaimana dalam ilmu sosial dan politik yang tidak pernah mempunyai definisi dan
pendekatan tunggal, demikian pula dalam usaha mendefinisikan apa yang dimaksud dengan
terorisme. Ini terjadi karena usaha mendefinisikannya hampir selalu bersifat subyektif. Amerika
Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan “war on terrorisme” belum memberikan
definisi yang jelas. William mencatat, definisi terorisme yang diberikan Amerika Serikat sebagai
“Premeditated politically motivated violance against non-combatant targets by subnational
groups or clandestine agents, usually intended to influence an audiance”. Namun berbagai pakar
badan pelaksana yang menangani persoalan terorisme telah menjelaskan pengertian terorisme
secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau
mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas
ketimbang pada jatuhnya korbah kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari
suatu aksi teror sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya
dipublikasikan secara luas di media massa. Terorisme merupakan tindak kejahatan yang tidak
tunduk kepada aturan apapun karena nilai kebenarannya terletak di dalam dirinya sendiri. Meski
definisi terorisme sangat luas tetapi semuanya berangkat dari titik yang sama yakni penggunaan
kekerasan seperti pembajakan, bom bunuh diri dan sebagainya. Pada ghalibnya, terorisme
dibedakan secara tradisional dengan bentuk-bentuk krimimal lainnya, karena terorisme identik
dengan muatan politik. Sebagaimana diungkapkan Viotti dan Kauppi bahwa ‘“Terrorism, as
politically motivated violance, aims at achiving a demoralizing effect on publics and goverments”.
Selengkapnya diskusi tentang pengertian terorisme dapat dirujuk pada, Paul D. Williams (ed),
Security Studies in Introduction (London: Routletge, 2008), 172., James D. Kiras, “Terrorism and
Globalization” dalam John Baylis & Stave Smith (ed), The Globalization of World Politics: An
Introduction to International Relations (New York: Oxford University Press, 2005), 480., Paul R.
Viotty and Mark V. Kauppi, International Relations and World Politics: Security, Economy,
Identity (New Jersey: Pearson Education Inc, 2007), 276., Hendropriyono, Terorisme
Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam (Jakarta: Kompas, 2009), 25., Budi Winarno, Dinamika
Isu-1su Global Kontemporer (Yogyakarta: CAPS, 2014), 171-174.

%5 Dalam kacamata hukum, beberapa peristiwa di atas merupakan akibat dari hukum beracara yang
serba positivistik. Hukum di Indonesia seperti sebilah pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul
ke atas. Terhadap orang kecil (the poor) hukum bersifat represif, sedangkan terhdaap orang besar
(the haves) hukum bersifat protektif dan memihaknya. Fenomena peradilan baik terhadap “the
poor” maupun “the haves” seolah menunjukan bahwa penegakan hukum menemui kebuntuan
legalitas formalnya untuk melahirkan keadilan substantif. Sehingga kehadiran hukum progresif



Selain krisis kebangsaan di atas, persoalan politik kebangsaan lainnya yang
terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya fenomena gerakan radikalisme agama?®
yang berujung kepada gerakan terorisme. Gerakan yang dilakukan atas nama jihad
ini, tidak hanya masif di kalangan tekstualis yang melihat nas secara hitam putih,
tapi gerakan anti mainstream ini juga berhasil menyisir kelompok-kelompok
“elite” dengan maraknya dunia kampus kenamaan menjadi tempat lahan
persemaian.”’ Ada kombinasi memprihatinkan yang membuat kampus-kampus
Perguruan Tinggi menjadi sarang tumbuhnya paham radikalisme berbasis dogma
agama, yakni gagalnya sistem pendidikan dan masifnya teknologi dalam
menyebarkan informasi.

Laporan Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) sebagaimana
dilaporkan majalah Tempo, turut menguatkan bahwa hampir semua kampus di
Indonesia terpapar radikalisme sejak 30 tahun silam. Penelitian BNPT dalam tiga

tahun terakhir menemukan bahwa sebagian mahasiswa di Perguruan Tinggi

sudah semestinya diperlukan. Lihat Satjipto Rahardjo, “Pendekatan Holistik terhadap Hukum”
(Makalah — UNDIP, Oktober 2005)., “Menuju Produk Hukum Progresif” (Makalah — UNDIP,
Semarang, 24 Juni, 2004). Suteki, Masa Depan Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media,
2015), 6-7.

%6 Radikalisme agama merupakan kecenderungan global yang terjadi bukan hanya pada
masyarakat Islam tetapi dapat ditemukan di berbagai agama. Salah satu penyumbangnya adalah
politik populisme dan politik identitas yakni kecenderungan kelompok mayoritas yang menuntut
haknya (privilese). Meski tidak melakukan teror dan kekerasan, populisme berpotensi menciptakan
ketegangan masyarakat dan konflik antar umat Islam bahkan terorisme kepada kelompok yang
dianggap berbeda.

%7 Penelitian MataAir & Alvara Research Center pada 2017 yang melibatkan 1.800 mahasiswa di
25 PT unggulan dan 2.400 pelajar SMAN unggulan menyebutkan bahwa 23,5 % mahasiswa dan
16,3 % pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. 18,6 %
mahasiswa dan 16,8 % pelajar memilih ideologi Islam lebih tepat untuk Indonesia. 17,8 %
mahasiswa dan 18,3% pelajar yang memilih Khilafah dibanding NKRI. 29,5% mahasiswa dan
29,7% pelajar menyatakan tidak akan mendukung pemimpin non-muslim. Sementara penelitian
lain MataAir & Alvara Research Center pada 2017 yang melibatkan 1.200 Profesional PNS,
BUMN, Swasta menunjukkan 29,7% tidak mendukung pemimpin non-muslim yang terpilih secara
demokratis dan 27,6% mendukung perda syariah karena dianggap tepat untuk mengakomodir
penganut agama mayoritas. Lihat 20 Persen Pelajar dan Mahasiswa Rela Berjihad dalam
https://nasional.tempo.co/read/1029476/survei-berjihad#fw4jtXi4Ue3WHXhM.41. Di akses pada
3 Juni 2018.


https://nasional.tempo.co/read/1029476/survei-berjihad#fw4jtXi4Ue3WHXhM.41

Negeri di Jawa dan Sulawesi telah terpapar paham radikalisme dalam tahap
pemikiran dan sikap. Mereka menerima begitu saja paham-paham yang bersumber
pada tafsir kaku terhadap dogma agama, lalu mempraktikannya dalam diskusi-
diskusi di organisasi resmi yang diakui kampus.?® Kendati BNPT menemukan
perseberannya dimulai 30 tahun lalu, teknologi dengan masif mengamplifikasinya
di era digital seperti sekarang. Para agen radikal tidak harus bertemu dengan
sasarannya atau menggelar diskusi untuk mengagitasi mereka. Propagandis
radikalisme cukup menarik calon korban ke grup Telegram dan WhatsApp, lalu
mencuci otak mereka dengan ideologi-ideologi yang menyesatkan.?® Bagi mereka
Islam merupakan tuntunan final dan absolut yang tidak boleh dijamah logika
penafsiran manusia yang relatif.

Pada saat bersamaan, krisis politik dalam konteks kebangsaan tidak hanya
terjadi pada wilayah sistem dan struktur politik ataupun ideologisasi Islam
sebagaimana beberapa kasus tersebut di atas, tetapi juga terjadi pada wilayah
sikap dan perilaku elite politik. Dalam banyak kasus, elite politik (khususnya

aktor pemegang kebijakan) di dalam menentukan pilihan-pilihan rasionalnya

28 Tempo (28 Mei — 3 Juni 2018). Temuan BNPT di atas, didukung oleh data terbaru dari Setara
Institute yang di antara satu temuannya menyatakan bahwa di berbagai kampus negeri, wacana dan
gerakan keagamaan eksklusif masih berkembang dan digencarkan oleh beberapa kelompok
keislaman seperti gerakan Salafi-Wahabi, gerakan Tarbiyah dan gerakan Tahririyah yang
berpotensi menjadi ancaman Pancasila, demokrasi dan keberlangsungan NKRI. Lihat Ringkasan
Eksekutif, “Wacana dan Gerakan Keagamaan di Kalangan Mahasiswa”, Setara Institute (31 Mei
2019).

29 Munculnya Siska Nur Azizah (mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung) dan Dita
Siska Milenia di Markas Komando Brigade Mobil untuk membantu teroris menunjukkan
kerentanan dua faktor itu. Mereka ditangkap Detasemen Khusus Antiteror karena diduga hendak
menyerang polisi di Markas Brimob, di Depok, Jawa Barat, seusai kerusuhan oleh narapidana
terorisme yang menewaskan lima polisi. Siska menganggap bahwa narapidana yang masuk
kerangkeng Brimob baik karena membunuh maupun mengebom orang lain sebagai bukan teroris
dan bahkan mereka bersimpati kepada para teroris yang memerangi taghit dan hendak
menegakkan syariat Islam. Siska mengaku belajar memahami Islam dan gerakan terorisme lewat
grup media sosial dan kanal-kanal diskusi di Telegram. Lihat “Bibit Terorisme di Kampus”,
Tempo (28 Mei — 3 Juni 2018), 23.
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cenderung tidak menjadikan preferensi ideologis dan efisiensi makro sebagai
dasar pertimbangan utama tetapi cenderung mementingkan aspek pragmatisme
politik dan efisiensi mikro sebagai konsekuensi relasi patron klien yang saling
menggantungkan dan menguntungkan antara elite dengan partai politik.>° Semua
ujian kebangsaan ini turut menguatkan adagium bahwa dunia politik memang
dekat dengan (istilah Nietzsche) kenaifan,?* yang turut memudarkan sisi
optimisme dalam kehidupan berbangsa.>2

Namun demikian, pudarnya optimisme politik ini berbanding lurus dengan
masifnya gerakan civil society atau masyarakat sipil sebagai kelompok
penyeimbang yang aktif melakukan check and balance antara penguasa dengan
rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance) atau
setidaknya meminjam istilah Mansour Fakih, untuk memastikan dan mengawal
proses transformasi sosial.** Untuk negara yang menganut sistem demokrasi
seperti Indonesia, Kiprah civil society ini kerap dibutuhkan karena kehadirannya
yang selalu terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan seperti menyuarakan keadilan,
gerakan anti korupsi, pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia,* sampai

melakukan gerakan green peace sebagai wujud advokasi terhadap lingkungan.3

30 Salah satu buku yang membahas perilaku elite politik DPR (Dewan perwakilan Rakyat) adalah
penelitian yang ditulis Idrus Marham, Ironi Demokrasi Setengah Hati: Studi Kasus Konteslasi
Elite Politik di DPR RI 1999 — 2004 (Bekasi: Penjuru Ilmu Sejati, 2016).

31 Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality (USA: Cambridge University Press, 2007),
50-52.

32 Namun dalam pandangan Nietzsche, pudarnya optimisme dalam berpolitik lebih dipengaruhi
oleh moralitas tradisional yang tidak siap menghadapi nihilisme sebagai ciri modernitas. Lihat
Ferdinand Indrajaya, dalam
http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/viewFile/2863/2258. Diakses tanggal 8
April 2019.

33 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

34 Lihat Muhammad Asfar, “Wacana Masyarakat Madani (Civil Sociey): Relevansi Untuk Kasus
Indonesia”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th. XIV, No. 1, (Januari, 2001), 49-60.,
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Mereka dapat berada dalam kelompok organisasi masyarakat keagamaan
laiknya Muhammadiyah dan NU, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM / NGO)
atau bahkan berangkat dari pribadi agamawan yang memiliki kepekaan dan
perhatian terhadap isu kemanusiaan seperti halnya Romo Mangunwijaya (1929-
1999), Abdurrahman Wabhid atau Gus Dur (1940-2009), Mustofa Bisri atau Gus
Mus (lahir. 1944) dan lain sebagainya. Namun pasca-wafatnya Gus Dur, dari
sekian agamawan terlebih dari kalangan ulama yang memiliki concern terhadap
isu kemanusiaan, nama Mustofa Bisri menjadi rujukan utama khususnya di
kalangan generasi muda NU .3

Penisbatan kepada Mustofa Bisri sebagai tokoh kemanusiaan dari kalangan
agamawan setelah wafatnya Gus Dur sangat beralasan. Di samping memiliki cara
pandang konsisten dengan menjadikan “cinta” sebagai dasar pemikirannya,
Mustofa Bisri juga terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan sejak masa Orde Baru
khususnya melalui karya-karya yang ditulisnya. Salah satu cetusan pudarnya
optimisme adalah kritik Mustofa Bisri terhadap despotisme pemerintah Orde Baru
yang menyisakan tragedi kemanusiaan di banyak wilayah. Kritikan ini

disampaikan Mustofa Bisri dengan bahasa lugas melalui narasi sajak-sajak puisi

Mochammad Parmudi, “Kebangkitan Civil Society di Indonesia”, Jurnal at-Tagaddum, Vol. 7,
No. 2, (November, 2015), 295-309.,

https://www.researchgate.net/publication/317092009 Urgensi_Keterlibatan_Civil_Society dalam
_Demokrasi. Diakses tanggal 8 April 2019.

3 Salah satu NGO yang concern dalam bidang ini misalnya Wahana Lingkungan Hidup indonesia
(WALHI) dan belakangan juga lahir gerakan bidang yang sama dan menamakan diri dengan Front
Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang digawangi oleh Muhammad al-
Fayyadh. Beberapa artikel tentang kiprah FNKSDA, dapat dilihat pada,
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=94246&mod=penelitian_detail&sub
=PenelitianDetail&typ=html./ https://docplayer.info/30573689-Anggaran-dasar-front-nahdliyyin-
untuk-kedaulatan-sumber-daya-alam-fnksda-bab-i-nama-waktu-sifat-bentuk-dan-tempat-
kedudukan.html./ http://eprints.umm.ac.id/44423/1/NASKAH.pdfs. Diakses tanggal 10 April
2019.

36 https://geotimes.co.id/kolom/gus-mus-guru-bangsa-kita//. Diakses tanggal 8 April 2019.


https://www.researchgate.net/publication/317092009_Urgensi_Keterlibatan_Civil_Society_dalam_Demokrasi
https://www.researchgate.net/publication/317092009_Urgensi_Keterlibatan_Civil_Society_dalam_Demokrasi
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=94246&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html./
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=94246&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html./
https://docplayer.info/30573689-Anggaran-dasar-front-nahdliyyin-untuk-kedaulatan-sumber-daya-alam-fnksda-bab-i-nama-waktu-sifat-bentuk-dan-tempat-kedudukan.html./
https://docplayer.info/30573689-Anggaran-dasar-front-nahdliyyin-untuk-kedaulatan-sumber-daya-alam-fnksda-bab-i-nama-waktu-sifat-bentuk-dan-tempat-kedudukan.html./
https://docplayer.info/30573689-Anggaran-dasar-front-nahdliyyin-untuk-kedaulatan-sumber-daya-alam-fnksda-bab-i-nama-waktu-sifat-bentuk-dan-tempat-kedudukan.html./
http://eprints.umm.ac.id/44423/1/NASKAH.pdfs
https://geotimes.co.id/kolom/gus-mus-guru-bangsa-kita/
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atau bahkan cerita pendek sebagaimana tulisannya tentang Tragedi Nipah yang
menewaskan empat warga karena tertembak peluru aparat keamanan dalam
konflik pembebasan lahan pada tahun 1993.3”

Meski pandangan dan aksinya lebih banyak dilatarbelakangi sosio politik
pada era Orde Baru, konsistensi gagasan dan kiprah Mustofa Bisri berlanjut
hingga saat ini. Sebagai ulama yang ditokohkan, Mustofa Bisri selalu terlibat atau
bahkan melibatkan diri pada setiap dinamika perpolitikan yang berlangsung di
Indonesia. Mustofa Bisri merupakan satu di antara beberapa tokoh bangsa yang
banyak memberikan kontribusi melalui sumbangsih pemikiran etika politik.
Sebagai ulama sekaligus budayawan, ide pemikiran dan kedalaman pesan yang
disampaikan Mustofa Bisri bisa ditemukan tidak hanya melalui artikel dan buku
yang ditulisnya, tetapi juga puisi, esai bahkan lukisan yang dibuatnya.

Mustofa Bisri merasa prihatin apabila kultur politik berlangsung tanpa
mengenal substansi kebudayaan dan kemanusiaan. Dengan istilah lain, politik
yang digelar hanya untuk kepentingan politik atau sesaat saja, apalagi hanya untuk
kepentingan elite politik tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan
rakyat banyak. Bagi Mustofa Bisri, untuk dapat memperhatikan kesejahteraan
orang banyak tentu diperlukan simpati dan empati, atau dalam bahasa lebih

sederhana disebut “cinta”.®®

37 Mustofa Bisri, Saleh Ritual Saleh Sosial (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 183. Tragedi Nipah
merupakan salah satu daftar kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim penguasa Orde Baru
selain kasus Kedung Ombo, Jatiwangi, Rancamaya hingga kasus pembunuhan aktivis bernama
Marsinah. Lihat “Jejak Berdarah di Waduk Nipah”,
http://beritajatim.com/sorotan/262350/jejak_berdarah_di_waduk_nipah.html#. XY8EroP4n8c. Di
akses pada 28 September 2019.

38 D. Zawawi Imron, “Kata Pembaca” dalam Mustofa Bisri, Sajak-Sajak Cinta Gandrung (Jakarta:
MataAir, cet. Ke 3, 2017), viii-ix.


http://beritajatim.com/sorotan/262350/jejak_berdarah_di_waduk_nipah.html#.XY8EroP4n8c
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Dengan konsep “cinta” disertai semangat kemanusiaan pula, Mustofa Bisri
tidak jarang mengeluarkan pernyataan-pernyataan ringan, namun sarat dengan
makna. Mustofa Bisri juga tidak segan untuk melakukan reinterpretasi terhadap
istilah-istilah tertentu di dalam Alguran yang sering dimonopoli dan dipolitisasi
oleh kalangan kelompok Islamisme atau ideologisasi Islam, terlebih untuk
kepentingan syahwat politiknya. Salah satu pandangan upaya reinterpretasi

el

tersebut misalnya pemaknaan ulang terhadap makna “auliyd ” yang lazimnya
diartikan sebagai pemimpin, diartikan oleh Mustofa Bisri sebagai (istilah Jawa
“Bolo”). Pemaknaan auliya sebagai “bolo” tentu memiliki konsekuensi berbeda
di banding jika diartikan sekadar sebagai pemimpin yang kemudian dimanfaatkan
sebagian kalangan untuk menolak kehadiran non-muslim dalam pencalonan
Pilihan Kepala Daerah khususnya di DKI Jakarta pada 2017.
Pernyataan-pernyataan Mustofa Bisri lain, yang sarat dengan makna dalam
konteks kebangsaan, adalah antara lain “kita orang Jawa/lndonesia yang
beragama Islam dan bukan orang Islam yang hidup di Jawa/Indonesia”.®
Ungkapan ini menyiratkan bahwa Jawa sebagai entitas tempat tinggal yang sangat
beragam penghuninya dan memiliki karakter dan filosofi sendiri tidak dapat serta
merta diposisikan sebagai hal subordinat di bawah ‘Islam’. Dalam pandangannya,
dibutuhkan dialog antara Islam dan Jawa (‘Aldigah Indimajiyah) yang dapat

melahirkan harmonisasi dan menjadi sintesa daripada mengkontraskan keduanya

sebagai dua entitas berbeda.

39 Adagium ini sering diutarakan Mustofa Bisri terutama di dalam ceramah-ceramah
keagamaannya, namun artikel yang sepadan dengan pesan di atas misalnya dapat diLihat Mustofa
Bisri, “Islam dan Arab” dalam Agama Anugerah Agama Manusia (Jakarta: MataAir, 2016), 122.
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Nalar pandangan politik Mustofa Bisri di atas terlihat tidak hanya mengacu
pada persoalan eksoterik syariah belaka yang hanya melihat sesuatunya secara
biner atau hitam putih, namun lebih dari itu, Mustofa Bisri juga melibatkan
perspektif nalar lain seperti pendekatan esoterik akhlak disertai pemahaman
budaya sebagai kerangka makro kearifan lokal, khususnya Jawa. Sebagai tokoh
yang lahir dan berkembang di salah satu organisasi masyarakat terbesar di
Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), pemikirannya tidak dapat dipisahkan dari
tokoh-tokoh NU yang mengitarinya atau bahkan telah menyatu dengan nalar
politik NU sendiri. Basis doktrinal dan antropologis ini juga agaknya yang turut
mempengaruhi pemikiran Mustofa Bisri pada setiap ide dan gagasannya
khususnya terkait dengan etika politik. Ciri tersebut tersurat dari usahanya di
dalam mendialogkan beberapa pendekatan untuk menemukan penafsiran yang
relevan dengan kondisi bangsa Indonesia dengan menjadikan kemaslahatan dan

kemanusiaan sebagai titik ijtihad pemikirannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menyimak latar belakang masalah tersebut, permasalah yang dapat
diidentifikasi, di antaranya:

Pertama, lahirnya gagasan etika politik yang lahir dari seorang tokoh yang
memiliki latar belakang ulama sekaligus budayawan. Pemikiran Mustofa Bisri
sangat beragam, mulai dari pemikirannya terkait persoalan agama seperti fikih,
tasawuf, seni dan kebudayaan sampai pada persoalan sosial politik sebagaimana

dapat ditemukan di beberapa tulisannya. Kedua, Gagasan Mustofa Bisri tersebut
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menjadi penting dan menjadi relevan di tengah lahirnya kultur banalitas politik
yang kehilangan arah (unreason politics) dan maraknya sikap parsialisme elite
politik yang tidak mencerminkan sikap pancasilais. Ketiga, di dalam melihat
realitas politik Indonesia, Mustofa Bisri selalu melibatkan cara pandang cinta dan
kemanusiaan yang lahir dan dipengaruhi oleh nalar keagamaan terutama dari
kultur organisasi yang membesarkannya seperti Nahdlatul Ulama (NU).
Dari masalah yang berhasil diidentifikasi peneliti, penelitian ini akan
difokuskan pada permasalah sebagai berikut:
1. Wujud dan konsep gagasan etika politik yang ditawarkan A. Mustofa
Bisri.
2. Relevansi gagasan A. Mustofa Bisri dengan dinamika politik kontemporer
di Indonesia.

3. Nalar yang mempengaruhi gagasan etika politik A. Mustofa Bisri

C. Rumusan masalah
1. Bagaimana pemikiran A. Mustofa Bisri tentang etika politik?
2. Apa relevansi pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri dengan dinamika
politik kontemporer di Indonesia?
3. Bagaimana corak dan nalar pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri dalam

perspektif magasid al-siyasah?
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D. Tujuan Penelitian
1. Mengeksplorasi bentuk pemikiran dan ijtihad A. Mustofa Bisri tentang
etika politik yang diwujudkan dalam bentuk politik kebangsaan dan politik
kerakyatan secara komprehensif.
2. Menjelaskan dan mengaktuAlissasikan pemikiran etika politik A. Mustofa
Bisri dengan dinamika politik kontemporer yang terjadi di Indonesia.
3. Mengidentifikasi corak dan nalar pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri

dilihat dari kacamata magasid al-siyasah.

E. Kegunaan Penelitian

Secara normatif dan teoretis, studi ini turut mengembangkan kajian tentang
hubungan Islam dan kebangsaan dari salah satu tokoh Indonesia yakni A. Mustofa
Bisri yang dikenal khalayak masyarakat sebagai ulama sekaligus budayawan.
Secara empirik, studi ini diharapkan dapat berkontribusi khususnya bagi
pemegang kebijakan dan bagi setiap warga negara yang membutuhkan legitimasi
moral dalam konteks politik pada umumnya. Dengan menggunakan pendekatan
magqasid al-siyasah, kajian ini diharapkan dapat menawarkan diskursus baru
dalam mengkaji pemikiran politik, khususnya pemikiran politik Islam
kontemporer di Indonesia. Sementara secara substansial, hasil studi ini akan
menjadi autokritik terhadap kelompok-kelompok yang memperjuangkan
ideologisasi Islam di Indonesia namun abai terhadap moralitas dan kemanuisaan.
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur relevan yang lestari dan bestari bagi

keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
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F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan beberapa
teori dasar yang relevan. Sejumlah teori diperlukan untuk saling menguatkan dan
bersifat interkoneksitas sebagaimana berlaku dalam studi agama kontemporer
mengingat betapa kompleksnya agama dalam realitas hidup para pengikutnya.*
Dalam studi ini akan digunakan dua teori yang relevan yakni teori magasid al-
siyasah sebagai alat analisis utama dan teori sosiologi pengetahuan untuk
mempertajam analisis pembahasan.
1. Teori Magqasid al-Siyasah

Sebagaimana kata magasid pada istilah magasid al-shari ‘ah yang merupakan
bentuk plural dari magsad, gasd, qusid dan derivasi dari gasada yagsudu, kata
magqasid pada istilah magasid al-siyasah juga memiliki arti yang sama sebagai
ragam perbuatan dan kebijakan yang dikehendaki di mana untuk
merealisasikannya, seseorang akan berusaha dengan beragam cara.** Dalam arti
sesungguhnya magasid al-siyasah dapat diartikan sebagai kebijakan yang
dikehendaki dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan atau hukum-hukum
yang terkandung dalam Alguran dan Hadis di dalam masalah kebijakan negara
atau sesuatu yang berhubungan dengan politik (siyasah).

Kata siyasah sendiri berasal dari kata sasa yasisu yang bermakna hakama wa
dabbara dan dalam beberapa kamus diartikan sebagai mengatur, mengurus, dan

memerintah atau secara instan lazim diterjemahkan dengan kata politik (Yunani:

40 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), vii.

4 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashiir, Magasid al-Shari‘at al-Islamiyah (Kairo : Dar al-Salam,
2016), 162.



18

politics). Kata sasa sama dengan to govern, to lead. Siyasah juga sering
diidentikkan dengan policy of goverment. Sementara secara terminologis, kata
siyasah lazim dihubungkan dengan kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan
pelaksanaan kebijakan negara tentang berbagai hal menyangkut kepentingan
publik serta kegiatan-kegiatan lain dari berbagai lembaga sosial, partai politik dan
organisasi keagamaan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan
negara. Dengan pemaknaan lain, politik atau siyasah erat kaitannya dengan
kepemimpinan, perintah dan larangan seorang pemimpin terhadap rakyatnya dan
pengaturan sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan.*?

Secara literal, istilah magasid al-siyasah sejauh penelusuran peneliti belum
ditemukan dan diperkenalkan oleh pakar magdasid baik era klasik maupun
kontemporer meskipun secara substansial hubungan antara magasid dengan al-
siyasah menjadi bahasan klasik dan khusus sebagaimana tema-tema mu’amalah
lainnya. Meski masuk pembahasan magasid khassah, namun dari segi
pemberlakuannya dapat dikategorikan sebagai maslakak kulliyah karena
menyangkut hajat hidup orang banyak.*

Sebagai sebuah istilah, salah satu karya yang menggunakan istilah magasid
al-siyasah (meskipun dengan bentuk mufrad atau tunggal yakni magsad) adalah
kitab Al-Durr al-Rumbani yang ditulis oleh Muhammad Cholil Bisri, salah
seorang ulama Indonesia asal kota Rembang Jawa Tengah. Dalam karyanya

tersebut, Muhammad Cholil Bisri menyebutkan bahwa :

42 |bnu Manziir, Lisan al- ‘Arab, Jilid X, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 108., Louis Ma’lif, Al-
Munjid fi al-Lughah wa al-4 ‘alam, (Beirut: Dar al-Mashriq, 1976), 362., Majma‘ al-Lughah al-
‘Arabiyyah, al-Mu ‘jam al-Wasit, (Kairo: Maktabah al-Shurtiq al-Dawliyyah, cet. V, 2011), 480.

43 Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islami, Juz 11 (Beiriit: Dar al-Fikr, 2016), 317.
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Tujuan politik sudah jelas yakni menegakkan kebenaran dan keadilan di
antara manusia serta membebaskan mereka dari degradasi dan kedzaliman
dengan menegakkan syariat yang toleran sebagai tujuan utamanya dengan
mengambil maslazah dan menghilangkan bahaya (madarat). Tujuan lainnya
adalah membangun budaya cinta dan kasih sayang di antara saudara sebangsa
khususnya dan manusia pada umumnya yang didasarkan atas rida Allah
sehingga akan terbentuklah kesatuan dan kekuatan yang dapat mengantarkan
kewibawaan mereka baik agama maupun bangsanya.**

Catatan Muhammad Cholil Bisri di atas, merupakan satu dari pendapat
mayoritas ulama yang menekankan bahwa elemen terpenting dalam politik adalah
kemaslahatan, keadilan, shira, persamaan (equality), kebebasan, dan
kesejahteraan masyarakat.** Nilai-nilai demikian lazim disebut nilai-nilai
universal yang menjadi basis pemikiran para mujtahid kendati tidak tersurat dalam
teks-teks baku. Fakhri Khalill Abt Safiyah misalnya,* mengistilahkan politik
sebagai:

cald dida @y e ady &) ol g cpall Jsaal Callayy Les daliaal) 4 Loy Jazl)

ahile Yde 3 dubu Y

44 Muhammad Cholil Bisri, Al-Durr al-Rumbani (Jawa Tengah: MKW dan DKW PPP, 1994), 9.
45 Khadijah an-Nabrawi, Mausii ‘ah Ushiil al Fikr al-Siyast wa al-Ijtima’i wa al-1qtisadi (Kairo:
Dar al-Salam, 2008), 41-129.

46 Fakhri Khalil Abii Safiyah, Muhddharat fi al-Sivasat al-Shar ‘iyah, (Madinah: Al-Mamlakah al-
‘Arabiyah, 1982), 1.
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“Segala aktivitas yang mengandung aspek kemaslahatan yang tidak bertentangan
dengan norma pokok agama dan sekalipun kegiatan itu tidak tersurat di dalam
nas-nas agama. Karenanya segala aktivitas yang nir-kemaslahatan tidak dapat
disebut sebagai siyasah shar Tyah”.

Dengan demikian, orientasi politik dalam Islam tidak hanya mencari
kemaslahatan dunia an sich, namun lebih dari itu kemaslahatan dunia yang
berorientasi kepada kemaslahatan akhirat. Namun demikian, karena tema “politik”
merupakan persoalan ijtihadr yang menuntut perubahan dan perkembangan, maka
sifat epistemnya tidak harus tekstual atau tersurat dalam teks. Tema “politik”
dapat diartikan sebagai aktivitas dan kreativitas manusia yang mengupayakan
kebaikan dan menolak keburukan, meskipun tidak disebutkan dalam teks baik di
dalam Alguran maupun Hadis.

Menyimak uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsepsi magasid al-
siyasah sebagai bagian dari tema magqasid al-shari ‘ah menarik untuk dikaji karena
dua hal. Pertama, kajian magasid al-siyasah tidak hanya membincang persoalan
politik dan hukum vyang cenderung sekularistik, namun juga menyinggung
persoalan teologi yang sarat dengan nilai-nilai transenden atau bahkan sarat
dengan pesan-pesan moral sufistik. Kedua, dalam mengkaji persoalan politik,
menjadikan magqasid al-siyasah sebagai barometer, setidaknya untuk melihat dan
menilai apakah kebijakan politik tersebut selaras dengan bangunan prinsip dan
kaidah-kaidah magqasid al-siyasah sebagaimana yang ditawarkan Nuriddin
Mukhtar al-Khadimi dalam bukunya Al-Magasid al-Shar ‘iyah fi al-Majal al-

Siyast wa al-Dustir. Nuriddin Mukhtar al-Khadim1 mencatat setidaknya delapan
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kaidah untuk menilai apakah sebuah kebijakan selaras dengan pesan yang
dikehendaki syariat (magasid al-shari’ah) sebagaimana akan diuraikan lebih

detail pada bab berikutnya.

2. Teori Sosiologi Pengetahuan

Untuk mempertajam kerangka teoretis, khususnya berkaitan dengan pemikiran
Mustofa Bisri tentang etika politik, peneliti menggunakan sosiologi pengetahuan.
Teori ini diperlukan karena berangkat dari asumsi bahwa dalam menggagas dan
membangun pemikirannya, Mustofa Bisri tidak dalam (istilah Taufik Abdullah)
“kevakuman sejarah”.*” Di sinilah relevansi sosiologi pengetahuan dibutuhkan
sebagai salah satu teori dan instrumen analisis. Dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan sosiologi pengetahuan yang ditawarkan Karl Mannheim dan Peter
L. Berger.

Bagi Mannheim, ada dua pemahaman pokok yang menjadi ciri-ciri sosiologi
pengetahuan. Pertama, berorientasi epistemologis untuk mengutamakan
pemahaman dari sebuah pemikiran sesuai dengan konteksnya, karena latar
belakang atau kondisi riil historis yang berbeda akan melahirkan pemikiran yang
berbeda pula meskipun dalam tema yang sama.*® Dengan demikian, setiap orang
yang berpikir maka sejatinya tidak lahir dari ruang hampa melainkan sangat

dipengaruhi bahkan terlibat langsung dengan pemikiran lain yang saling

47 Taufik Abdullah, “Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah: Sebuah Sketsa”,
Prisma, No. 3 Tahun XX (Maret, 1991), 21.

48 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaiatan Pikiran dan Politik, terj. F. Budi
Hardiman (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), 3.
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berdialektika secara terus menerus, tidak terkecuali pemikiran yang digagas dan
dikembangkan Mustofa Bisri.

Sementara yang kedua, menurut Mannheim, sosiologi pengetahuan
mengandaikan bahwa pemikiran yang nyata tidak bisa lepas dari konteks tindakan
kolektif di mana pemikiran itu bersinggungan. Seorang pemikir yang hidup dalam
lingkungan dan masyarakat tertentu tidaklah hadir dalam kehidupan yang terpisah.
Pilihan dan arah pemikiran seseorang merupakan gambaran dari dialektika dirinya
dengan masyarakat yang dihadapinya termasuk nilai-nilai yang diyakini secara
kolektif. Tidak ada pemikiran muncul secara individu tanpa bersinggungan
dengan pemikiran lainnya yang telah menjadi tindakan kolektif terlebih dahulu.*

Pemikiran Mannheim ini tidak berbeda dengan pendapat Durkheim yang
mengatakan bahwa pengetahuan manusia, tidak hanya produk dari pengalaman
saja, ataupun terlahir dengan kategori-kategori mental tertentu yang diterapkan
pada pengalaman. Sebagai gantinya kategori-kategori adalah ciptaan-ciptaan
sosial. Mereka adalah representasi-representasi kolektif.>® Teori ini juga didukung
oleh pandangan Ibn Khaldin yang memandang bahwa semua ilmu pengetahuan
adalah interdependen, artinya ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh kondisi
sosial.>* Sebagaimana Karl Mannheim, Ibn Khaldiin juga berpandangan bahwa
pemikiran ideologis tidak hanya terbatas pada kelas yang berkuasa, tapi juga
dimiliki oleh semua kelas sosial. Setiap kelas memiliki eksistensinya sendiri, atau

perspektif sosialnya sendiri dan sejumlah kepentingan. Jadi, ide-ide yang

4 1bid., 4.

0George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir
Postmodern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 173-174.

51 Saleh Faghirzadeh, Sociology of Sociology (Tehran: The Soroush Press, 1982), 17.
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dihasilkan oleh semua kelas pada dasarnya adalah ideologis. Pandangan lain 1bn
Khaldin adalah bahwa faktor-faktor material sangat dapat mempengaruhi isi ide-
ide, ideologi, dan pengetahuan masyarakatnya.>?

Senada dengan teori para tokoh di atas, adalah pendapat Karl Marx yang
menyebut bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh keberadaan sosialnya.>®
Prinsip dasar teori ini “bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan
sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran
manusia”. Lebih lanjut, Marx berkeyakinan bahwa untuk memahami sejarah dan
arah perubahan, tidak perlu memerhatikan apa yang dipikirkan manusia, tetapi
bagaimana ia bekerja dan berproduksi. Dengan cara melihat manusia bekerja dan
berproduksi, ia yakin akan menentukan cara manusia berpikir.>* Berpijak kepada
ciri-ciri yang disebutkan Mannheim, maka analisa kesejarahan menjadi cukup
penting bahkan sangat mendukung bagi keberlangsungan menjawab berbagai
persoalan yang dimunculkan dalam penelitian ini dilihat dari perspektif sosiologi
pengetahuan.

Selain Karl Mannheim dan tokoh-tokoh yang menyinggung sosiologi
pengetahuan di atas, tokoh utama lain yang menjadi rujukan dalam teori penelitian
ini adalah Peter L. Berger. Menurutnya, manusia merupakan pencipta kenyataan
sosial yang subyektif melalui proses eksternalisasi sebagaimana kenyataan
objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (yang

mencerminkan kenyataan subjektif). Dengan kemampuan berpikir dialektis, di

52 1bid., 98.

53 Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi
Pengetahuan, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES. 1990), 5.

54 1. B. Irawan. Teori-Teori Sosial dama Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku
Sosial (Jakarta: Kencana, 2014), 11
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mana terdapat tesis, antitesis dan sintesis, Berger memandang masyarakat sebagai
produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Karya Berger ini
menjelajahi berbagai implikasi dimensi kenyataan objektif dan subjektif, maupun
proses dialektis dari objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi.>

Salah satu tugas pokok sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya
dialektika antara diri (the self) dengan dunia sosio kultural. Dialektika ini
berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan yakni eksternalisasi
sebagai penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia
(society is a human product), objektivasi sebagai interaksi sosial dalam dunia
intersubyektifasi yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi
(society is an objective reality), dan internalisasi sebagai individu yang
mengidentivikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial
tempat individu menjadi anggotanya (man is a society product).*® Di sinilah,
peneliti melihat relevansi teori sosiologi pengetahuan yang diperkenalkan tokoh-
tokoh di atas untuk memperkuat faktor pembentukan pemikiran Mustofa Bisri
khususnya ijtihadnya tentang etika politik.

Teori sosiologi pengetahuan ini semakin menemukan relevansinya dengan
tema ini, khususnya jika dihubungkan dengan istilah “Nalar” yang di dalam istilah
Muhammad ‘Abid al-Jabiri, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni al- ‘aql al-

mukawwin dan al-‘agl al-mukawwan.’” Al-‘ag/ al-mukawwin dapat disebut

5 Frans M Parera, “Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber”, dalam Peter L. Berger
dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, terj.
Hasan Basari (Jakarta: LP3ES. 1990), Xix-Xx.

%6 Ibid., Irawan. Teori-Teori, 106-107.

57 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Takwin al- ‘Aql al- ‘Arabi (Beiriit: Markaz Dirasat al-Wahdabh, t.th. ),
15.
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sebagai akal orisinal atau jenis akal bawaan yang dimiliki oleh setiap manusia
untuk membedakannya dengan binatang dan menjadi modal dasar untuk
keberlangsungannya. Sementara al- ‘ag/ al-mukawwan adalah akal yang terbentuk
pada setiap orang yang sudah dipengaruhi/terpengaruh oleh lingkungan sehingga
melahirkan ide-ide yang sama pada satu sisi dan berbeda pada sisi lain.
Karenanya, nalar tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan atau bahkan istilah
nalar merupakan wujud kebudayaan itu sendiri. Al-‘agl al-mukawwan terbentuk
oleh konstruk lingkungan yang menyertainya sehingga nalar tiap-tiap orang di
suatu wilayah dan pada masa tertentu cenderung sama. Dalam konteks tema
penelitian ini, nalar dalam pemikiran Mustofa Bisri tidak dapat dipisahkan dari

situasi lingkungan yang mengitarinya.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, tulisan yang mengkaji pemikiran Mustofa Bisri
terkait dengan nalar pemikiran etika politik khususnya dalam bentuk disertasi,
belum ditemukan. Sebagian karya ilmiah dan tulisan yang mengkaji pemikiran
Mustofa Bisri, lebih banyak pada pemikiran sastra dan pemikiran keagamannya
seperti fikih, tasawuf, dan pendidikan. Kalaupun didapati tulisan yang memotret
pemikiran politiknya, tidak termasuk sebagai karya akademik ataupun hasil riset,
sebagaimana buku yang ditulis Sumanto Al-Qurtuby>® yang menyinggung kiprah
politik Mustofa Bisri, catatan Husein Muhammad dalam bentuk renungan

sepanjang percakapannya dengan Mustofa Bisri yang kemudian dibukukan

58 Sumanto Al Qurtuby, Nahdlatul Ulama Dari Politik Kekuasaan Sampai Pemikiran Keagamaan
(Semarang: eLSA Press, 2004), xx.
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dengan judul “Gus Dur Dalam Obrolan Mustofa Bisri”,** dan rangkuman petikan-
petikan hikmah A. Mustofa Bisri yang ditulis M. Zidni Nafi’ dengan judul “Cinta
Negeri Ala Gus Mus”.®°

Salah satu karya akademik yang mengkaji pemikiran Mustofa Bisri adalah
penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dalam bentuk disertasi di IAIN ( sekarang
UIN) Sunan Ampel pada 2012, untuk kemudian dibukukan dengan judul “Nalar
Figh Mustofa Bisri”.6* Dalam temuannya, Sutrisno menyebutkan bahwa salah satu
kontribusi terpenting Mustofa Bisri dalam dinamika perkembangan sosial
kemasyarakatan khususnya di dalam menjawab setiap permasalahan hukum
adalah kekuatan metode ijtihad yang digunakannya dengan tidak terikat oleh
madzhab tertentu. Sikap ini menjadi penting di tengah-tengah semakin maraknya
tuntutan pemikiran hukum Islam yang harus terbuka dan mensyaratkan kebebasan
berpikir. Namun demikian, kendati kebebasan berpikir merupakan keniscayaan,
bagi seorang Mustofa Bisri, kebebasan harus terukur dan harus dalam bingkai
magqasid al-shart ‘ah yang menjadi tujuan diberlakukannya syariat Islam.®> Dengan
demikian penelitian yang dilakukan Sutrisno ini hanya mencakup persoalan
metodologi pengambilan hukum fikih secara umum yang digunakan Mustofa
Bisri dan oleh karenanya tidak memiliki relevansi dengan rencana tema penelitian
ini. Namun demikian penelitian Sutrisno ini tetap memiliki signifikansi dalam

ranah epistemologi bangunan fikihnya.

5% Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Mustofa Bisri (Jakarta Selatan: Noura Books,
2016).

60 M. Zidni Naf?’, Cinta Negeri Ala Gus Mus (Tangerang Selatan: Penerbit Imania, 2019).

61 Sutrisno, Nalar Figh Mustofa Bisri (Yogyakarta: Mitra Pustaka Bekerjasama dengan STAIN
Jember, 2012).

62 1bid., 221.
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Tulisan lain yang mengkaji pemikiran Mustofa Bisri khususnya dalam bidang
sastra adalah artikel yang ditulis Esa Kharisma, dkk, dengan judul “Wujud
Pengakuan Adanya Norma-norma Mutlak dari Tuhan Dalam Kumpulan Cerpen
Lukisan Kaligrafi Karya Mustofa Bisri”. Dalam penelitiannya, Esa Kharisma
mengeksplorasi tentang pentingnya sastra profetik sebagai sastra yang terlibat
dalam sejarah kemanusiaan yang tampil untuk selalu mengingatkan manusia atau
pembacanya kepada Tuhan dan menghayati petunjuk-petunjuk-Nya. Sastra
profetik berfungsi memberi pencerahan dan menyadarkan bahwa manusia adalah
makhluk teomorfis yang memiliki keterbatasan. Selain itu, sastra profetik
bertujuan merealisasikan sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia serta
mengingatkan bahwa perjalanan hidup ini juga merupakan perjalanan kerohanian,
sebagaimana dapat dilihat dalam banyak cerita pendek (cerpen) yang ditulis
Mustofa Bisri. Salah satunya adalah cerpen yang berjudul “Gus Ja’far” yang sarat
dengan nilai-nilai sufistik seperti representasi lelaku (tawbat al-nasizha) dan
sebagainya.®® Tulisan Esa Kharisma ini tidak ada relevansinya dengan penelitian
ini, tetapi uraian di atas, setidaknya cukup berkontribusi di dalam
memperkenalkan corak pemikiran sufistik Mustofa Bisri.

Penelitian yang hampir sama di dalam mengkaji pemikiran keagamaan
Mustofa Bisri, dilakukan oleh Ari Agung Pramono, dalam bentuk tesis di IAIN

Purwokerto yang dibukukan dengan judul Model Kepemimpinan Kiai Pesantren

63 Esa Kharisma, dkk, “Wujud Pengakuan Adanya Norma-Norma Mutlak dari Tuhan Dalam
Kumpulan Cerpen Lukisan Kaligrafi Karya Mustofa Bisri” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian,
dan Pengembangan, Vol. 1, No. 8, (Agustus, 2016), 1487-1499.



28

Ala Mustofa Bisri.®* Meski tidak memiliki relevansi dengan penelitian ini, hasil
penelitian di atas turut menegaskan bahwa Mustofa Bisri memiliki pemikiran
yang progresif di dalam mengaktuAlissasikan pemikiran keagamaan khususnya
pada ranah pendidikan sebagaimana hasil dari penelitian tersebut.

Sementara kajian akademik tentang etika politik meski tidak terkait dengan
pemikiran Mustofa Bisri, sudah banyak dilakukan. Salah satu di antaranya adalah
penelitian yang dilakukan oleh Sutikno dalam bentuk disertasi di IAIN (sekarang
UIN) Sunan Ampel surabaya pada 2014 dengan judul “Etika Politik Era
Demokrasi Lokal (Studi Atas Pemikiran dan Aksi Etika Politik Legislator Muslim
Lamongan Periode 2009-2014)”. Salah satu temuannya, Sutikno mengungkapkan
bahwa konsepsi etika politik bagi legislator diwujudkan dalam arena sosio
kultural dan struktural. Dalam wilayah sosio kultural, etika politik melibatkan
unsur pengalaman pendidikan, keterlibatan interaksi organik di beberapa
organisasi baik keagamaan ataupun politik (di mana di dalam proses tersebut
meniscayakan pengabdian, komitmen dan akuntabilitas) sehingga melahirkan
kepercayaan dan legitimasi politik menuju struktur kekuasaan. Sementara dalam
wilayah struktur kekuasaan, manifestasi etika politik dijalankan melalui peran dan
fungsi legislasi, penyusunan anggaran, pengawasan kebijakan, komunikasi dan
partisipasi politik, yang semuanya berimplikasi pada pengekangan dan

pemberdayaan. Meski penelitian ini tidak memiliki pertalian langsung dengan

8Ari Agung Pramono, Model Kepemimpinan Kiai Pesantren Ala Mustofa Bisri (Yogyakarta:
Pustaka IImu, 2017).
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pemikiran Mustofa Bisri namun salah satu temuannya memiliki signifikansi
terhadap pengertian etika politik khususnya dalam dimensi aksi politik.®*

Selain tulisan Sutikno, karya lain dengan tema sejenis adalah tulisan Rumsari
Hadi Sumarto dengan judul “Etika Publik Bagi Kepemimpinan Daerah”.%® Dalam
tulisannya ini, Rumsari menguraikan problem sikap elite politik yang abai
terhadap moralitas. Dengan maraknya figur pejabat publik yang terjerat kasus
korupsi menunjukkan semakin tergerusnya etika dari pemimpin publik. Kondisi
demikian menurut penulisnya disebabkan karena beberapa kepala daerah
menafikan etika publik yang seharusnya menjadi dasar pemikiran dan perilaku
untuk menjadi pertimbangan baik dan buruknya kebijakan yang akan diambil.

Senada dengan tulisan Rumsari Hadi Sumarto di atas adalah artikel yang
ditulis Prihatin Dwihantoro dengan judul “Etika dan Kejujuran Dalam Berpolitik™.
Dalam uraiannya tersebut, Prihatin menuturkan pentingnya sebuah nilai etika
dalam berpolitik, karena politik tidak hanya berkaitan dengan hal pragmatis,
namun memiliki sifat eksistensial dalam wujudnya. Politik juga memuat nilai
estetis yang menuntut sikap tanggung jawab dan kejujuran sebagai prasyarat
realisasi moral-moral lainnya. Liarnya etika dalam berpolitik sebagaimana yang
tampak di dalam realitas politik belakangan, terjadi karena tiadanya pendidikan

politik dan tiadanya figur politisi yang bermoral dan dapat dicontoh oleh

85 Sutikno, “Etika Politik Era Demokrasi Lokal (Studi Atas Pemikiran dan Aksi Etika Politik
Legislator Muslim Lamongan Periode 2009-2014)” (Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2014), 438-439.

®Rumsari Hadi Sumarto, “Etika Publik Bagi Kepemimpinan Daerah” PUBLISIA Volume 2,
Nomor 2, (Oktober, 2017), 112-120.
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lainnya.®” Dua tulisan tentang etika politik di atas, meski secara langsung tidak
berhubungan dengan pemikiran etika politik Mustofa Bisri, namun uraian
keduanya sangat membantu khususnya di dalam menarasikan pengertian etika
politik.

Dari sekian tulisan tentang etika politik, satu-satunya sumber tulisan yang
memiliki pertalian dengan gagasan etika politik Mustofa Bisri adalah artikel yang
ditulis oleh Munawir Aziz dengan judul “Figh Siyasah dalam Konfigurasi Figh
Sosial: Belajar Etika Politik dari Sahal Mahfudz”. Dalam artikelnya ini, Munawir
Aziz menjelaskan gagasan Sahal Mahfudz yang menekankan pentingnya politik
tingkat tinggi (high politics/siyasah ‘aliyah) yang diwujudkan dalam bentuk
politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik yang harus diperankan oleh
NU sebagai lembaga. Tujuan dari politik kebangsaan adalah pembelaan terhadap
NKRI yang berbanding lurus dengan penyadaran terhadap hak-hak dan kewajiban
warga negara sebagai wujud realisasi politik kerakyatan. Makna politik tingkat
tinggi menegasikan politik tingkat rendah (low politics/siyasah safilah) yang
diwujudkan dalam bentuk partai politik dan partisipasi warga NU secara
perorangan.®®

Selain politik kebangsaan, makna etika politik dalam pemikiran Sahal
Mahfudz adalah menjadikan Islam sebagai inspirasi dan bukan aspirasi politik
yang berarti menjadikannya sebagai sumber moral berpolitik dan tidak

menjadikannya sebagai alat terlebih memobilisasi massa untuk kepentingan

67 Prihatin Dwihantoro, “Etika dan Kejujuran Dalam Berpolitik”’POLITIKA, Vol. 4, No. 2,
(Oktober, 2013), 13-20.
68 Aziz “Figh Siyasah, 233.
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kekuasaan.®® Meski pemikiran etika politik Sahal Mahfudz ini memiliki pertalian
dengan pandangan Mustofa Bisri khususnya terkait politik kebangsaan yang
diwujudkan keduanya dalam bentuk pembelaan terhadap NKRI, namun gagasan
Sahal Mahfudz ini tidak selengkap pemikiran Mustofa Bisri yang memulai basis
pemikirannya dengan kritik (indignation) sebagai penolakan terhadap perilaku
amoral elite politik.

Selain tulisan di atas, pembahasan etika politik lebih banyak diurai bukan
dalam bentuk karya akademik seperti buku yang ditulis oleh Frans Magnis Suseno
dengan judul “Etika Politik: Prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern™”°, “Kuasa
dan Moral”’* dan buku berjudul “Berebut Jiwa Bangsa: Dialog Perdamaian dan
Persaudaraan™?. Karya lain mengenai etika politik adalah buku yang ditulis oleh
Herman Khaeron tentang “Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun
Berbasis Nilai Islam””® dan buku yang ditulis Abbas dengan judul “Etika di Ruang
Publik”.7*

Meski secara substantif pandangan Franz tentang etika politik ini hampir
mirip dengan gagasan Mustofa Bisri, namun didapati perbedaan mendasar
terutama dari akar epistemologinya dan ini yang akan dikaji dalam penelitian ini.
Sementara terhadap dua buku terakhir, meski secara teoretis kedua buku di atas

memiliki kontribusi dalam penelitian ini, namun tulisan keduanya belum

% 1bid., 242.

70 70 Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7.

1 Frans Magnis Suseno, Kuasa dan Moral (Jakarta: PT Gramedia, 1986).

2 Frans Magnis Suseno, Berebut Jiwa Bangsa: Dialog Perdamaian dan Persaudaraan (Jakarta:
PT Kompas Media Nusantara, 2015).

Herman Khaeron, Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam
(Bandung: Nuansa Cendekia, 2013).

74Abbas, Etika di Ruang Publik: Pendekatan Politik dan Manajemen (Depok: Alta Utama, 2017).
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menyentuh gagasan mendasar etika politik Mustofa Bisri yang diwujudkan dalam
bentuk politik kebangsaan dan kerakyatan. Melihat kekosongan ini, peneliti
semakin yakin untuk mengangkat sebuah tema nalar pemikiran etika politik
Mustofa Bisri khususnya jika dikaji dengan menggunakan perspektif magasid al-

siyasah.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Obyek material pada penelitian ini adalah nalar pemikiran A. Mustofa Bisri
tentang Etika Politik. Oleh karenanya, penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan (library research) dan bahan-bahan yang dijadikan sumber data
adalah bahan-bahan tertulis disertai dengan wawancara. Jenis penelitian ini dapat
dikategorikan sebagai deskriptif interpretatif jika dilihat dari fokus kajian dan cara
mendapatkan data di mana data yang telah terkumpul tidak hanya dideskripsikan,
tetapi juga diinterpretasikan.”” Tujuannya adalah untuk memperoleh penjelasan
ilmiah’® mengenai nalar pemikiran etika politik Mustofa Bisri dilihat dari magasid
al-siyasah sebagai instrumen analisis utama dan sosiologi pengetahuan sebagai
instrumen penunjang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni kajian yang
menggunakan data dari berbagai macam teori yang diperoleh dari kepustakaan.

Karena kajian ini lebih mengedepankan pencarian data, maka peneliti harus

75 Hadi Sabari Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer (Yogyakartal Pustaka Pelajar,
2010), 313., Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 42.

76 W. Lawrence Neuman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,
terj. Edina T. Sofia, edisi ke-7 (Jakarta Barat: Indeks, 2016), 109.
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memilih metode sesuai dengan karakteristik obyek studi dan konseptuAlissasi
teoretisnya.”” Dalam konteks penelitian ini, metode ini memiliki relevansi
khususnya untuk menelaah latar belakang Mustofa Bisri mulai dari motivasi,
peranan, nilai, sikap dan persepsi, khususnya yang terkait dengan gagasan etika
politiknya.
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Pertama, data
primer atau utama dalam penelitian ini merupakan sumber yang terkait dengan
gagasan Mustofa Bisri tentang etika politik yang diwujudkan dalam bentuk politik
kebangsaan dan politik kerakyatan yang diperoleh melalui wawancara mendalam
pada tanggal 1 Februari dan 8 Oktober 2019. Selain wawancara, beberapa buku
dan tulisan yang dijadikan sebagai sumber utama pada penelitian ini merupakan
karya-karya Mustofa Bisri sendiri baik dalam bentuk kumpulan esai,’”® kumpulan
soal tanya jawab,” antologi atau kumpulan puisi,®® kumpulan cerpen® kata

pengantar,® maupun epilog.* Sementara di luar dari buku-buku tersebut, sumber

7 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),
14.

78 Beberapa di antaranya adalah, Mustofa Bisri, Saleh Ritual Saleh Sosial: Kualitas Iman,
Kualitas Ibadah dan Kualitas Akhlak Sosial (Yogyakarta: Diva Press, 2016)., Agama Anugerah
Agama Manusia, (Rembang: MataAir Indonesia, 2016), Sang Pemimpin, (Rembang: MataAir
Indonesia, 2016), Pesan Islam Sehari-hari: Memaknai Kesejukan Amar Ma’ruf nahi Munkar
(Yogyakarta: Laksana, 2018)., Melihat Diri Sendiri: Refleksi dan Inspirasi (Yogyakarta: Diva
Press, 2019).

% Mustofa Bisri, Figh Keseharian Mustofa Bisri (Surabaya: Khalista, 2013).

80 Mustofa Bisri, Sajak-Sajak Cinta Gandrung, Cet. ke-3 (Rembang: MataAir Indonesia, 2017).,
Ohoi: Kumpulan Puisi Balsem, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1989.

81 Mustofa Bisri, Konvensi (Yogyakarta: Diva Press, 2018).

82 Mustofa Bisri, “Islam Nusantara, Makhluk Apakah Itu?” dalam Akhmad Sahal dan Munawir
Aziz, ed. Islam Nusantara Dari Ushul Figh Hingga Paham Kebangsaan (Bandung: Mizan, 2016).,
“Ber-Figh Ala Sahal Mahfudz” dalam Metodologi Figh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji (Pati:
STAIMAFA Press, 2015).

8Mustofa Bisri, “Belajar Tanpa Akhir”, dalam Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam
Transnasional di Indonesia, ed. Abdurrahman Wahid (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).
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lainnya adalah tulisan-tulisan Mustofa Bisri di media sosial seperti facebook,
twitter dengan pemilik akun Mustofa Bisri, instagram dengan nama pemilik akun
s. kakung,®* beberapa ceramahnya yang diunggah di Youtube dan tulisan orang
lain tentang Mustofa Bisri yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.®

Kedua, data sekunder atau tambahan berupa pandangan orang lain yang
terkait dengan tema penelitian ini seperti tulisan tentang magqasid al-siyasah, etika
politik, politik kebangsaan maupun politik kerakyatan. Data tambahan ini
berfungsi setidaknya turut memperkaya analisa seputar tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Meskipun penelitian ini melibatkan proses wawancara dengan Mustofa Bisri,
penelitian ini tetap dikategorikan sebagai kajian pustaka yang didasarkan pada
sumber pustaka. Data penelitian ini berbentuk data primer dan data sekunder yang
diperoleh baik melalui wawancara mendalam dengan Mustofa Bisri sendiri yang
dilakukan pada 1 Februari dan 8 Oktober 2019 maupun melalui sumber-sumber
lain khususnya yang terkait dengan tema etika politik baik yang diwujudkan
dalam bentuk politik kebangsaan ataupun politik kerakyatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap nalar pemikiran etika politik
Mustofa Bisri dilihat dari kaidah-kaidah magasid al-siyasah. Karenanya, untuk
menganalisa tema penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif
analitis dengan memaparkan gagasan etika politik Mustofa Bisri terlebih dahulu

baik yang terkait dengan politik kebangsaan maupun politik kerakyatan

8 Imam Muhtar, Mereguk Mata Air Kebijaksanaan Mustofa Bisri: Hikmah dan Nasihat (Depok:
Noktah, 2019).

8 Beberapa di antaranya adalah, Husein Muhammad, Gus Dur dalam obrolan Mustofa Bisri
(Jakarta Selatan: Noura Books, 2016)., Sutrisno, Nalar Figh Mustofa Bisri (Yogyakarta: Mitra
Pustaka Bekerjasama dengan STAIN Jember, 2012).
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dilanjutkan dengan analisis mendalam terkait dengan pemikiran etika politiknya.
Selanjutnya, untuk mengetahui dan menganalisis nalar etika politiknya tersebut,
peneliti menggunakan pendekatan magqasid al-siyasah dan sosiologi pengetahuan
untuk menemukan letak keterpengaruhan gagasan Mustofa Bisri dengan teks-teks

idealitas dan fakta realitas yang mengitarinya.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dimulai dengan bab pertama yang merupakan
pendahuluan. Dalam bab pertama ini akan dijelaskan secara sistematis dimulai
dari latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah
dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan kerangka teoretik, disusul dengan
pembahasan penelitian terdahulu, metode penelitian, beserta sistematikan
pembahasan untuk menjadi gambaran uraian penelitian pada bab berikutnya. Dari
bab pertama ini, dapat ditemukan alasan mengapa kajian tentang etika politik
perlu untuk diteliti, khususnya dari seorang tokoh berlatar belakang ulama dan
budayawan.

Uraian pada bab kedua merupakan kajian teoretis yakni nalar magasid al-
siyasah dan latar epistemis etika politik. Mengenai uraian tentang magasid al-
siyasah, dimulai dari kilas balik magasid al-shari‘ah, magasid al-siyasah dan
nalar paradigma politik Islam, diakhiri dengan pembahasan prinsip dan kaidah
magqasid al-siyasah. Sementara pembahasan latar epistemis etika politik, dimulai
dari pembahasan hubungan etika dan politik, konsepsi etika politik, konstruksi

nasionalisme dan kesadaran bernegara diakhiri dengan pembahasan perspektif
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tentang etika politik dan kebangsaan. Paparan teoretis ini diperlukan untuk
manjadi pijakan di dalam memahami pemikiran yang ditawarkan Mustofa Bisri
tentang etika politik yang diwujudkan dalam bentuk politik kebangsaan dan
politik kerakyatan.

Pada bab ketiga, peneliti akan memperkenalkan dan menguraikan tokoh
utama dalam penelitian ini yakni biografi dan tematik pemikiran Mustofa Bisri.
Dimulai dari pembahasan riwayat hidup Mustofa Bisri disertai kiprah organisasi
dan politiknya, karya intelektual dan tematik pemikiran Mustofa Bisri,
pembahasan peer group dan hubungan kekariban dengan Abdurahman Wahid dan
diakhiri dengan jaringan tokoh sezaman.

Pada bab keempat, peneliti memfokuskan tema dalam penelitian ini dengan
pembahasan konstruk sosiologis pemikiran etika politik Mustofa Bisri. Dalam
konteks sosiologis, ada dua pembahasan yang diuraikan yakni konstruksi politik
kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU), dan konstruksi pemikiran politik kebangsaan
Bisri Mustofa, ayahanda dari Mustofa Bisri. Dengan melihat anatomi sosiologis di
atas sekiranya dapat diasumsikan bahwa pemikiran Mustofa Bisri tidak berada
dalam kevakuman sejarah namun sangat dipengaruhi oleh teks-teks idealitas dan
konteks realitas. Sementara konstruksi pemikiran etika politik Mustofa Bisri akan
diuraikan pada pembahasan politik kebangsaan dan politik kerakyatan.

Untuk lebih mendalami penelitian ini, bab kelima, peneliti fokuskan untuk
menganalisis nalar pemikiran etika politik Mustofa Bisri perspektif magasid al-
siyasah. Sebagai temuan dalam penelitian ini, uraiannya akan dimulai dari

pembahasan tentang nalar keagamaan dalam pemikiran etika politik Mustofa Bisri
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yang meliputi nalar fikih, nalar teologi dan nalar tasawuf. Konsekuensi dari tiga
nalar keagamaan tersebut akan menentukan tipologi pemikiran Mustofa Bisri.
Pembahasan nalar pemikiran tersebut akan kembali diuraikan dengan melibatkan
perspektif magasid al-siyasah. Dengan demikian, pada bab ini, setidaknya akan
ditemukan orisinalitas dan kebaruan pemikiran Mustofa Bisri tentang gagasan
etika politiknya baik yang diwujudkan dalam bentuk politik kebangsaan maupun
politik kerakyatan.

Sementara pada bab keenam sebagai bab penutup, berisi tentang kesimpulan
penelitian, implikasi teoretik, keterbatasan studi dan diakhiri dengan saran-saran

relevan dari penelitian ini.



BAB Il
NALAR MAQASID AL-SIYASAH DAN LATAR EPISTEMIS ETIKA
POLITIK

A. Nalar Magqasid al-Siyasah
1. Kilas Balik Magasid al-Shari‘ah

Menjadi maklum bahwa semua aturan yang dikehendaki Tuhan, tentu
memiliki tujuan dan kemaslahatan tertentu, baik aturan tersebut tersurat di dalam
teks (nas) maupun yang tersirat (ma wara al nas). Untuk membaca tujuan dan
mengetahui kemaslahatan tersebut dibutuhkan seperangkat kacamata canggih
yang dengannya tujuan dan kemaslahatan tersebut dapat diungkap dan dibedakan
dari yang bukan tujuan. Seperangkat kacamata tersebut lazim dikenal dengan
istilah magasid al-shari‘ah.

Secara etimologi istilah magqasid al-shari‘ah* adalah kalimat majmuk (tarkib
idafi) dari kata “magasid” dan “shari‘ah” yang masing-masing memiliki arti
sebagai tujuan yang dikehendaki dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan
atau hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Magasid adalah
bentuk plural dari magsad, gasd, qusid yang merupakan derivasi dari gasada
yagsudu dengan beragam makna seperti menuju satu arah atau lurus, adil, tengah-

tengah dan tidak melampui batas? sebagaimana tersurat di dalam QS. Al-Nahl ayat

! Beberapa ungkapan sepadan selain magqasid al-shari‘ah adalah magasid al-shar ‘iyah, bahkan
sesekali Ibnu ‘Ashiir menggunakan istilah magasid al-tashri‘, namun ketiganya memiliki arti yang
sama sebagai tujuan-tujuan diberlakukannya syariat. Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashiir, Magasid al-
Shart‘at al-Islamiyah (Kairo : Dar al-Salam, 2016), 53, 55.

2 Majma‘ al-Lughah al-¢Arabiyah, Al-Mu jam al-Wasit (Kairo: Maktabah al-Shuriiq al-Dawliyah,
cet. V, 2011), 765.
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9% dengan redaksi s ey Judl aad &) e s dan QS. Lugman ayat 19*
dengan redaksi <lie & sadls Sementara secara terminologi, kata magasid

memiliki arti sebagai ragam perbuatan dan kebijakan yang dikehendaki di mana
untuk merealisasikannya, seseorang akan berusaha dengan beragam cara.®
Sementara kata shari ‘ah sendiri bermakna “jalan yang lurus, jalan ke sebuah
mata air, jalan yang harus diikuti atau jalan menuju sumber kehidupan”. Secara
lengkap, shari’ah memiliki makna ‘“hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk
para hamba-Nya dengan perantara rasul-Nya yang meliputi akidah, amaliah
maupun akhlak. Istilah shari‘ah dalam hal ini serasi dengan pengertian din atau
Islam itu sendiri,® dan tidak sama dengan pengertian fikih atau hukum Islam

(Islamic Law) yang menjadi bagian dari makna shari‘ah dalam tataran praksis

3 Ayat ini berarti “dan hak bagi Allah jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang
bengkok™.

4 Ayat ini berarti “dan sederhanalah kamu di dalam berjalan” (jangan terlalu cepat dan jangan
terlalu lambat).

> Ibn ‘Ashiir, Magasid, 162,

& Ahmad Akgunduz, Islamic Law in Theory and Practice: Introduction to Islamic Law
(Rotterdam: IUR Press, 2010)., Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Memahami Syariat Islam
(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 1-2., Manna‘ul Qattan, Tarikh al-Tashri‘ al-Islami
(Beirut: al-Risalah. 1987), 14-16., Hisyam M. Ramadan, Understanding Islamic Law: From
Classical to Contemporary (Oxford: Rowman Altamira, 2006), 3.
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(amaliah),” dan oleh karenanya orang yang pakar dibidang tersebut lazim disebut
faqih®

Dengan demikian, secara terminologis makna magqasid al-shari‘ah dapat
dipahami dari yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik
komprehensif. Sebelum era al-Shatibi, beberapa tokoh ulama salaf menggunakan
istilah yang berbeda dengan maksud yang sama seperti istilah al-zikmah, al-
masalih, al-asrar, al-ghayah, al-ghard, al-ahdaf dan lain sebagainya. Istilah lain
untuk menunjukkan pengertian maqgasid al-shari‘ah juga dapat ditemukan dengan
kalimat hukm al-akkam, asrar al-shari‘ah, ghayat al-Islam, murad al-shari‘®.

Pengetian magasid al-shari ‘ah secara tersurat pertama kali dikemukakan oleh
Abu Ishaq al-Shatibi yang dikenal sebagai pendiri ilmu magasid al-shari‘ah.
Meski terlihat belum holistik dan konkret, definisi yang dikemukakannya sangat
berkontribusi di dalam mengembangkan kajian magasid al-shari‘ah. Menurutnya,
diturunkannya syariat adalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia baik
dalam waktu seketika maupun temporal. Cakupan magdasid meliputi tiga elemen

penting kebutuhan yang terdiri atas kebutuhan pokok dan primer (daririyat),

7 Beberapa pakar merumuskan perbedaan syariat (shari‘ah) dengan fikih (figh). Noel. J. Coulsen
misalnya menguraikan perbedaan tersebut. Pertama, syariat diturunkan oleh Allah berupa wahyu
sehingga kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fikih merupakan produk dari kajian ulama ahli
fikih yang melibatkan penalaran sehingga kebenarannya bersifat relatif. Kedua, jika syariat
mencerminkan keseragaman (unity) maka fikih mencerminkan keberagaman (diversity). Ketiga,
syariat bersifat otoritatif, sementara fikih bersifat terbuka. Keempat, jika syariat bersifat statis
(zsabif), maka fikih sangat dinamis dengan menyesuaikan raung dan waktu (mutaghayirah).
Kelima, jika syariat bercorak idealistis maka fikih bercorak realistis. Lihat Noel. J. Coulsen,
Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence (Chicago: The University of Chicago Press, 1969),
3-116., Asaf A. A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law (Bombay: Oxford University Press,
1981), 23-24., Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal lidirasat al-Shari‘at al-Islamiyah (Baghdad:
Matba‘ah al-‘Ani, 1977), 38-40.

8 Jasser Auda, Magqasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law (London: The International
Institute of Islamic Thought, 2008), 56-57.

9 Nariddin Mukhtar al-Khadimi, 4! Magqasid al- Shar ‘iyah fi al-Majal al-Siyasi wa al-Dustiir
(Kairo: Dar al-Salam, 2016), 7., Figh Takaddur: Ru’yah Maqgasidiyah (Kairo: Dar al-Salam,2014),
16.
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kebutuhan sekunder (kajivat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat). Lebih lanjut al-
Shatibi mengungkapkan bahwa Allah sebagai shari* memiliki tujuan dalam setiap
menentukan hukum-hukum-Nya yakni untuk kemaslahatan makhluk-Nya, baik
untuk kehidupan di dunia maupun akhiratnya.*

Sepeninggal al-Shatibi, kajian magasid al-shari‘ah sempat mengalami
kemandegan sekitar enam abad lamanya sampai hadirnya Muahammad Tahir Ibn
‘Ashiir yang mengangkat kembali kajian magasid al-shari‘ah sebagai disiplin
keilmuan mandiri dan terpisah dari usii/ figh.'* Ibn ‘Asyiir menyebut bahwa tujuan
umum magasid al-shari‘ah adalah untuk menjaga keteraturan umat secara
konsisten.’? Lebih lanjut Ibn ‘Asyilir mendefinisikan magqasid al-shari‘ah sebagai
berikut:
aiil J)sal e 8 g Ll Ak palal) aSall 5 laall 4 Lalall a i) 2ialis

dny il sl e als g 53 8 () S Lgilanle (aiAY Cumy Lgalins
“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Shari
(Tuhan) di dalam semua ketentuan syariat atau sebagian besarnya dan tidak hanya
mencakup satu macam hukum syariat”.*3

Definisi Ibn ‘Ashiir tersebut sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih
konkret dan operasional. Sebagai penegasnya, dia juga menyatakan bahwa
magqasid al-shari‘ah bisa saja bersifat umum yang meliputi keseluruhan syariat

dan juga bisa berlaku khusus seperti magasid al-shari‘ah yang terdapat secara

10 Abii Ishaq al-Shatibi, A Muwafaqat li Usiil al-Shari‘ah Juz. IV (Kairo: Dar al Hadits, 2005),
321.

11 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh al-Aqalliyat dan Evolusi Magqashid al Shari’ah
dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta : LKiS Group, 2012), 182.

12 Ahmad Bii‘ud, Magqasid al-Shari‘ah min al-Nazar ila al- Sulitk (Kairo : Dar al-Salam, 2011), 17.
13 Ibn “Ashiir, Magasid, 55.
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khusus pada bab-bab muamalah.** Dalam konteks demikian, magasid al-shari ‘ah
diartikan sebagai :
8 dala) agalliae Jadal of dadlill (WUl aalia GBiail g LAD 33 guatall CLAS)
iLaldll peld

“Kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh Siari‘ untuk mewujudkan kemanfaatan
bagi kehidupan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum melalui
ketentuan hukum atau perbuatan khusus”.*®

Dari definisi yang diberikan Ibn ‘Ashir, setidaknya memunculkan dua
tipologi magasid al-shari‘ah berdasarkan nilai cakupannya, yakni magasid
‘ammah (tujuan umum) dan maqgasid khassah (tujuan khusus). Secara singkat,
substansi pembeda keduanya adalah jika pada magdasid ‘ammah jangkauan yang
dikehendakinya meliputi segala aspek universal syariat sebagaimana menjaga
tatanan sosial untuk keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh yang
mencakup aspek akal perbuatan dan potensi alam di mana dia hidup. Konsep ini
kemudian diterjemahkan dalam kaidah “dar’ al-mafasid wa jalb al-masalih.
Sementara domain pemberlakuan konsep maqasid khassah lebih sempit dan
hanya berkisar pada bab-bab atau bagian-bagian tertentu dari hukum syariat yang
berbeda antara satu dengan yang lainnya, seperti magasid dalam bidang keluarga
dan bidang politik.

Definisi senada tentang pengertian magasid al-shari‘ah juga diungkapkan
oleh ‘Allal al-Fasi dengan menckankan dua elemen magasid (Aammah dan

khassah) sekaligus yakni:

14 Mawardi, Figh Minoritas, 183.
15 Ibn ‘Asylir, Magasid al-Shari‘ah, 163.
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ealSal (e aSn S e gLl gm0 )15 Lo il
“Maqasid al-Shari‘ah adalah tujuan Syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan
Tuhan di dalam tiap-tiap hukum yang disyariatkan”.®
Begitupun definisi yang diberikan oleh Ahmad al-Raisiini, sebagai berikut:
Alall Aaliaal Le@iiad JaY day pall g Al i)
“Maqasid al-Shari‘ah adalah beberapa tujuan diberlakukannya syariat untuk
kemaslahatan para hamba”.

Dari uraian beberapa pakar magasid kontemporer tentang definisi magasid
al-shari‘ah di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa magasid al-shart‘ah
adalah makna-makna dan tujuan syariat Tuhan yang terkandung dalam teks-teks
syariat baik Algquran maupun Hadis.'” Pengertian sederhana ini dapat dikatakan
sebagai benang merah dari beberapa tawaran definisi dari para tokoh magasid
kontemporer,*® khususnya semenjak magasid beralih menjadi ilmu yang mandiri
sebagaimana digagas oleh Ibn ‘Ashiir. Jikapun terdapat perbedaan definisi tidak
lebih bersifat komplementer.

Selain itu, dasar dan sumber magasid al-shari‘ah itu sendiri adalah sumber
utama syariat, dalam hal ini Alquran dan Hadis. Penegasan ini dinilai penting
setidaknya untuk menunjukkan bahwa magasid al-shari‘ah merupakan bagian

integral dari teks itu sendiri dan tanpanya, teks tidak lebih dari manuskrip sejarah

16 Allal al-Fasi, Magasid al-Shari‘at al-Islamiyah wa Makarimuha (Kairo : Dar al-Salam, 2013),
24,

17 Ahmad al-Raisiint, Muhdadarat fi Magasid al-Shari‘ah (t.p., 2009), 8.

18penegasan tawaran definisi dari pakar magasid kontemporer menegasikan bahwa di kalangan
pakar magasid sebelumnya/ulama salaf belum ditemukan definisi secara komprehensif protektif
(jami’an wa mani’an) kecuali istilah-istilah singkat yang berbeda dengan pengertian yang sama
sebagaimana tersurat di atas.
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yang usang atau menjadi korpus kitab yang tertutup.'® Keyakinan terhadap asumsi
ini dibangun dan dikuatkan oleh ayat Alquran bahwa mustahil jika Allah
berkehendak terhadap sesuatu yang mengandung kesia-siaan (useless) atau tanpa
tujuan atau maslahat yang berarti (usefull). Beberapa ayat yang dapat dirujuk
misalnya QS. Al-Dukhan ayat 38 sampai 39, QS. Al-Mu’mintn ayat 115,** QS.
Al-Hadid ayat 25,2 QS. Al-‘Imran ayat 19,2 QS. Al Nisa ayat 171, dan lain

sebagainya.®

19 Ibn ‘Asyiir, Magasid,13.
20 Bunyi ayatnya adalah :

Oyadts ¥ AL 5505 3500 ) LAl U ) Do W G5 (3N eopud 207 GalS g

o)
;\\é 2

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-
main.Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hag, tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui.

21 Bunyi ayatnya adalah :

3 osnr N ) 80T e Sl T i
Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main
(saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami.

2 Bunyl ayatnya adalah
u&bu .L:.LL‘ LJJ,J‘) .E.:.J.]L) uﬂLJI ()_LJ \)J\.wagjl)@;n LJ,I;ML; L..L.qj L..L.u)‘ J.n.]

% J.gj}« &231\1)‘ :)/l g/_«;ﬂ:; J:\L\.ﬂ)j ;g}\;ﬂ;u;:&l (,.Lt...bww ca_..a) .L:.Lw
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata
dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya.
Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

3 Bunyl ayatnya adalah :

N f%

u»)»ewhw»w‘rm o5 e V1T 5,

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang
yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian
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Ayat-ayat tersebut dan beberapa ayat sejenisnya, termasuk Hadis-Hadis
shahih, menegaskan bahwa seluruh hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah
Swit.. khususnya Islam, ditujukan untuk kemaslahatan manusia baik kemaslahatan
itu lahir seketika maupun sewaktu-waktu, baik kemaslahatan itu bersifat universal
ataupun partikular.?® Baik kemaslahatan itu didapat melalui hikmah-hikmah
maupun ‘illah- ‘i/lah, baik kemaslahatan itu diperoleh dari pemahaman bunyi teks
(nas) itu sendiri maupun hasil pembacaan di luar teks (ma wara al-nas). Uraian
tentang dalil-dalil legalitas hukum magasid di atas, dinilai banyak kalangan
sebagai kontribusi nyata Ibn ‘Ashiir di bidang magdsid al-shari‘ah khususnya
dalam hal penyusunan argumentasi dalil nagli.

Sementara dasar normatif magasid al-shari‘ah yang bersumber kepada sabda
Nabi misalnya Hadis yang mengajarkan prinsip kemudahan. Beberapa contoh
misalnya Hadis Nabi yang berbunyi “Akabb al-din ila Allah al-hanafiyvah al-
sam/iah” (Allah paling menyukai agama yang dibangun atas dasar kemudahan dan

toleransi) dan pesan Nabi kepada ‘Ali dan Mu‘ad dengan ungkapan “Yassira wa

(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya
Allah sangat cepat hisab-Nya.

24 Bunyi ayatnya adalah :

S -, -

B 21,25 5550 5 (g T L5y G015 1 Jo 15 5 im0 i Bl
P

< 4ge 7T T Z . g sCgeaT, - g~ ,/E,, P 1 P
LT e s Tl AT Nyl A L8 K g e J) el s
P
E s - s

2 Sy B 5 VT Gl g G 5 R0 ol sl s
Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu,
adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada
Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-
Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih
baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak,
segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.
% Ibn Asyir, Magasid, 13.
26 1bid., 14.
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1a tu‘assira bashshira wa 1a tunaffira” (berilah kemudahan dan jangan dipersulit
serta berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti) dan masih banyak Hadis
lain. Prinsip kemudahan ini oleh karena Allah menghendaki pesan syariat bersifat
universal dan eternal.” Selain itu, dapat dibaca pula beberapa Hadis tentang
keharusan pemimpin berbuat adil, atau bahkan secara praksis ijtihad Nabi di
dalam membangun negara Madinah yang dibentuk atas dasar keadilan,
kemerdekaan, kemuliaan dan kepentingan kebangsaan.’® Nilai-nilai kebaikan
tersebut, menjadi landasan konseptual pemberlakuan magasid yang berlaku
universal.

Ibn ‘Ashiir melihat persoalan ini dengan serius mengingat dalam sejarahnya
usul figh tidak dapat berbuat banyak terhadap persoalan-persoalan kontemporer
yang lahir setiap saat. Perbedaan kaidah-kaidah usz/iyah dan perbedaan hasil
ijtihad yang dilahirkannya hanya mengantarkan pada perdebatan dan perselisihan
tak bertepi. Dibutuhkan seperangkat metode pengambilan hukum yang dapat
menjawab  setiap  persoalan yang disebut dengan < “magasid  al-
shari‘ah”.*Magqasid al-shari‘ah inilah yang dapat menggantikan atau mengutip
istilah Imam Mawardi mereformasi usil figh klasik dengan tidak menafikan
perannya dalam wilayah kebahasaan.** Kenyataan bahwa dalam perkembangan

sejarahnya, posisi magasid al-shari‘ah pada masa-masa awal terkesan

27 |bid., hal. 67.

28 Al-Khadimi, A/ Magasid, 18.

2Tbn “Asyiir, Maqdsid al-Shari‘ah, 6-7.

30 Mawardi, Figh Minoritas, 185. Narasi ini tidak sepenuhnya dibenarkan mengingat sejarah
lahirnya usii/ figh merupakan reaksi progresif pada masanya. Imam Shafi‘T misalnya, sebagai salah
satu orang Yyang pertama menulis kaidah usil figh di latar belakangi oleh keinginan adanya
rujukan kaidah-kaidah untuk dapat memahami persoalan hukum dan proses pengambilan
keputusannya yang diorientasikan untuk kemaslahatan. Lihat Ahmad Wafa ibn Mukhtar, Magasid
al-Shari‘ah ‘inda al-Imam al-Shafi’t (Kairo: Dar al-Salam, 2014), 54-55., Abdul Rahman Ibn
Khaldan, Al-Mugadimah (Beirat: Dar al-Fikr, t.th.), 360.
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dikesampingkan dan tidak memiliki banyak ruang dalam disiplin wushil figh
sekalipun.®* Permasalahan seputar fikih hanya dikaitkan dengan kaidah-kaidah
fikih yang berorientasi pada pembahasan teks dan bukan pada konteks dan
hikmah sebagai wilayah yang lebih dibutuhkan.?> Alih-alih magqasid al-shari‘ah
akan banyak memberi sentuhan, justru diletakkan dalam domain filsafat yang
dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan proses pengambilan hukum
(istinbat al-hukm).

Menurut Imam Mawardi, ada dua faktor mengapa kajian magasid al-shart ‘ah
seolah terpisah dari kajian fikih dan usil figh. Pertama, lahirnya perdebatan
teologis di mana madzhab teologi kebanyakan didominasi oleh kalangan yang
menolak peranan akal di dalam memahami teks atau nas tertentu. Kedua, tidak
dimasukkannya kajian magasid al-shari‘ah dalam disiplin usal/ figh yang
membutuhkan kepastian dan justru dimasukkan dalam ranah filsafat yang
meniscayakan perdebatan. Hal yang mendasari pertalian antara magasid al-
shari‘ah dengan usiul figh adalah karena keduanya tidak dapat dilepaskan dari
konsep kemaslahatan seperti teori istizsan, maslahah mursalah dan sadd al-
dzara 1.

Pada tahap selanjutnya, kajian tentang magqasid al-shari‘ah telah mengalami
perkembangan pesat dengan tawaran metodologi yang baru. Ibn ‘Ashiir misalnya,
menyatakan bahwa meski kulliyar al-khamsah menjadi bagian penting dalam

rumusan metodologi fikih klasik, namun dalam perkembangannya tidak berdaya

31 Balgasim al-Ghali, Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashir Hayatuhi wa Atsaruhi (Kairo: Dar al-
Salam, 2016), 116.

32 |bid.

33 Imam Mawardi, Figh Minoritas, 186., Ibn ‘Asyiir, Magasid al-Shari ‘ah, 19.
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dalam merespon permasalahan kontemporer. Oleh karenanya, Ibn ‘Ashir
menawarkan paradigma baru yang meletakkan nilai-nilai universal (universal
values) sebagai sumbu syariat seperti al-fisrrah (naluri manusia), al-samahah
(toleransi), al-musawah (egaliter) dan al-Aurriyah (kemerdekaan).

Konstruksi epistemologi magasid al-shari‘ah yang ditawarkan Ibn ‘Ashiir
bermuara pada prinsip-prinsip dasar humanistik universal. Beberapa prinsip
tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan Isma‘il Hasani yang
menyebutkan bahwa terdapat tiga pondasi utama yang digunakan Ibn ‘Ashir
dalam mengkonstruk rancang bangun teori magasid al-shari‘ahnya, yakni al-
firrah, al-maslakah dan al-ta ‘771.3* Paradigma yang ditawarkan Ibn ‘Ashiir ini
berlaku terhadap elemen apapun, tidak terkecuali di dalam persoalan etika politik
yang juga sarat dengan tujuan-tujuan syariat di dalam persoalan politik secara
umum (magqasid al-siyasah).

Mengkaji etika politik dalam kacamata Islam pada dasarnya memiliki pijakan
kuat dan otoritatif. Landasan etika politik bukan berdasar pada subjektivisme,
tetapi justru lahir dari hulu ajaran Islam dan bahkan berkembang dalam lintasan
peradaban Islam dengan pondasi kokoh yang dalam istilah usi!/ figh lazim disebut
magqasid al-shari ‘ah. Dilihat dari perspektif manapun, magasid al-shari‘ah adalah

visi Alguran dan risalah Nabi Muhammad Saw sesungguhnya, tidak terkecuali

34 Ibn *Asyir, Magasid, 60, 65, 106 dan 145.
%5 Isma‘il al Hasani, Nazariyah al-Maqdsidi ‘inda Imam Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashir
(Virginia: 11T, 1995), 261.
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magqasid al-shart ‘ah dalam wilayah politik (magasid al-siyasah). Prinsip-prinsip

magasid tersebut harus memiliki kriteria seperti tetap, jelas dan relevan.3¢

Dengan demikian untuk memahami magasid al-syari‘ah tersebut, seorang
yang ingin melakukan ijtihad harus memenuhi kriteria tertentu,® terlebih ijtihad
politik yang sarat dengan kebijakan dan berkaitan dengan hajat hidup orang
banyak. Di sinilah relevansi menjadikan magqgasid al-siyasah sebagai wujud dari

etika politik itu sendiri.

2. Nalar dan Paradigma Politik Islam

Mendiskusikan maqgasid al-siyasah sebagai etika politik yang berarti
menjadikan agama sebagai sumber moral dalam berpolitik, mengingatkan kepada
sejarah panjang politik Islam khususnya dalam melihat hubungan agama (Islam)
dan negara yang melahirkan tiga paradigma. Pertama, agama dan negara tidak
dapat dipisahkan (integrated). Kedua, agama dan negara berbeda dan harus
dipisahkan satu sama lain (sekuler). Ketiga, agama dan negara berbeda tetapi

saling membutuhkan satu dengan yang lain..

36 Tbn “Ashiir, Magasid, 55-57., Al-Ghali, Mukammad al-Tahir, 128., Wahbah al-Zuhayli, Usi! al-
Figh al-Isiami, Juz 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 2016), 308.

37 Khalid Abou El Fadl misalnya mengandaikan adanya kejujuran, ketekunan, kemenyeluruhan,
rasionalitas dan pengendalian diri. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin menggagas
pemikirannya, ia harus menyadari bahwa apa yang akan dilakukannya itu semata-mata untuk
menangkap pesan agama secara holistik. Selain Abou El Fadl, aktivis magqasid al-syari‘ah lainnya
adalah Jasser Auda. Dengan menggunakan pendekatan teori sistem terhadap teori hukum Islam,
setidaknya ada lima fitur yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin melakukan ijtihad
pemikiran agar selaras dengan nafas magqasid al-syari‘ah. Kelima fitur itu adalah Menuju Validasi
Seluruh Kognisi, Menuju Holisme, Menuju Keterbukaan dan Pembaruan Diri, Menuju Usil Figh
multi dimensional dan Menuju Kebermaksudan. Lihat Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s
Name: Islamic Law, Authority, and Women (Oxford: Oneworid, 2003), 54-56., Jasser Auda,
Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid al-Shari’ah: Pendekatan Sistem, terj. Rosidin dan
‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2008), 252-294.

38 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, cet. Ke-5 (Jakarta: UIP, 1993), 21-28.
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Bagi kelompok pertama atau penganut teori revivalisme, agama merupakan
fenomena dan kacamata tunggal untuk memahami dunia,?*® dan Islam, merupakan
agama yang mudah untuk menerima premis ini. Alasan utamanya terletak pada
salah satu ciri Islam yang menonjol yakni “shumiliyah” karena kehadirannya
sebagai pemandu moral dan hadir di mana-mana (omnipresence).*® Pandangan ini
turut mendorong pemeluknya untuk meyakini bahwa Islam mencakup segala hal
(al-Islam huwa al-hal) atau cara hidup yang total. Menurut mereka, sebagaimana
ditulis Fazlur Rahman, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal, yaitu Din : Agama,
Dunya : dunia, dan Dawlah : Negara. Bagi mereka, Islam harus masuk pada
semua aspek dan sendi kehidupan. Dalam ranah politik, wujud nyatanya adalah
pendirian negara Islam sebagai sebuah “negara ideologis “yang didasarkan kepada
ajaran-ajaran Islam yang lengkap.*

Tidak mengherankan jika djumpai sebagian kaum muslim yang ingin
mendasarkan seluruh kerangka kehidupannya pada ajaran Islam yang eksklusif
dan rigid tanpa menyadari dampak yang muncul sebagai akibatnya. Ekspresi
demikian dapat ditemukan dalam istilah-istilah simbolik yang belakangan lebih
dikenal dengan istilah revivalisme Islam, kebangkitan Islam, revolusi Islam, dan
fundamentalisme Islam,*> yang dapat dijumpai hingga saat ini. Kegandrungan

terhadap diskursus agama tersebut dapat disaksikan dengan munculnya Negara

39 Salah satu tokoh orientalis yang getol mengemukakan jargon ini adalah Robert N. Bellah.
Selanjutnya dapat dilihat dalam Robert N. Bellah, Beyond Believe: Esais on Religion in a Post
Tradition World (Los Angeles: University of California Press, 1991), 146. Lihat juga, Leonard
Binder, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies (Chicago and London:
University of Chicago Press), 4.

40 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 6-7.

41 Fazlur Rahman, Islam (New York: Holt Reinhart, Winston, 1966), 241.

42 Klaus Ferdinand and Mehdi Mozaffari (ed.), Islam: State and Society (London: Curzon Press,
1988), 70-71.
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Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) beberapa tahun belakangan sebagai bagian
dari dinamika politik global. Akibatnya, banyak pihak yang menilai bahwa dunia
saat ini tengah menyaksikan kebangkitan sentimen agama dalam kehidupan sosial
politik masyarakat modern.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, keputusan Pancasila sebagai dasar ideologi
negara yang bersifat final juga tidak luput dari area perdebatan panas yang
berujung pada pembubaran Majelis Konstituante oleh Presiden Sukarno pada
bulan Juli 1959 dalam usahanya menciptakan suatu tatanan politik baru yang
dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (1959-1965).#* Dalam konteks
sekarang, kendati dalam sejarahnya mengalami kebuntuan, kampanye Islam
sebagai dasar negara Indonesia vis a vis Pancasila, selalu mengemuka dan menuai
perdebatan tak bertepi sebagaimana yang dilakukan kelompok gerakan

fundamentalisme Islam.**

43 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara (Jakarta: LP3ES, 2006), 126.
44 Istilah fundamentalisme Islam di sini merujuk pada paradigma biner yang melihat realitas secara
sederhana “hitam-putih atau “salah-benar” dan karakter totalitarianisme yang menganggap Islam
sebagai satu-satunya sistem yang lengkap serta layak untuk mengatur dunia secara universal dalam
semua aspek kehidupan, termasuk persoalan politik. Fundamentalisme Islam juga dikenal sebagai
kelompok neo-revivalis karena mengagendakan kebangkitan hegemoni dunia Islam. Dalam
setting kontemporernya, akar fundamentalisme juga dapat disebut sebagai reaksi terhadap
hegemoni Barat yang menjajah dunia Islam dengan menolak prinsip sekularisasi, westernAlisasi
dan bahkan modernisasi. Lahir dan berkembangnya fundamentalisme Islam ini seiring dengan
berkembangnya paham-paham keagamaan terutama yang dipasok oleh Wahabisme yang
dikampanyekan secara global oleh Saudi Arabia. Di Indonesia, benih-benih itu terlihat sejak 1980-
an ketika ruang publik Indonesia menyaksikan kemunculan pemuda-pemuda berjenggot dengan
celana tanggung di atas mata kaki (ishal). Mereka biasanya memperkenalkan diri sebagai
kelompok “salafi” sebagai golongan Islam yang fokus pada upaya pemurnian tauhid dan praktek
keagamaan eksklusif yang diklaim sebagai jalan untuk mengikuti jejak salaf al-salih, sebagai
generasi ideal pada awal Islam. Lihat A. Maftuh Abegebriel, et.al., Negara Tuhan: The Thematic
Enclyclopedia (Jakarta: SR-Ins Publishing, cet. 1, 2004), 693., Nurhaidi Hasan, Laskar Jihad:
Islam, Militansi, dan Pencarian lIdentitas di Indonesia Pasca-Orde Baru, terj. Hairus Salim
(Jakarta: LP3ES, 2008), ix, As’ad Said Ali, Ideologi Gearakan Pasca Reformasi (Jakarta: LP3ES,
2012), 70.
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Kedua,teori sekularisme yang berpendirian bahwa Alquran tidak mengatur
masalah politik. Dengan kata lain, kelompok ini menolak keterlibatan Islam dalam
urusan politik atau meminjam istilah Abdullah Saeed sebagai The secular
muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi (private
matters).*> Beberapa tokoh yang aktif mengkampanyekan adagium ini dapat
disebut seperti Ali Abdul Razig*® dan Thaha Husein. Pada umumnya kelompok ini
mendasarkan argumennya pada sebuah Hadis yang menyatakan bahwa “Antum
a ‘lamu biumari dunyakum” (kamu sekalian lebih paham tentang urusan duniamu).
Pendukung teori ini berpendapat bahwa Muhammad Saw hanya seorang rasul
biasa dengan tugas tunggal yakni mengajak manusia untuk bertauhid dan
menjunjung tinggi akhlak serta tidak pernah bermaksud untuk mendirikan negara
atau politik. Teori ini menolak pendasaran politik yang disematkan pada Islam
atau paling tidak menolak determinasi bentuk negara (politik) pada Islam.

Dalam konteks kekinian, kelompok sekuler ini seolah meyakini bahwa dalam
masyarakat modern-sekuler, ketika institusi-institusi sosial politik berkembang
semakin otonom, agama kehilangan fungsinya dan lambat laun akan mati. Agama
tidak lebih dari sekadar warisan keyakinan kuno yang tidak relevan bagi manusia
modern. Diktum penting dari sekularisme adalah matinya agama seiring dengan
dewasanya rasio manusia. Pada wilayah makro, kelompok sekuler ini diistilahkan
oleh Gabe Gullarb dalam tulisannya “The World’s Newest Major Religion

sebagaimana dikutip Zainul Hamdi sebagai ‘“nones”. Menurutnya, jumlah

45 Abdullah Saeed, Islamic Thought an Introduction, (London and New York, Routledge, 2006),
150.

46<Ali ‘Abdul Raziq, Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam, terj. Afif Muhammad (Bandung:
Pustaka, 1985).
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kelompok ini menempati posisi kedua di wilayah Amerika Utara dan di sebagian
besar negara-negara Eropa. Begitu pesatnya peningkatan jumlah kelompok
“nones” ini hingga Bullarb menyatakan bahwa agama masa depan adalah “No
Religion”.#

Namun teori kedua tentang sekularisme ini bukan tanpa kritik khususnya
dengan melihat pentingnya agama dalam dunia politik di beberapa negara yang
selama ini mengaku sebagai pengikut sekularisme sekalipun. Menurut Mogtader
Khan, bahwa pandangan sekularisme yang memisahkan antara agama dan politik
merupakan salah satu mitos besar modernitas. Mitos ini dibangun di atas asumsi
keliru tentang adanya ruang politik murni dan ruang agama murni. Padahal, tidak
ada satupun konsep diri individual maupun konstruksi diri kolektif yang
sepenuhnya terbebas dari pertimbangan politik dan agama. Di negara-negara yang
anti agama pun, agama tetap jadi isu politik penting. Setidaknya ada dua alasan
penting mengapa agama tidak pernah bisa diasingkan dari politik. Legitimasi
politik selalu memerlukan narasi lain di luar dirinya. Bukan sesuatu yang aneh
bahwa bagi politisi yang terpenting bukanlah jadi orang benar atau salah,
melainkan tampak seperti orang benar atau saleh.*®

Di Amerika Serikat sendiri yang dianggap sebagai “kampiun demokrasi” dan
negara yang dianggap sekuler, hubungan agama dan negara malah menjadi
presenden utama demokrasi cacat (flaw democracy), khususnya sejak Donald
Trump terpilih sebagai presiden pada 2016. Kebangkitan populist nationalism

melalui manipulasi politik identitas menjadi salah satu fitur utama demokrasi,

47 Ahmad Zainul Hamdi, “Separasi Agama-Negara dan Mitos Modernitas”, Kompas (12
September 2018), 6.
8 hid.
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khususnya di Eropa dan AS. Di tengah masyarakat negara bangsa yang makin
multikultural, nasionalis populis tidak hanya membawa Trump ke puncak
kekuasaan tertinggi di AS, tetapi juga menghasilkan Brexit di Inggris. Fenomena
demikian tentu saja harus diwaspadai, sebab jika fenomena ini terus meningkat,
demokrasi yang merupakan sistem politics of dignity dapat kehilangan elan dan
raison d’etre-nya.*

Sementara teori ketiga dari paradigma hubungan Islam dan politik, lazim
disebut dengan modernisme yang berpendapat bahwa dalam Alquran tidak
ditemukan sistem politik kecuali seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan
berpolitik. Aliran ketiga ini menekankan aspek substansialis daripada bentuk legal
formal sebuah negara.*® Dengan istilah lain, kelompok ini memahami Islam dan
politik bukan sebagai fenomena tunggal, namun harus didekati dengan banyak
perspektif yang memungkinkan lahirnya ragam penafsiran dan selalu
mendialogkan dua entitas tersebut dengan berpegang pada nilai kemaslahatan.
Kelompok ini menekankan pentingnya nilai-nilai dan tujuan diberlakukannya
syariat yang dalam konteks politik lazim dikenal dengan magqasid al-siyasah tanpa
terjebak dengan istilah-istilah yang debatable seperti imamah, khilafah al ‘udma
dan sebagainya.

Dengan pengertian di atas terlihat bagaimana Islam sangat toleran dan
moderat di dalam memandang persoalan politik dengan menekankan aspek

magqasid al-siyasahnya. Menurut Muhammad al Salabi,>* sikap moderasi (al-

49 Azyumardi Azra, Politik Bermartabat”, Kompas (20 Desember 2018), 15.

50 Effendy, Islam dan Negara, 15.

1 Muhammad al-Shalabi, Al Wasativah fi al-Qur’an al-Karim (Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 2007), 8-
11, 71-80, 96-107.
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wasariyah) khususnya di dalam persoalan politik memiliki beberapa karakter
seperti amal positif dan unggul (al-khairiyah), sarat keadilan (al-‘ad/), semangat
mempermudah dan menjadi problem solver(al-yusr wa raf‘u al-haraj), sarat
dengan hikmah, ke-antara-an (al-bainayah), dan konsisten (al-istigamah).

Lebih lanjut Ali Muhammad al Salabi menguraikan bahwa makna “al-
khairtyah” dapat diartikan sebagai umat terbaik dan unggul yang dicirikan oleh
QS. Al-‘Imran : 110°* sebagai umat yang konsisten dalam menyeru kebaikan dan
melarang kemungkaran yang kesemuanya disertai perasaan keimanan kepada
Allah.>* Ciri lain dari al-wasasiyah adalah sifat ke-antara-annya (al-bainayah)
sebagai pilihan sikap yang berimbang, moderat dan adil. Tidak terjebak pada
ekstrem kanan (al-ghuluw) dan ekstrem kiri (al-ifrar) yang keduanya tidak
mencerminkan karakter dan nilai-nilai keislaman. Karenanya, al-wasasiyah dapat
dipahami sebagai poros kebenaran dan keadilan dari dua unsur yang saling
bertentangan.>*

Muhammad ‘Imarah juga menambahkan bahwa hubungan Islam dengan
politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Status khalifah yang
dinisbatkan kepada manusia menjadi alasan sekaligus barometer terhadap realitas
yang mengitarinya. Statusnya menuntut Kkiprah dan tanggung jawab untuk

mengelola kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya sebagai media untuk

52 Bunyi selengkapnya adalah :

IR TP RC To355 20l 0900wl Cr ST 8 25 25
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang
ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah..
53 1bid., 192.
5 Muhammad ‘Imarah, Mausii‘at al-Islam wa Qadaya al-‘Asr, Juz 111 (Kairo: Dar al-Nashr,
2019), 1133.

[ P IR
| 4l



56

kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Dengan statusnya ini pula, manusia
tidak dapat mengelola kehidupan dunia secara tunggal dan mutlak meski dia
menjadi penguasa yang memiliki otoritas paling tinggi sekalipun.®> Oleh
karenanya, Abu al-Baqa, sebagaimana dikutip Muhammad ‘Imarah
mengungkapkan bahwa pengertian “politik” dalam kacamata Islam adalah
ae Giladdl g Ja¥ls daladl 8 adall 3kl ) aaald )l Gl ~Slaiul
iy g Jaal) i e s ganll

“Memberi kemaslahatan kepada makhluk dengan membimbingnya kepada jalan
keselamatan baik dalam waktu seketika maupun temporal serta menuntun
kehidupannya dengan sistem yang adil dan konsisten” ¢

Hubungan simbiosis antara Islam dan politik ataupun agama dan negara bukan
tema baru, tetapi tema yang sudah dikenalkan para ulama sejak era klasik.
Pandangan mengenai simbiosis agama dengan negara misalnya dapat ditemukan
pada mayoritas pemikir Sunni seperti al-Mawardi (w. 1058 M) dan al-Ghazali (w.
1111 M). Pemikiran al-Mawardi misalnya menegaskan bahwa kepemimpinan
negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian yang diwujudkan
dengan usaha memelihara agama (kirasat al-din) dan mengatur dunia (siyasat al-

dunya).”” Sementara salah satu pemikiran politik al-Ghazali misalnya menegaskan

> Muhammad ‘Imarah, Al-Islam wa al-Siyasah al-Radd ‘Ala Syubuhdt al-‘Ilmaniyin (Kairo:
Maktabah al-Syurtq al-Dawliyah, 2008), 33-34.

%6 1bid.

57 Abii al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 5.
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bahwa politik sebagai alat merealisasikan tujuan pokok agama yang terangkum
dalam magasid al-shari ‘ah melalui kaidah kulliyat al-khams.*®

Keberaturan agama mustahil terealisasi tanpa aturan dunia dan dalam hal ini
politik seperti tercapainya pertumbuhan ekonomi dan terjaminnya stabilitas
keamanan sebuah negara. Kemaslahatan agama berbanding lurus dengan
keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan jaminan stabilitas keamanan. Dengan
terealisasinya dua kebutuhan utama sebuah negara tersebut, kepentingan agama
akan lebih mudah terwadahi di mana umat Islam dengan leluasa dapat
menjalankan perintah agamanya. Dengan demikian, hubungan agama dengan
negara ibarat saudara kembar (al-din wa al-sultan taw’aman) yang berarti agama
adalah pondasi (untuk membangun masyarakat) sementara negara berfungsi
sebagai pelindung rakyatnya, yang tanpa salah satu dari keduanya akan berakibat
pada kebangkrutan dan kelumpuhan.*

Problematika relasi agama dan politik tersebut, semakin jelas dengan
menyimak rumusan Bachtiar Effendy dan Din Syamsuddin tentang pemetaan
trikotomi, sebagaimana ditulis Listiyono Santoso sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Klaim Hubungan Agama dan Politik

Klaim Penyatuan Kalim Pemisahan
Skripturalistik Rasionalistik
Idealistik Realistik
Formalistik Substansialistik

8 Untuk melihat gagasan al-Ghazali seutuhnya, Lihat Aba Hamid Al-Ghazali, Al-Iqtisad fi al-
‘I’itigad (Damsyik: Dar al-Kutub, 2003), 171-172.
59 1bid.
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Tiga varian hubungan agama dan politik di atas, memiliki dikotominya
masing-masing. Pertama, pemahaman skripturalistik yang bersifat tekstual
berhadapan dengan pemahaman rasionalistik yang menampilkan penafsiran
kontekstual. Kedua, varian idealistik yang memiliki kecenderungan ideAlissasi
terhadap sistem pemerintahan dan ahistoris berhadapan dengan varian realisme
yang cenderung menerima realitas kenegaraan yang berlangsung. Sementara
ketiga, varian formalistik yang mengutamakan bentuk dan simbol (body)
berhadapan dengan varian substansialistik yang mengutamakan pengembangan
ide, etika dan nilai keagamaan (mind).%°

Ketiga varian di atas, jika ditarik ke dalam konteks lebih luas memiliki
pertalian dengan rumusan tipologi atau peta pemikiran yang ditulis Abdullah
Saeed, Tariq Ramadan dan beberapa pemikir Islam lainnya. Dalam Islamic
Thought and Introduction misalnya, Abdullah Saeed membagi peta pemikiran
Islam kontemporer menjadi enam kelompok pemikir: 1). The legalist-
tradisionalist, yang titik tekannya pada hukum-hukum yang dikembangkan dan
ditafsirkan oleh para ulama periode pra modern. 2). The thological puritans, yang
fokus pemikirannya pada dimensi etika dan doktrin Islam. 3). The political
Islamist, yang kecenderungan pemikirannya pada aspek politik Islam dengan
tujuan akhir mendirikan negara Islam. 4). The Islamist extremist, yang memiliki
kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan

kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik muslim maupun non-muslim. 5).

80 Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Yogyakarta, Ar-Ruzz, 2004), 62-63.
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The secular muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi
(private matters). 6). The progressive ijtihadists, yaitu para pemikir modern yang
berupaya menafsirkan ulang ajaran agama agar mampu menjawab kebutuhan
masyarakat modern.* Sementara Tariq Ramadan sebagaimana dikutip Imam
Mawardi juga membaginya menjadi enam kelompok yang merepresentasikan peta
pemikiran Islam kontemporer yaitu: Scholastic Traditionalism, Salafi literalism,
Salafi Reformism, Political Literalist Salafism, Liberal atau Relational Reformis,
dan Sufism.®2

Selain keduanya, Khudori Soleh, dengan merujuk beberapa sumber juga
mencatat tipologi pemikiran Islam kontemporer menjadi lima kelompok. Pertama,
fundamentalistik atau kelompok yang meyakini doktrin Islam sebagai satu-
satunya solusi bagi kebangkitan peradaban manusia. Kedua, tradisionalistik
sebagai kelompok pemikiran yang berpegang pada tradisi-tradisi yang telah
mapan sebagaimana masyarakat pesantren. Ketiga, reformistik sebagai varian
kelompok yang melakukan penafsiran ulang dan baru terhadap warisan budaya
Islam. Keempat, postradisionalistik sebagai kelompok yang berusaha
medekonstruksi warisan budaya Islam berdasarkan standar modernitas. Kelima,
modernistik sebagai kelompok pemikiran yang mendasarkan gagasannya pada

nalar praktis dan hanya mengakui sifat rasional dan ilmiah.%

61 Abdullah Saeed, Islamic Thought an Introduction, (London and New York, Routledge, 2006),
150.

62 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh al-Agalliyat dan Evolusi Maqashid al Syari’ah
dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta : LKiS Group, 2012), 24-25.

83 Khudori Soleh, “Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer” dalam Pemikiran Islam Kontemporer
(‘Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), xv-Xxi.
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Tipologi pemikiran Islam, baik yang ditulis Abdullah Saeed, Tarig Ramadan

maupun Khudori Soleh jika dikaitkan dengan hubungan antara agama dan politik

sebagaimana ditawarkan Munawir Syadzali, dinarasikan dengan istilah-istilah

sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tipologi Pemikiran Islam

Klaim Penggabungan

(integrated)

Klaim Pemisahan

(secularism)

Klaim Simbiosis

(modernism)

v' The legalist-
tradisionalist,

v The thological
puritans,

v’ The political
Islamist,

v The Islamist
extremist,

v Scholastic
Traditionalism

v’ Salafi literalism
Salafi Reformism

v Political Literalist
Salafism

v" fundamentalistik

v' The
secular
muslims

v Liberal
atau
Relational

Reformis

v The progressive
ijtihadists
Sufism
Reformistik

Postradisionalistik

AR NERNEEN

modernistik

3. Prinsip dan Kaidah Magqasid al-Siyasah

Pada ranah politik, perilaku elite dengan kebijakan yang diterapkannya dapat

disebut selaras dengan nafas magasid jika tidak bertolak belakang dengan kaidah-

kaidah syariat yang ditentukan sebagaimana konsepsi magasid al-siyasah yang
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dirumuskan oleh Niriddin al-Khadim1 dalam bukunya 4/ Magasid al-Shar ‘tyah fi
al-Majal al-Siyast wa al-Dustir. Sebagai pijakan kajian etika politik, konsepsi
magqasid al-siyasah sebagaimana ditulis sebelumnya, cukup menarik. Setidaknya
kajian magasid al-siyasah tidak hanya membincang persoalan politik dan hukum
semata, namun juga menyinggung persoalan teologi dan sarat dengan nalar
sufistik.

Di dalam salah satu karyanya tersebut, Nuriddin al-Khadim1 mencatat bahwa
setidaknya ada delapan kaidah untuk menilai sebuah kebijakan apakah sesuai
dengan magqasid al-siyasah yang dikehendaki syariat atau tidak.>* Delapan kaidah
tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral universal dengan tidak
menafikan nilai transendental yang bersumber dari wahyu khususnya pendekatan

usul figh dan gawa ‘id figh. Kedelapan kaidah itu adalah:

1. Kaidah <alSall aalia ¢ LA 1alia (Kehendak Allah dan Manusia)

Pengertian magqasid al-shar’i dapat dipahami sebagai kehendak Allah di
dalam hal tujuan penciptaan yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan
makhluk yang direalisasikan dalam tiga hirarki kebutuhan yakni daririyah,
hajiyah dan tahsiniyah.®> Kemaslahatan ini sebagaimana tersurat di dalam

beberapa ayat seperti QS. Al-A‘raf : 54,% QS. Al-Nisa : 28,5 dan QS. Ghafir :

64 Nariddin Mukhtar Al-Khadimi, Al-Magasid al-Shar Tyah fi al-Majal al Siyast wa al Dustiir,
(Kairo: Dar al-Salam, 2016).

8 Al-Shatibi, 4! Muwafagat, 265., Ahsan Hasasanah, Al-Figh al-Magqadsidi ‘inda al-Imam al-
Shatibr (Kairo: Dar al-Salam, 2008), 71., Al-Khadimi, A Maqasid al Syart ‘ah, 36.

6 Selengkapnya berbunyi :

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah”.
67 Selengkapnya berbunyi :
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31.%8 Pengertian yang menekankan pada aspek kemaslahan makhluk juga banyak
diungkap para ulama klasik. Al-Ghazali misalnya mengatakan bahwa tujuan
penciptaan atau makhluk adalah :

“Mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian di mana kebaikan
makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Sementara pengertian
maslahah di sini adalah menjaga tujuan shara‘, yang meliputi lima aspek yakni
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka”.®

Al-Fasi juga menyebutkan bahwa tujuan pokok syariat adalah menjaga
kemaslahatan,” sebagaimana juga dikuatkan oleh Al-Amidi bahwa tujuan Syariat
adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kombinasi
keduanya.” Sementara Ibn al-Qayim menambahkan bahwa pondasi syariat yang
berorientasi kepada kemaslahatan adalah keadilan, rahmat dan hikmah.?

Sementara makna dari magasid al-mukallaf pada dasarnya dikembalikan
kepada niat dan motivasi pelaku ketika akan melakukan perbuatannya yang dapat
dinilai dari niat itu sendiri disertai kesahihan perbuatan yang dilakukannya. Kata
mukallaf sendiri berarti seseorang yang dikenakan beban secara total pada semua

aspek kehidupan. Dengan demikian makna dari magasid al-mukallaf adalah

Gone fraTighs 28 i of
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah”.
68 Selengkapnya berbunyi :

-

L Te TS s sage L
91.&5.1.!‘.6.1.24—1“41”LA)

\

“Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya”.
8 Abii Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfad min ‘llm al-Usil, Vol. 2 (Lubnan: Dar al-
Huda, 1994), 481.
0 Al-Fasi, Magasid al-Shari ‘ah, 291.
71 Sayf al-Din Abii al-Hasan ‘Alf al-Amidi, Al-lhkam fi Usil al-Ahkam, Vol. 3 (Beiriit: Mu’assasah
al-Ndr, 1388 H), 271.
72 |bn al-Qayim al-Jawziyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Vol. 3 (Kairo: Dar al-
Hadits), 5.
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realisasi dari kaidah “al-umiru bimaqasidiha” (sesuatu perkara bergantung pada
maksud dan tujuannya)’”® yang mempunyai cakupan paling luas dan umum,
meliputi persoalan ibadah, muamalah sampai dengan persoalan politik.

Disebut kaidah besar dan umum mayor karena selain cakupannya luas, kaidah
ini juga disandarkan pada sebuah sejumlah Hadis, misalnya “innama al- ‘amalu bi
al-niyar” (sesungguhnya amal perbuatan bergantung pada niatnya),”* yang dalam
tradisi pandangan ulama klasik, Hadis ini selalu ditempatkan pada awal
pembahasan untuk mengingatkan urgensi pentingnya niat karena menjadi ruh di
dalam setiap amal perbuatan.” Pada ranah politik, kesalehan niat direalisasikan
dalam bentuk menjadikan urusan politik sebagai media ibadah dan amal saleh,
sebagai media untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari aneka
kerusakan.”

Dalam konteks politik, prinsip magqasid al-shari’ dan magasid al-mukallaf
menekankan idealisme elite politik yang selaras dengan tujuan syariat dan
mengedepankan efektifitas birokrasi untuk membantu memudahkan hajat hidup
masyarakat. prinsip kaidah ini juga dapat disebut sebagai prinsip bertahap dan
berjenjang (tadarruj wa al-markaliyah) dengan mendahulukan langkah preventif
dan protektif demi mendatangkan kemaslahatan. Dengan istilah lain prinsip

memudahkan dengan segala konsekuensinya ini dilakukan semata-mata untuk

3, 39.

74 Jalal al-Din al-Suyiiti, Al-Ashbah wa al-Nazdir fi Furii’i al-Shafi ‘ivah (Surabaya: Al-Hidayah,
1970), 6.

75 Shihabuddin Ahmad al-Haitami, Al-Fath al-Mubin bisharh al-Arba ‘in (t.p., t.th.), 107.

6 Al-Khadimi, Al-Magqasid, 41.
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kemaslahatan dan bukan karena kepentingan jangka pendek sehingga terkesan

tidak lebih dari pencitraan.”

. Kaidah 2ulaall ¢ )35 mlladl ds (Mengambil Maslahat dan Menghilangkan

kerusakan)

Kaidah besar ini merupakan inti dari semua kaidah-kaidah fikih yang turut
meyakinkan hubungan eratnya dengan magasid al-shari‘ah yaitu memperoleh
kemanfaatan dan menolak kerusakan (jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid).
Karena menjadi pesan inti syariat, sangat beralasan apabila sejak lahirnya kajian
usul figh, terma maslakah tidak pernah alpa dari pembahasan para ulama dalam
bidang ini. Namun dari beberapa literatur, tidak ada perbedaan pengertian kecuali
narasi yang saling melengkapi. Secara umum, istilah maslakah dapat dipahami
sebagai terealisasinya tujuan syariat (magqasid al-shari ‘ah) yang meliputi lima hal
pokok (usil al-khamsah).”®

Sebagaimana kaidah pertama, kaidah besar ini juga memiliki prinsip pokok
yang mendasari bangunan politik dan perundangan-undangan, khususnya di
dalam merumuskan politik kemaslahatan.” Menurut Allal al-FasT setidaknya ada
tiga kaidah dasar magdasid yang harus diikuti jika ada pertentangan antara
maslakah dan mafsadah atau ketika ingin melakukan tarjih terhadap beberapa
kemaslahatan yang mengantarkan pada ketentuan hukum yang berbeda. Pertama,

memilih bahaya (mafsadah/madarah) yang lebih kecil atau khusus untuk menolak

7 1bid., 41-42.
8 Al-Ghazali, Al-Mustasfa, 416-417.
% Al-Khadimi, Al-Magqasid,43.
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bahaya yang lebih besar atau umum sebagaimana kaidah “Takammul al-darar al-
khas fi sabili daf‘i al-darar al-Aam”. Konsekuensi dari kaidah ini adalah
ditemukannya nilai-nilai Islam atau syariat di dalam sistem kemasyarakatan dan
kehuidupan bernegara sebagaimana negara melakukan kebijakan untuk
kepentingan yang lebih umum.&

Kedua, apabila kemaslahatan berhadapan dengan kerusakan (mafsadah)
dalam satu ketentuan hukum, maka menghindari kerusakan lebih diutamakan dan
didahulukan daripada tindakan mengambil kemaslahatan (dar’ al-mafasid
muqaddamun ‘ala jalb al-masalih) sebagaimana dibolehkannya hukuman mati
pada bughat yang dikhawatirkan akan bertindak lebih berbahaya. Sementara
ketiga, adalah perlunya perbedaan ketentuan hukum dalam beberapa perbuatan
atau tindakan yang memiliki kemaslahatan berbeda (ikhtilaf ahkam al-tasarrufat li
ikhtilafi masalihiha)) sebagaimana perlunya tawgit dalam akad sewa tetapi tidak

untuk akad nikah.&

. Kaidah @bisaadlly cbalally &b pall (Kebutuhan Primer, Sekunder dan

Tersier)

Kaidah ini merupakan prinsip magasid yang mengatur hirarki kebutuhan
manusia termasuk di dalamnya persoalan politik, mulai dari tingkat kebutuhan
pokok (al-dariri), kebutuhan sekunder (al-4aji) dan kebutuhan tersier (al-tassini).
Komponen tiga hirarki kebutuhan ini merupakan esensi maslahat dan moral idea

yang disampaikan baik oleh Alquran dan Hadis maupun beberapa literatur yang

80 Al-Fasi, Magqasid al Shari‘ah, 291. Dalam konteks Indonesia, contoh dari kaidah ini adalah
penerapan hukuman mati bagi terpidana kasus Narkoba sebagaimana diatur dalam UU No 35
Tahun 20009.

8 lbid., 292-295.
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membahas persoalan magasid.22Kebutuhan pokok atau al-dariri merupakan
tingkat kebutuhan manusia paling mendasar dan harus dipenuhi demi
berlangsungan hidupnya.

Pada ranah politik, kebutuhan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebutuhan
pangan, stabilitas keamanan dan ekonomi, hak memperoleh jaminan kesehatan
dan akses pendidikan serta kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya
masing-masing.®®* Sementara dalam konteks kepemimpinan, mengangkat
pemimpin negara dan mentaatinya (wwjib nasb al-imam wa ta‘atihi) juga
termasuk dari kebutuhan al-darari ini. Dalam konteks demikian, al-Ghazali
misalnya memberikan argumen bahwa hubungan persoalan agama dengan negara
adalah simbiosis dan integral. Dengan kata lain hubungan agama dengan negara
ibarat saudara kembar dan simbiosis (al-din wa al-sultan taw’aman)® yang tanpa
salah satu dari keduanya akan berakibat pada ketidakseimbangan hidup atau
bahkan berujung pada kerugian di akhirat.®>

Untuk merealisasikan kebutuhan pokok (al-dariiri) di atas, dibutuhkan
seperangkat sarana dan pra sarana yang apabila tidak terpenuhi maka manusia
akan mengalami kepayahan yang akut atau krisis berkepanjangan meskipun tidak
sampai berakibat pada kematian.®® Kebutuhan penunjang tersebut dalam istilah
magqasid disebut dengan kebutuhan sekunder (al-kaji). Kebutuhan ini dapat
direalisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan

agraria, pertanian, perdagangan, produk jasa, pembangunan dan sebagainya.

82 Al-Shatibi, A/ Muwafaqat, 321.

8 Al-Khadimi, Al-Magqasid, 46.

84 Al-Ghazali, Al-1gtisad, 169.

8 Hasasanah, Al-Figh al-Magasidi, 71.
8 Al-Zuhaili, Usiil al-Figh, 310.
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Sementara kebutuhan tersier (al-taksini) sebagai pelengkap dan penyempurna dua
kebutuhan di atas dapat direalisasikan misalnya dalam bentuk tata kota yang
bersih dan indah, kemudahan transportasi, ketersediaan dan kemudahan akses dan
sebagainya. Dengan demikian, hubungan ketiga hirarki ini sangat berhubungan
karena saling menyempurnakan satu sama lain meski memiliki konsekuensi

berbeda jika masing-masing kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.®’
. Kaidah (i) UISY (Lima Prinsip Universal)

Kaidah ini merupakan pengembangan dari hirarki tiga kebutuhan manusia di
atas dan menjadi katalisator kebutuhan pokok (al-dariri). Kaidah yang terdiri dari
lima prinsip ini lazim disebut sebagai al-daririyat al-khamsah atau kulliyat al-
khams atau meminjam istilah al-Ghazali dengan al-daririyat al-khams,®® yang
meliputi menjaga agama (kifz al-din), menjaga jiwa (hkifz al-nafs), menjaga
keturunan (kifz al-nasl), menjaga akal (%ifz al-‘agl) dan menjaga harta (%ifz al-

mal).®° Terlepas dari adanya perbedaan urutan hirarki lima hal di atas,®® lima hal

87 Al-Shatibi, Al Muwafagat, 268., al-Zuhaili, Usal al-Figh, 315. Namun, pandangan sedikit
berbeda dikemukakan oleh Thaha Jabir al-‘Alwani yang menilai kajian magasid untuk konteks
yang lebih makro tidaklah cukup berhenti hanya pada tataran tiga konsepsi hirarki kebutuhan
manusia di atas. Baginya, ada nilai-nilai lain lebih universal yang disebutnya sebagai al-magasid
al- ‘ulya al-hakimah, yang meliputi taukid, tazkiyyah (penyucian diri), dan ‘umran (peradaban atau
perdamaian). Tiga nilai tersebut merupakan magasid paling tinggi setelah sebelumnya ada nilai-
nilai humanitas seperti keadilan, kebebasan dan egalitarianisme dan disusul oleh konsepsi
darariyah, hajivat dan tahsiniyah sebagai magasid yang paling rendah. Dasar logis penetapan tiga
nilai utama tersebut di atas sebagai al- magasid al- ‘ulya adalah kaidah bahwa Allah Swt.,
merupakan pencipta alam, manusia, dan kehidupan. Lihat Thaha Jabir al-‘Alwani, Qadhaya al
Islamivah Mu ‘asirah Maqashid al-Syart‘ah (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), 135-183., Mawardi, Figh
Minoritas, 248.

8 Dalam kajian magqasid al-shari‘ah, nama al-Ghazali mendapat tempat khusus karena
kontribusinya di dalam menjabarkan aspek al-dariri menjadi al-darariyat al-khams yang tanpanya
tidak akan ada maslakah. Al-Ghazali pula yang pertama kali memberikan istilah tersebut dengan
urutan proteksi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karenanya sangat beralasan jika nama
al-Ghazali dikukuhkan sebagai peletak dasar ilmu usi/ a/-figh.

8 Al-Khadimi, Al-Magqasid al-Shar ‘tyah, 53.

% Mayoritas ulama pakar magasid memposisikan lima hal pokok dengan urutan proteksi agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan menjadikan agama sebagai prioritas utama. Namun
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pokok ini harus dilindungi sebagai syarat terciptanya kemaslahatan. Ini
menunjukkan bahwa dari sisi materi, magasid al-shari‘ah  mengalami
perkembangan yang dimulai dari kebaikan-kebaikan secara universal sampai
dengan lahirnya konsep lima hal pokok menjadi esensi magasid, dan masuknya
nilai-nilai kebebasan dan Hak Asasi Manusia sebagai kebutuhan global.
Kesadaran demikian mulai disuarakan khususnya oleh para pakar magasid
kontemporer.

Ibn Ashiir, pakar magasid yang dijuluki mu ‘allim tsani misalnya melakukan
terobosan dengan meletakkan kesucian (al-fizrah), egalitarianisme (al-musawah),
toleransi (al-samahah) dan kebebasan (al-hurriyah), sebagai latar epistemis
magqasid al-shari‘ah.”* Kebebasan berbicara, berpendapat dan menjalankan
keyakinannya merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Kenyataan
ini merupakan pengembangan dari al-daririyat al-khams yang digagas ulama
magqasid era sebelumnya. Perbedaannya, jika konsep al-daririyat al-khams pada

era klasik hanya berfungsi sebagai proteksi terhadap lima hal pokok, sementara

demikian ada beberapa pakar magasid khususnya dari kalangan kontemporer yang mendahulukan
proteksi jiwa daripada agama. Menurut Hannan Lahm, pendapat yang mendahulukan proteksi jiwa
daripada agama lebih logis, karena teks-teks agama yang berbicara mengenai kemaslahatan
proteksi jiwa seseorang dan masyarakat lima kali lebih banyak daripada proteksi agama. Salah satu
contoh misalnya kebolehan orang beriman untuk mengatakan kalimat “murtad atau kafir” demi
menyelamatkan jiwa raganya sebagaimana tersurat dalam QS. Al-Nahl : 106 yang berbunyi :
BN SEE TR PRV
“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali yang dipaksa
(mengucapkan kalimat kufur atau mengamalkannya), padahal hatinya tetap tenang dengan
keimanan (maka dia tidak berdosa)”.
Lihat Hannan Lahm, Magashid al-Qur’an al-Karim (Damshiq: Dar al-Hannan li al-Nashr, 2004),
10-11. Lihat pula pada catatan kaki, Muhammad Amin Suhaili, Dar al-Mafasid Auld min Jalb al-
Masalih: Dirasah Tahliliyah (Kairo: Dar al-Salam, 2010), 29-30.
%1 Tbn ‘Ashur, Magqdsid al-Shari‘ah, 62, 65, 106-111, 145.
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unsur-unsur yang digagas Ibn ‘Ashiir lebih menekankan fungsi pesan moral
(moral idea) sesungguhnya dari kaidah-kaidah tersebut.

. Kaidah Jslly &0 5 aaliall Jiluy (Medium mencapai magasid, jalan dan
rekayasa hukum)

Salah satu turunan dari prinsip ini adalah pemahaman tentang ragam medium
dan pertimbangan antara medium statis yang tetap dan medium dinamis yang
dapat berubah setiap saat. Medium statis dapat dipahami sebagai medium pokok
yang tidak berubah seiring berubanya situasi dan kondisi. Salah satu contohnya
adalah esensi musyawarah (shira) di dalam segala hal. Sebagai paradigma, shira
memiliki mekanisme dan instrumen tersendiri di dalam merevisi gagasan ataupun
pembatasan sikap. Bahkan perintah shura dapat dianggap sebagai magasid itu
sendiri ataupun buah pemikiran yang dapat diterapkan sesuai dengan
konteksnya.*?

Dengan demikian, shizra merupakan medium statis yang memiliki mekanisme
dinamis dan berlaku pada setiap sendi kehidupan. Dalam konteks politik, shira
juga merupakan esensi sistem politik dalam Islam meski mekanismenya tidak
dijelaskan secara tersurat. Dalam konteks makro fashri’, pembiaran ini tentu
bukan faktor kealpaan, namun agaknya Allah Swt. sengaja memberikan
kebebasan kepada umat untuk membuat sistem tersendiri yang fleksibel dan

dinamis®* dengan tidak menafikan medium statis, dan dalam hal ini syara itu

92 Al-Khadimi, Al-Magqasid al-Shar ‘iyah,56.

93 Salah satu tesis kontemporer yang menjelaskan pembiaran mekanisme tashri‘ oleh shari’ adalah
karya yang ditulis Salim al-‘Awwa. Dalam karyanya ini, ia mengurai setidaknya terdapat 14 alasan
mengapa di dalam banyak hal pemberlakuan syariat, Allah tidak menjelaskan secara detail. Salah
satunya adalah untuk memberi kebebasan kepada umat untuk mengelola kehidupannya. Termasuk
di dalam persoalan ini adalah pengaturan sistem politik dan mekanisme pemilihan pemimpin.
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sendiri. Contoh paling apik dalam kasus ini misalnya, proses pengangkatan
pemimpin yang terjadi pada masa Khulafa al-Rashidin, mulai dari Abt Bakr,
‘Umar ibn al-Khattab, ‘Utsman ibn ‘Affan dan ‘Ali ibn Abi Talib. Meski
semuanya dipilih dengan mekanisme berbeda, namun bermuara pada sistem syira
(musyawarah).

Berbeda dengan medium statis yang harus selalu ada, medium dinamis
meniscayakan sebuah perubahan baik bertahap maupun total selama berujung
pada magasid. Pada tahap ini berlaku kaidah hukum medium disamakan dengan
hukum magqasid (al-wasail laha ahkam al-maqgasid). Salah satu contoh medium
dinamis yang tidak mengharuskan keseragaman di dalam penerapannya antara
satu negara dengan negara lainnya, antara satu masa dengan masa sesudahnya
adalah bentuk sistem politik dalam sebuah negara. Termasuk di dalamnya
peraturan oposisi, sistem pemerintahan, pemilihan atau pemungutan suara dan
sebagainya.®*

. Kaidah J=xé¥) ¥l sle) ya (Mempertimbangkan Akibat Perbuatan)

Kaidah mempertimbangkan akibat-akibat hukum (al-nazar ila al-ma’alat)
menjadi kaidah esensial untuk merealisasikan kemalahatan. Ketika kemaslahatan
dipahami sebagai suatu keadaan ideal yang diharapkan terwujud, maka
mengantisipasi sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan terjadi, juga

harus dilakukan. Beberapa aplikasi dari kaidah pertimbangan akibat hukum ini

Lihat Muhammad Salim al-‘Awwa, Magqasid al-Sukit al-Tashri’ (Kairo: al-Muassasah al-
Su’tdiyah, 2009), 47-53.
% Al-Khadimi, Al-Magasid,56-57..



71

dalam disiplin usil al-figh terkonfigurasi dalam wadah seperti istiksan, masiahah
mursalah, sadd al-dhara T wa fathuha, dan semisalnya.®

Dalam konteks politik, secara sederhana, prinsip dari kaidah ini dikembalikan
pada sikap politik dan perundangan-undangan itu sendiri tentang bagaimana
batasan bersikap dan berpendapat. Dalam hal ini, tentu politik memerlukan sebuah
kajian dan penelitian fakta realitas yang mengitarinya. Secara sederhana pula
dapat dipahami bahwa sistem perundangan-undangan juga kembali pada jaminan
pemeliharaan sistem politik masyarakat madani, menjaga kepentingan umum serta
memperhatikan kehidupan yang damai dan guyub di tengah-tengah keragaman
kelompok. Penyandaran terhadap prinsip kaidah ini bermakna pelestarian
terhadap magasid dari sisi akibat-akibatnya terutama aspek maslahat dan

mafsadatnya termasuk menentukan medium yang relevan dan realistis.*®
7. Kaidah Ll (3855 (Merealisasikan Spirit Hukum)

Prinsip dari kaidah ini dalam konteks politik merupakan puncak hirarki
ijtihad, di mana prinsip ini digunakan sebagai respon atas pembacaan realitas
kontemporer atau fenomena kebaruan. Salah satu tujuan dari kaidah ini adalah
penguatan terhadap penerimaan realitas politik sebelum dikeluarkannya fatwa dan
hukum fikih. Sehingga, kesesuaian respon hukum-hukum terhadap realitas

tersebut menjadi tujuan terpenting dari prinsip kaidah ini.

Namun demikian, pada tataran politik, untuk memahami prinsip dari

kaidah ini yakni masuknya semangat hukum-hukum agama melalui nilai-nilai

% Mawardi, Figh Minoritas, 265.
% Al-Khadimi, Al-Magasid al-Shar ‘iyah,59-60.
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magqasid al-shari’ah yang tidak serta merta cukup melalui pembacaan literer
(tarigah harfiyah) ataupun pemahaman simplistis, namun harus melalui diagnosa
rumit yang harus melibatkan rasa (dhauqg) dan nilai sehingga akan tercapai

manfaat sesungguhnya dan kesuksesan maksimal.®’

. Kaidah Jsa¥ls ae)silly Jilugll g aaliall o <yl sall (Keseimbangan antara
tujuan, medium, kaidah pengoperasian dan teori penggalian hukum)

Prinsip dari kaidah ini merupakan prinsip pembiasaan untuk terus melibatkan
instrumen kaidah di atas secara konsisten, mulai dari kaidah-kaidah magasid al-
shari’ah, hirarki tiga kebutuhan manusia dan keterlindungan lima hal pokok (al-
daririyat al-khamsah) dalam kehidupan sampai pada kaidah-kaidah medium dan
aspek kaidah-kaidah lainnya.®® Prinsip keseimbangan dengan mengkoordinasi satu
kaidah dengan lainnya menjadi penting untuk dapat memilah dan memilih

keputusan dan kebijakan terbaik yang berorientasi pada kemaslahatan.

B. Latar Epistemis Etika Politik
1. Hubungan Etika dan Politik

Etika dapat dibagi menjadi dua bagian yakni etika umum dan etika khusus.
Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap
tindakan manusia, sementara etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut
dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup

kehidupannya.®® Etika khusus sering disamakan dengan etika terapan yaitu etika

7 Ibid., 61-62.

% 1bid., 63.

% Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7.
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yang dilaksanakan sehari-hari oleh pelaku etika. Etika terapan menerapkan etika
dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat terlebih dalam bernegara.
Hubungannya dengan pelaku etika sangat erat karena perbuatan etika itu melekat
pada pelaku etika.'®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika terapan memiliki
kemiripan dengan kode etik profesi, terutama ketika etika terapan menyoroti
masalah-masalah profesi tertentu. Secara kebahasaan, kode etik adalah aturan atau
tata susila.’®* Yang dimaksud dengan kode etik profesi adalah seperangkat aturan
yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok profesi tertentu yang sudut
pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan
tertulis.’®> Karenanya, etika merupakan bagian dari filsafat yang mempertanyakan
praksis manusia seperti tanggung jawab dan kewajibannya.'%3

Etika berasal dari bahasa Yunani ethikos, dari ethos yang berarti “kebiasaan”,
“watak”, dan “kecenderungan”. Etika atau lazim disebut filsafat moral adalah
studi atau ilmu yang mempelajari pertimbangan-pertimbangan yang disetujui dan
tidak disetujui, tentang benar dan salah, kebaikan atau keburukan, kebajikan atau
kejahatan, yang diinginkan atau kearifan tindakan, kecenderungan, tujuan, objek-
objek atau keadaan peristiwa. Dalam konteks kekuasaan, etika merupakan pijakan
bagi teori politik maupun ideologi sosial lainnya. Salah seorang moralis
naturalistik menyebutkan bahwa “etika adalah studi tentang bagaimana

memperoleh sesuatu yang diinginkan manusia” baik sebagai individu, negara atau

100 M, Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 676.
101 Hamzah Ahmad, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), 205.

102 Apdullah, Pengantar, 682-683.

103 Suseno, Etika Politik, 8.
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masyarakat, dan ini menyangkut tujuan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan
merupakan sarana atau sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, jika
tujuan yang ingin dicapai tidak jelas, maka kekuasaan menjadi tujuan dan
merupakan kebaikan dalam dirinya sendiri, dengan nilai intrinsik.%*

Pengertian etika di atas yang mempelajari perbuatan satu demi satu, apakah
sesuai atau tidak dengan norma-norma moral, tidak berbeda dengan pengertian
etika kewajiban (deontological ethics) yang menekankan pada perbuatan (doing)
manusia. Sebenarnya, jauh sebelum lahirnya pengertian etika di atas, terdapat
aliran etika kebajikan sebagai corak etika tertua dalam sejarah filsafat di Yunani
yang dikenalkan Sokrates, Plato dan Aristoteles dan dikembangkan selama
berabad-abad. Berbeda dengan pengertian etika kewajiban yang menyelidiki
perbuatan manusia, etika keutamaan ini fokus pada manusianya, mempelajari
keutamaan dan kebajikan sifat watak yang dimiliki manusia. Etika ini tidak
menyelidiki apakah perbuatan manusia baik atau buruk, melainkan
mempertanyakan dan mempelajari apakah perbuatan Kita baik atau buruk.

Dibandingkan etika kewajiban, etika kebajikan mengarahkan perhatiannya
pada keberadaan (being) manusia dan tidak dengan norma-norma moral. Etika
kebajikan ingin menjawab pertanyaan what should | be? Atau saya harus menjadi
orang yang bagaimana? Sedangkan etika kewajiban mengajukan pertanyaan what
should | do? Atau saya harus melakukan apa.’®> Etika kewajiban baru tampil di
zaman modern dan menegasikan etika kebajikan. Tepatnya, etika kebajikan mulai

ditinggalkan sejak tumbuhnya dua tradisi pemikiran moral yang sebetulnya cukup

104 Ali Mudhofir, Kamus Filsafat Nilai (Yayasan Kertagama, 2014), 140-151.
105 1bid., 154.



75

berbeda, masing-masing dipelopori oleh filsuf Inggris, David Hume (1711-1776)
dan filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724 — 1804). Filsuf yang terakhir ini sangat
menekankan pada etika kewajiban.®

Selain para pemikir di atas, Max Weber juga turut mengulas persoalan etika
yang dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, “etika sikap” (gesinnung-sethik)
yang dapat dipahami sebagai “ctika tujuan akhir mutlak” dan kedua, “etika
tanggung jawab (verantwortungsethik)”. Jika etika jenis pertama menckankan
keabsolutan nilai dengan mengutamakan sikap moral pelaku yang disebut Weber
sebagai etika sikap yang cinta damai, maka jenis etika kedua dicirikan oleh pelaku
politik yang tidak perlu memiliki kebersihan jiwa dalam menganut norma-norma
absolut, melainkan mencoba untuk berbuat yang terbaik dan menguntungkan
semua pihak.%’

Secara mendasar, etika merupakan cabang filsafat dan sekaligus cabang dari
ilmu-ilmu humaniora. Dilihat dari kacamata filsafat, etika membahas sistem
pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Sementara sebagai
cabang ilmu-ilmu humaniora, etika dapat dipahami dengan dua pengertian yakni
etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia
terhadap dirinya sendiri sesuai agama yang dianutnya dan tanggungjawabnya
terhadap Tuhannya. Sedangkan etika sosial membahas kewajiban serta norma-
norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, baik

dalam ranah keluarga, masyarakat terlebih kehidupan berbangsa dan bernegara.®®

106 1hid., 154-155

107 peter L. Berger, Piramida Pengorbanan Manusia, “terj.” D. Prasetyo BA (Bandung: Penerbit
IQRA, 1983), 253.

198 Suseno, Etika Politik, 8.
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Dengan demikian etika sosial ini memiliki cabang-cabang yang lebih spesifik
seperti etika profesi, etika bisnis, etika pendidikan, etika kedokteran, etika
jurnalistik dan etika politik.

Sementara domain pengertian politik lazimnya ditekankan pada studi tentang
kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, kesan demikian tidak mengherankan
karena kekuasaan memang mempunyai sifat yang sangat mendasar terutama
dalam kajian ilmu politik. Bahkan ada masa-masa tertentu, di mana politik kadang
dianggap hanya tentang kekuasaan belaka.'® Begitupun di dalam kamus Umum
Bahasa Indonesia, kata politik secara harfiah diartikan sebagai akal, siasat dan tipu
muslihat.

Sementara dalam pengertian sesungguhnya, politik diartikan dengan segala
macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut pengaturan pemerintahan yang di
dalamnya termasuk sistem, kebijaksanaan, serta siasat baik terhadap urusan dalam
negeri maupun luar negeri.’® Dengan pengertian yang hampir sama, politik juga
dapat dipahami sebagai: Pertama, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau
kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Kedua, segala
urusan dan tindakan mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. Ketiga,
cara bertindak mengenai suatu masalah atau kebijakan.'** Dengan demikian,

politik dalam pengertian yang hakiki adalah proses yang diupayakan orang atau

199 Miriam Budiardjo, “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan”, dalam Himpunan Bacaan
Wajib Pengantar IImu Politik, Seri Bahan Bacaan Wajib (Jakarta: FISIP-UI, 1985), 125.

110 JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Sinar
Harapan, 1994), 1078.

111 Ahmad, Kamus Besar, 886.
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kelompok untuk tatanan dan mekanisme yang mengatur hajat dan hidup orang
banyak demi kesejahteraan bersama.*?

Pengertian demikian sejalan dengan gagasan Socrates sebagai pemikir yang
pertama kali mendiskursuskan perihal politik dalam dialog-dialognya yang
kemudian dihimpun dalam buku Republic oleh Plato. Pada awal kemunculannya,
kata “politik” tidak dimaknai dengan intensitas makna seburuk sekarang. Pada
awalnya, justru politik dipahami dengan sangat mulia, lekat dengan makna-makna
mulia “seni (art) mengelola negara-bangsa”, untuk kepentingan bersama (public
good).** Begitupun jika dilihat dari berbagai literatur, makna politik sebenarnya
sangat beragam dan memiliki unsurnya masing-masing. Cakupan pengertiannya
meliputi konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan
(power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy),
pembagian  (distribution) misalnya distribusi kekuasaan dan alokasi
(allocation).*

Berangkat dari unsur dan cakupan konsep-konsep tersebut, maka makna
politik dapat diartikan secara bebas sebagai bermacam-macam kegiatan dalam
suatu negara menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan sistem dan
melaksanakan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan ini menyangkut seleksi
atas berbagai alternatif dan penyusunan skala prioritas untuk melaksanakan

tujuan-tujuan itu, di mana perlu ditentukan kebijakan umum (public policies) yang

112 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke-21 (Yogyakarta:
Jalasutra, 2015), 9.

113 |B Putera Manuaba, “Budaya Politik Berkeadaban dan Berperadaban”, Kompas (1 Februari
2019), 7.

114 E. Herman Khaeron, Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai
Islam (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 16. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik
(Jakarta: Gramedia, 1982), 9.
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menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi sumber-sumber
yang ada. Untuk melaksanakan kebijan itu diperlukan adanya kekuasaan (power)
dan kewenangan (authority) yang dipakai dalam membina kerjasama ataupun
konflik. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat paksaan (coercion) ataupun
meyakinkan (persuation).***Dalam rumusan teori sosial disebutkan bahwa politik
merupakan proses untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang baik dan
ditempuh melalui kontrol terhadap sumber-sumber kekuasaan yang ada di
masyarakat baik dengan cara persuasif maupun konflik.

Dalam kaitan ini, yang dimaksudkan dengan tatanan adalah tegaknya sebuah
sistem negara yang fungsinya dijalankan oleh roda pemerintahan untuk mencapai
tujuan negara, yakni kesejahteraan hidup rakyat. Dalam sistem ini ada pemangku
dan penentu kebijakan yang disebut pemimpin, di mana mereka ditetapkan
melalui sebuah proses pemilihan. Untuk itu, para calon pimpinan biasanya
menawarkan program-program kepada masyarakat. Penawaran program ini
dilakukan dengan mendatangi simpul kekuasaan yang ada di masyarakat yakni
elite agama dan adat untuk memperoleh dukungan. Cara persuasif dalam
penggalangan suara pemilih melalui penyampaian program kepada masyarakat
menimbulkan kesan bahwa politik itu baik.!®

Namun untuk sebagian kalangan, politik dianggap sebagai hal yang kotor
oleh karena dalam prosesnya dilakukan melalui cara-cara tidak senonoh dan jauh

dari kata etis atau berakhlak. Mulai dari kampanye hitam (black campaign),

115 Budiardjo, Dasar-dasar, 14.

116 Achmad Jainuri, “Budaya Politik Muhammadiyah” , dalam ljtihad Politik Muhammadiyah:
Politik Sebagai Amal Usaha,ed. Zuly Qodir, et al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja sama
dengan Jusuf Kalla School of Goverment, 2015), 77.
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menyebarkan berita hoax, fitnah, politik uang dan sebagainya. Karenanya, ketika
disebutkan kata “politik” pada khalayak, maka persepsi alam bawah sadar akan
lekat dengan makna-makna seperti kelicikan, siasat, rekayasa, korupsi, kambing-
hitam, konflik, caci maki dan berbagai makna serupa lainnya yang berkonotasi
negatif. Beberapa indikasi ini semakin membenarkan tesis logika Lasswellian
bahwa politik itu sama dengan “siapa dapat apa, kapan dan bagaimana” (who gets
what, when and how).’

Logika politik demikian tentu jauh dari kata nalar sehat dan beradab
(unreasons politics atau politics of unreasons). Setiap negara yang menerapkan
sistem politik demokrasi tentu tidak imun dari logika politik Machivallien atau
politik tanpa nalar meski dalam kadar berbeda. Naifnya, pelaku logika politik
tersebut selalu melibatkan elite kekuasaan, elite politik, elite ekonomi, elite agama
dan elite sosial budaya. Politik yang tidak menggunakan atau memanipulasi nalar
tidaklah baru. Sejak lama—termasuk dalam sistem dan proses demokrasi—
berbagai cara tak bernalar seperti manipulatif dan menyesatkan untuk mencapai
tujuan dan kepentingan politik tertentu telah menjadi praktik kalangan kekuatan
politik. Periwayatan politics of unreasons secara cukup sempurna pernah
diberikan sastrawan dan filsuf Nicollo Machiavelli (1469-1527).11#

Proses yang tidak senonoh di atas juga semakin menguatkan kultur politik
machiavellis yang membatasi diri pada pertanyaan tentang teknik perebutan dan
pertahanan kekuasaan oleh seorang raja. Hal itu dilakukannya dengan sinisme dan

ekstrim. Bagi Machiavelli sebagaimana ditulis Franz M. Suseno, politik dan moral

17 1bid., 78.
118 Azyumardi Azra, “Nalar Politik”, Kompas (10 Januari 2019), 11.
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merupakan dua bidang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Menurut
Machiavelli, dalam urusan politik, perhatian terhadap norma-norma moral tidak
pada tempatnya, namun yang diperhitungkan adalah sukses. Machiavelli hanya
mengenal satu kaidah etika politik yakni yang baik adalah apa saja yang
memperkuat kekuasaan raja. Segala apa yang melayani tujuan itu harus
dibenarkan. Baginya, tidak ada manfaatnya kalau mempersoalkan legitimasi
moral kekuasaan tetapi yang menentukan ialah teknik untuk merebut dan untuk
mempertahankannya.®

Berbeda dari Machiavelli, Thomas Aquinas menilai bahwa kekuasaan dapat
diakui sebagai sah jika memiliki legitimasi moral dalam pandangan rakyat atau
kekuasaan politik yang didasarkan pada kodrat manusia. Konsekuensinya, seorang
raja tidak hanya akan mendapatkan legitimasi etis, melainkan kekuasaannya dapat
mantap karena sesuai dengan kebutuhan manusia yang berkodrat sosial. Dengan
demikian Thomas Aquinas secara radikal menolak kekuasaan sebagai dasar
hukum sekaligus juga menuntut legitimasi etis penggunaan kekuasaan karena
kekuasaan tidak dapat membenarkan dirinya sendiri yang tidak lebih dari sekadar

kenyataan fisik dan sosial dengan tidak memuat suatu wewenang.*?°

2. Konsepsi Etika Politik
Serupa dengan yang diserukan Thomas Aquinas dalam konteks keharusan
kekuasaan yang disertai etika, maka dapat dipahami bahwa orientasi politik

bukanlah tindakan kotor atau hanya membincang persoalan pragmatis seperti

119 Suseno, Kuasa, 8-9.
120 1hid., 4-5.
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bagaimana memperoleh kekuasaan, tetapi orientasi politik merupakan tindakan
mulia yang didasarkan pada nilai etika dan moral. Etika politik sebagai cabang
dari etika sosial membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik,
yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat negara (yang menganut
sistem politik tertentu) berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok
masyarakat lain.

Seperti cabang-cabang etika lain, etika politik meletakkan dasar fundamental
manusia sebagai barometer (man all the measure), bahwa manusia pada
hakikatnya merupakan individu dan anggota sosial, pribadi merdeka sekaligus
makhluk Tuhan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang beradab dan
berbudaya yang tidak bisa hidup di luar adab dan budaya tertentu. Dalam etika
politik, manusia dipandang sebagai subyek yang merdeka dalam dirinya sendiri
dengan kepercayaan dan pandangan hidup yang dianutnya. Ukuran paling utama
dalam etika politik adalah harkat dan martabat manusia yang dapat direalisasikan
dengan politik kemanusiaan.

Dalam arti lebih luas, etika politik tidak hanya berhubungan dengan standar,
aturan, norma tetapi juga terlibat di dalam membuat penilaian moral tentang
tindakan politik dan agenda politik.*?* Pada akhirnya etika politik merupakan
usaha untuk membatasi sekaligus memberikan dasar-dasar moral bagi diskursus
politik, baik aspek moral individual maupun moral sosial. Jika moral individual
berkaitan dengan kualitas moral politisi, sementara moral sosial berkaitan dengan

tatanan sosial yang adil. Jika yang pertama berhubungan dengan etika keutamaan

121 Abbas, Etika di Ruang Publik: Pendekatan Politik dan Manajemen (Depok: Alta Utama, 2017),
341-343.
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sementara yang kedua berhubungan dengan etika institusional. Dari sini dapat
dimengerti bahwa diskursus etika politik tidak hanya berhubungan dengan moral
politikus, tetapi lebih dari itu membincang dan berkontribusi terhadap praktik
tatanan atau institusi sosial, hukum, struktur politik dan ekonomi. Dengan
demikian, menurut Haryatmoko sebagaimana dikutib Abbas, ruang lingkup etika
politik dapat dipahami dari tiga dimensi sekaligus yakni tujuan, sarana dan aksi

politik.1?2

TUJUAN

!

Policy

POLITIK

. N
Polity Politics

N

SARANA AKSI

Gambar 2.1
Dimensi Etika Politik

Dimensi pertama dalam diskursus etika politik adalah dimensi tujuan.
Beberapa pakar filsafat politik menyebutkan bahwa esensi berpolitik pada

hakikatnya adalah kebebasan dan keadilan yang dapat diwujudkan dengan politik

122 |hid., 343.
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kemanusiaan.’® Pada titik inilah, diskursus tujuan politik tersebut memiliki
pertalian erat dengan diskursus tujuan politik dalam agama yakni sama-sama
memanusiakan manusia sebagai pesan pada landasan filosofisnya. Betapapun
masing-masing negara memiliki konstitusi berbeda, namun spirit kebebasan dan
keadilan menjadi spirit yang tidak bisa dinafikan. Dalam konteks Indonesia,
tujuan politik ini tertuang dalam rumusan konstitusional, Pancasila dan UUD
1945,

Dimensi kedua diskursus etika politik adalah sarana untuk mencapai tujuan.
Sebagai akses yang menentukan tujuan, sarana dapat direalisasikan melalui
tatanan sosial atau lembaga pemeritahan dengan selalu melibatkan peran
masyarakat agar prinsip check and balancing tetap terpelihara. Sementara dimensi
ketiga adalah aksi politik yang direpresentasikan oleh aktor yang menentukan
rasionalitas dan kebijakan politik atau aktor politik dalam memperjuangkan
kemaslahatan publik.***

Menurut Haryatmoko, karena orientasi politik pada kekuasaan, maka etika
politik dapat diartikan sebagai sikap kritis terhadap politik dan penyelenggara
kekuasaan itu sendiri. Sebelum membangun fondasi etika politik, langkah pertama
yang lazim dilakukan adalah sikap indignation sebagai sebuah penolakan terhadap
praktek imoralitas atau kesewenang-wenangan. Dengan demikian, pengertian

etika politik dalam konteks ini merujuk pada prinsip-prinsip moral yang menjadi

123 |bid., 344.
124 |bid.
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tiang penyangga tegaknya nilai-nilai dan praktik politik yang berpijak pada tata
pemerintahan yang baik dan bersih.?

Baik etika politik dalam pengertian sebagai dimensi maupun sikap Kritis
terhadap praktek ketidakadilan (indignation), keduanya menjadi titik penting dan
perhatian utama dalam syariat Islam melalui maqgasid al-siyasah. Bahwa dalam
Islam, etika politik diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan sebagai tujuan otentik
sementara sikap kritis terhadap despotisme pemerintah atau kekuasaan diperlukan
sebagai bagian amr al-ma riif nahy al-munkar.

Ibn Khaldiin menjelaskan bahwa agama merupakan kekuatan yang melekat
dengan sumber kekuasaan politik. Agama adalah dasar pembangunan negara,
karena bisa menyatukan elemen dalam negara dan menjadikan negara semakin
kuat untuk dapat dikalahkan. Agama juga menjamin moral kolektif, pengabdian,
kebaikan dan bukan sumber kerusuhan, ambisi individu, dan pengingkaran sipil.*?
Nilai-nilai agama yang demikian dalam istilah sekarang lazim disebut dengan
“budaya politik”.?*” Di sinilah, Indonesia, sebagai negara yang dibangun atas
dasar nilai-nilai moralitas agama, membutuhkan rumusan etika kehidupan
berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai universal dari masing-
masing agama sekaligus nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai acuan berpikir
dan bersikap.

Dengan demikian, etika politik memiliki relevansi sebagai diskursus penting

dinamika politik di Indonesia khususnya bagi umat Islam setidaknya karena dua

125 Masdar Hilmy, Jalan Demokrasi Kita (Malang: Intrans Publishing, 2017), 85.
126 Abdul Rahman Ibn Khaldiin, Al-Mugadimah (Beirat: Dar al-Fikr, t.th.), 124-125.
27http:/lwww.cslewis.com/lewis-and-politics/. Diakses tanggal 26 Februari 2019.


http://www.cslewis.com/lewis-and-politics/

85

hal. Pertama, sebagaimana profesi lainnya, diskursus politik menjadi bagian
integral dengan ajaran Islam sehingga dalam koridor tertentu menjalankannya
memiliki nilai pahala ibadah. Umat Islam meyakini bahwa Allah telah
memberikan dasar ajaran yang dijadikan pedoman hidup agar mereka dapat
sukses dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, etika politik yang
disertai dengan iktikad baik, berpengaruh terhadap perilaku politik, karena politik
membincang prinsip dasar Islam hubungannya dengan pengelolaan masyarakat.
Fungsi politis (siyasah) mutlak diperlukan, tidak hanya untuk mengantisipasi
konflik horisontal, tetapi lebih dari itu juga dapat mendorong masyarakat untuk
semakin tumbuh dan berkembang.

Begitu urgennya peran politik dalam kehidupan manusia, dalam konteks
hirarkhi profesi manusia, al-Ghazali membanginya menjadi tiga kategori yakni
kategori profesi utama (usil), profesi pendukung (mahiyah) profesi pelengkap
(mutammimat), dan dapat dipahami pula bahwa profesi utama merupakan hirarki
yang paling diprioritaskan (wa ashrafu hadhihi as sina‘ati usiiluha) seperti
pertanian, tekstil, bangunan dan politik. Dari hirarki ini, yang menarik adalah
pendapat al-Ghazali yang menyebutkan bahwa dari sekian jenis profesi utama
tersebut, politik adalah profesi terbaik karena berhubungan dengan
keberlangsungan hidup orang banyak (public good) dan tanpa ada politik yang
menjadi sumber kebijakan, tidak akan ada keberlangsungan (wa ashrafu usiliha

al-siyasah bi al-ta’lif wa al-istislah).**®

128 Abti Hamid al-Ghazali, lhya ‘Uliim ad-Din (Beirut: Dar al-Kutub, Vol. 1, 2013), 27.
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Dengan demikian, terdapat simbiosis antara agama sebagai nilai dengan
diskursus politik sebagai instrumen kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk
konsepsi etika politik. Konsepsi etika politik ini, tidak hanya berhenti pada
wilayah teoritik, namun dalam sejarahnya antara etika dengan politik menjadi dua
entitas yang selalu menyertai dan mewarnai sejarah peradaban Islam khususnya
dalam konteks kekuasaan. Konsepsi etika politik dalam konteks kebangsaan yang
terjadi pada masa awal Islam misalnya, lahirnya Piagam Madinah (Sakifah al-
Madinah) sarat dengan nilai-nilai ajaran Islam, mulai dari prinsip keadilan,
persamaan, toleransi, kemerdekaan sampai dengan pluralitas yang semuanya
dikemas dalam institusi yang dikenal dengan shira (musyawarah).*?® Meski pada
masa awal Islam, shira belum menjadi lembaga resmi sebagaimana lembaga
legislatif seperti sekarang ini, namun substansi shira telah berjalan dengan baik.
Muhammad Saw. selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat di dalam
berbagai persoalan, dari perkara yang dianggap remeh terlebih menentukan
kebijakan negara.

Bahkan sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah mengenal tradisi
musyawarah. Fazlur Rahman menyebutkan bahwa musyawarah bukanlah sesuatu
yang baru dalam Alquran, melainkan tuntutan abadi dan menjadi kodrat manusia

sebagai makhluk sosial. Lebih jauh Fazlur Rahman menjelaskan bahwa lembaga

129 Berhasilnya Madinah menjadi rujukan negara yang berhasil mengakomodir nilai-nilai Islam
dengan fakta masyarakat plural lazimya banyak ditulis pada buku-buku sirah. Namun pada
faktanya tesis ini tidaklah tunggal. Khalil Abdul Karim misalnya mencatat bahwa pada masa awal
Islam, banyak kabilah di Semenanjung Arab yang dengan lantang menyatakan masuk Islam
disebabkan oleh despotiknya negara Madinah yang dikuasai klan Quraish ketimbang karena faktor
Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad. Lihat Khalil Abdul Karim, Negara Madinah:
Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab, “terj.”, Kamran As‘ad irsyady (Yogyakarta: LKiS,
2005). Bandingkan misalnya Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar
1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk
(Jakarta: Ul Press, 1995)., Al-Khadimi, Al-Magasid al-Shar ‘ivah, 18.
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musyawarah ini diperluas oleh Alquran dengan mengubahnya dari institusi
kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah
dengan hubungan iman.*°

Politik yang dijiwai nilai-nilai agama inilah yang oleh Ibn Khaldiin
sebagaimana dikutip Jainuri disebut dengan siyasah diniyah yang orientasinya
tidak hanya dunia tetapi lebih pada capaian kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, dari
tradisi politik ini melahirkan beberapa konsep filsafat politik Islam, seperti al-
Madinah al-Fadilah yang ditulis oleh al-Farabi yang identik dengan The City
karya Plato. Secara umum, kedua karya tersebut menjelaskan tingkat kedewasaan
masyarakat di dalam hidup bernegara. Karena tingginya kesadaran masyarakat
untuk bisa mengatur diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, maka institusi
formal negara terasa tidak diperlukan lagi. Visi ini yang menjadi acuan gerakan
masyarakat madani yang oleh Ibn Khaldin dikelompokkan sebagai Siyasah
Madaniyah '3

Dalam konteks Indonesia, etika politik sudah ditunjukan oleh para tokoh jauh
sebelum masa kemerdekaan hingga peiode pasca reformasi saat ini dengan bentuk
dan pendekatannya yang berbeda. Jika sebelum masa kemerdekaan, etika politik
diwujudkan dalam bentuk aksi perlawanan terhadap hegemoni kolonialis, dan
pasca kemerdekaan, etika politik ditunjukan dalam bentuk perumusan ideologi
dan filosofi negara dengan lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
sementara pada periode pasca reformasi etika politik lebih ditujukan kepada

komitmen kebangsaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara khusus,

130 Fazlur Rahman, “The Islamic Concept of State”, dalam John J. Donohue and John L. Esposito,
Islamic in Transition, Muslim Perspective (New York: Oxford University Press, 1982), 263.
131 Jainuri, “Budaya Politik Muhammadiyah”, dalam ljtihad, 80.
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pemahaman demikian menjadi haluan organisasi masyarakat keagamaan seperti
Muhammadiyah dan NU.

Di Muhammadiyah, etika politik dipahami sebagai politik adiluhung (high
politics) yang menekankan pada penanaman etika atau moral agama untuk setiap
individu muslim melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang
memiliki integritas.*? Politik adiluhung ini menjadi antitesis dari kultur politik
yang cenderung pragmatis seperti politik transaksional ataupun perilaku politik
yang mengedepankan kepentingan diri dan kelompok di atas kepentingan bangsa
sebagaimana lazimnya dilakukan oleh partai politik (law politics). Merujuk
kepada tafsir Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagaimana dikutip Abdul Munir
Mulkhan, anggota-anggota Muhammadiyah yang aktif di partai politik atau duduk
dalam lembaga-lembaga karya politik harus dipilah yakni berkiprah atas nama
pribadi dan bukan organisasi.*

Untuk mendialogkan dua kultur politik (politik adiluhung dan partai politik)
di atas, menurut catatan Jainuri, setidaknya ada tiga ungkapan yang dikenalkan
para tokoh Muhammadiyah. Pertama, ungkapan “menjaga jarak yang sama”
terhadap partai yang dapat diartikan sebagai tidak masuk ke dalam partai politik.
Kedua, ungkapan “menjaga kedekatan yang sama” yang dapat dimaknai sebagai

kebebasan warga Muhammadiyah untuk memilih dan masuk ke partai politik

132 hjd.

133 Abdur Munir Mulkhan, “Politik “Narsis” Muhammadiyah: Darwinisme VS Welas Asih, Antara
Gengsi dan Kebutuhan” dalam ljtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha ed.
Zuly Qodir, et al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja sama dengan Jusuf Kalla School of
Goverment, 2015),
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sesuai dengan aspirasinya. Sementara ketiga, “mendirikan amal usaha politik”
sebagai pendidikan amr al-ma rif wa nahy al-munkar.*34

Sementara di NU, sebagaimana menjadi platform politiknya, pengertian etika
politik diwujudkan dalam bentuk politik kebangsaan sebagai pengejawantahan
politik tingkat tinggi (high politics / siyasah aliyah samihah) dan bukan politik
kekuasaan atau politik praktis yang disebut dengan politik tingkat rendah (low
politics/siyasah safilah). Lahirnya konsepsi etika politik demikian merujuk
kepada narasi yang digagas oleh Sahal Mahfudz yang disampaikan dalam sebuah
Forum Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di
Wonosobo pada September 2013. Konsepsi etika politik di atas berangkat dari
keprihatinannya terhadap praktik politik praktis yang lebih banyak mementingkan
kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara,
sebagaimana realitas politik yang terjadi saat sekarang.*3*

Meski narasi gagasan Sahal Mahfudz Mahfudz terbilang baru, namun dalam
aksinya, praktik politik kebangsaan NU sudah ditunjukkan jauh sebelum
kemerdekaan seperti menisbatkan bangsa Indonesia sebagai Dar al-Isiam,**

dalam pengertiannya sebagai walayat al-Islam atau dar al-sulh,*®” pengakuan

134 81-84.

135 Munawir Aziz dengan judul “Figh Siyasah dalam Konfigurasi Figh Sosial: Belajar Etika
Politik dari Kiai Sahal Mahfudh” dalam Metodologi Figh Sosial: Dari Qouly Menuju Manhaji
(Pati: STAIMAFA Press, 2015), 232-233.

136 Abdurrahman ibn Muhammad Ba’lawi, Bughyat al-Mustarshidin, (Beirit: Dar al-Kutub al-
‘Timiyah, 2016), 315. Keputusan ini disampaikan pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada
tahun 1936 yang memutuskan bahwa NU tidak akan mendirikan negara Islam kecuali negara
bangsa sebagaimana diikrarkan dalam sumpah pemuda dan diskusi intensif sebelumnya antara
HOS Tjokroaminoto dengan Kiai Hashim Ash‘ari dan Kiai Wahab Hasbullah.

137 Sebuah istilah yang merujuk kepada pendapat Imam Shafi’i dan dipilih oleh Kiai Wahab
Hasbullah untuk menyebut status negara Indonesia. Lihat Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi
Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif (Jakarta: LP3ES,
2004), 132-133.
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kepada Soekarno sebagai waliy al-amri al-daruri bi al-shaukah'*® hingga
penerimaannya kepada Pancasila sebagai asas tunggal.**

Dengan demikian, konsepsi etika politik baik ditubuh organisasi
Muhammadiyah maupun di NU sama-sama dimaknai sebagai politik tingkat
tinggi (high politics) yang diwujudkan dalam bentuk pilihan politik kebangsaan
yang berorientasi pada kemaslahatan dan dengan mengutamakan kepentingan
bangsa di atas kepentingan diri maupun kelompok. Politik jenis ini menafikan
politik kekuasaan atau politik praktis yang cenderung pragmatis dan turut
membentuk kultur politik yang tidak beradab.

3. Konstruksi Nasionalisme dan Kesadaran Bernegara

Istilah nasionalisme dalam bahasa Arab lazim disebut dengan al-Muwaranah
dari asal kata dasar warana-yazinu yang memiliki arti sebagai sebuah tempat yang
digunakan masyarakat untuk menetap dan berkembang secara turun temurun, baik
sebagian masyarakat tersebut asli pribumi maupun non pribumi.* Istilah
Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti suatu paham modern yang
menjadi dasar pergerakan politik di dunia. Istilah nasionalisme memiliki pertalian
makna dengan istilah bangsa sebagai kelompok masyarakat yang mendiami
wilayah tertentu dan memiliki keinginan untuk bersatu karena adanya persamaan

nasib, cita-cita dan tujuan.**

138 Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Figh dalam Politik (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1999), 266-278.

139A1i Masykur Musa, Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan
Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 47.

140Majma‘ al-Lughah al-*Arabiyah, al-Mu jam al-Wasit (Kairo: Maktabah al-Shurtiq al-Dawliyah,
cet. V, 2011), 1085. ‘Imarah, Mausii ‘at, 1143-1144.

141 Thomas T. Pureklolan, Politik Nasionalisme (Malang: Intrans Publishing, 2018), 135.
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Nasionalisme menurut Ernest Renan, adalah pemikiran, di mana kesetiaan
tertinggi dari individu ditujukan kepada bangsa, yakni suatu entitas yang dibentuk
oleh keinginan untuk hidup bersama,'#* atau dapat dipahami sebagai paham yang
menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan membentuk
satu konsep identitas bersama. Pengertian demikian masih satu narasi dengan
definisi yang diungkapkan Hans Kohn sebagai “a state of mind, in which supreme
loyalty of the individual is felt to be due to the nation-state” (sebuah paham yang
meyakini bahwa kesetiaan tertinggi dari setiap individu diserahkan kepada negara
bangsa).’*®* Soekarno, sebagaimana dikutip oleh Sartono Kartodirdjo juga
menyebut bahwa bangsa merupakan sebuah konstruksi yang dihasilkan dari
sebuah visi dan komitmen yang diperjuangkan karena adanya persamaan nasib
dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang
merdeka, bersatu dan berdaulat. Prinsip utama dalam nasionalisme adalah
kebebasan, kesatuan, keadilan dan kepribadian yang menjadi orientasi hidup
bersama untuk mencapai tujuan politik yakni negara nasional.** Dengan
demikian, nasionalisme merupakan elan vital dan dasar terbentuknya suatu
bangsa.'*

Para ahli kebangsaan menyatakan bahwa kehidupan berbangsa mensyaratkan

adanya “kehendak untuk bersatu”. Nation atau bangsa adalah suatu jiwa, suatu

142Djskusi panjang tentang makna nasionalis dapat dirujuk pada, Jeffrey K. Olick, “Introduction:
Memory and the Nation--Continuities, Conflict, and Transformation”, Journal of Social Science
History, Vol. 22, Issue. 4 (Januari, 2016), 377-387. Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat
Islam: Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia (Depok: LP3ES, 2017), 1.

143 Hans Kohn, Nasionalisme, Arti, dan Sejarahnya (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), 11.

144 Sartono Kartodirdjo, Pembangunan Bangsa tentang Naionalisme, Kesadaran, dan Kebudayaan
Nasional (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 3.

145 B, Setiawan, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 1l (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988),
117.
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asas spiritual. Nation adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar dan keinginan
yang dikemukakan untuk terus hidup bersama. Kehadiran nation adalah hasil
kesepakatan untuk hidup bersama demi tercapainya kepentingan bersama.
Gagasan tentang hidup bersama yang menjadi dasar terbentuknya nation
dikemukakan Otto Bauer yang mendefinisikan bangsa sebagai persamaan
perangai yang lahir karena persatuan nasib.**¢ Semangat hidup bersama atas dasar
nasib dan perangai itulah yang melahirkan niat, sesmangat dan tujuan yang sama
menuju masa depan dengan bersama-sama. Semangat kebangsaan yang lahir
karena sejarah yang sama telah membuktikan keampuhannya dalam gelombang
sejarah kemanusiaan sehingga mampu menempatkan manusia secara adil antara
dua kutub kebebasan dan keterikatan dalam tatanan dunia.**’

Melihat beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa makna nasionalisme
sangat terkait dengan kesadaran bernegara dan memiliki ciri berpikir nasional.
pengertian ini menegasikan sekelompok orang yang tidak memiliki kesadaran
semangat bernegara dan tidak memiliki ciri berpikir nasional meskipun kelompok
itu menjadi bagian dari warga pribumi. Bagian lain dari istilah nasionalisme, juga
dapat disebut dengan istilah “Bela Negara” yang dalam bahasa Arab lazim disebut
dengan al-Difa“ ‘an al-Autan.**®

Nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau semangat

bernegara. Namun ada perbedaan watak antara nasionalisme sebagai manifestasi

146 Dadang Rachmat HS, Biduk Kebangsaan di Tengah Arus GlobAlisasi (Jakarta: Citra Haji
Masagung, 1996), 9.

147 Ali Masykur Musa, Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan
Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 60-62.

148 <Aziz ‘Abidin, Al-Difa‘ ‘an al-Autan, makalah dalam Konferensi International Ulama Bela
Negara yang diselenggarakan oleh Jam ‘iyah Ahl al-Tarigah al-Mu ‘tabarah al-Nahdiyah
(JATMAN) di Pekalongan pada 27-29 Juli 2016.
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kesadaran bernegara (situasi merdeka) dengan nasionalisme yang tumbuh dalam
dada para pejuang kemerdekaan selama zaman penjajahan Belanda. Kerajaan
Sriwijaya, Mataram, Majapahit, dan lain-lain adalah negara merdeka yang
dikemudikan oleh bumi putera sendiri yang sudah memiliki kesadaran bernegara.
Ke dalam masyarakat, para pemegang kekuasaan negara berusaha memberikan
kesejahteraan dan menciptakan keamanan kepada rakyat, sementara ke luar,
mereka akan mengantisipasi setiap bahaya yang mengancam kedaulatan
negaranya. ltulah pada hakikatnya wujud nasionalisme yang hidup pada rakyat
dan para penguasa yang berada di negara merdeka serta berkembang ke arah
kebanggaan bernegara. Jika kebanggaan bernegara itu luntur maka semangat
nasionalisme merosot dan negara berpotensi runtuh.#°

Sementara nasionalisme pada zaman penjajahan, pada hakikatnya baru
mencapai taraf “ingin mempunyai negara” di mana perjuangannya dihadapkan
dengan penjajah dan bertujuan mencapai kemerdekaan yang pada akhirnya
mereka ingin mengatur negara Indonesia menurut konsepsinya sendiri.'*
Nasionalisme pada zaman penjajahan memiliki watak khusus yakni anti kolonial
atau dengan kata lain nasionalisme Indonesia merupakan antitesis mutlak dari
kolonialisme Belanda. Pada perkembangannya, nasionalisme dalam sejarah
Indonesia terstruktur menjadi patriotisme yang berarti semangat kebangsaan dan
pengakuan ideologis sebagai individu yang berbangsa dan bernegara. Meski

narasi tersebut berangkat dari wadah politik berbeda, namun berujung pada politik

149 Slamet Muljana, Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan (Yogyakarta:
LKiS, Jilid 1, 2008), 3.
150 |pid., 4-5.
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pengakuan berbangsa dan bernegara Indonesia dengan segala hak dan
kewajibannya.**

Namun setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia masih bergulat dengan
sisa-sisa kolonialisme yang berakar di kalangan masyarakat. Lenyapnya kaum
penjajah asing tidak serta merta melenyapkan mental kolonialis yang turut
membentuk kehidupan masyarakat yang dapat ditemukan setidaknya dari cara
berpikir mereka. Munculah cara berpikir perorangan, kedaerahan, kepartaian yang
lebih diprioritaskan ketimbang berpikir nasional. Ukuran nasionalisme sebagai
manifestasi kesadaran bernegara di negara merdeka adalah seberapa jauh
masyarakatnya memposisikan cara berpikir nasional sebagai skala prioritas. Cara
berpikir nasional memiliki ciri khusus berupa norma obyektif yakni
mengutamakan kepentingan kehidupan nasional. Dengan dalih apapun, kegiatan
yang merugikan kehidupan nasional wajib ditinggalkan. Dalam hal ini, cara
berpikir nasional adalah antitesis dari berpikir individual atau perorangan, seperti
halnya seseorang dapat berbuat sesuatu demi mendapatkan keuntungan
material/spiritual dengan merugikan kehidupan nasional. Cara berpikir nasional
juga merupakan antitesis cara berpikir kedaerahan, kepartaian atau golongan.*?

Baik di alam merdeka maupun di alam penjajahan, cara berpikir nasional
adalah etika kehidupan dengan meletakkan nilai pengabdiannya terhadap bangsa
dan tanah airnya. Menjadi nasionalis, lahir dan tumbuh dari kesadaran warga itu
sendiri dalam menghadapi kepentingan bangsa dan tanah airnya dan karenanya,

seorang nasionalis tidak mempunyai hak atas pembayaran jasa yang pernah

151 pPjet H. Khaidir, Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial (Jakarta: Penerbit Teraju, 2006),
115-116.
152 |bid., 5-8.
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diberikannya kepada bangsa dan negaranya. Cara berpikir nasional merupakan
moral dalam kehidupan nasionalis dan jalan yang harus dianut untuk mencapai
cita-cita yang dituju yakni kebahagiaan bangsa dan negaranya atau yang lazim
disebut dengan moral nasional. Istilah moral nasional merupakan perintah yang
tidak tersurat namun memiliki makna esensial dan nilai maslahat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.**?

Kandungan sentimental dan emosional dari nasionalime diungkapkan dalam
berbagai tahap dan bentuk, seperti keterlekatan pada tanah kelahiran dan
kebencian terhadap dominasi asing, kesetiaan terhadap tradisi orang tua dan
terhadap otoritas teritorial yang mapan, dan pada tahap nasionalisme modern,
kesetiaan terhadap negara-kebangsaan (nation-state), yakni suatu negara dengan
pemerintahan yang berdaulat dan warga negara yang loyal. Kata “bangsa” yang
berasal dari kata Latin natio, memiliki akar kata yang sama dengan natus, berasal
dari kata nascor, yang berarti “saya lahir”. Sejak abad ke-17, istilah “bangsa”
(nation) diartikan sebagai penduduk dari suatu negara yang berdaulat secara
politik, terlepas dari ada atau tidaknya kesatuan ras atau linguistik.*** Sedangkan
untuk istilah “kebangsaan” (nationality), ini mengacu pada sekelompok orang
yang berbicara dengan bahasa yang sama dan menjalankan adat kebiasaaan yang
sama,*®* tanpa terkecuali peran dari agama yang dalam konteks Indonesia adalah
Islam yang turut melahirkan nasionalisme Indonesia sebelum kemunculan

nasionalisme yang didasarkan pada sejarah dan budaya kedaerahan.

153 |hid., 9-10.
154 Carlton J.H. Hayes, Esais on Nationalism (New York: The MacMillan & Co., 1933), 4.
155 |bid., 4-5.
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Sejarah kelahiran nasionalisme regional berbasis adat dan budaya dimulai
pada dekade kedua dan permulaan dekade ketiga dari abad ke-20 seiring
munculnya generasi muda yang merorganisir diri mereka dalam perkumpulan-
perkumpulan sebagaimana pembentukan pergerakan Budi Utomo (1908) yang
mewakili  nasionalisme Jawa,*® Paguyuban Pasundan (1914) vyang
mengekspresikan nasionalisme Sunda, Kaum Betawi (1923), Serikat Sumatera
(1919), dan sebagainya. Sementara Islam telah memainkan peranannya jauh
sebelum lahir dan berkembangnya nasionalisme kedaerahan di atas, khususnya
yang ditandai dengan meletusnya Perang Jawa pada 1825-1830 yang dipimpin
oleh Pangeran Diponegoro.

Dengan kata lain, kehidupan berbangsa terjadi karena masing-masing warga
negara merasa dirinya satu kesatuan yang tak terpisahkan, baik karena faktor
geografis, nasib maupun tujuan. Dalam istilah Kahin, membangun kesadaran
nasional secara umum dipengaruhi batas-batas politis. Tradisi kejayaan pada masa
lalu yang diwakili dua kerajaan besar di Indonesia pada abad ke-9 dan ke-14 yakni
Sriwijaya dan Majapahit misalnya, turut menentukan perkembangan nasionalisme
Indonesia. Faktor lainnya yang lebih penting dan terpadu adalah tingginya derajat
homogenitas keagamaan di Indonesia. Sekitar lebih dari 90 persen penduduk
Indonesia beragama Islam.*’

Agama Islam bukan sekadar tali pengikat, tetapi juga merupakan simbol

kelompok (in group) dalam melawan penyusup dan penindas asing yang

156 Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
jilid V, cet. Ke-5, 2010), 335-343., Muljana, Kesadaran Nasional, 18.

157 George Mc Turan Kahin, Nasionalisme & Revolusi Indonesia, “terj.”, Tim Komunitas Bambu
(Depok: Komunitas Bambu, 2013), 51-52.
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menganut agama berbeda. Menurut Wertheim “ada paradoks yang dapat
dipertahankan bahwa perluasan Islam di Indonesia justru ditunjang oleh ulah
orang Barat”. Wertheim juga menambahkan bahwa kedatangan orang Portugis ke
Indonesia mendorong sejumlah besar bangsawan Indonesia untuk memeluk
agama Islam sebagai pergerakan politik guna melawan penetrasi Kristen.*#

Dengan demikian, Islam pada faktanya telah menjadi katalisator dan faktor
perangsang lahirnya semangat nasionalisme di Indonesia yang tidak terbantahkan.
Beberapa indikasinya adalah pertama, perlawanan terhadap dominasi asing dan
ini menjadi stimulus terkuat khususnya setelah perusahaan kolonial / VOC
memberlakukan eksploitasi dari tahun 1602 hingga 1806 yang ditandai dengan
kerja paksa yang terus bertambah. Kedua, rasa superioritas yang diberikan Islam
kepada pengikutnya dan ketiga, karena watak politiknya yang religius dan sarat
dengan nilai spiritual.

Pentingnya peranan Islam pada masa awal Indonesia terletak dalam
kenyataan bahwa ia menjadi elemen pengikat dan simbol dari nasionalitas. Lebih
jauh, Islam memberikan kekuatan spiritual dan inspirasi bagi ideologi
nasionalismenya yang berguna untuk pertumbuhan penyebarannya. Dan dengan
menjadi simbol nasional dan kekuatan yang mempersatukan, tampaknya Islam
dirasakan sebagai suatu tantangan bagi pemerintah kolonial Belanda. Sehingga
sangat beralasan jika kemudian Snouck Horgronje, selaku penasihan kebijakan

Belanda terhadap Islam di Indonesia memberikan kebijakan sebagai berikut:

158 W. F. Wertheim, Effect of Western Civilization on Indonesia Society (New York: t.p. 1950), 52.
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a. Dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah religius murni, pemerintah
dengan seluruh ketulusan harus memberikan kebebasan.

b. Dalam masalah-masalah sosial, pemerintah harus menghargai institusi-
institusi yang sudah ada sementara membuka kesempatan bagi mereka
untuk berevolusi “sebagaimana diharapkan” sesuai dengan tujuan “kita”
dan harus berupaya mempromosikan evolusi ini.

c. Dalam hal-hal yang terkait dengan politik, pemerintah harus memberangus
semua gagasan Pan-Islamisme, yang bertujuan mengundang kekuatan-
kekuatan asing untuk mempengaruhi hubungan antara pemerintah Belanda
dengan penduduk yang dijajahnya di dunia Timur.°

Kedudukan pemerintah yang semakin kuat dan tidak banyak memberikan

ruang gerak bagi rakyat pribumi, menimbulkan reaksi dalam bentuk perlawanan
terbuka sebagaimana perlawanan yang dilancarkan Pangeran Diponegoro yang
terkenal dengan Perang Jawa (1825-1830 M) dan pemberontakan petani Banten
pada 1888 M. Pada kasus keduanya dapat ditemukan aspek agama terlihat pada

keterlibatan sejumlah ulama.**® Selain perlawanan secara fisik sebagaimana di

159 Djaelani, Gerakan, 4-27.

160 Menurut penuturan Carey , terdapat 108 kiai, 31 haji, 15 syaikh, 12 pegawai penghulu, dan 4
kiai guru yang turut serta berperang bersama Diponegoro. Lihat “Separuh Kekuatan Pangeran
Diponegoro”, dalam Metronews.com, dimuat pada 14 November 2016 dan diakses tanggal 7
Agustus 2018. Masih dari sumber yang sama, Sri Suhandjati menambahkan bahwa Pendukung
Pangeran Diponegoro sebagian besar adalah para kiai dan santri. Menurut sumber naskah Jawa
dan Belanda ditemukan antara lain jumlah kiai (108 orang), haji (31 orang), syekh (15 orang), 12
penghulu Yogyakarta dan 4 kiai guru. Lihat Sri Suhandjati, Mitos Perempuan Kurang Akal &
Agamanya Dalam Kitab Figh Berbahasa Jawa (Semarang : RaSAIL, 2013), 14., lihat juga, Zainul
Milal Bizawie, Jejaring Ulama Diponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria membangun Islam
Kebangsaan Awal Abad Ke-19 (Tangerang: Pustaka Compass, 2019). Sementara pada kasus
pemberontakan petani di Banten, para pimpinannya bukanlah dari kalangan petani biasa tetapi
pemuka-pemuka agama atau kalangan terhormat. Oleh karenanya, gerakan-gerakan peberontakan
yang mereka lancarkan itu juga dapat dianggap sebagai gerakan keagamaan dan gerakan milenari.
Lihat Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya,
1984), 15-16.
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atas, terdapat juga perlawanan dalam bentuk simbolik dan isolasi kultural dengan
penguasa melalui karya tulis (kitab) yang sangat efektif mempengaruhi
masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Rifai Kali Salak®' dan Kiai
Soleh Darat.*®* Tulisan-tulisan tersebut, oleh pemeritah Belanda dianggap sebagai

bahaya laten yang memiliki kaitan dengan politik.*¢?

4. Perspektif tentang Etika Politik dan Kebangsaan

Sebagaimana disinggung di atas bahwa term “etika” merupakan cabang
utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas serta mencakup penerapan
konsep seperti baik, buruk, benar, salah dan tanggung jawab. Sementara term
“bangsa” (Inggris : nation) merujuk pada suatu kelompok manusia yang memiliki
identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya dan
atau sejarah yang bertempat tinggal di kawasan yang sama secara teritorial yang
dikenal dengan “negara”. Sehingga etika dalam konteks berbangsa dan bernegara
secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya untuk bersatu di antara warga
negara dalam satu wilayah yang dilandasi atas nilai-nilai kebenaran yang
diterapkan dengan penuh tanggung jawab.*

Sebagaimana dipahami khalayak, bahwa sejak terjadinya krisis multi

dimensioal, muncul ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya

161 Selengkapnya Lihat Abdul Jamil, Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam Kiai
Ahmad Rifa’i KAlisalak (Yogyakarta: LKiS, 2001), 221-244.

162 Salah satu karya Kiai Soleh yang menyinggung tentang kolonialisme adalah kitab Majmii ‘at,
kitab figh berbahasa Jawa dan ditulis dengan Arab Pegon. Selebihnya Lihat Muhammad Salih ibn
‘Umar as Samarani, Majmii ‘at al-Shari‘at al-Kafiyat li al-‘Awam (Semarang: Toha Putra, 1374
H), 24-25.

163 Zainul Milal Bizawie, Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama Santri (1830 —
1945), (Tangerang Selatan: Pustaka compass), 2016, 447.

164 Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “Etika
Berbangsa dan Bernegara”, dalam Tafsir Alquran Tematik (Jakarta: Kamil Pustaka, jilid 3, 2014),
267.
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kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari
konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur
dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam
kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan dan
sebagainya yang disebabkan berbagai faktor. Kondisi demikian menjurus pada
bentuk-bentuk aktivitas parsialisme di tingkat elite politik dan perilaku rakyat
yang destruktif dan anarkis. Sikap nasionalisme berada pada titik nadir karena
adanya tarik menarik kepentingan dan keinginan sesaat dan pada saat bersamaan
lahir kelompok yang menggaungkan politik identitas populisme Islam dan
menonjolkan ego kelompoknya (chauvinism).

Dalam konteks Indonesia, kondisi politik yang berkembang dewasa ini
dihadapkan pada fakta dilematis. Satu sisi, sebagai sebuah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang didirikan dengan semangat demokrasi religius di bawah
filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berpotensi menjadi
negara ideal sehingga akan tercipta good governance dan clean goverment. Tetapi
pada sisi lain, didapati fakta yang justru bertolak belakang. Nilai-nilai moral
agama yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 seolah tidak tampak dan
berpengaruh dalam praktik politik Indonesia kontemporer.

Bahkan orang yang memiliki cacat moral atau memiliki rekam jejak koruptor
sekalipun tidak sulit untuk menjadi pejabat publik, baik di partai politik maupun

di birokrasi pemerintahan.'®> Sementara di negara yang paling sekuler sekalipun

165 Terbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan terdapat 199 mantan
narapidana kasus korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD tingkat provinsi, kabupaten
dan kota. Mereka didaftarkan partai politik masing-masing untuk berkontestasi Pileg 2019,
padahal peraturan jelas melarangnya. Komisi pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menerbitkan
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seperti Amerika Serikat, hal demikian sulit terjadi karena seorang pejabat publik
harus steril dari cacat moral. Tentu ini sangat ironis jika dibandingkan dengan
Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama, tetapi nilai etika moral agama
tidak mampu mewarnai perilaku para politisi dan proses politiknya. ¢

Kondisi inilah yang mengakibatkan sebuah bangsa akan mengalami

kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktuAlissasikan segenap potensi
yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, keharmonisan dan kemajuan. Dalam
konteks bangsa Indonesia, kondisi semacam ini ditengarai karena beberapa faktor,
antara lain:

a. Masih melemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta
munculnya pemahaman terhadap agama yang keliru dan sempit serta
tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama.

b. Tidak berkembangnya pemahaman atas kebinekaan dan kemajmukan
dalam kehidupan berbangsa.

c. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun
waktu yang panjang dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan
dengan moralitas dan etika.

d. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku dari para pimpinan dan

tokoh bangsa maupun agama.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks narapidana kasus kejahatan seksual
terhadap anak, bandar narkoba dan koruptor sebagai calon legislatif. Partai-partai politik itu
berkilah bahwa peraturan KPU yang melarang eks napikor menjadi calon legislatif masih dalam
proses uji materi di Mahkamah Agung. Peneliti LIPI, Wasisto Raharjo Jati menilai bahwa
kenekatan partai politik untuk tetap mencalonkan para eks napikor itu disebabkan oleh kebutuhan
dana dan elektabilitas untuk partai, serta macetnya sistem kaderisasi di partai. Selebihnya lihat
cnn.id/317061, cnn.id/316015, cnn.id/316155. Semua diakses tanggal 1 Agustus 2018.

166Jainuri, Budaya Politik, 82.
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e. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian,

peredaran dan penyelundupan obat-obat terlarang.*®”

Karena itu, keinginan bersatu sebagai bangsa yang satu yakni bangsa
Indonesia, harus berani mengesampingkan kepentingan kelompok, ras, suku,
golongan maupun agama tertentu serta memiliki persepsi yang sama bahwa
masalah bangsa adalah masalah bersama. Di sinilah perlunya aturan yang
disepakati bersama dan didasarkan atas prinsip-prinsip kebangsaan tersebut yang
dikenal dengan “etika kebangsaan”. Etika berbangsa ini memiliki landasan
konstitusi yang cukup kuat karena ditetapkan melalui TAP MPR-RI Nomor
VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang mencakup beberapa
etika, yaitu:

a. Etika Sosial dan Budaya

b. Etika Politik dan Pemerintah

c. Etika Ekonomi dan Bisnis

d. Etika Penegakkan Hukum dan Berkeadilan

e. Etika Keilmuan

f.  Etika Lingkungan.

Etika kehidupan berbangsa di atas semakin menemukan momentumnya
seiring semakin melunturnya etika berbangsa, mulai dari elite politik, birokrasi,
penegak hukum hingga menjalar ke seluruh lapisan masyarakat sipil sekalipun.
Maraknya fenomena terorisme yang terjadi belakangan ini merupakan indikasi

paling nyata bagaimana etika berbangsa sedang terkikis. Pada sisi lain, para elite

167 Kementerian Agama R1, “Etika Berbangsa, 266.
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politik secara bergantian tengah mempertontonkan perilaku yang tidak
bertanggung jawab dan menjadi fakta pembusukan politik demokrasi di Indonesia
kontemporer.1¢8

Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay, sebagaimana
dikutip Masdar Hilmy, menyebutkan bahwa salah satu sumber penggerusan
politik-demokrasi berasal dari ketidakmampuan sebuah institusi atau sumber daya
manusia di dalamnya untuk merespon tuntutan baru berdasarkan pada paradigma
dan prinsip-prinsip etika politik. Ketiadaan prinsip etika politik baru melalui tata
kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (public good) berpotensi
melahirkan terjadinya pembusukan dari dalam khususnya cengkraman para elite
dalam sebuah proses yang oleh Fukuyama disebut sebagai “repatrimonialisme”. %

Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan dengan motif-motif yang
berlawanan dengan public good, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai
penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Artinya betapapun seorang elite
politik memiliki rasionalitas publik yang kuat tetapi jika telah melakukan
penyalahgunakan wewenang (abuse of power) maka dapat dipastikan bahwa elite
politik tersebut tengah mengalami defisit etika dalam berpolitik. Etika politik
dalam konteks ini merujuk pada prinsip-prinsip moral yang menjadi tiang

penyangga tegaknya nilai-nilai dan praktik politik yang berpijak pada tata

188 Dalam perkembangannya, layaknya sebuah kelaziman, dinamika peta politik di Indonesia
kontemporer menunjukkan pergeseran makna politik seolah semakin reduktif yang dapat dipahami
sebagai pembusukan politik dan menjadi antitesis terhadap kualitas politik demokrasi modern.
Politik uang (money politics), transaksional, budaya yang ambigious, ungkapan dan perbuatan
yang inkonsisten, ucapan dan perbuatan yang kontradiktif (front stage dan back stage) dan
beberapa sikap parsialisme elite politik lainnya tampak menjadi hal lazim dilakukan para elit
politik.

169 Masdar Hilmy, Jalan Demokrasi Kita (Malang: Intrans Publishing, 2017), 84.
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pemerintahan yang baik dan bersih.*”® Di sinilah sebagai negara yang dibangun
atas dasar nilai-nilai moralitas agama, membutuhkan rumusan etika kehidupan
berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai universal dari masing-
masing agama sekaligus nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai acuan berpikir
dan bersikap.

Islam, sebagai agama mayoritas dituntut mampu menerjemahkan nilai-nilai
unversalitas Alquran yang diyakini sebagai petunjuk arah perjalanan bangsa ini.
Namun pada kenyataannya bukan hal yang mudah untuk merumuskan etika
berbangsa dan bernegara dengan langsung merujuk langsung kepada Alquran.
Sebab, di samping Alguran bukan buku petunjuk praktis, paham kebangsaan juga
belum dikenal pada masa turunnya Alquran. Paham kebangsaan baru dikenal
sekitar abad 18 M. Karena itu bentuk penafsiran tematiknya harus menggunakan
diktum min al-wagi ‘ ila al-nass (dari realitas dianalisis dengan ayat), sebagaimana
halnya prinsip-prinsip seperti perlindungan, persaudaraan dan loyalitas.'”

Dalam konteks perlindungan misalnya, meskipun warga negara dituntut
berperan aktif, negara sebagai institusi terbesar yang terlahir atas dasar kontrak
sosial harus bisa memberikan perlindungan kepada seluruh warganya hingga
menyentuh hak-hak yang paling mendasar. Jika merujuk kepada magasid al-
shari ‘ah maka hak yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap hak hidup
(hifz al-nafs wa al-hayat), hak beragama (kifz al-din), hak untuk berpikir dan

berilmu (kifz al-‘aql wa al-ilm), hak berharta (kifz al-mal) dan hak memiliki

170 1hid., 85.

171 Gagasan diktum min al-wagqi ** ila al-nas untuk menjawab persoalan kontemporer sudah sering
disuarakan khususnya para pemikir muslim progresif. Salah satu buku yang secara konsern
menghendaki penafsiran diktum di atas adalah tulisan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Naqd al-
Khitab al-Dini (Kairo: Sina’li al-Nashr, 1992 ), 99.
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keturunan (hifz al-nasl).?”? Jika ditarik dalam konteks berbangsa dan bernegara,
negara harus dapat menjamin jiwa, agama, harta, akal dan keturunan rakyatnya.
Parameternya jelas, jika negara tidak hadir terlebih tidak menjamin keamanan
lima hal tersebut, maka peran negara dapat dipertanyakan dalam kehidupan
rakyatnya. Pada saat bersamaan, politik yang dijiwai nilai-nilai agama juga
diperlukan yang lahir dari warga negara yang diwujudkan dalam bentuk
kedewasaan hidup bernegara.

Dalam konteks Indonesia, cita-cita nasional tercermin dalam empat tujuan
negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah
dirumuskan oleh para founding fathers NKRI. Pertama, melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukkan kesejahteraan
umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.

Cita-cita tersebut juga sekaligus menjadi politik pengakuan (politics of
recognition) di mana setiap dan semua warga dimuliakan martabatnya, baik secara
personal maupun kelompok. Indonesia beruntung karena para founding fathers
republik ini telah mengadopsi politik pengakuan saat mereka memproklamirkan
kemerdekaan. Eksistensi politik pengakuan itu bisa dilihat pada Pancasila sebagai
dasar negara. Dengan Pancasila sebagai dasar negara—bukan agama tertentu—
khususnya melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menerapkan politics

of recognition kemajemukan agama. Politik pengakuan negara juga ada dalam

172 Kementerian Agama RI, “Etika Berbangsa, 268-269.
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prinsip Bhineka Tunggal Ika di mana negara memberikan pengakuan pada setiap
dan semua suku dengan adat dan tradisi berbeda yang membentuk negara bangsa
Indonesia. Menurut kerangka Fukuyama sebagaimana dikutip Azra, kejengkelan
sosial, budaya, agama dan politik yang meningkatkan nasionalisme populis dan
politik identitas, sebagaimana yang sedang menjangkit khususnya di Indonesia,

dapat di atasi dengan mengembangkan politik pengakuan tersebut.”

173 Azyumardi Azra, Politik Bermartabat”, Kompas (20 Desember, 2018), 15.
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BIOGRAFI DAN TEMATIK PEMIKIRAN A. MUSTOFA BISRI

A. Biografi A. Mustofa Bisri
1. Riwayat Hidup A. Mustofa Bisri

A. Mustofa Bisri (selanjutnya Mustofa Bisri) atau yang akrab dipanggil Gus
Mus dilahirkan di Rembang, 10 Agustus 1944 dari keluarga santri dan dibesarkan
dalam keluarga yang patriotik, intelek, progresif sekaligus penuh kasih sayang.
Mustofa Bisri lahir dari pasangan Bisri Mustofa bin Haji Zaenal Mustofa dan
Hajah Ma’rufah binti Kiai Cholil Harun. Diruntut dari silsilah keturunan, Mustofa
Bisri terlahir dari perkawinan antara trah ulama dan saudagar. Mustofa Bisri
merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Selain Cholil Bisri sebagai kakak,
keenam saudaranya adalah Adib Bisri, Faridah, Najichah, Nihayah, Labib dan
Atikah.?

Kakeknya, Kiai Cholil Harun adalah seorang ulama. Demikian pula ayahnya,
Kiai Bisri Mustofa, yang tahun 1941 mendirikan Pondok Pesantren Roudlatut
Thalibin, juga merupakan seorang ulama karismatik termasyhur. Sebagai alumnus
dan penerima beasiswa dari Universitas Al Azhar Kairo (Mesir, 1964-1970) untuk
studi Islam dan bahasa Arab, Mustofa Bisri sebelumnya menempuh pendidikan di
SR 6 tahun (Rembang, 1950-1956), Pesantren Lirboyo (Kediri, 1956-1958),
Pesantren Krapyak (Yogyakarta, 1958-1962), Pesantren Taman Pelajar Islam
(Rembang, 1962-1964).

Setelah kembali ke tanah air, di awal 1970-an, Mustofa Bisri dinikahkan

dengan Siti Fatma, gadis teman Mustofa Bisri sendiri ketika kecil. Pasangan ini

1 Abu Asma Anshari, et.al. Ngetan Ngulon Ketemu Gus Mus: Refleksi 61 tahun K.H.A. Mustofa
Bisri (Semarang: HMT Foundation, 2005), 17.
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kemudian dianugerahi tujuh putra-putri yang terdiri enam orang anak perempuan
yakni: lenas Tsuroiya, Kautsar Uzmut, Raudah Quds, Rabiatul Bisriyah, Nada dan
Almas serta seorang anak laki-laki Muhammad Bisri Mustofa.

Salah satu tradisi yang unik dalam keluarga besar Mustofa Bisri adalah
hubungan saling menghormati, saling menyayangi di antara sesama anggota
keluarga. Sebagai gambaran, meskipun Mustofa Bisri dididik dalam sebuah
sistem otoriter/keras oleh ayahnya karena sebuah prinsip, namun ayahnya
mendukung anaknya untuk berkembang sesuai dengan minatnya. Meski sang ayah
pernah berkiprah di jalur politik sebagai Anggota Majelis Konstituante pada 1955,
Anggota MPRS pada 1959 dan Anggota MPR pada 1971, tidak dengan sendirinya
membuat Mustofa Bisri tertarik pada dunia politik. Jika akhirnya Mustofa Bisri
terjun juga ke dunia politik pada 1982-1992 sebagai anggota DPRD Jawa Tengah
pada 1992-1997 serta Anggota MPR RI mewakili PPP, itu lebih karena
pertimbangan tanggung jawab yang tidak bisa dihindari.? Cukup beralasan jika
kiprah politiknya tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan karya-karya
sastranya. Merasa tidak cocok dengan dunia politik, Mustofa Bisri yang
menguasai beberapa bahasa ilmu pengetahuan seperti Bahasa Arab dan Perancis
lebih banyak berkiprah sebagai kutu buku dan penulis buku.

Ketidak menonjolan Mustofa Bisri dalam bidang politik lebih disebabkan
karena faktor kehati-hatiannya untuk memasuki arena tersebut. la merasa dirinya
bukan orang yang tepat untuk memasuki bidang pemerintahan. la juga merasa,

ada ketidak seimbangan atau tidak sebanding antara apa yang ia terima selama

2Lihat http://gusmus.net/profil, diakses tanggal 22 Agustus 2019.
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menjadi anggota dewan dengan apa yang ia berikan untuk rakyat. Perasaan
demikian menjadi salah satu pengalaman dan pertentangan batin yang ia alami
selama menjadi politisi.> Istilah lain bahwa atmosfer di lingkungan legislatif
memang dirasa tidak cukup kondusif untuk nurani Mustofa Bisri.

Namun demikian, kondisi ini tidak menjadikannya bersikap apatis terhadap
perkembangan politik kontemporer Indonesia. Perhatiannya terhadap nasib bangsa
selalu konsisten disampaikan melalui ragam tulisan dan media lain. Bersama Idris
Sardi misalnya, Mustofa Bisri menyuarakan keprihatinannya tentang persatuan
bangsa dalam pagelaran karya musik dan puisi bertajuk “Satu Rasa
Menyentuhkan Kasih Sayang” di Gedung Kesenian Jakarta, 22 Maret 2006.*
Tahun 2008, Mustofa Bisri menulis lirik lagu di antaranya berisi parodi tentang
bagaimana manusia mempertaruhkan ‘kaki’, ‘kepala’, bahkan ‘dada’ demi
sekadar ‘kesenangan (kekuasaan) mempermainkan bola. Dia juga menulis belasan
buku fiksi dan nonfiksi. Beberapa karyanya, termasuk kumpulan puisi dan
kumpulan cerpen, telah diterbitkan oleh berbagai penerbit. Kumpulan cerpennya
yang pertama, Lukisan Kaligrafi, mendapat anugerah hadiah Majelis Sastra asia
Tenggara ke-4, terpilih sebagai karya terbaik negara Indonesia 2003-2004.

Selain melalui sastra dan syair, kepedulian lain Mustofa Bisri tercurah
melalui media massa yang melahirkan konsep ‘MataAir’. Konsep ini mewadahi
mimpinya tentang media alternatif yang berupaya memberikan informasi yang
lebih jernih, yang pada awalnya merupakan respon atas keprihatinannya terhadap

kebebasan pers yang sangat tidak terkendali (setelah Orde Baru tumbang, 1998).

3Ibid.
4Kompas, 23 Maret 2006, 15 atau lihat http://www.nu.or.id/post/read/4242/dari-pagelaran-satu-
rasa-menyentuhkan-kasih-sayang. Diakses tanggal 28 Agustus 2018.


http://www.nu.or.id/post/read/4242/dari-pagelaran-satu-rasa-menyentuhkan-kasih-sayang
http://www.nu.or.id/post/read/4242/dari-pagelaran-satu-rasa-menyentuhkan-kasih-sayang
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Meski belum sepenuhnya hadir seperti yang diharapkan Mustofa Bisri, konsep
‘MataAir’ ini akhirnya terwujud dengan diluncurkannya situs MataAir, gubuk
maya Mustofa Bisri di www.gusmus.net (2005), kemudian disusul penerbitan
perdana majalah MataAir Jakarta (2007) dan MataAir Yogyakarta (2007).
‘MataAir’ mempunyai motto: “Menyembah Yang Maha Esa, Menghormati yang
lebih tua, Menyayangi yang lebih muda, mengasisih sesama”.®

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan, Mustofa Bisri tergolong produktif
di dalam melansir pemikiran dan menerbitkan buku. Sebagai intelektual, nuansa
pemikiran Mustofa Bisri kental dengan nilai religiusitas, khususnya khazanah
Islam. Salah satu mottonya yang cukup terkenal adalah adagium ‘kesalehan
ritual” dan “kesalahan sosial” untuk menunjuk kepribadian ideal seorang muslim.
Pribadi yang tidak terdikotomi antara relasi vertikal dan relasi horisontal, tetapi
justru menjadikan keduanya sebagai relasi tauhidik dan integral untuk melakukan
transformasi sosial menuju kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan.®

Butir-butir pemikiran Mustofa Bisri terbilang kritis, cerdas namun tidak
membuat orang yang dikritisinya tersinggung. Sebagian kalangan menyebut
kritikan Mustofa Bisri sebagai puisi balsem untuk menunjukkan bahwa sepanas
apapun Kritikan itu justru terasa menjadi obat. Karakter pemikiran Mustofa Bisri
ini berbeda dengan tokoh-tokoh cendekiawan muslim lain yang tergolong kritis

namun tidak jarang menuai kontroversial sebagaimana Abdurrahman Wahid (Gus

Dur), Nurcholis Madjid, Masdar F. Mas’udi dan sebagainya.

Shttp://gusmus.net/profil. Diakses tanggal 28 Agustus 2018.
& Sutrisno, Nalar Figh Mustofa Bisri (Yogyakarta: Mitra Pustaka bekerja sama dengan STAIN
Jember Press, 2012), 115.
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Konsistensi perjuangan Mustofa Bisri di dalam memberikan pencerahan
kepada khalayak masyarakat mengantarkannya sebagai figur yang teduh karena
selalu mengkampanyekan hidup rukun, (Jawa: guyub) serta menghimbau
pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di bawah naungan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Karena konsistensi dakwahnya ini, tidak salah jika Presiden
Joko Widodo atas nama negara memberikan Tanda Kehormatan Bintang Budaya
Parama Dharma untuk dedikasi Mustofa Bisri. Acara penyematan berlangsung di
Istana Negara, Jakarta pada 13 Agustus 2015.7

Pada tahun 2017, Mustofa Bisri juga mendapat penghargaan Yap Thiam Hien
pada 2017. Upacara penganugerahan diberikan oleh Yayasan Yap Thiam Hien
yang diketuai oleh Todung Mulya Lubis di Auditoriun Perpustakaan Nasional
Jakarta pada Rabu 24 Januari 2018. Zumrotin K. Soesilo, aktivis yang juga Ketua
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), selaku Ketua Dewan Juri menyampaikan
dalam sambutannya bahwa terpilihnya Mustofa Bisri sebagai penerima award
karena konsistensinya dalam perjuangan membela dan membangun moralitas
kemanusiaan di tengah bangsa yang beragam. Lebih lanjut Zumrotin menilai:

Dalam setiap ceramahnya, Mustofa Bisri selalu menekankan bahwa agama

harus diletakkan sebagai sumber moralitas, keadilan, dan persaudaraan.

Agama tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, tetapi harus

dijadikan sebagai pedoman berpolitik. Hal inilah yang dinilai sangat relevan

dengan situasi saat ini ketika muncul kelompok-kelompok yang bertindak
diskriminatif terhadap kelompok lainnya.®

Sementara Todung Mulya Lubis menyampaikan bahwa Mustofa Bisri adalah

sosok yang membela dan berjuang atas Hak Asasi Manusia melalui caranya

’Suara Merdeka, (12 Agustus 2018), 1.

8 TFatkhul Anas, “Mustofa Bisrii, NU, Dan Politik Generasi Micin”, dalam
https://geotimes.co.id/kolom/sosial/gus-mus-nu-dan-politik-generasi-micin/ (1 Februari 2018).
Diakses tanggal 7 Mei 20109.


https://geotimes.co.id/

112

sendiri. "Khotbah dan dakwahnya saja sudah sangat menyejukkan dan
menenangkan™ kata Todung.®

Todung menuturkan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan sosok seperti
Mustofa Bisri di tengah menguatnya paham radikalisme dan sektarianisme. Kedua
paham tersebut, kata Todung, sangat mengganggu situasi masyarakat yang
beragam dan majemuk. Mustofa Bisri dinilai tidak pernah rela keberagaman
dirusak oleh kelompok-kelompok tertentu. “Kita sangat butuh sosok yang kuat,
konsisten dan jujur seperti Mustofa Bisri. Dia tidak ikhlas jika kemajemukan
dicabik oleh ideologi yang anti kemajemukan,” kata Todung. Mustofa Bisri
merupakan ulama pertama yang menerima penghargaan Yap Thiam Hien. Todung
mengatakan, terpilihnya Mustofa Bisri juga mempertimbangkan konteks politik
Indonesia kekinian. Kondisi di mana agama kerap dijadikan alat politik untuk
meraih kekuasaan. "Ini memang pertama kali ulama menerima Yap Thiam Hien
award. la tak suka melihat agama dipolitisasi, dijadikan alat politik," tuturnya.°

Apresiasi dan penghargaan kepada Mustofa Bisri tidak hanya datang dari
unsur pemerintah yang diwakili negara ataupun dari kelompok organisasi
masyarakat, tetapi juga datang dari kalangan akademik, sebagaimana anugerah
gelar Doctor Honoris Causa (HC) yang diperolehnya dari Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Acara pemberian gelar itu dilakukan di
kampus UIN Sunan Kalijaga pada Sabtu pada 30 Mei 2009. Acara itu dipimpin
oleh Rektor, Prof. Dr. Amin Abdullah. Turut hadir dalam acara itu di antaranya

budayawan asal Madura D. Zawawi Imron, mantan Ketua PP Muhammadiyah,

°http://gusmus.net/news. Diakses tanggal 24 Agustus 2018.
Ohttps://nasional.kompas.com/read/2018/01/24/21555471/gus-mus-kiai-pertama-peraih-
penghargaan-yap-thiam-hien. Diakses tanggal 27 Agustus 2018.


http://gusmus.net/news
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/24/21555471/gus-mus-kiai-pertama-peraih-penghargaan-yap-thiam-hien
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Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din
Syamsuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Mahfud MD dan
Mohamad Sobari.

Dalam penganugerahan gelar itu, Mustofa Bisri mengambil pidato berjudul
“Mengkaji Ulang Beberapa Konsep Keislaman Sebagai Mukaddimah Reformasi
Keberagaman Bagi mengembalikan Keindahan Islam”. Menurutnya, orang Islam
di Indonesia masih terjebak oleh fikih halal dan haram. Namun tidak memahami
Islam itu sendiri. Islam di Indonesia lebih ke fikih. "Selalu terdengar, halal-haram,
rokok haram, facebook haram. Padahal Islam itu perlu tidak hanya halal-haram
saja, tapi bagaimana Islam bisa memberi ketentraman kehidupan manusia" kata
Mustofa Bisri. Sementara itu menurut Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr.
Amin Abdullah, Mustofa Bisri sangat pantas untuk mendapatkan anugerah
tersebut. Dia memiliki pemikiran, kepribadian dan kehidupan yang sama dengan
visi UIN. Kesamaan itu terletak pada pemikiran bagaimana membuat ajaran

agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan umat.!

2. Kiprah Organisasi dan Politik

Mustofa Bisri merupakan sedikit ulama yang memiliki wawasan lintas
disiplin ilmu khususnya dalam literatur keislaman dan kesenian, sehingga
masyarakat mengenalinya sebagai budayawan yang ulama. Konsekuensinya,
spektrum jaringan dan koleganya tidak hanya kalangan yang berlatar belakang

ulama atau pesantren tapi juga kalangan seniman, budayawan dan masyarakat

Uhttps://news.detik.com/berita/d-1139882/gus-mus-dianugerahi-gelar-doctor-honoris-causa.
Diakses tanggal 27 Agustus 2018.
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lainnya. Namun sebagai figur yang lahir dan dibesarkan dari kalangan NU, cukup
beralasan jika kiprah pemikiran dan aksinya lebih banyak dihabiskan untuk kultur
organisasi tersebut.

Tidak berbeda dengan para kiai lain yang memberikan waktu dan
perhatiannya untuk NU (Nahdlatul Ulama), sepulang dari Kairo, Mustofa Bisri
berkiprah di PCNU Rembang (awal 1970-an), Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa
Tengah (1977), Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, hingga Rais Syuriyah
PBNU (1994, 1999). Tetapi mulai tahun 2004, Mustofa Bisri menolak duduk
dalam jajaran kepengurusan struktural NU. Bahkan pada pemilihan Ketua Umum
PBNU 2004-2009, Mustofa Bisri menolak dicalonkan sebagai salah seorang
kandidat ketua umum.

Sebagai konsekuensinya, Mustofa Bisri tidak sekadar ‘kehilangan’
kesempurnaan memimpin  NU —dalam arti struktural-- namun juga
dialamatkannya tudingan bahwa ia sekadar tokoh ‘lemah’, ‘ragu-ragu’, ‘tidak
tegas’, ‘tidak serius’ terhadap —bahkan ‘cuci tangan’ dari— kemelut di NU?®
Sementara bagi Mustofa Bisri, dengan ‘berada di luar orbit’, ia justru bisa
‘menjadi kiai umat tanpa membedakan latar belakang, warna pakaian dan
politik.*3

Pada periode kepengurusan NU 2010 — 2015, hasil Muktamar NU ke 32 di
Makasar, Mustofa Bisri diminta untuk menjadi Wakil Rais Aam Syuriyah PBNU
mendampingi KH. M.A. Sahal Mahfudz. Pada bulan Januari tahun 2014, KH

M.A. Sahal Mahfudh menghadap kehadirat Allah, maka sesuai AD ART NU,

12 Anshari, et.al. Ngetan, 114.
13 1bid., 97.
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Mustofa Bisri mengemban amanat sebagai Pejabat Rais Aam hingga muktamar
ke 33 yang berlangsung di Jombang Jawa Timur. Pada muktamar NU di Jombang,
peserta muktamar melalui tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), menetapkan
Mustofa Bisri memegang amanat jabatan Rais Aam PBNU. Namun karena
Mustofa Bisri tidak menerima jabatan Rais Aam PBNU tersebut, pada akhirnya
peserta muktamar menetapkan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin menjadi Rais Aam
PBNU periode 2015-2020.*

Berdisiplin dalam memelihara rasa tanggung jawab, juga membuat Mustofa
Bisri bergeming terhadap godaan kursi empuk kekuasaan struktural di dunia
politik. Tidak seperti kebanyakan politikus dengan segala daya dan cara merebut
mendapatkan dan mempertahankan kedudukannya, Mustofa Bisri pernah menolak
duduk kembali di kursi legislatif. Meskipun pencalonannya sudah ditetapkan, dia
memutuskan mundur dari pemilihan sebagai ‘wakil rakyat’. Alasannya, karena
ragu bisa mempertanggungjawabkan posisinya Jika terpilih. Berdasarkan
pengalaman sebelumnya, Mustofa Bisri merasa apa yang bisa diberikannya
kepada rakyat tidak sebanding dengan apa yang diterimanya dari rakyat.*

Termasuk disipilin dalam berpolitik, Mustofa Bisri juga terlalu arif untuk
membawa kelompok maupun kepentingan dirinya sendiri. Mustofa Bisri tidak
bernafsu ‘mengolah’ dan menggiring simpatisan menjadi sekadar alat perjuangan
politik demi kekuasaan. Pada saat menjelang Pemilu 1987 misalnya, melalui KH
Sahal Mahfudz (senior Mustofa Bisri di kepengurusan struktural NU) seorang

kader partai politik gagal membujuk Mustofa Bisri menjadi direktur sebuah

1%http://gusmus.net/profil. Diakses tanggal 28 Agustus 2018.
1bid.
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perusahaan yang akan didirikan kelompoknya. Begitu pula ketika kader tersebut
meminta bantuan Gus Dur dengan berbagai argumentasi logis yang berujung pada
kegagalan. Mustofa Bisri bahkan rela mengurungkan realisasi impiannya
memiliki percetakan untuk menerbitkan sendiri karya-karyanya ketika mengetahui
dananya berasal dari sumber yang sama.*®

Pada ranah aksi, pemihakan Mustofa Bisri selalu jelas dan konsisten yakni
kepada rakyat yang selalu terpinggirkan. Sebagai Anggota Dewan misalnya (pada
1982-1992 sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dan pada 1992-1997 sebagai
anggota MPR RI), untuk mendengarkan aspirasi rakyat, tidak jarang Mustofa
Bisri dengan biaya sendiri mengadakan kunjungan di luar protokoler biasanya
dalam kemasan pengajian dan ini dilakukan tidak terbatas di wilayah yang
menjadi konstituennya. “Suatu kebiasaan yang berlaku di dewan saat itu adalah
masing-masing anggota hanya mengurus dan mengedepankan kepentingan
daerahnya. Tidak ada anggota dewan yang concern terhadap urusan daerah secara
integral,” Kata Mustofa Bisri.*” Menurut Mustofa Bisri, pembatasan tersebut
merupakan pemahaman keliru karena ketika seseorang dinyatakan secara sah
menjadi anggota dewan, berarti dirinya telah mewakili rakyat di seluruh wilayah
pemerintahan tanpa pembatasan sektoral da konstituen.®

Meski kiprah Mustofa Bisri di dalam politik tidak begitu menonjol
dibandingkan kiprahnya di dalam dunia seni dan sastra, namun kiprah Mustofa

Bisri dalam politik tidak dapat diabaikan. Lebih jauh, meski selama ini perjuangan

16 Anshari, et.al. Ngetan, 85-86.
17 1bid., 80.
18 1bid.
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Mustofa Bisri tidak melalui jalur politik praktis, namun ia mampu memaknai
politik secara apik sebagai sarana untuk merealisasikan kemaslahatan.
Pandangannya jernih dengan menempatkan politik kebangsaan sebagai titik
tekannya, politik yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan
ego diri dan kelompoknya. Meski bukan seorang politisi, dengan menjadi salah
satu deklarator berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama empat
tokoh Nahdlatul Ulama NU lainnya seperti llyas Ruhiat, Abdurahman Wabhid,
Munasir Ali, dan Abdul Muchith Muzadi,’ menunjukkan kualitas gagasannya
yang turut mewarnai idealisme politik dan menunjukkan kapasitasnya dalam
bidang politik ini.

Dengan istilah lain, Mustofa Bisri tidaklah apatis dengan politik. Akan tetapi
Mustofa Bisri sangat sedih apabila politik dipacu tanpa mengenal substansi
kebudayaan dan kemanusiaan. Politik yang digelar hanya untuk kepentingan
politik saja, apalagi hanya untuk kepentingan elite politik tanpa memperhatikan
kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat banyak, bisa menimbulkan
ketidakharmonisan dalam kehidupan. Untuk memperhatikan kesejahteraan orang
banyak tentunya diperlukan simpati dan empati atau dalam bahasa yang mudah
dimengerti, disebut dengan “cinta”.?°

B. Karya Intelektual dan Tematik Pemikiran A. Mustofa Bisri

19 Lihat https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/., http://www.muslimedianews.com/2014/03/inilah-
5-tokoh-nu-deklarator-pkb.html. Diakses tanggal 5 April 2019. Mustofa Bisri juga termasuk salah
satu anggota komite persiapan pembentukan partai baru pada 1998 selain Cholil Bisri, Yusuf
Muhammad, Abdullah Murtadha, Dawam Anwar, Abdul Aziz Mashuri dan Syaiful Bachri. Lihat,
Anshari, et.al. Ngetan, 95.

20 D, Zawawi Imron, “Kata Pembaca”, dalam Mustofa Bisri, Sajak-Sajak Cinta Gandrung
(Rembang: MataAir, 2017), VIII-IX.
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Sebagai seorang ulama dan budayawan, tulisan Mustofa Bisri sangat
beragam. Mulai dari bentuk buku, esai, syair, cerpen hingga lukisan. Wajah
keragaman tulisan ini meminjam istilah Mohamad Sobary memiliki watak seperti
sebidang taman bunga mekar yang warna warni di mana pada tiap kumpulan
tulisanpun, warna warni persoalan dibahas.?! Di dalam banyak tulisan Mustofa
Bisri, keragaman ini tidak hanya pada tema-tema yang dibahas —mulai dari
persoalan yang dianggap remeh temeh sampai pada persoalan hiruk pikuk
dinamika politik—, melainkan juga oleh cara pendekatan, cara menyikapi dan
juga cara penulisnya bertutur agar tiap persoalan tidak kehilangan relevansinya
dalam konteks sosial politik dan budayanya. Dan lebih dari itu, semuanya
dikemas oleh Mustofa Bisri dengan bahasa sederhana tapi menohok dan sarat
dengan pesan-pesan moral. Beberapa karya Mustofa Bisri berbentuk buku yang
terdokumentasikan adalah:

1. Dasar-dasar Islam, (terj, Kendal: Abdillah Putra, 1987).

2. Proses Kebahagiaan (Surabaya: Sarana Sukses, t.th).

3. Pokok-pokok Agama (Kendal: Ahmad Putra, t.th).

4. Ensiklopedi ljma‘ bersama KH. M.A. Sahal Mahfudz (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1987).

5. Kimiyau al-Sa‘adah, terjemahan Bahasa Jawa (Surabaya: Assegaf, t.th).

6. Maha Kiai Hasyim Asy ari (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1996).

7. Metode Tasawuf Al-Ghazali: Merambah Jalan Kebahagiaan (terjemah,

catatan dan komentar), (Surabaya: Pelita Dunia, 1996).

21 Mohamad Sobary, “Taman Bunga Perenungan Seorang Kiai” Pengantar dalam Pesan Islam
Sehari-hari (Yogyakarta: LAKSANA, 2018), 7.
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8. Al-Muna, Syair Asma al-Husna berbahasa Jawa (Rembang: Yayasan

Pendidikan Al-Ibriz, 1997).

Kumpulan Esai seperti:

1.

2.

Pesan Islam Sehari-hari (Yogyakarta: LAKSANA, 2018).
Saleh Ritual Saleh Sosial (Yogyakarta: Diva Press, cet. 11 2016).
Sang Pemimpin (Rembang: Mata Air, 2016).

Agama Anugerah Agama Manusia (Rembang: Mata Air, 2016).
Melihat Diri Sendiri (Yogyakarta: Gama Media, 2003).
Kompensasi (Surabaya: MataAir Publishing, 2007).

Oase pemikiran (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Membuka Pintu Langit (Jakarta: Kompas, 2007).

Kumpulan Puisi :

1.

2.

Ohoi: Kumpulan Puisi Balsem (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991, 1994).
Gandrung, Sajak-sajak Cinta (Rembang, Mata Air, cet. 3, 2017).

Rubaiat Angin dan Rumput (Jakarta: PT. Matra Media, 1995).

Pahlawan dan Tikus, Kumpulan Puisi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
Tadarus: Antalogi Puisi (Yogyakarta: Prima Pustaka, 1993).

Dr. Sapardi Djoko Damono (Yogyakarta: Prima Pustaka, 1993).
Wekwekwek, Sajak-Sajak Bumilangit (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
Gelap Berlapis-lapis (Rembang: Yayasan Al-lbriz dan Jakarta: Fatma
Press, 1998).

Negeri Daging (Yogayakarta: Bentang, 2002).
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10. Aku Manusia (Rembang: MataAir, cet. 2, 2016).
11. Syiiran Asmaul Husna, Bahasa Jawa (Temanggung: Al-Huda, t.t.).
12. Horison Edisi Khusus Puisi International, 2002.

13. Horison Sastra Indonesia, Buku Puisi, dan lain-lain yang tidak tercatat.

Kumpulan Cerpen:

1. Lukisan Kaligrafi (Jakarta: Kompas, 2003). Menerima penghargaan
“Anugrah Sastra Asia” dari Majelis Sastra Asia (Mastera) Malaysia,
2005).

2. Cerpen Mustofa Bisri dengan judul “Gus Jakfar” bersama rekan-rekan
masuk dalam antologi Waktu Nayla, Cerpen pilihan Kompas 2003
(Jakarta: Kompas, 2003).

3. Bacalah Cinta, ed. Abdul Wachid B.S (Yogyakarta: Bukulaela, 2005).

4. Konvensi (Yogyakarta: Diva Press, 2018).

Gubahan Humor:
1. Mutiara-Mutiara Benjol (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam,
1994).
2. Canda Nabi & Tawa Sufi (Rembang: MataAir, cet. 3, 2015).
3. Nyamuk yang Perkasa dan Awas Manusia!, keduanya Gubahan Cerita

Anak-Anak (Jakarta: Gaya Favorit Press, 1979).

Kepiawaian Mustofa Bisri dalam dunia tulis menulis sebenarnya dibentuk dari
kultur keluarga besarnya yang aktif dalam bidang tersebut, dimulai dari

produktivitas ayahnya, Kiai Bisri Mustofa dan Kiai Misbah Mustofa (keduanya
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putra H. Zaenal Mustofa) baik dalam bahasa Indonesia, Jawa, maupun bahasa
Arab. Mustofa Bisri sendiri bersama kakaknya Cholil Bisri, sejak muda
mempunyai kebiasaan menulis sajak dan saling berlomba untuk dipublikasikan.
Mustofa Bisri yang suka membaca sejak masa kanak kanak, tulisannya sejak
remaja sudah banyak dimuat berbagai media masa termasuk Kompas. Untuk
menghindarkan diri dari ‘bayang-bayang’ nama besar ayahnya, Mustofa Bisri
pernah menggunakan nama M. Ustov Abi Sri sebagai pseudonimnya. Pentas baca
puisinya yang pertama (1980-an) telah menuai banyak pujian dan Mustofa Bisri
segera dikukuhkan kehadirannya sebagai “bintang baru’ dalam dunia kepenyairan
Indonesia. la menjadi satu-satunya penyair Indonesia yang menguasai sastra Arab
(bukan sekadar terjemahannya).

Kini sajak-sajak Mustofa Bisri terpampang hingga ruangan kampus
Universitas Hamburg (Jerman). Tulisannya tersebar luas seperti dapat dibaca di
Intisari, Horison, Kompas, Tempo, Detak, Editor, Forum, Humor, DR, Media
Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Bernas,
Jawa Pos, Bali Pos, Duta masyarakat (Baru), Pelita, Panji Masyarakat, Ulumul
Qur’an, Ummat, Amanah, Aula, Mayara. Pada majalah Cahaya Sufi (Jakarta),
MataAir (Jakarta), MataAir (Yogyakarta), Almihrab (Semarang) Mustofa Bisri
duduk sebagai Penasehat.?? Tulisan-tulisannya semakin meningkat ketika ia
berada di Kairo. Pada 1964 bersama Gus Dur, menerbitkan majalah Perhimpunan

Pelajar Indonesia Kairo (PPI-Kairo).

22http://gusmus.net/profil. Diakses tanggal 6 September 2018.
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Sepulang dari Kairo, tulisan-tulisan Mustofa Bisri dikenal luas sebagai

representasi kelompok tradisional atau kaum sarungan (pesantren). Padahal jika

dicermati isi tulisannya, banyak ditemukan gagasan dan pemikirannya yang

terbilang progresif dan kontekstual. Tidak seperti pandangan mainstream ulama

pada umumnya yang mengutamakan pendekatan normatif fikih, Mustofa Bisri

memiliki cara pandang lebih halus di dalam melihat dan menganalisa setiap

dinamika persoalan, khususnya terkait etika politik. Di sinilah letak kekuatan

tulisan Mustofa Bisri yang selalu mendasarkan pandangannya pada nilai-nilai

moral. Tulisan-tulisannya tidak dapat dipisahkan dari pesan kebudayaan dan

kemanusiaan, baik tulisan itu dalam bentuk artikel, esai, cerpen maupun syair.

Berikut adalah sebagian tulisan Mustofa Bisri terkait dengan etika politik dengan

berbagai bentuknya yang diambil dari beberapa sumber.

Tabel 3.1
Tematik Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri
No. | Bentuk Tulisan Tema Etika Politik Keterangan
1. | Kumpulan Esai Kehidupan Politik, Udara | Beberapa artikel dalam
Demokrasi, Anggota DPR, | buku Saleh  Ritual
Tragedi Nipah, Kecelakaan | Saleh Sosial dan buku
Pembangunan, Agama Anugerah
Memanusiakan Orang Kecil, | Agama Manusia.
Ndalili Kepentingan,
Nasihat Pak  Gubernur,
Wasilah  dan  Ghayah,
Mempersulit Agama dan
sebagainya
2. | Kata Pengantar | Islam Nusantara. Makhluk | Sambutan dalam buku
Apakah Itu? Islam Nusantara: Dari
Buku Usal  Figh Hingga
Paham  Kebangsaan.
Salah  satu Kritik
Mustofa Bisri dalam
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tulisan  ini  adalah
fenomena
keberagamaan
kelompok yang
membawa bendera
Islam namun meresah
gelisahkan dunia.
Kritik  lain  adalah
fenomena  demokrasi
yang hanya
memunculkan  stigma
bukan dialog
Kolom Pemimpin yang Kuat dan | Diambil dari sumber

Amanah, Akar Masalah, | http://gusmus.net/mata-

Pemimpin yang Rendah | air/?N=9. Diakses pada

Hati, Amalan yang Lebih | 9 September 2018.

Baik, Kelompok Jahiliyah,

Seandainya Orang Tolol

Mau Diam, Mati Syahid dan

Pemahaman Imporan, Adil

Memang Sulit Tapi Harus,

Mempersulit Agama, Sang

Pemimpin, Asy‘ab,

MataAir, Bahasa Geram,

Dakwah vs Menakut-nakuti,

Kesalehan Total

Antologi Puisi Kaum Beragama Negeri Ini, | Diambil dari sumber
Negeri Kekeluargaan, | http://gusmus.net/mata-
Negeriku, Bangsa Ini, Sang | air/?N=9 dan

Pemimpin Pemberani,
Negeri Haha Hihi, Negeri
Sulapan, Orang Kecil Orang

Besar, Di Negeri Amplop,
Negeri Teka Teki,
Kembalikan Makna

Pancasila, Reformasi Terus
Melaju, Tahta, Selama Ini di
Negerimu, Kaum Beragama
Negeri Ini, Selamat Datang
di Negeri Bokong, Kau Ini
Bagaimana Atau Aku Harus
Bagaimana, kalau Kau
Sibuk Kapan Kau Sempat,
Aku  Merindukanmu O,

kumpulan puisi yang
berserakan di Internet
pada 2016 yang diberi
judul  Negeri Teka-
Teki: Kehidupan Puisi
Mustofa Bisri. Diakses
pada 9 September
2018.
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Muhammadku, Sajak Atas
Nama, Akhirnya, Kinilah
Saatnya Berterus Terang,
Gelombang Gelap, Di Luar
Hening Langit, Jadi Apa
Lagi, Rasanya Baru
Kemarin (Versi VI), Sujud,
Puisi  Islam,  Surabaya,
Putra-Putri lbu Pertiwi, Di
Taman Pahlawan, Kita
Semua  Asmuni  Atawa
Asmuni Cuma Satu, Mula-
Mula, Orang  Penting,
Nyanyian Kebebasan Atawa
Boleh Apa Saja, Pilihan,
Suwuk Kulhu Sungsang,
Suwuk Solibin, Maju Tak
Gentar, Tikus, Rasanya Baru
Kemarin (Versi V),
LaailaahaillAllah, Aku Tak
Akan Memperindah Kata-
Kata, aku Tak Bisa Lagi
Bernyanyi, Dunia Serba
Tuhan Atawa Tuhan
Semakin Banyak, Diatas
Mimbar, Kun Fayakun,
Allahu Akbar, Aku Masing
Sangat Hafal Nyanyian Itu,
Selamat Tahun Baru Kawan,
Ya Rahman Ya Rahim,

5. | Gado-gado Interupsi, Gus Dur dan | Diambil dari sumber
Deklarasi tentang Hubungan | http://gusmus.net/mata-
Pancasila dengan Islam, | air/?N=9. Diakses pada
Bidadari Itu dibawa Jibril, | 9 September 2018.
Samapi  dengan  Hamil,
Jabatan, Gus Jakfar,
Kekolompokan  Jahiliyah,
Pers dan “Public Figure”,
Buta Mata Buta Hati.

Menyimak tulisan Mustofa Bisri terkait etika politik dengan berbagai

bentuknya, mulai dari tulisan esai, artikel kolom sampai dengan puisi yang
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berjumlah kurang lebih 87 tulisan, menunjukkan Mustofa Bisri memiliki atensi
kuat terhadap dinamika politik kontemporer khususnya yang terjadi di Indonesia.
Melalui media anti mainstream tersebut, Mustofa Bisri hendak mengekspresikan
pemikiran dan sikapnya sebagai tokoh yang peduli terhadap dinamika kebangsaan

sekaligus peka terhadap dinamika masyarakat di akar rumput.

C. Peer Group Dan Hubungan Kekariban dengan Abdurahman Wahid

Peer Group atau teman sepermainan memiliki pengaruh signifikan terhadap
pembentukan kepribadian seseorang, tidak terkecuali kepribadian dan sikap
politiknya. Di dalam politik, kajian mengenai peer group dalam konteks politik
Indonesia dipelopori oleh Robert. W. Haberson. Pengertian peer group sendiri
dalam politik tidak harus selalu mengarah pada teman sepermainan, tetapi lebih
dimaksudkan sebagai kumpulan pribadi-pribadi yang memiliki kesamaan dalam
cara berpikir dan pandangan politik atau apresiasi politik yang sama. Selain
perubahan kondisi politik, social events dan peranan kelompok studi, ekspresi seni
dan kebiasaan-kebiasaan baru juga menjadi alasan bagi kohesivitas mereka.
Dalam sosiologi politik, peer group jenis ini bisa berkembang menjadi policy
community. Ini terjadi karena anggota-anggota peer group terdiri dari pribadi-
pribadi atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah.?

Luasnya pergaulan Mustofa Bisri mengantarkannya bertemu dengan banyak
kalangan yang memiliki gagasan sama khususnya dari kalangan budayawan

terlebih kelompok agamawan. Dedikasinya dalam bidang sastra membuatnya

23 Munawar Ahmad, ljtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis (Yogyakarta: LKiS, 2010),
99-101.
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dekat dengan sastrawan kenamaan seperti Sutardji Colzoum Bachri, Taufiq
Ismail, Abdul Hadi WM dan Leon Agusta, sebagaimana mereka secara bersamaan
pernah menghadiri perhelatan puisi di Baghdad pada 1989.2* Kiprah Mustofa Bisri
dalam dunia seni juga mengantarkannya dekat dengan kalangan budayawan baik
sejawat maupun yuniornya, seperti Zawawi Imron, Ahmad Tohari, Emha Ainun
Najib (Cak Nun), Sujiwo Tejo, dan Prie GS, Djoko Susilo, Timur Suprabana,
Sitok Srengenge dan sebagainya.?

Sementara di komunitas tradisionalnya, di samping menjadi pengasuh Pondok
Pesantren Roudlatut Thalibin, Kabupaten Rembang, Mustofa Bisri merupakan
ulama yang sangat dihormati di Indonesia terlebih di komunitas NU. Kiprahnya
sebagai pimpinan Rais Aam PBNU (sebuah jabatan puncak di organisasi NU)
menunjukkan kapasitas keilmuan dan ketokohannya. Dalam konteks kiprah
politik, Mustofa Bisri menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) bersama empat tokoh Nahdlatul Ulama NU lainnya seperti Ilyas
Ruhiat, Abdurahman Wahid, Munasir Ali, dan Abdul Muchith Muzadi. Selain
tokoh-tokoh tersebut, Mustofa Bisri juga dekat dengan ulama-ulama kharismatik
dan berpengaruh khususnya di Jawa Tengah seperti Maemun Zubair, Sahal
Mahfudz, Dimyati Rais, Habib Lutfi bin Yahya dan sebagainya. Namun dari

sekian tokoh, nama Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan

Z4ttp://gusmus.net/profil. Diakses tanggal 29 Agustus 2018.

%5 Kebersamaan Mustofa Bisri dengan para seniman ini misalnya dapat disaksikan pada acara
milad Mustofa Bisri ke-74 yang diadakan oleh Suara Merdeka Network pada 11 Agustus 2018 dan
milad ke-75 di Kelenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang pada 14 Agustus 2019. Lihat Kompas,
(16 Agustus, 2019), 32., https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/114424/doa-gus-mus-
untuk-indonesia. Diakses tanggal 29 Agustus 2018.


http://gusmus.net/profil
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/114424/doa-gus-mus-untuk-indonesia
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/114424/doa-gus-mus-untuk-indonesia

127

salah satu sahabat yang paling dekat dengan Mustofa Bisri yang dibangun sejak
keduanya belajar di Kairo.

Kekariban Mustofa Bisri dengan Gus Dur diketahui khalayak masyarakat luas
termasuk pada cendekiawan. Greg Barton, seorang pengamat Islam Indonesia
misalnya mengungkapkan bahwa Mustofa Bisri sangat mirip dengan Gus Dur.
Pembawaan dan gaya pribadinya memang berbeda, tapi ide-ide yang dibawakan
sama. Dalam pandangan Barton, meski Mustofa Bisri merupakan sosok kiai murni
yang jujur dan tidak bermain politik, namun kontribusi untuk bangsanya sangat
nyata.?® Seirama dengan testimoni Greg Barton, Jalaluddin Rahmat
mengungkapkan:

Gus Mus itu, yang paling menarik hati saya adalah kesenimannya sebagai

seorang penyair. Seniman hatinya lebih terasah dan terlatih, banyak

menggunakan perasaan, karena itu kecenderungan sufistiknya sangat tinggi.

Dari segi akhlak, Gus Mus sebagai ulama memiliki integritas yang tidak bisa

dibeli, sederhana dan tidak terlibat dalam politik yang macem-macem. Gus

Mus adalah peninggalan Gus Dur, yang menjadi pilar Nahdlatul Ulama.?”

Kedekatan Mustofa Bisri dan Gus Dur juga diakui Sinta Nuriyah, istri
mendiang Gus Dur. Sinta menuturkan “Mustofa Bisri adalah sahabat terdekat,
tempat Gus Dur mencurahkan hati ketika ada masalah yang menggelisahkannya
atau memerlukan sumbangan pemikiran”. Sinta melanjutkan :

Bila datang ke rumah, Mustofa Bisri seperti masuk ke rumahnya sendiri. Dia

duduk di kursi mana saja yang disukainya. Lalu anak-anak Gus Dur akan

menemuinya, bersalaman dengan mencium tangannya. Masing-masing akan

menyapa, bagaimana kabar Om Mus? Habis baca puisi di mana? Sudah nulis
cerpen apalagi, Om?” sesudah itu mereka bercanda-canda, saling

%6 Greg Barton, dalam M. Zidni Nafi’, Cinta Negeri Ala Gus Mus (Tangerang Selatan: Penerbit
Imania, 2019).
%7 Jalaluddin Rahmat, Ibid.
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mendongeng, melemparkan joke segar dan bermanja-manja kepada Mustofa
Bisri.?

Universitas Al-Azhar, merupakan puncak perjalanan intelektual formal bagi
seorang Mustofa Bisri. Di tempat ini pula, untuk pertama kali Mustofa Bisri
bertemu dan berkenalan dengan Gus Dur. sebagaimana pengakuan Mustofa Bisri
sendiri bahwa mereka tinggal dalam satu kamar dan bahkan Gus Dur banyak
membantu Mustofa Bisri selama berada di perguruan tinggi tersebut sampai
memperoleh beasiswa.?® Hubungan karib Gus Dur dengan Mustofa Bisri sudah
menjadi rahasia publik dan tidak hanya di kalangan NU. Kedekatan keduanya
direkam apik dan ditulis oleh Husein Muhammad melaui buku berjudul“Gus Dur
dalam Obrolan Mustofa Bisri”. Tema dalam buku ini mulai dari Gus Dur dan
acara puisi untuk Palestina, sepak bola, hubungan Gus Dur dengan kiai-Kiai,
protes Mustofa Bisri melalui surat kepada Gus Dur sang politisi sampai pesan
terakhir Gus Dur kepada Mustofa Bisri.

Bagi seorang Mustofa Bisri, Gus Dur adalah sosok yang luar biasa dan
menjuluki sahabatnya itu sebagai “tokoh paling popular abad ini”. Selain
keistimewaan dari segi nasab (keturunan) itu, Gus Dur juga dikarunia banyak
keistimewaan lain yang sulit dicari duanya, antara lain kecerdasan yang luar biasa
serta bacaan dan pergaulannya yang sangat luas. Tidak aneh jika di pedesaan
banyak orang menyebutnya sebagai wali, sedangkan di perkotaan orang

menjulukinya sebagai jenius.*® Kekaguman Mustofa Bisri terhadap sosok Gus Dur

28 Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Mustofa Bisri (Jakarta Selatan: Noura Books,
2016)., 88-89.

29 Sutrisno, Nalar, 105.
30https://news.detik.com/berita/d-1269530/gus-mus-gus-dur-tokoh-paling-populer-abad-ini.
Diakses tanggal 28 Desember 2019.
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bahkan digambarkan dalam sebuah sajak berjudul “Untuk: GD”. Mustofa Bisri
menulis:

Seorang pemimpin pemberani

Datang sendiri mengawal bukan dikawal umatnya
Ketika banyak pemimpin membela diri sendiri
Dengan berlindung pada laskar dan atas nama
Seorang pemimpin pemberani datang sendiri
Membela kaum lemah hanya dengan keyakinan dan doa
Dia tidak menggula di hadapan sesama

Karena dia tak menyukai kepalsuan

Dia tidak mencari muka di hadapan Tuhan

Karena dia tahu bahwa Tuhannya Maha Tahu segala
Dihina dan dilecehkan

pemimpin pemberani memaafkan

Tanpa sedikit pun kebencian

Karena di hatinya hanya ada cinta dan Tuhan.3!

Kontak fisik secara langsung antara Gus Dur dan Mustofa Bisri selama selama
bertahun-tahun tentu tidak sekadar dimaknai sebagai perjumpaan sahabat karib,
namun lebih dari itu, ada persinggungan ideologi yang saling mempengaruhi di
antara keduanya. Bahkan persinggungan ini sudah dimulai sejak keduanya
berproses di Kairo. Sebagaimana diakui Mustofa Bisri sendiri ketika ditanya
Husein Muhammad mengenai aktivitas mereka berdua selama di Kairo. Mustofa
Bisri menuturkan bahwa di samping kuliah reguler di Universitas, keduanya juga
aktif dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh PPI (Perhimpunan Pelajar
Indonesia), terutama diskusi sastra, membaca buku, membuat buletin dan majalah.

Ya, saya sama saja dengan dia, dalam semua itu. Saya dan Gus Dur aktif

berdiskusi sastra dan sama-sama bikin majalah. Tetapi dia jarang masuk

kuliah. Katanya, pandangan-pandangan para dosen di sana masih sangat
normatif dan konservatif. Tidak ada pembaharuan, tidak ada hal-hal baru dan

membosankan. Karena itu, dia lebih suka mengunjungi perpustakaan,
membaca di sana dan menonton film. Sering sekali Gus Dur berjam-jam

3thttp://gusmus.net/puisi/?N=7. Diakses tanggal 23 Mei 2019.
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duduk membaca buku dan kitab di ruang perpustakaan kampus Al-Azhar atau
ke perpustakaan Amerika di sana”. Tutur Mustofa Bisri.*

Mustofa Bisri juga tidak sungkan menyebut sahabatnya itu sebagai sahabat
terbaik yang turut membesarkan dan mendidik kepribadiannya, termasuk untuk
pertama kalinya Mustofa Bisri menjadi penyair dengan membaca puisi di Taman
Ismail Marzuki, Jakarta. Pada acara Malam Solidaritas untuk Palestina yang
digelar itu, untuk pertama kalinya Mustofa Bisri tampil bersama para penyair dan
sastrawan terkemuka seperti Taufiq Ismail, Subagyo Sastrowardoyo, WS Rendra,
Sutradji Calzoum Bahri, Abdul Hadi WM dan sebagainya.>?

Pasca dari Mesir atau selama keduanya menjadi tokoh NU, persinggungan
ideologi dan pemikiran di antara keduanya dapat dilihat dari pandangannya
tentang kebangsaan. Di antara keduanya hampir tidak ada perbedaan, kalau tidak
disebut sama dalam hal pandangan politiknya yang meliputi politik kebangsaan
dan politik kerakyatan atau politik kemanusiaan. Akumulasi pandangan politik
demikian menginspirasi mereka dan beberapa ulama agar NU kembali ke khittah
atau kembali ke niat awal para ulama ketika mendirikan organisasi ini pada tahun
1926. Oleh karenanya, pada dasawarsa 1980-an keduanya bersama Fahmi
Saefuddin menjadi pembaru dan aktivis yang dinamis yang turut serta
mengantarkan Kiai Ali Ma’shum Krapyak menjadi Rais Aam PBNU. Dalam hal
ini Martin Van Bruinessen menyebutkan:

Di antara pendukung aktif Kiai Ali Ma’shum kita menemukan tiga orang

muda paling cemerlang yang sedang menanjak yang kemudian menjadi

pembaru dan aktivis tahun 1980-an yang paling dinamis. Ketiganya termasuk
anggota keluarga elite NU dan ketiganya sangat yakin bahwa NU

32 Muhammad, Gus Dur,162-163.
33 |bid., 14, 26-27.
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memerlukan perubahan drastis agar ia menjadi lebih relevan bagi kehidupan
pendukung tradisionalnya. Ketiganya, kebetulan pernah belajar kepada Kiai
Ali Ma’shum walaupun pada waktu yang berbeda-beda. Orang-orang muda
ini adalah Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin dan Mustofa Bisri.?*

Secara khusus, Martin menyebutkan motivasi keterlibatan Mustofa Bisri di
dalam mengajukan nama Kiai Ali Ma’shum karena rasa prihatinnya terhadap

kesenjangan antara teks-teks fikih dengan konteks realitas, yang karenanya

dibutuhkan figur yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Selengkapnya:

Mustofa, putera Kiai Bisri Mustofa dari Rembang, adalah seorang yang selalu
dekat dengan dunia pesantren, yang telah menamatkan pendidikannya di
Universitas Al-Azhar dan menjadi kiai di Rembang. Dia sangat prihatin
dengan kesenjangan antara masalah-masalah yang dibicarakan dalam buku-
buku fikih para kiai dengan dunia nyata dan dia menginginkan para
koleganya terus berusaha menjembatani kesenjangan ini. Ketiga orang ini
merasa bahwa dari para kiai sepuh, barangkali mantan guru mereka, Kiai Ali
Ma’shum inilah orang yang paling berpandangan terbuka. Dengan
keberadaannya di puncak, gagasan-gagasan dan kegiatan-keiatan mereka
tidak akan menghadapi tantangan serius yang mungkin akan muncul dari kiai
yang lebih konservatif. Mereka secara aktif melobi para peserta Munas agar
memilih Kiai Ali.*®

Selain itu, gagasan utama dari pesan khittah 1926 sebagai tahun titik balik
sejarah NU yang digerakkan Gus Dur dan Mustofa Bisri serta tokoh idealis NU
lainya adalah menjadikan NU sebagai organisasi yang berkonsentrasi pada
masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan hal-hal lain yang lebih dibutuhkan
oleh basis warga NU seperti masalah pendidikan, ekonomi dan keadilan sosial.

Dengan istilah lebih sederhana, bagaimana NU diposisikan sebagai organisasi

sosial keagamaan dan bukan partai politik, meski NU juga tidak akan menafikan

34 Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Cet. Ke-V
(‘Yogyakarta: LKiS, 2008), 107-108
35 |bid., 108-109.
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peran politik selama dalam koridor kebangsaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu,
sejak di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU memulai strategi dan pendekatan
berpolitik baru yakni politik kerakyatan dan bukan politik kekuasaan dengan tetap
mengkampanyekan politik kebangsaan.3®

Paham kebangsaan mereka turut menguatkan penerimaan NU terhadap
Pancasila sebagai asas tunggal NKRI tanpa harus mengformalkan Islam sebagai
asas negara. Bentuk negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual dan tidak
diikuti mayoritas umat Islam. Gagasan tersebut merupakan ijtihad segelintir orang
yang meyakini Islam sebagai sebuah sistem dan dipandang dari sudut
institusionalnya belaka dengan jargon “al-rujii‘ ila al-qur’an wa al-sunnah”.
Sementara bagi Gus Dur, Mustofa Bisri dan para ulama dalam NU, meyakini
bahwa penerimaan Pancasila dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk
mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Pemahaman kontekstual demikian
dinarasikan oleh Mustofa Bisri dengan adagium “kita orang Indonesia yang
beragama Islam dan bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia”,
atau dengan adagium lain “Islam kita bukan Islam Saudi Arabia”.?’

Persamaan dan persinggungan pemikiran dua tokoh ini tidak hanya berporos
seputar politik, namun juga merambah pada persoalan sastra dan seni. Kedua
tokoh tersebut lazim dilabeli sebagai pemikir, budayawan dan penulis dengan
segala pernak-pernik ataupun plus minus yang dimilikinya. Dan kedekatan dua
tokoh ini berlangsung seolah tak bertepi hingga Gus Dur tutup usia pada Rabu 30

Desember 2009.

3% Sumanto Al Qurtuby, Nahdlatul Ulama Dari Politik Kekuasaan Sampai Pemikiran Keagamaan
(Semarang: eLSA Press, 2004), xx.
37 M. Zidni Nafi’, Cinta Negeri Ala Gus Mus (Tangerang Selatan: Penerbit Imania, 2019). 25-27.
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Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Gus Dur sempat
mengunjungi kolega lawasnya itu, di Rembang, Jawa Tengah. Entah firasat apa
yang diterima Gus Dur sehingga mendadak ingin bertemu dengan rekannya ketika
kuliah di Kairo itu. Padahal sudah lama kedua sahabat lama itu tidak bertemu
muka. Namun berdasarkan pengakuan Sinta Nuriyah, kedatangan Gus Dur ke
kediaman Mustofa Bisri seolah ingin pamit pulang dan di situ Gus Dur berpesan
kepada Mustofa Bisri dengan mengatakan “Aku titip NU, Aku titip NU.
Mendengar wasiat itu, Mustofa Bisri tampak kaget tetapi juga tidak bisa menolak,
meski juga tak sanggup menjalankan amanat agung itu.

Dan pada akhirnya Mustofa Bisri memang kemudian menjadi Rais Aam
Nahdlatul Ulama, menggantikan KH. Sahal Mahfudz yang wafat. Dalam beberapa
kali muktamar, Mustofa Bisri sebenarnya sudah diminta banyak kiai dan warga
NU untuk menduduki jabatan tertinggi di NU itu, tetapi dia selalu menolak. Salah
satu alasan yang disampaikannya adalah belum diizinkan ibunya.3®

Selain Gus Dur, Mustofa Bisri merupakan sosok yang paling konsisten
menjaga komitmen khittah agar tidak disalahgunakan para petualang politik NU.
Melalui tulisan, ceramah dan media sosial, Mustofa Bisri tidak bosan menyerukan
kepada warga NU untuk bisa lebih dewasa dalam berpolitik dan tidak
menggunakan NU sebagai kendaraan politik praktis. Selengkapnya, Mustofa Bisri
menjelaskan:

Saya cuma mengingatkan saja bahwa di NU ada khittah Nahdlatul Ulama

namanya. Bahwa secara organisatoris, tidak ada kaitannya dengan partai

politik dan tidak berurusan dengan politik praktis. Istilah Pak Kyai Sahal
dulu, Rais Am itu, politik NU itu politik tinggi bukan politik rendah.

38 Muhammad, Gus Dur, 6-97.
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Maksudnya politik kebangsaan, politik kerakyatan, itu yang dianggap oleh

NU. Bukan politik kekuasaan atau politik praktis.>®

Namun demikian, anjuran di atas bukan bermakna larangan warga NU untuk
berpolitik praktis. Hanya saja, setiap warga NU harus lebih dewasa di dalam
bersikap khususnya memisahkan antara politik praktis yang direpresentasikan
oleh diri atau pribadi untuk berpolitik sebagaimana hak masyarakat lainnya
sementara pada saat bersamaan harus dapat membedakan NU sebagai jam’‘Tyah
yang tidak boleh dijadikan kendaraan. Persisnya Mustofa Bisri mengatakan:
“Kalau warga NU itu sama dengan warga negara lainnya, punya hak politik, ya
silahkan. Yang tidak boleh itu, kalau anda sudah menjadi pengurus NU secara

struktural, jangan bawa NU (ke ranah politik, sampean pribadi saja)”.*

D. Jaringan Tokoh Sezaman

Sebagai seorang yang ditokohkan karena memiliki latar belakang ulama dan
budayawan, Mustofa Bisri dikenal memiliki pergaulan ganda atau bahkan lintas
profesi. Jika kepakarannya dalam bidang agama mengantarkannya sampai pada
posisi Rais Aam PBNU, sementara kedalaman dan produktifitas seni dan budaya
menjadikannya sejajar dengan budayawan ternama di Indonesia. Cukup beralasan
jika dakwah dan pandangan Mustofa Bisri sarat dengan nilai-nilai cinta,
kebenaran dan kemanusiaan sebagai manifestasi visi kebudayaan. Penilaian

demikian lazim diutarakan oleh pihak-pihak yang mengenal sosok Mustofa Bisri.

3http://detik.id/6iDXI1. Diakses tanggal 25 April 2019.
40 |bid.
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Alissa Wahid misalnya, salah satu puteri Gus Dur yang notabene sahabat karib
Mustofa Bisri, menuturkan bahwa Mustofa Bisri merupakan figur yang unik dari
dunia pesantren. Alissa mengemukakan:

Dalam diri dia, kita melihat seorang ulama sekaligus budayawan. Dua sisi
yang saat ini sering dianggap tidak kompatibel satu sama lain, tetapi dalam
diri Mustofa Bisri menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Lukisan-lukisannya
berkarakter spiritual, puisi-puisinya menohok kesadaran kita atas transaksi
dosa dan pahala dengan Tuhan, tulisan-tulisannya mengingatkan tentang
kehambaan kita ditalikan pada kekuasaan dan rahmat Tuhan.*

Senada dengan Alissa wahid, adalah testimoni dari Syihabuddin Qalyubi yang
menyebut bahwa perpaduan antara agama dan sastra, kiai dan seniman, agamawan
dan budayawan, adalah ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan
tidak perlu dikotomi. Pesan-pesan Mustofa Bisri dalam puisi-puisinya juga
menggugah kita untuk semakin peduli dengan sesama sebagaimana pesan-pesan
Alguran dengan style yang indah bak puisi tingkat tinggi juga mengandung makna
yang dalam. Tak heran, Mustofa Bisri mampu menggunakan style ini untuk
menyampaikan pesan-pesan damai dalam puisi-puisinya.*

Pada sebagian tulisan Mustofa Bisri dapat disebut sebagai manifesto politik
dan kebudayaan. Ini muncul tidak semata faktor latar belakang Mustofa Bisri
sebagai seorang kiai, melainkan juga lantaran ia mengasah diri sebagai penyair,

sebagai seniman dan budayawan. Latihannya sebagai seniman dan budayawan

pun membuatnya memiliki kepekaan sekaligus kepedulian sosial seperti simbah-

41 Alisa Wahid, “Pengantar” dalam Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Mustofa Bisri
(Jakarta Selatan: Noura Books, 2016)., XI.

42 Shihabuddin Qalyubi, “Kata Sambutan” dalam Labibah Zain dan Lathifuil Khuluq (ed.),
Mustofa Bisri Satu Rumah Seribu Pintu, Cet. Il (Yogyakarta: LKiS, 2009) ix-x.
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simbah para nabi memilikinya.** Kecuali tema-tema dominan ini, di tangannya,
tiap soal tak lepas dari sentuhan dan cara pandang keagamaan. Di sini, Mustofa
Bisri seolah hendak menegaskan kepada khalayak bahwa betapa luas jangkauan
agama dan bahwa hidup ini pun, baik yang dijangkau rukun-rukun dan syariat-
syariat agama maupun yang tidak, ia tetap tak lepas dari urusan agama.*
Mohamad Sobary menambahkan bahwa jika di NU, kiai tergolong minoritas,
Mustofa Bisri pasti memanggul ke mana-mana cap minoritas ganda. Posisinya
sebagai kiai sudah minoritas masih ditambah posisi penyair yang lebih minoritas.
Tapi jika posisi minoritas itu dilihat secara lain, sebagai kelompok elite maka
Mustofa Bisri adalah super elite. la elite di bidang agama, elite di bidang
kebudayaan, elite di bidang kesenian, dan tak juga diragukan elite di bidang
kepemimpinan, baik pada tingkat daerah Jawa Tengah maupun tingkat pusat dan
tingkat Pengurus Besar NU bahkan termasuk di masa depan.* Karenanya, Franky
Sahilatua memandang Mustofa Bisri sebagai orang yang tidak lazim dalam
pergaulan. Franky menyebutkan:
“Gus Mus adalah seorang ‘pengembala dengan suling’. Suling adalah karya-
karyanya yang bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, persamaan
hak dan kejujuran bagi semua. Gus Mus adalah orang yang mampu
menerobos sekat-sekat dan mampu mengendalikan atmosfirnya dengan baik.
dalam atmosfir komunitas santri dan NU, Gus Mus adalah seorang Kiai yang
terhormat. Di saat yang lain mampu melepas ‘jubah’ kekiaiannya, melepas
subyektifitasnya sebagai Kiai dan bergelut dengan dunia luar itu semua —

dengan para seniman, politisi, budayawan, akademisi dsb—dengan cara dan
gayanya sendiri.*

43 M. Sobary, “Taman Bunga”, 9.
44 Ibid., 11.

4> |bid., 15.

46 Anshari, et.al. Ngetan, 117.
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Apresiasi terhadap seni dan budaya yang digalakkan Mustofa Bisri juga
disampaikan Zawawi Imron, seorang budayawan senior asal Madura.
Menurutnya, ketika seni budaya kurang diperhatikan, Mustofa Bisri masih
menampilkan lukisan dan puisi. Saat situasi negeri ini sedang hiruk pikuk dengan
berita politik, Mustofa Bisri masih setia menulis puisi. Bahkan, ketika orang sibuk
dengan dukung mendukung untuk menduduki ketua partai dalam sebuah
muktamar, Mustofa Bisri malah sibuk mengadakan pameran lukisan. Meskipun
dia sangat dikehendaki khalayak untuk menjadi kandidat ketua partai tersebut, dia
tidak bersedia dicalonkan. Itu artinya, dalam pandangan Mustofa Bisri,
kebudayaan itu tidak kalah penting dari politik.

Pada saat orang asyik dalam gemparnya kiprah politik dengan suhu yang
panas, Mustofa Bisri justru menyuguhkan kesejukan dan keteduhan melalui karya
seni. Karena dalam keteduhan yang terdapat pada sebagian besar karya seni,
apabila diapresiasikan dengan baik, akan ditemukan oase tempat menghilangkan
kehausan jiwa sekaligus membasahi hati yang gersang, yang mungkin diakibatkan
oleh iklim politik yang kurang nyaman.#

Sastrawan yang merupakan penulis Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad
Tohari pada perhelatan milad ke-74 bertajuk “Mata Air Mustofa Bisri” di Beranda
Suara Merdeka pada Sabtu (11 Agustus 2018) malam, mengungkapkan
kekaguman tentang sosok Mustofa Bisri. Termasuk tentang karya-karyanya.

Setiap orang yang diajak bersalaman Mustofa Bisri itu merasa senang.

Kenapa bisa begitu? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Ini rabaan saya,"
Mustofa Bisri selalu mengucapkan nama Allah dalam puisi, tausiah, serta




138

karya-karyanya. Paling sering yang diucapkan adalah rukun, cinta kasih. Dulu

waktu kecil saat ngaji, salah seorang kiai yang mengajari saya mengatakan

siapa yang suka menyebut asma Allah di depan orang banyak, maka Allah
akan menyebut nama orang itu di depan orang banyak. Mustofa Bisri
melakukannya melalui ucapan, puisi, bahkan senyumannya, papar Ahmad

Tohari.*

Masih pada acara yang sama, setelah memberikan persembahan terbaik yaitu
QS An Nur ayat 35, Emha Ainun Najib atau Cak Nun juga memberikan
penilaiannya tentang sosok Mustofa Bisri. Menurutnya, Mustofa Bisri tidak perlu
ada 10, tetapi cukup satu. Mustofa Bisri lebih besar dari pandangan kasat mata.
”Ini hanya sebagian kecil dari Mustofa Bisri. Mustofa Bisri itu ada yang tampak,
ada yang tidak. Dan yang tidak tampak adalah Mustofa Bisri yang lebih besar dari
apa yang terlihat oleh kita. NU itu peci yang sesak di kepala Mustofa Bisri. Tidak
muat dipakainya. Lebih besar Mustofa Bisri daripada NU-nya. Lebih besar
Mustofa Bisri daripada Indonesia,” tuturnya.

Cak Nun menjelaskan lebih lanjut bahwa Mustofa Bisri bisa melakukan jauh
lebih baik dari yang sudah dilakukan. Sang kiai mengerti jauh lebih banyak
dibanding apa yang masyarakat pikir Mustofa Bisri mengerti. Mustofa Bisri bisa
melakukan jauh lebih besar, lebih banyak, lebih agung dibanding yang sudah
dilakukan. Di mana Tuhan menjadi tonggak di dalam hatinya. ”Mustofa Bisri
adalah jabatan tertinggi di dunia. Jangan sampai ada kejadian, Mustofa Bisri

melorot jabatannya menjadi wakil presiden. Tidak boleh menjabat apa pun.

Semua orang yang mencari jabatan adalah orang yang lebih kerdil dari

“Bnttps://www.suaramerdeka.com/news/baca/114191/memaknai-mata-air-gus-mus. Diakses
tanggal 27 Agustus 2018, atau lihat edisi cetak, Suara Merdeka, 12 agustus 2018, 1 dan 9.
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jabatannya. Mustofa Bisri tidak pernah menerima jabatan apa pun, karena tidak
ada jabatan apa pun yang cocok untuk Mustofa Bisri,” bebernya.*

Bahkan Ulil Absar Abdalla, putra menantu Mustofa Bisri sendiri tidak segan
menganggap Mustofa Bisri sebagai wali kutub selain KH. Maemun Zubaer.
Keduanya merupakan wali kutub yang menjadi soko guru yang dimiliki bangsa
Indonesia sekaligus memantau kondisi bangsa yang akhir-akhir ini sedang

mengalami “keedanan” (kentir masal). Ulil menuturkan:

Sebagai warga Jawa Tengah kita patut bangga memiliki dua wali kutub
yang menjadi soko guru bangsa Indonesia ini yang tanpanya dikhawatirkan
lahir kondisi tidak karu-karuan, soko guru itu tiada lain adalah Mustofa
Bisridan Mbah Maemun Zubaer. Di setiap negara akan ada wali kutubnya
yang tanpanya kondisi negara laksana seekor ayam yang kehilangan
induknya. Namun jumlah wali kutub itu tidak banyak dan setiap era belum
tentu ada. Di situlah kita harus bersyukur karena masih menyaksikan tokoh-
tokoh tersebut dan ini merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri.>°

Pada kesempatan lain, Ulil menambahkan bahwa Gus Mus adalah contoh
konkret dari Islam Nusantara karena dalam dirinya Islam Nusantara telah
mewujud dan menyosok. Gus Mus merupakan definisi hidup.*!

Namun dalam acara yang digelar Suara Merdeka Network dan dihadiri ribuan
hadirin tersebut, Mustofa Bisri tetap memilih merendah. Pengasuh Pondok
Pesantren Roudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang tersebut justru berkata
sebaliknya. la dengan rendah hati mengatakan, dirinya selalu berguru kepada

semua orang. Mustofa Bisri menuturkan:

49 https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/114424/doa-gus-mus-untuk-indonesia. Diakses
tanggal 27 Agustus 2018, atau lihat edisi cetak, Suara Merdeka, 13 agustus 2018, 1 dan 7.

50 Disampaikan pada Perhelatan Milad ke-74 Mustofa Bisri bertajuk “Mata Air Mustofa Bisri” di
Beranda Suara Merdeka pada 11 Agustus 2018.

51 Ulil Absar Abdalla, “Testimoni”, dalam M. Zidni Nafi’, Cinta Negeri .
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Saya tidak sebaik yang dikatakan kawan-kawan penyair, budayawan,
seniman, dan tidak sebaik yang Anda lihat. Saya lebih rendah dari semua
yang hadir di sini. Saya belajar dari kalian semua, saya belajar dari Cak Nun,
Sujiwo Tejo, Najwa Shihab, Sutardji Calzoum Bachri, Zawawi Imron,
Ahmad Tohari, Joko Pinurbo, dan semuanya. Saya tak sebaik Anda. Mungkin
Anda menyadari atau tidak, saya belajar dari kalian semua,” kata Mustofa
Bisri.>?

Pandangan lain tentang sosok Mustofa Bisri yang cukup unik adalah
testimoni Abdul Ghaffar Rozin, staf khusus Presiden Joko Widodo bidang
keagamaan dan ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama. Menurutnya,
membaca Mustofa Bisri sebagai seorang kiai dan budayawan merupakan hal
yang sudah lumrah dan lazim. Namun mempelajari sosok Mustofa Bisri sebagai
seorang manajer sebuah pesantren merupakan hal yang masih langka, karena
lazimnya seorang seniman yang hidupnya tidak mudah diatur apalagi mampu
mengatur orang lain secara teratur. Namun pandangan dan kesan ini sama sekali

tidak berlaku bagi Mustofa Bisri. Selengkapnya Abdul Ghaffar Rozin menulis:

Dari sekian banyak tulisan tentang Kiai Mus, saya rasa belum banyak yang
secara spesifik meneliti tentang bagaimana pemikiran Kiai Mus mengenai
pendidikan. Hal ini terutama karena sejauh ini beliau lebih sering muncul
sebagai seorang kiai yang juga seniman. Padahal seniman seringkali dalam
tanda kutip identik dengan sikap seenaknya sendiri dan cenderung tidak
menyukai keteraturan. Namun hal ini agaknya tidak berlaku untuk sosok
seperti Mustofa Bisri. Meski dikenal sebagai seniman, penelitian ini
mengungkapkan Kiai Mus memilih memimpin pesantren salafnya dengan visi
yang jelas dan diikuti sistem manajemen pendidikan yang terstruktur dan
terencana. Meneliti pemikiran Kiai Mustofa tentang pendidikan adalah sama
halnya dengan belajar kepada beliau mengenai bagaimana mengelola
pesantren dan mendidik para santri.>

52 1bid.

3 Abdul Ghaffar Rozin, “Belajar Mengajar Kepada Kiai Mustofa Bisri”, Kata Pengantar dalam
Ari Agung Pramono, Model Kepemimpinan Kiai Pesantren Ala Mustofa Bisri (Yogyakarta:
Pustaka IImu, 2017), X-XII.
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BAB IV
KONSTRUK SOSIOLOGIS PEMIKIRAN ETIKA POLITIK
A. MUSTOFA BISRI

A. Sosiologi Pemikiran A. Mustofa Bisri

Mengamati pemikiran A. Mustofa Bisri (selanjutnya disingkat Mustofa Bisri)
cukup menarik sekaligus menyulitkan. Dinilai menarik karena gagasan
pemikirannya sederhana namun sarat dengan pesan-pesan moral sekaligus
menjadi autokritik. Sementara dinilai menyulitkan karena gagasan yang
disampaikannya tidak linier dari satu isu ke isu lainnya. Pada sisi lain, meski
secara umum pemikiran Mustofa Bisri selaras dengan sikap dan kebijakan NU,
tetapi dalam konteks tertentu, pemikirannya tidak jarang dianggap keluar dari
paham mainstream organisasi tersebut.

Oleh karenanya, menggali aspek sosiologi yang mengitari dan turut
mempengaruhi gagasannya dipandang perlu. Pendekatan ini diperlukan karena
berangkat dari asumsi bahwa dalam menggagas dan membangun pemikirannya,
Mustofa Bisri tidak dalam “kevakuman sejarah”. Artinya gagasan yang dibangun
Mustofa Bisri tidak lepas dari “teks-teks idealitas” dan referensi-referensi utama
dalam pembahasan etika politik. Di samping itu, tidak dalam kevakuman sejarah
juga bermakna bahwa pada saat Mustofa Bisri membangun gagasannya telah ada
“konteks-konteks realitas” yang mendorong dan mempengaruhinya sebagai
kausalitas dan akumulasi produk pemikiran yang dihasilkannya. Di antara
konstruksi pemikiran yang paling berpengaruh di dalam membentuk gagasan etika

politiknya adalah determinasi politik kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU) dan
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konstruksi pemikiran politik kebangsaan keluarganya terutama sang ayah, Bisri
Mustofa.
1. Konstruksi Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU)

Sebagai seorang tokoh yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi NU, pemikiran
dan sikap Mustofa Bisri sering menjadi rujukan khalayak masyarakat, khususnya
warga nahdhiyin. Karena konsistensinya, pandangan dan sikap yang ditunjukkan
Mustofa Bisri, juga tidak jarang dianggap sebagai pengejawantahan dari nilai
dasar perjuangan dan pergerakan NU itu sendiri, termasuk di dalamnya gagasan
tentang etika politiknya. Terlebih dalam struktur kepengurusan NU, nama
Mustofa Bisri hampir selalu muncul dalam jajaran Rais Syuriah PBNU dan
menjadi anggota Dewan Penasihat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan
Bangsa (DPP PKB).

Sebagai tokoh yang lahir dan dibesarkan di NU pula, corak dan nalar
pemikirannya tidak dapat dilepaskan dari sentuhan tradisi yang mengitarinya
disertai rujukan-rujukan yang terbilang tradisional. Sangat beralasan jika sebagian
kalangan akan menilainya sebagai manusia agama (religious-man) dan manusia
budaya yang lebih dari sekadar manusia politik (political-man).* Sebuah predikat
yang lazim dilekatkan kepada para tokoh dan pemikir progrsif Islam, khususnya

NU karena penguasaannya terhadap khazanah klasik pada satu sisi dan responsif

1 Melihat ciri demikian, pemikiran Mustofa Bisri layak dimasukkan sebagai Kiri Islam karena
memiliki ciri-ciri ideologi intelektualisme seperti Islam klasik, penentangan terhadap peradaban
Barat dan analisis terhadap realitas dunia Islam. Di samping itu, tema-tema yang diusung dalam
tulisannya berkisar seputar revitalisme Islam klasik, penentangan terhadap kekerasan dan analisis
terhadap dunia Islam di Indonesia. Pengertian istilah Kiri Islam selanjutnya dapat disimak, Kazuo
Shimogaki, Kiri Islam, Antara Modernisme dan Posmodernisme, Telaah Kritis atas Pemikiran
Hassan Hanafi (Yogyakarta: LKiS, 1994).
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terhadap realitas dunia Islam yang tidak jarang turut mempengaruhi pandangan
politik kebangsaan NU pada sisi lain.

Dalam konteks politik kebangsaan yang menjadi bagian aksi politiknya,
pemikiran Mustofa Bisri merupakan estafet dari pemikiran politik kebangsaan
Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak jarang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pada
zamannya seperti Achmad Shiddiq, Ali Ma’shum, Abdurrahman Wahid, Sahal
Mahfudz dan Abdul Muchith Muzadi. Sementara dari unsur keluarganya, ada
nama ayah dan saudaranya yakni Bisri Mustofa dan Cholil Bisri yang juga kaya
dengan gagasan politik kebangsaan. Selain pengaruh tokoh-tokoh NU dan
keluarganya tersebut, nama Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, juga
turut mempengaruhi pemikiran Mustofa Bisri terutama dalam hal konsepsi
kebangsaan, sebagaimana diakuinya.?

Sikap Mustofa Bisri sebagai pengejawantahan khittah NU, didukung dengan
fakta keterlibatannya sebagai pelaku sejarah di dalam usaha mengembalikan NU
ke khittah 1926 pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Di antara tiga
komisi yang dibahas waktu itu, Mustofa Bisri masuk pada komisi khittah yang
membahas paradigma, gagasan dasar dan konsep hubungan Islam dan Pancasila.
Bersama lima tokoh lainnya yakni Abdurahman Wahid, Hasan dari Medan,
Zahrowi, Mukafi Makki dan Muhammad dari Surabaya, Mustofa Bisri terlibat di
sub komisi yang merumuskan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila yang
dipimpin Abdurrahman Wahid. Hasil dari rumusan tersebut untuk kemudian

dibacakan oleh Ahmad Shiddig dalam pidatonya yang berbunyi “Dengan

2A. Mustofa Bisri , Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.
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demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation,
teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara. Para
ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai
perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial”.?

Keputusan pada muktamar ke-27 di Situbondo yang menetapkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk sah dan final dari cita-cita
seluruh nation, merupakan puncak dari penyikapan NU terhadap isu-isu
kebangsaan sebelumnya seperti mengeluarkan Resolusi Jihad untuk membela
tanah air pada tahun 1945, menyematkan gelar waliy al-amri al-daruri bi al-
shaukah kepada Presiden Soekarno pada tahun 1954. Dengan keputusan
muktamar ke-27 di atas, NU berhasil meletakkan dasar-dasar sintesis hubungan
Islam dan negara, yang ditandai dengan penerimannya terhadap kebijakan asas
tunggal Pancasila.*

Karakter politik kebangsaan NU yang dicirikan dengan kesetiannya dalam
membela NKRI dan berasaskan Pancasila, tidak hanya berdasarkan pada ajaran
Islam ahl al-sunnah wa al-jama‘ah semata, namun lebih dari itu, karena
merupakan komitmen kebangsaan (mu ‘ahadah waraniyah/al-muslimian  bi
shuritihim) yang dibangun dalam bingkai kemajmukan sehingga turut melahirkan

karakter Islam yang khas berdimensi nusantara dan lebih mengedepankan aspek

3 Husein Muhammad, “10 Menit Memutuskan Pancasila sebagai Islami dan Final” dalam Gus Dur
dalam obrolan Mustofa Bisri (Jakarta Selatan: Noura Books, 2016). 49-53.

4Zainul Milal Bizawie, Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama — Santri (1830 —
1945) (Tangerang Selatan: Pustaka Kompas, 2016), 25., Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia:
Pendekatan Figh dalam Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 266-278., Ali Masykur
Musa, Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 47. Martin VVan Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa,
Pencarian Wacana Baru, Cet. Ke-V (Yogyakarta: LKiS, 2008), 103.
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esoteris hakikat ketimbang eksoteris syariat. Berbeda dengan pilihan sikap
organisasi Islam lainnya yang bercorak puritan dan mengkampanyekan
formAlissasi syariah, NU memiliki prinsip dan cara pandang berbeda. Tidak
mengherankan jika pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, ketika menghadapai
dualisme kepemimpinan antara kepemimpinan Soekarno dan Sekarmaji Marijan
Kartosuwirya (DI/TII), NU lebih memilih mendukung Soekarno sekaligus menilai
DI/TII sebagai pemberontak (bughat).®

Bagi NU, mengubah sikap politik dalam suasana seperti itu memang bukanlah
sesuatu yang dianggap sulit. Sebab dalam berpolitik, sebagaimana respon
terhadap persoalan-persoalan sosial lain, dengan pendekatannya yang khas, NU
berpegang pada prinsip-prinsip fighiyah yang dinamis dan fleksibel. Mengambil
istilah Ali Haidar dan Abdurrahman Wahid, NU memandang fikihisme sebagai
ideologi sosial dan politik secara tidak kaku dan oleh karenanya fikih menjadi
pedoman keabsahan termasuk di dalam memandang masalah kenegaraan.® Nalar
fikihisme NU ini lahir sejak dari subkultur paling awal yakni pendidikan
pesantren yang menganggap fikih sebagai disiplin ilmu terpenting karena
mengandung implikasi konkret untuk menjawab lintas permasalahan.” Oleh
karenanya, tuduhan sebagai pragmatis oportunistik yang dialamatkan kepada

pilihan politik NU sebenarnya tidak tepat karena perubahan-perubahan sikap yang

>Abdul Mun’im DZ, Fragmen Sejarah NU Menyambung Akar Budaya Nusantara ((Tangerang:
Pustaka Compass, 2016), 55.

6Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik
Radikal dan Akomodatif (Jakarta: LP3ES, 2004), 121., Haidar, NU., Abdurrahman Wahid, Prisma
Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000), 155-162., As’ad Said Ali, Pergolakan di Jantung
Tradisi: NU yang Saya Amati (Jakarta: LP3ES, 2008), 18-24, 32-47.

7 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Cet. Ke-11 (Yogyakarta: Gading
Publishing, 2015), 119-138.
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dilakukan NU lebih disandarkan pada fleksibilitas fikih dan bukan pada sikap

pragmatis yang membabi buta.

Di samping corak fikih minded, dalam dimensi pemikiran dan sikap politik,
NU juga sangat dipengaruhi oleh paham keislaman yang berhaluan Aswaja dan
sikap dasar kebangsaan. Jika dalam Aswaja yang berisikan doktrin sikap tasamuh
(toleransi), tawassuz (akomodatif), i‘%idal (moderat), dan melaksanakan amr
ma ‘rif nahy munkar, sementara sikap dasar kebangsaan NU dirumuskan melalui
keseimbangan antara wkhiwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim),
ukhitwah bashariyah (persaudaraan sesama manusia), dan ukhiiwah wataniyah
(persaudaraan sebangsa) yang dilaksanakan secara akomodatif atas dasar
komitmen bersama (al-muslimiina bishuritihim).®

Pemikiran politik NU, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan bernegara
yang didasarkan pada Aswaja juga dapat dijumpai dalam penjelasan Achmad
Shiddiqg (1926-1991) sebagai berikut:

1. Negara nasional (yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat) wajib
dipelihara dan diperahankan eksistensinya.

2. Penguasa negara (pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada kedudukan
yang terhormat dan ditaati, selama tidak menyeleweng, memerintah ke arah
yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah;

3. Kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara mengingatkannya lewat

tata cara yang sebaik-baiknya.®

& Ali, Pergolakan, 31., Musa, Nasionalisme, 39-42.
® Achmad Shiddig, Khittah Nahdliyah (Surabaya: Balai Buku, 1979), 43., Bruinessen, NU:
Tradisi, 117.
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Menurut Ali Masykur Musa, Perspektif NU tentang paham kebangsaan ini
digali dari pemikiran-pemikiran politik Sunni abad pertengahan terutama
pandangan-pandangan politik al-Ghazali dan al-Mawardi yang dianggap moderat
dalam politik dan lebih sesuai dengan watak orang Jawa yang mementingkan
keselarasan hubungan antar manusia. Tradisi Sunni bisa mengakui keabsahan
seorang raja bila pemerintahannya membawa ketertiban dan menjauhkan dari
kekacauan. Basis doktrinal dan antropologis ini melandasi seluruh penyikapan NU
terhadap isu-isu kebangsaan.’® Meski demikian, Fealy menilai bahwa opsi-opsi
politik NU tidak didasari oleh kepentingan negara, tetapi oleh kepentingan-
kepentingan oportunisme tersembunyi.!

Jika ditelisik lebih jauh, pemikiran yang melandasi pandangan konsepsi
negara ini sebetulnya dapat dilacak pada konsep negara menurut madzhab Syafi’i.
Dalam pandangan madzhab ini, negara dapat dipilah menjadi tiga jenis, yaitu
negara Islam (dar al-Islam), negara yang diperangi atau negara anti Islam (dar al-
Harb), dan negara damai (dar al-Sulk). Dengan mengacu pada pandangan
madzhab Syafi’i ini, kasus Indonesia, menurut takaran Achmad Shiddiq dapat
dikategorikan sebagai negara dalam jenisnya yang ketiga. Hal ini dapat dilihat,
misalnya pada sikapnya yang selalu kompromis untuk menerima bentuk negara
ini sebagai sesuatu yang dianggap final dengan pertimbangan kemaslahatan
bangsa. Menolak konflik dan cenderung adaptif adalah di antara sikap yang
dipilihnya dalam membangun masyarakat dan negara. Jadi, meskipun negara tidak

dibangun di atas hukum dan ketentuan-ketentuan Islam, selama masyarakatnya

10 Musa, Nasionalisme, viii.
11 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKiS, 1996), 94.
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masih melaksanakan ajaran Islam, maka membela negara seperti itu dipandang
wajib.12

Jauh sebelumnya, pandangan serupa di atas pernah mengemuka pada
Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936 yang memutuskan bahwa
NU tidak akan mendirikan negara Islam kecuali negara bangsa sebagaimana
diikrarkan dalam sumpah pemuda dan diskusi intensif sebelumnya antara HOS
Tjokroaminoto dengan Hashim Asy‘ari dan Wahab Hasbullah. Dalam Muktamar
tersebut, salah satu masalah yang diajukan kepada peserta Muktamar adalah
pertanyaan, wajibkan bagi umat Islam untuk mempertahankan kawasan Kerajaan
Hindia Belanda yang diperintah oleh orang-orang kafir (kolonial Belanda)?
Muktamar yang dihadiri ribuan ulama itu menjawab bahwa wajib hukumnya
secara agama karena adanya dua sebab. Pertama, karena umat Islam merdeka dan
bebas menjalankan ajaran Islam, dan kedua, karena kawasan tersebut sebelumnya
pernah dikuasai dan telah ada kerajaan Islam.*

Dengan demikian, negara Indonesia adalah dar al-Islam dengan pengertian
sebagai walayat al-Islam (daerah Islam) bukan dawlah Islamiyah (pemerintahan
Islam), karena mayoritas penduduk di nusantara ini beragama Islam dan dapat
melaksanakan syari’atnya secara bebas tanpa ada gangguan. Alasan selanjutnya
adalah karena orang-orang Islam pernah menguasai kawasan tersebut dengan
adanya kerajaan-kerajaan Islam sebelum direbut oleh kolonial Belanda.
Pandangan dan keputusan tersebut didasarkan pada kitab Bughyat al-Mustarshidim

pada bab Hudnah wa al- Imamah, yang berbunyi :

12 Muhtadi, Komunikasi, 132-133.
13 Bizawie, Masterpiece, 30-31.
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Setiap kawasan di mana orang muslim mampu menempatinya pada suatu
masa tertentu, maka kawasan itu menjadi “daerah Islam”(dar al-Isiam) yang
ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada
masa sesudahnya walaupun kekuasaan Islam direbut oleh penguasaan orang-
orang kafir (Belanda), sampai pada larangan (terhadap umat Islam) memasuki
kawasan tersebut dan bahkan mengusir mereka. Jika kondisinya seperti itu,
maka dinamakan “daerah perang”(dar al-harb) dan itupun hanya dalam
bentuk formalnya, bukan hukumnya.” Dengan demikian perlu diketahui
bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah

daerah Islam (dar al-Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum
dikuasai oleh orang kafir (kolonial Belanda).**

Dasar epistem yang disepakati sebagai hasil Muktamar NU inilah yang
kemudian dijadikan NU sebagai rujukan komitmennya untuk selalu setia membela
NKRI dengan prinsip kemaslahatan umat yang lebih besar. Konsekuensinya
watak organisasi NU dinilai sangat terbuka, mulai dari penilaian sebagai
organisasi adaptif, akomodatif dan pragmatis bahkan sampai pada penilaian

tradisionalisme radikal.*> Adaptif, karena NU dengan kerangka ahl al-sunnah wa

14 Abdurrahman ibn Muhammad Ba’lawi, Bughyatul Mustarshidin, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Timuyah, 2016), 315. Dasar epistem yang dihasilkan pada Muktamar NU ke -11 di Banjarmasin
pada tahun 1355 H atau 1936 M menjadi landasan epistem pada khalagah-khalagah berikutnya
seperti Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tahun 2004 di Banyuwangi dan Musyawarah Nasional
NU tahun 2012 di Cirebon.

15 Bagi kalangan yang berseberangan, sikap dan putusan NU di atas, terkesan tidak simpati
terhadap keinginan kelompok nasionalis karena menyatakan Hindia Belanda sebagai Dar al-Isiam
terkesan melegitimasi pemerintahan kolonial. Namun terdapat juga penilaian bahwa sikap di atas
meunjukkan bahwa NU telah mengemban gagasan nasioalis sejak awal. Terlebih didapati fakta
bahwa pada 1940-an, ketika para ulama terkemuka bertemu untuk memutuskan siapa presiden
yang akan dipilih kelak setelah Indonesia merdeka. Dari dua nama yang dimunculkan yakni Moh.
Hatta dan Soekarno, 10 berbanding 1, mereka mendukung Soekarno dan tidak Moh. Hatta yang
berlatar belakang santri. Dan yang menarik adalah, peristiwa tersebut terjadi sebulan setelah
Soekarno memuji Mustafa Kamal Attaturk, pemimpin sekuler Turki dan menuduh ulama
tradisionalis sebagai biang kemunduran Islam. Di sini, para ulama tersebut merespon kritik
Soekarno dengan tenggang rasa yang tinggi. Menurut Andree, penunjukkan Soekarno oleh sebab
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al- jama ‘ahnya selalu mendialogkan paham keislaman dengan konteks adat di
Indonesia, sehingga dapat menyiasati dinamika yang menuntut perubahan,
termasuk perubahan situasi politik nasional.

Namun demikian, organisasi ini dapat bertindak radikal terutama ketika
didapati perkembangan di luar dirinya mengancam eksistensinya sebagai
golongan tradisional dan dalam kapasitas lebih besar terlebih mengancam
keutuhan NKRI. Tidak salah jika kemudian Nakamura menjuluki organisasi ini
sebagai “tradisionalisme radikal”.’* Contoh kekinian adalah fenomena aktifnya
Gerakan Pemuda Ansor dan Banser sebagai organisasi badan otonom NU yang
protektif terhadap upaya-upaya makar meskipun dalam suasana kegiatan
“pengajian” dan setiap kegiatan yang nyata-nyata menyerang ideologi Pancasila,
bertindak dengan melakukan tabayun paksa kepada orang yang menyebarkan
hoax dan dianggap menghina ulama NU dan sebagainya.

Terbaru, pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU
pada 27 Februari-1 Maret 2019 di Banjar, Jawa Barat, gagasan politik kebangsaan
NU dinarasikan lebih konkret dalam bentuk revisi di dalam penyebutan istilah
kafir dengan non-muslim atau menganjurkan agar kata “kafir” tidak digunakan
untuk melabeli non-muslim dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara atau
dalam konteks muamalah wataniyah yang berarti semua warga negara Indonesia

memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata konstitusi. Untuk kemudian NU

memiliki karakter kepemimpinan lebih baik karena dari Jawa Timur yang lazimnya memiliki
komitmen kuat terhadap nasionalisme. Lihat Robert W. Hefner, “Pengantar” dalam Andree
Feillard, NU vis-a-vis Negara (Yogyakarta: Penerbit BasaBasi, 2017), xvi-xvii., Mitsuo
Nakamura, “Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979” dalam Greg Felay,
Greg Barton (ed), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama - Negara,
(Yogyakarta: LKiS, cet. 111, 2010), 95-120.

16 Ibid.
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memperkenalkan term muwatiniin yang diperuntukkan untuk semua warga negara
Indonesia tanpa kecuali.'’

Melihat geneologi pemikiran politik NU demikian, dapat dipahami bahwa
nalar politik kebangsaannya tidak saja dipengaruhi oleh tokoh-tokoh para pemikir
politik kenegaraan pada masanya seperti Wahab Hasbullah dan sebagainya,
namun pemikiran politik NU juga secara berkesinambungan turut mempengaruhi
tokoh-tokoh selanjutnya, termasuk dalam hal ini adalah pemikiran politik Mustofa
Bisri. Dengan istilah lain, dalam konteks politik kebangsaan, pemikiran Mustofa
Bisri merupakan estafet dari pemikiran politik kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU)
sebelumnya. Pemikiran politik Mustofa Bisri dalam struktur kesadarannya
dibangun oleh budaya politik yang diciptakan oleh para kiai di dalam tubuh NU.
Hal ini terlihat dari setiap pemikiran Mustofa Bisri khususnya pemikiran tentang
etika politik dengan mendialogkan beberapa pendekatan untuk menemukan
penafsiran yang relevan dengan kondisi bangsa Indonesia dengan menjadikan

kemaslahatan dan kemanusiaan sebagai titik ijtihad pemikirannya.

2. Konstruksi Pemikiran Politik Kebangsaan Bisri Mustofa
Ayah Mustofa Bisri, Bisri Mustofa (selanjutnya Kiai Bisri ) adalah seorang
tokoh Nahdlatul Ulama dan salah satu ulama Nusantara yang lahir di kampung
Sawahan Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915. Ayah Bisri
Mustofa sendiri merupakan seorang pedagang kaya bernama Haji Zainal Mustofa
(Djojo Mustopo) bin H Yahya (Podjojo) yang dikenal tekun dalam beragama dan

sangat mencintai Kiai, sementara Ibunya bernama Hajjah Chodijah binti E.

7Kompas (5 Maret 2019), 2.


https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama
https://id.wikipedia.org/wiki/Rembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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Zajjadi bin E. Sjamsuddin merupakan wanita berdarah Makassar.’* Nama asli
Bisri Mustofa pada mulanya adalah Mashadi yang diganti setelah menunaikan
ibadah haji.*

Kiai Bisri kecil menempuh pendidikan di Sekolah Ongko Loro (Sekolah
Rakyat atau Sekolah Dasar untuk Bumi Putera) hingga selesai dan mengaji di
pesantren Kasingan, Rembang di bawah bimbingan Kiai Kholil. Di samping
mengaji tabarrukan kepada Kiai Dimyati Tremas, Pacitan, Jawa Timur, Kiai Bisri
juga mengaji kepada Kiai Ma'shum Lasem, yang menjadi ulama besar di kawasan
pesisir utara Jawa. Kiai Ma'shum merupakan sahabat Kiai Hasyim Asy'arie yang
terlibat dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, sanad keilmuan Kiai
Bisri jelas tersambung dengan ulama-ulama di Jawa, yang menjadi jaringan
ulama Nusantara. Kiai Bisri juga mengaji kepada Kiai Kholil Haroen dan
beberapa ulama lain.?® Sementara pada tahun 1936, setelah menunaikan Haji Di
Makkah, Kiai Bisri juga berguru belajar dengan beberapa guru seperti Syaikh
Bakir, Syaikh Umar Chamdan Al Maghrabi, Syaikh Maliki, Sayyid Amin, Syaikh
Hasan Masysyath, Sayyid Alawie dan Syaikh Abdul Muhaimin.*

Di antara pokok pemikirannya terkait kebangsaan adalah tulisannya tentang
anjurannya untuk mencintai pahlawan. Tulisannya diabadikannya dalam bentuk
syi’iran Jawa “Ngudi Susilo” dengan menggunakan tulisan pegon, yaitu:

Ngagem blangkon serban sarung dadi gujeng

18 M. Rikza Chamami, “KH Bisri Mustofa tentang Mencintai Pahlawan”, NU Onlione. Diakses
tanggal 22 Agustus 2018.

19 Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa (Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2011), 8.

20 Munawir Aziz, “KH Bisri Musthofa: Singa Podium Pejuang Kemerdekaan”, NU Online.
Diakses tanggal 22 Agustus 2018.

21 M. Rikza Chamami, Ibid.
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Jare ora kebangsaan ingkang majeng.
Sawang iku Pangeran Diponegoro

Imam Bonjol Tengku Umar kang kuncoro
Kabeh podo belo bongso lan negoro

Podo ngagem destar pantes yen perwiro
Gujeng serban sasat gujeng Imam Bonjol
Sak kancane he anakku aja tolol

Timbang gundul apa ora luweh bagus
Ngagem tutup sirah koyo Raden Bagus

Memakai blangkon, surban dan sarung jadi pembicaraan

Dianggap tidak memiliki jiwa kebangsaan yang maju.

Lihatlah Pangeran Diponegoro

Imam Bonjol dan Tengku Umar yang sudah terkenal

Semuanya dari mereka nyata-nyata membela bangsa dan negara

Dengan menggunakan pakaian kebesaran, nampak seperti Perwira.

Memakai surban sebagaimana Imam Bonjol

Dan janganlah menjadi orang bodoh.

Daripada tidak memakai penutup kepala, nampak kurang bagus

Maka pakailah penutup kepala agar seperti Raden Bagus (priyayi)

Dari pemaknaan syi’ir Jawa ini dapat diambil pemahaman bahwa mencintai
para pahlawan itu terdapat empat pola yang harus dilakukan yakni mengikuti jejak
cinta bangsa dan negara, memakai pakaian yang bagus dan berwibawa, berilmu
pengetahuan dan tidak sombong. Empat makna cinta terhadap perjuangan para
pahlawan bangsa ini menjadi sangat penting bagi generasi sekarang.??

Dalam persoalan politik, Kiai Bisri berpandangan bahwa syariat Islam dapat
terlakasana di Indonesia, namun tanpa harus menggunakan formalisme agama
dalam bentuk negara Islam (Dar al-Isiam). Kiai Bisri mendukung konsep
Pancasila sebagai wawasan Nusantara, serta pilar NKRI. Dia mendorong

komunikasi antara ulama dan zu'ama, yang bertujuan untuk mencetak kader-kader

handal di Nahdlatul Ulama. Pada konteks ini, Kiai Bisri berpandangan bahwa

21pid.
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perjuangan bisa dilakukan dengan dua cara yakni jalur politik dan jalur
dakwah/pendidikan.?

Salah satu Kkarir politiknya, Kiai Bisri pernah menjadi anggota konstituante.
Perjuangannya dapat dilacak ketika ia berkecimpung di parlemen maupun di luar
struktur negara. Kiai Bisri juga dikenal sebagai sosok yang mendukung ide
Soekarno, yakni konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Kiai Bisri
memberi catatan, bahwa ketika pihak yang berbeda ideologi, harus bersaing
secara sehat dalam koridor keindonesiaan, dengan tetap mempertahankan NKRI.
Akan tetapi, Kial Bisri juga menjadi pengkritik paling tajam ketika Nasakom
menjadi prahara politik. Diplomasi politik Kiai Bisri tidak hanya di ranah lokal,
namun juga berpengaruh pada kebijakan politik nasional. Kiai Bisri merupakan
sosok moderat dalam melihat realitas politik sebagaimana ia tidak memisahkan
politik dan agama, sehingga dalam menghadapi lawan-lawan politiknya, ia tetap
menggunakan etika dan fikih sebagai referensi bersikap. Karena itu, tidak pernah
dijumpai konflik antara Kiai Bisri dengan lawan-lawan politiknya.

Kiai Bisri termasuk penulis (muallif) yang produktif. Karya-karyanya
melimpah, dengan warna yang beragam. Sebagian besar, karyanya ditulis untuk
memberi pemahaman kepada masyarakat awam. Karya-karya Kiai Bisri meliputi
berbagai macam ilmu tauhid, fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, ilmu-ilmu
kebahasaan Arab (nahwu, sharaf dan ilmu alat lainnya), Hadis, akhlak, dan lain
sebagainya. Salah satu karya fenomenal adalah Tafsir al-7briz, yang ditulis dalam

Jawa Pegon.

23 Akhmad Zainul Huda, Mutiara dari Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa
(Yogyakarta: LKIS. 2005), 108.
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Kiai Bisri wafat pada usia 63 tahun, pada 16 Februari 1977. Ketika itu, warga
Indonesia sedang menyongsong pemilu 1977 pada masa Orde Baru. Saat ini,
sosok Kiai yang setara dengan Kiai Bisri telah jarang ditemui. Kiai Bisri
merupakan sosok yang lengkap: Kiai, Budayawan, Muballigh, Politisi, Orator,
dan Muallif (penulis). Sosok Kiai yang memiliki kecerdasan lengkap menjadi
referensi bagi santri dan khalayak masyarakat. Tak heran, Sahal Mahfudz
menyebut Kiai Bisri sebagai sosok yang memukau pada zamannya (faridu ‘asrihi)
karena daya tarik keimuan dan daya simpatiknya.?*

Kiai Bisri juga dikenal sebagai orator ulung yang kemudian diikuti dua
putranya. Cholil Bisri mewarisi bakat dan jejak ayahnya dalam bidang politik,
dengan menjadi Wakil Ketua MPR. Sementara adiknya, Mustofa Bisri, mewarisi
kepiawaian ayahnya di dalam menulis dan bersastra. Namun demikian, keduanya
juga sama-sama ‘alim (Jawa: mumpuni) di dalam persoalan agama sebagaimana
trah ayah dan kakeknya. Pemikiran dan kepribadian Kiai Bisri pada tahap
berikutnya sangat mempengaruhi perkembangan intelektual anak-anaknya.
Gagasannya tentang politik kebangsaan misalnya tidak hanya diteruskan oleh
Mustofa Bisri, pribadi lain yang turut dipengaruhi adalah Cholil Bisri yang
merupakan saudara kandung Mustofa Bisri. Dalam diri Cholil Bisri terdapat sosok
seorang yang bukan hanya ulama, tetapi juga penulis, politisi, dan sekaligus
seorang sufi. Kepribadian Cholil Bisri demikian, tidak lepas dari pengaruh
ayahnya termasuk pandangan etika politiknya yang tidak berbeda dengan gagasan

politik kebangsaannya.

24 Huda, Mutiara, 118.
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Sebagai seorang politisi, Cholil Bisri juga menjadi sosok penting di dalam
menggagas dan membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai
wadah aspirasi politik warga NU. Bermula pada 6 Juni 1998, ia mengundang 20
kiai untuk membicarakan hal tersebut, dan tidak kurang 200 orang kiai datang.
Dari pertemuan di rumahnya inilah gagasan tersebut mengkristal sampai proses
pendirian PKB oleh Tim Kerja PBNU. Ketika PKB dideklarasikan pada 23 Juni
1998, Cholil Bisri masih menjadi salah satu tokoh penting. la menjadi Wakil
Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan mengantarkannya menjadi anggota DPR dari
PKB, bahkan sampai menjadi Wakil Ketua MPR.?

Sementara dalam konteks pemikiran politik kebangsaan sebagai bagian dari
pemikiran etika politiknya dibuktikan dari karyanya dalam bidang politik yang
berjudul Al-Durr Al-Rumbani, sebuah Kitab figh siyasah atau buku yang
membahas politik dalam Islam yang memuat persoalan ideologi dan sistem politik
kenegaraan khususnya Indonesia dan termasuk di dalamnya banyak disinggung
persoalan etika politik, seperti politik kemaslahatan, politik egalitarian dan etika
partai politik.?®

Nilai lebih dari kitab ini terletak pada usaha Cholil Bisri yang tidak hanya
menitikberatkan persoalan politik Islam pada isu-isu Kklasik, tetapi
mengkontekstuAlissasikan dengan lokus kebangsaan dan keindonesiaan.
Sebagaimana ditulis Cholil Bisri sendiri bahwa kemerdekaan Indonesia yang

diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhamad hatta bukanlah sebuah hadiah atau

Bhttp://www.nu.or.id/post/read/40566/mengenal-almarhum-kh-cholil-Bisri . Diakses tanggal
Selasa, 21 Agustus 2018.

26 Muhammad Cholil Bisri, Al-Durr al-Rumbani (Jawa Tengah: MKW dan DKW PPP, 1994), 9,
11-14, 40-45.
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proses cuma-cuma namun kemerdekaan yang diperoleh dengan tetesan darah dan
segala upaya yang telah dilakukan bangsa ini.?’

Oleh karenanya, pasca kemerdekaan ini, rakyat Indonesia memiliki hak dan
kewajiban yang sama untuk menghirup udara kebebasan di dalam negara
demokrasi ini. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai Undang-
Undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan kebebasan berserikat yang
dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan pembukaannya
yakni Pancasila. Sebagai dasar bernegara, baik Pancasila maupun Undang-
Undang Dasar tersebut berfungsi sebagai referensi di dalam merumuskan
peraturan dan kebijakan yang maslahat. Dalam konteks kebangsaan, salah satu
kebijakan yang maslahat adalah pemenuhan hak-hak warga negara secara elok,
dan di sinilah esensi politik kenegaraan dan politik kerakyatan yang kebijakannya
selalu berorientasi pada kemaslahatan,?®

Gagasan lainnya adalah keharusan membangun kultur atau budaya politik
sebagai usaha membangun kultur politik egaliter. Dalam sistem demokrasi, jika
dalam struktur politik dibutuhkan instrumen seperti kehadiran partai politik, maka
dalam membangun kultur politik dibutuhkan gerakan civil society dengan
mendirikan misalnya NGO (Non Goverment Organization) dan sebagainya yang
berfungsi setidaknya sebagai gerakan kemanusiaan.*

Deskripsi di atas merupakan potret dan pesan yang ingin disampaikan Cholil

Bisri dalam kitab Al-Durr Al-Rumbani tersebut. Di dalam menguraikan

7 1bid., 2.
28 |bid., 2-3.
29 |bid., 46.
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gagasannya, Cholil Bisri menulis setidaknya 12 pasal yang koheren satu pasal
dengan pasal lainnya, meliputi: 1. Pendahuluan, 2. Hakikat Politik, 3. Hubungan
Politik dan Syariat, 4. Antara Politik dan Jihad, 5. Politik dan Demokrasi, 6.
Mushawarah, 7. Partai Politik, 8. Hukum Kemasyarakatan, 9. Etika Politik, 10.
Pembatasan Kedudukan Politik, 11. Hak dan Sistem Perwakilan, 12. Penutup.
Sebagai kitab figh siyasah yang mengurai persoalan politik dalam landscap
Islam, pembahasan dalam pasal-pasal tersebut lebih bernuansa Fikih Sunni. Satu
contoh misalnya keharusan rakyat untuk taat dan tunduk kepada pemerintah,
merupakan doktrin Sunni yang lazim dibahas dalam literatur klasik politik Islam
Sunni seperti Al-Ahkam al-Sultaniyah karya Al-Mawardi dan Al-Iqtisad fi al-
| 'tigad dan beberapa karya Al-Ghazali lainnya. Dengan melihat linieritas
pandangan politik Cholil Bisri dalam kitab tersebut, peneliti meyakini bahwa
gagasan tersebut turut mempengaruhi pandangan politik Mustofa Bisri khususnya
terkait dengan pemikiran etika politiknya baik yang diwujudkan dalam bentuk

politik kebangsaan maupun politik kerakyatannya.

B. Konstruksi Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri

Sebagai ulama sekaligus budayawan, Mustofa Bisri memiliki perspektif anti
mainstream di dalam melihat realitas sosial politik dengan mengutamakan cinta,
kebenaran dan kemanusiaan sebagaimana perspektif ini menjadi karakter seni dan
budaya. Dengan perspektif anti mainstream ini, Mustofa Bisri tidak hanya dikenal
khalayak sebagai ulama mumpuni dan budayawan produktif, tapi juga pribadi
atau kampiun yang aktif mengkritik kebijakan apapun yang berseberangan dengan

nilai kemanusiaan dengan tetap teduh, santun dan tanpa kebencian. Perspektif anti
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mainstream ini pula menjadi asal usul dari visi literasi di hampir semua
tulisannya, terlebih puisi-puisi yang dibuatnya. Visi literasi ini bahkan diakui
sendiri oleh Mustofa Bisri dalam puisi berjudul “Aku Tak Akan Memperindah
Kata-Kata” dan “Kepada Penyair”. Di dalam puisi berjudul “Aku Tak Akan
Memperindah Kata-Kata”, Mustofa Bisri mengungkapkan:

Aku tak akan memperindah kata-kata
Karena aku hanya ingin menyatakan
Cinta dan kebenaran

Adakah yang lebih indah dari

Cinta dan kebenaran maka
memerlukan kata-kata indah?19973°

Sementara di dalam puisi berjudul “Kepada Penyair”, Mustofa Bisri semakin
menegaskan visi literasinya dengan menulis :

Brentilah menyanyi sendu tak menentu
Tentang gunung-gunung dan batu
Mega-mega dan awan kelabu

Tentang bulan yang gagu

Dan wanita yang bernafsu

Brentilah bersembunyi

Dalam simbol-simbol banci

Brentilah menganyam-anyam maya
Mengindah-indahkan cinta
Membesar-besarkan rindu

Brentilah menyia-nyiakan daya
Memburu orgasme dengan tangan kelu
Brentilah menjelajah lembah-lembah
Dengan angan-angan tanpa arah
Tengoklah kanan kirimu

Lihatlah kelemahan di mana-mana
Membuat lelap dan kalap siapa saja
Lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela
Membabat segalanya

Lihatlah segalanya semena-mena
Mengkroyok dan membiarkan nurani tak berdaya
Bangunlah

30 Mustofa Bisri, “Aku Tak Akan Memperindah Kata-Kata” dalam Gandrung: Sajak-Sajak Cinta
Cet. Ke-I1l1 (Rembang: AirMata Publishing, 2017), 28.
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Asahlah huruf-hurufmu

Celupkan baris-baris sajakmu

Dalam cahya dzikir dan doa

Lalu tembakkan kebenaran

Dan biarlah Maha Benar

Yang mengajar kepongahan gelap

Dengan mahacahyaNya3!

Puisi, bagi Mustofa Bisri merupakan salah satu media untuk menyampaikan
kegusaran, kegelisahan, aspirasi, dan gugatan kepada nilai-nilai yang mengingkari
kemanusiaan—termasuk yang dilakukan penguasa. Di tangan Mustofa Bisri,
sajak-sajak itu dikemas dan siap ditembakkan kepada siapapun yang mengingkari
nilai-nilai kemanusiaan. Ada penilaian, di dalam banyak tulisannya, tersurat sikap
skeptis, kegemasan bahkan rasa gundah dan muak melihat kecenderungan sosial
politik yang berkembang dari masa ke masa. Dan dari sebagian besar tulisannya
seolah menjadi representasi dari suara nurani masyarakat yang bungkam, takut,
pesimis karena tidak tahu bagaimana bersikap. Sikap Mustofa Bisri yang
diistilahkan Mohamad Sobary sebagai taman bunga perenungan ini terasa
menyegarkan dan membangun kesadaran baru namun yang jelas langkah-langkah
Mustofa Bisri turut mendobrak kebuntuan dalam tata sosial, politik dan
kebudayaan sekarang.*?> Karena kepiawaiannya dalam melakukan perlawanan,
cukup beralasan jika Abdul Munir Mulkhan menggambarkan Mustofa Bisri

sebagai sosok yang visioner dan mampu meracik kepiawaian seorang sarjana

agama dengan intuisi seorang penyair.33

3https://www.youtube.com/watch?v=mpAMOY WrboM. Diakses tanggal 23 Mei 2019.

32 Mohamad Sobary, “Taman Bunga”, 17.

3Labibah Zain dan Lathifuil Khulug (ed.), Mustofa Bisri Satu Rumah Seribu Pintu, Cet. Il
(Yogyakarta: LKiS, 2009), 243.


https://www.youtube.com/watch?v=mpAMOYWrboM
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Pada ranah politik, visi literasi tersebut selalu menjiwai di setiap sajaknya.
Terlebih realitas politik belakangan mengalami gegar peradaban dan berhenti
sebagai cara memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Maka,
refleksi gagasan Mustofa Bisri semakin menemukan momentumya bahwa di atas
politik ada spirit kemanusiaan. Pesan visi literasi ini kemudian mengkristal
menjadi tema pokok pemikiran etika politik Mustofa Bisri yang dicerminkan dari
gagasannya mengenai etika politik yang direalisasikan dalam bentuk politik
kebangsaan dan politik kerakyatan.

Baik politik kebangsaan maupun politik kerakyatan merupakan nafas
perjuangan Mustofa Bisri yang lazim disebut sebagai siyasah ‘aliyah al-samihah
atau politik tingkat tinggi (high politics) yang berorientasi pada kemaslahatan dan
bukan politik yang mementingkan ego diri maupun kelompoknya yang disebut
Mustofa Bisri sebagai politik tingkat rendah (low politics) atau siyasah safilah.
Politik kebangsaan dapat dipahami sebagai langkah proaktif dan konsisten di
dalam mempertahankan NKRI sebagai wujud final yang diekspresikan Mustofa
Bisri dengan gagasan revitalisasi Pancasila dan kritiknya terhadap gerakan
ideologisasi Islam. Sementara pada saat bersamaan, politik kerakyatan dalam
pandangan Mustofa Bisri diwujudkan melalui upaya penyadaran dan pendidikan
tentang hak-hak dan kewajiban rakyat disertai advokasi kepada kalangan lemah
(mustad ‘afin) dari perlakuan semena-mena dari pihak manapun, khususnya
penguasa.

1. Politik Kebangsaan

a. Gagasan Revitalisasi Pancasila
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Realitas mengajarkan kepada khalayak betapa tidak mudah menjaga keutuhan
negara dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah
memperlihatkan dengan telanjang mata, ada negara yang di masa lalu menjadi
pusat peradaban dunia, tetapi hari-hari ini dipenuhi dengan konflik kekerasan
vertikal dan horizontal yang tidak berkesudahan. Patut disyukuri bahwa dengan
karunia Tuhan berupa daya tahan, rasa kebersamaan di dalam menjaga bangsa ini
sampai derajat tertentu tidak lepas dari peran Pancasila yang menjadi dasar dan
pemersatu bangsa.>* Pancasila mutlak dijadikan ideologi yang benar-benar hidup
di samping penguatan demokrasi permusyawaratan.

Sebagai bangsa Indonesia, setiap warganya terikat oleh bangunan sistem
kenegaraan dan kebangsaan yang digali dari akar budaya dan sosial yang dimiliki
bangsa Indonesia sejak berabad-abad silam. Tentunya fondasi kenegaraan dan
kebangsaan tersebut dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang terlahir karena
adanya rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan. Tekad bersatu inilah
yang kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan
berdaulat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni Republik Indonesia yang
berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diimplemetasikan melalui landasan falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara
sebagai landasan idiil, yakni Pancasila dan Landasan konstitusional yaitu UUD
1945.

Ideologi yang bersumber dari nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya

bangsa ini mampu mengikat para pendiri bangsa dalam kontrak sosial dan

34 Abd A’la, “Meneguhkan Keindonesiaan”, Kompas (22 Oktober 2018), 6. Atau bisa dilacak pada
https://kompas.id/baca/opini/2018/10/22/meneguhkan-keindonesiaan/. Diakses tanggal 23 oktober
2018.
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komitmen bersama (mu ‘ahadah wataniyah) tanpa harus melepaskan perbedaan
yang ada. Perbedaan agama, etnis, budaya dan sebagainya justru menjadi wahana
untuk memperkaya keindonesiaan. Meminjam istilah sejarawan Onghokham
sebagaimana dikutip Damhuri Muhammad, Indonesia sebuah konstruksi
kenyataan yang memungkinkan persamaan di antara warga negara dan
membebaskan orang dari ikatan primordial dari Sabang sampai Merauke.
Indonesia adalah pencapaian paling ajaib sebuah negara-bangsa, dengan wilayah
geografis sebanding dengan perjalanan dari London menuju Istanbul, dari ujung
barat sampai timur.*

Namun demikian, kondisi politik yang berkembang dewasa ini dihadapkan
pada fakta dilematis. Satu sisi, sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang didirikan dengan semangat demokrasi religius di bawah filosofi
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berpotensi menjadi negara ideal
sehingga akan tercipta good governance dan clean goverment tetapi pada saat
bersamaan, didapati fakta yang justeru bertolak belakang. Nilai-nilai moral agama
yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 seolah hanya berhenti pada
performa atau lips service dan tidak berpengaruh baik pada bangunan struktur
politik maupun kultur politik Indonesia kontemporer.

Fakta demikian diperkuat hasil survey Laboratorium Pengukuran Ketahanan
Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Rl yang menunjukkan
indeks ketahanan Indonesia pada 2016 berada dalam posisi kurang tangguh. Dari

delapan gatra yang diukur, tiga gatra menunjukkan tren penurunan, yaitu sumber

35 Damhuri Muhammad, “Mencari Indonesia”, Kompas (14 agustus 2018), 7. Atau dapat dilihat
pada https://kompas.id/baca/opini/2018/08/14/mencari-indonesia-2/. Diakses tanggal 23 oktober
2018.
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kekayaan alam, ideologi, serta sosial dan budaya.* Kondisi inilah yang menjadi
salah satu faktor kegelisahan Mustofa Bisri yang diungkap dalam banyak puisi
dan beberapa esainya. Dalam konteks kebangsaan, sajak-sajak puisi dan esai-esai
yang ditulisnya merupakan kritik sejak terhadap otoriterisme rezim Orde Baru
hingga merebaknya politik identitas dan populisme Islam dewasa ini.

Menurut Mustofa Bisri, salah satu problem kebangsaan khususnya pada masa
rezim Orde Baru yang kian hari semakin jauh dari perspektif kebenaran dan
kemanusiaan adalah karena nihilnya nilai-nilai Pancasila dalam tataran praktis.
Pancasila pada masa itu tidak lebih dari sekadar simbol dan “Jimat Sakti”
penguasa. Sekali tempo di zaman Orde Baru, Mustofa Bisri juga secara terang-
terangan mengkritik pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ala Soeharto. Bagi Mustofa
Bisri, Pancasila yang berhenti pada tataran slogan tanpa pengamalan dan
kehadiran nyata bagi kehidupan setiap warga negara, sama belaka dengan pepesan
kosong. Dalam puisi bertajuk "Mantraku, Mantra Sakti”, Mustofa Bisri
mengungkapkan:

Mantraku tak sembarang mantra

Aji-ajiku sakti tak terkira

Tak jin tak peri boleh dicoba sendiri

Dor!

Hidup Ketuhahan yang Maha Esa

Dor! Dor!

Hidup Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dor!Dor! Dor!

Hidup Persatuan Indonesia

Dor! Dor! Dor! Dor!

Hidup Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan
Dor! Dor! Dor! Dor! Dor!

3https://nasional.tempo.co/read/822528/indeks-ketahanan-nasional-indonesia-kurang-
tangguh/full&view=ok. Diakses tanggal 11 september 2018.
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Hidup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dor! Dor! Dor!

Hidup Pancasila

Dor! Dor!*’.

Bagi seorang Mustofa Bisri, Pancasila merupakan rumusan pedoman dasar
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bagi seorang muslim akan lebih
mudah dipahami, dihayati dan diamalkan. Hubungan antara Islam dan Pancasila
tidak boleh dipertentangkan. Bahkan menurut keyakinan Mustofa Bisri, seorang
muslim yang baik pastilah seorang Pancasilais yang baik. Ajaran toleransi yang
dikehendaki Pancasila misalnya tidak berbeda dengan toleransi yang diajarkan
Islam. Toleransi yang memang dihajatkan oleh fitrah pergaulan manusia sebagai
makhluk sosial. Toleransi yang menghargai orang lain tanpa merendahkan diri
sendiri. Menghormati keyakinan dan pendirian orang lain tanpa mengurangi
keyakinan dan pendirian sendiri.®® Pemahaman terhadap makna toleransi
diilustrasikan Mustofa Bisri sebagai berikut:

Saya suka tempe Anda suka sate. Silahkan Anda memakan sate anda, saya
tidak akan mengejek kesukaan Anda, apalagi mengganggu kenikmatan Anda
terhadap sate. Tapi biarkan juga saya makan tempe kesukaan saya. Jangan
Anda ejek dan usik. Anda jangan memaksa saya makan sate. Saya pun tidak
akan memaksa Anda makan tempe. Makan sate dan makan tempe sama-sama
diperbolehkan negara kok.

Demikianlah semestinya pemeluk agama-agama—dan juga golongan-
golongan—yang berbeda yang diakui oleh negara, hendaknya saling menjaga.
Saling tenggang, teposeliro. Masing-masing hendaknya berusaha
menghindari hal-hal yang bisa diartikan menyakiti, menyinggung perasaan,
kecemburuan atau mengganggu pemeluk-pemeluk agama—juga warga
golongan-golongan—yang lain. Dengan demikian kehidupan kita sebagai
bangsa bisa berjalan enak, pembangunan yang kita ayahi bisa disengkuyung
bersama dengan baik. negara ini milik kita bersama ‘kan?%

$https:/ftirto.id/gus-mus-kiai-yang-penyair-ulama-yang-pemikir-cLix. Diakses tanggal 22 oktober
2018.

3Mustofa Bisri , Fikih Keseharian Mustofa Bisri, Cet. Ke-V (Surabaya: Khalista bekerjasama
dengan Komunitas Mata Air , 2013), 412-413.

%9 1bid., 413.
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Namun demikian, kehadiran Pancasila disebut Mustofa Bisri tidak lebih dari
semacam “jimat sakti” atau sekadar “suwuk” yang hanya menempel dibibir dan
tidak dialirkan ke dalam setiap pikir dan perilaku sehari-hari. Harus diakui pula
bahwa masih banyak di antara masyarakat Indonesia—termasuk para
pemimpinnya—yang justru fanatik Pancasila dalam pengertiannya yang
cingkrang. Fanatisme yang hanya mengandalkan cinta buta, tanpa memahami
apalagi menghayati dan mengamalkannya.*Padahal, menurut Mustofa Bisri, jika
Pancasila diterapkan secara benar, mulai dari sila pertama sampai sila ke lima,
kondisi bangsa akan berjalan baik dan damai. Terlebih jika menyebut sila
pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, karena pada sila ini dijelaskan bahwa semua
bermuara pada sang pencipta.*

Gubahan sajak pada puisi "Mantraku, Mantra Sakti" di atas merupakan salah
satu kritik tajam Mustofa Bisri terhadap pemerintahan otoriter rezim Orde Baru
yang lebih sering mengusung simbolisme Pancasila. Alih-alih menjadikan
Pancasila sebagai falsafah negara yang sarat dengan kemanusiaan dan keadilan
justru fungsinya menjadi tidak lebih dari sebatas mantra yang digunakan sebagai
alat represif untuk menyeragamkan keberagaman. Mustofa Bisri menuntut nilai-
nilai Pancasila agar diimplementasikan semestinya dan tidak terdistorsi
kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat sebagaimana tersurat pada puisi
berjudul “Kembalikan Makna Pancasila”.

Selama ini di depan kami
Terus kalian singkat-singkat pancasila

40 1bid. 412.
#https://merahputih.com/post/read/begini-pandangan-gus-mus-tentang-pancasila-bagi-penguasa.
Diakses tanggal 6 Februari 2019.
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Karena kalian takut ketauan

Sila-sila yang kalian maksud

Sila-sila yang kalian anut

Tidak sebagaimana yang kalian tatarkan
Kepentingan-kepentingan sempit sesaat
Telah terlalu jauh menyeret kalian

Maka pancasila kalian pun selama ini adalah :
Kesetanan yang maha perkasa

Kebinatangan yang degil dan biadab
Perseteruan indonesia

Kekuasaan  yang dipimpin  oleh  nikmat kepentingan  dalam
kekerabatan/perkawanan

Kelaliman sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Dan sorga kamipun menjadi neraka

Di depan dunia

Ibu pertiwi menangis memilukan
Merahputihnya di cabik-cabik

Anak-anaknya sendiri bagai serigala
Menjarah dan memperkosanya

O, gusti kebiadaban apa ini ?

O, azab apa ini ?

Gusti,

Sampai memohon ampun kepada mu pun
Kami tak berani lagi*?

Selain dua gubahan puisi di atas, pada puisi lainnya, Mustofa Bisri juga tidak
sungkan untuk menggubah narasi-narasi kebangsaan seperti lagu atau nyanyian
sebagai autokritik sekaligus sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa

Indonesia yang tidak kunjung menemukan identitasnya.** Selebihnya, masih

42https://indonesiamoderat.wordpress.com/2013/10/09/kembalikan-makna-pancasila-gus-mus/.
Diakses tanggal 2 November 2018.
43 Salah satu bagian dari jenis gubahan ini adalah puisi berjudul ”Aku Masih Sangat Hafal
Nyanyian [tu”, Mustofa Bisri mengutarakan:

Indonesia tanah air beta

Pusaka abadi nan jaya

Indonesia sejak dulu kala

Tetap dipuja-puja bangsa

Di sana tempat lahir beta

Dibuai dibesarkan bunda

Tempat berlindung dihari tua

Sampai akhir menutup mata”.

Aku merindukan rasa haru dan iba

Di tengah kobaran kebencian dan dendam serta maraknya rasa tega

Hingga Kini
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banyak puisi-puisi yang ditulis Mustofa Bisri yang menggambarkan wajah
Indonesia sebagai negara yang tergadai oleh karena perilaku sebuah rezim atau
sikap parsialisme para elite politik dan penguasa yang berlaku semena-mena.
Pesan puisi tersebut tidak hanya ditujukan untuk rezim Orde Baru sebagaimana
waktu puisi-puisi Mustofa Bisri ditulis, tetapi juga berlaku untuk lintas generasi
dan rezim jika masih melakukan hal serupa, tidak terkecuali kegaduhan politik
yang terjadi belakangan ini dengan lahir dan berkembangnya banalitas politik
yang semakin menjauhkan dari nalar sehat.

Sebagaimana mafhumnya, kegaduhan politik di negeri ini seperti tidak
kunjung reda, terlebih hadir media sosial yang cenderung menggeser pemberitaan
media arus utama dan tidak terhentikan sehingga berkembanglah apa yang
dunamakan “post truth” atau pasca kebenaran sebagai suatu kebohongan. Alih-
alih mengoptimalkan sumber daya manusia untuk memperkuat kapal republik ini
agar tidak karam, yang terjadi justru kemerosotan dan berkembangnya ujaran

kebencian (hate speech) dan diikuti antara lain dengan sentimen agama yang

Ada saja yang mengubah lirik lagu kesayangan kita itu

Dan menyanyikannya dengan nada sendu.

Indonesia air mata kita

Bahagia menjadi nestapa

Indonesia kini tiba-tiba

Slalu di hina-hina bangsa

Di sana banyak orang lupa

Dibuai kepentingan dunia

Tempat bertarung berebut kuasa

Sampai entah kapan akhirnya.

Sayang

Di manakah kini kau

Mungkinkah kita bisa bernyanyi bersama lagi

Lagu kesayangan Kita itu

Dengan akrab seperti dulu.
Lihat https://wartapinggiran.blogspot.com/2018/01/aku-masih-sangat-hafal-nyanyian-itu-gus.html.
Diakses tanggal 1 November 2018.
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didiseminasi menggunakan berita palsu (hoax) oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.

Meskipun menjadi fenomena global hari ini, hoaks rentan dimanfaatkan para
elite politik untuk mendulang impresi populis murahan lewat Kiprah dari para
pendukungnya.** Apalagi dalam -dan sejak- era dan euforia ‘demokrasi’ dan
keterbukaan setelah masa tiran dan ketertutupan. Kebiasaan memihak dengan
membabibuta menjadi semacam kebanggaan. Apalagi media sosial menyediakan
panggung terbuka bagi siapa saja untuk tidak berdiskusi, tapi juga bertukar caci
maki.*

Di sinilah identitas media tengah diuji dan menghadapi tantangan serius
dalam konteks kebangsaan saat ini. Padahal dalam sejarahnya, nasionalisme dan
media massa selalu berjalan beriringan. Di masa pra-kemerdekaan, para anak
negeri yang menjadi pemilik media juga memiliki preferensi politik, tetapi politik
kenegaraan dengan visi jauh ke depan. Sementara pada saat ini preferensi politik
sebagian pemilik media massa terjebak pada politisasi media demi kepentingan
politik pemilik yang bersifat “kekinian” dan “kedisinian”. Dengan kata lain, fokus
pada politik hari ke hari, jangka pendek, dan berkelindan dengan kepentingan
sempit sang pemilik.*

Krisis identitas media massa juga tidak luput dari perhatian Mustofa Bisri

yang kemudian tergerak untuk melahirkan konsep ‘MataAir’. Konsep ini

44 Bambang Widodo Umar, “Politik yang Elok”, Kompas (1 September 2018). 6.

45 Mustofa Bisri , “Islam Nusantara, Makhluk Apakah Itu?” sambutan dalam Islam Nusantra: Dari
Ushul Figh Hingga Paham Kebangsaan, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (Bandung: Mizan
Pustaka, 2016), 13.
“®nttps://kompas.id/baca/utama/2018/10/27/era-media-membangun-imajinasi-satu-bangsa/.
Diakses tanggal 30 oktober 2018.
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mewadahi mimpinya tentang media alternatif yang berupaya memberikan
informasi yang lebih jernih, yang pada awalnya merupakan respons atas
keprihatinannya terhadap kebebasan pers yang sangat tidak terkendali (khususnya
setelah Orde Baru tumbang pada 1998). Meski belum sepenuhnya hadir seperti
yang diharapkan Mustofa Bisri, konsep ‘MataAir’ ini akhirnya terwujud dan
mempunyai motto: “Menyembah Yang Maha Esa, Menghormati yang lebih tua,
Menyayangi yang lebih muda, mengasisih sesama”.*’

Media yang kehilangan identitasnya, sangat riskan karena secara perlahan
dapat menggerogoti landasan kebangsaan Indonesia dengan turut melahirkan
gerakan radikalisme, baik dalam pengertian politik maupun dalam pengertian
agama atau dengan meminjam istilah Oliver Roy sebagai the activist groups who
see in Islam as much a political ideology as a religion.*®

Kekhawatiran demikian cukup beralasan melihat sebagian terduga kelompok
teroris yang belakangan ditangkap pihak kepolisian merupakan kaum milenial.
Keterlibatan mereka tidak lepas dari langkah jaringan teroris yang menggunakan
media sosial sebagai sarana perekutan anggota baru sekaligus menyebarkan
konten dan paham radikal.** Menurut Linda Schlegel dalam Online-
Radicalization: Myth or Reality sebagaimana dikutip dari sumber yang sama,
menjelaskan, setidaknya ada dua faktor mengapa radikAlissasi begitu masif
melalui media daring. Pertama, keterlibatan generasi muda yang merupakan

digital native yang menjadikan media sosial sebagai komunikasi utamanya.

4Thttp://gusmus.net/profil. Diakses tanggal 20 Mei 2019.

48 Lukman Hakim, “Kata Pengantar” dalam Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (ed), Islam dan
Radikalisme di Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2005), V.

4SKompas (14 Mei 2019), 4.
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Kedua, ruang gema (echo chamber) yang terdapat di media sosial membuat
pemilik akun akan disuguhi konteks sesuai dengan apa yang disukai.*

Senada dengan pandangan Linda Schlegel, Noor Huda Ismail melihat
fenomena radikAlissasi daring (online) dilatarbelakangi dua faktor. Pertama, di
samping harga smart phone yang terjangkau, Teknologi Informasi berkembang
dengan kecepatan akses internet dan dapat menembus batas sektoral. Kedua,
lemahnya ilmu agama sehingga tidak jarang teks-teks agama dipahami secara
parsial sebagaimana doktrin memerangi kelompok yang diangap taghit.>* Kondisi
demikian dinarasikan Mustofa Bisri sebagai kelompok yang memiliki ghirah dan
semangat Islam yang tinggi tanpa disertai pemahaman yang utuh.>?

Oleh karenanya, masih menurut Mustofa Bisri, harus ada kesadaran bersama
khususnya untuk generasi milenial tentang pendidikan yang lebih menitikberatkan
pada akhlak. Pada tahap berikutnya, bagaimana pendidikan juga bisa diarahkan
pada usaha membangun kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kehidupan

bermasyarakat dan berbangsa.>?

b. Kiritik Ideologisasi Islam
Puisi-puisi Mustofa Bisri yang dikenal tajam tidak hanya menyentil persoalan
sosial-politik dan otoriterisme rezim, tetapi juga kerap mengkritik dan menyindir

tingkah polah beragama sekelompok orang yang tekstualis. Terlebih pola

50 1hid.

51 Noor Huda Ismail, “Teroris Amatir yang Berbahaya”, Kompas (16 Mei 2019), 6. Tulisan sejenis
dari Linda Schlegel adalah tulisannya bersama Till Baken berjudul “Fishermen Or Swarm
Dynamics? Should We Understand Jihadist Online-Radicalizatin As A Top Down Or Bottom-Up
Process?” dalam  Journal For Deradicalization, No. 13, 2017, atau lihat
http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/127. Diakses pada 20 Mei 2019.

52 Mustofa Bisri , Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.

53 1bid.
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keberagamaan tersebut bercampur dengan persoalan politik sehingga menjadikan
Tuhan tidak lebih dari sekadar sarana untuk meraih kekuasaan dan menjadikan
aktivitas keagamaan sebagai performa. Kondisi ini masih relevan dengan fakta
keberagamaan Indonesia belakangan ini yang masih disibukkan oleh masifnya
pandangan keagamaan bercorak hitam-putih dan turut melahirkan intoleransi.
Dengan istilah lain, sikap intoleran terhadap kelompok yang berbeda tak hanya
muncul dalam ekspresi kehidupan sosial atau keseharian masyarakat, tetapi kini
tampak dominan dalam kehidupan politik. Akibatnya, jika tidak diantisipasi, maka
politisasi agama pun dikhawatirkan akan menjadi katalisator bagi intoleransi yang
semakin menguat di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Cerminan tentang menguatnya intoleransi dalam politik itu mengemuka dari
hasil kajian Kedeputian lImu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga
lImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipaparkan di Jakarta, Selasa
(30/10/2018) dengan tema “Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia”. Dari kajian
kuantitatif LIP1 yang dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Aceh,
fenomena intoleransi politik itu muncul. Sekitar 58,4 persen dari 1.800 responden
mengaku lebih percaya kepada pemimpin yang seagama. Ada pula proporsi yang
cukup tinggi dari 42,5 persen responden yang menyetujui peraturan daerah
syariah diterapkan di suatu wilayah kendati wilayah itu ditempati masyarakat
dengan kepercayaan yang beragam. Kecenderungan itu juga didapati ketika
responden ditanyai pendapatnya tentang pemimpin politik. Sebanyak 46 persen

responden setuju jika gubernur yang terpilih seagama dengan mereka dan 44,9
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persen setuju jika presiden terpilih seagama dengan responden. Kajian LIPI
setidaknya menemukan empat faktor yang turut memperkuat cerminan intoleransi
dalam pilihan politik, yakni media sosial, fanatisme, religiusitas, dan
sekularisme.>*

Meski pilihan warga terhadap pemimpin politik yang seagama tidak serta-
merta bisa dikategorikan intoleran, namun titik poin dari penelitian di atas adalah
bahwa agama potensial untuk dipolitisasi sebagai sarana yang paling mudah untuk
meraup suara, terlebih di tengah menguatnya sentimen konservatisme agama di
masyarakat. Dan pada saat bersamaan, munculnya ekosistem yang memudahkan
transformasi otoritas religius untuk masuk ke ranah politik yang belum ditemui
dalam dua dekade lalu. Fenomena keberagamaan yang demikian, menjadi lahan
kritik Mustofa Bisri di dalam banyak tulisan-tulisannya seperti halnya puisi yang
berjudul “Puisi Islam”. Mustofa Bisri menulis:

Islam agamaku nomor satu di dunia

Islam benderaku berkibar di mana-mana

Islam tempat ibadahku mewah bagai istana

Islam tempat sekolahku tak kalah dengan yang lainnya
Islam sorbanku

Islam sajadahku

Islam Kkitabku

Islam podiumku kelas exclussive yang mengubah cara dunia memandangku
Tempat aku menusuk kanan Kiri

Islam media massaku

Gaya komunikasi Islami masa Kini

Tempat aku menikam sana sini

Islam organisasiku

Islam perusahaanku

Islam yayasanku

Islam instansiku, menara dengan seribu pengeras suara
Islam muktamarku, forum hiruk pikuk tiada tara

Shttps://kompas.id/baca/polhuk/2018/10/31/waspadai-intoleransi-dalam-sikap-politik/.  Diakses
tanggal 31 Oktober 2018.
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Islam bursaku

Islam warungku hanya menjual makanan sorgawi
Islam supermarketku melayani segala keperluan manusiawi
Islam makananku

Islam teaterku menampilkan karakter-karakter suci
Islam festifalku memeriahkan hari-hari mati

Islam kaosku

Islam pentasku

Islam seminarku, membahas semua

Islam upacaraku, menyambut segala

Islam puisiku, menyanyikan apa saja

Tuhan Islamkah aku.>

Pada puisi yang lain dengan judul “Kaum Beragama Negeri Ini”, Mustofa
Bisri mengkritik fenomena beragama ini dengan lebih tajam.

Tuhan, lihatlah betapa kaum beragama negeri ini
mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain

di negeri-negeri lain

demi mendapatkan ridha Mu

mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka
untuk berebut tempat terdekat di sisi Mu

mereka bahkan tega menyodok dan menikam
hamba-hamba Mu sendiri

demi memperoleh rahmat Mu

Mereka memaafkan kesalahan

dan mendiamkan kemungkaran//bahkan mendukung kelaliman
untuk membuktikan keluhuran budi mereka

terhadap setanpun mereka tak pernah berburuk sangka
Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini
mereka terus membuatkan Mu rumah-rumah mewah
di antara gedung-gedung kota

hingga tengah-tengah sawah

dengan kubah-kubah megah dan menara-menara menjulang
untuk meneriakkan nama Mu

menambah segan dan keder hamba-hamba kecil Mu
yang ingin sowan kepada Mu

Nama Mu mereka nyanyikan dalam acara hiburan
hingga pesta agung kenegaraan

mereka merasa begitu dekat dengan Mu

hingga masing-masing merasa berhak mewakili Mu
yang memiliki kelebihan harta membuktikan

SShttp://www.nu.or.id/post/read/65397/gus-mus-tuhan-islamkah-aku. Diakses tanggal 24 Oktober
2018.
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kedekatannya dengan harta yang Engkau berikan
yang memiliki kelebihan kekuasaan membuktikan
kedekatannya dengan kekuasaan yang Engkau limpahkan
yang memiliki kelebihan ilmu membuktikan
kedekatannya dengan ilmu yang Engkau karuniakan
Mereka yang Engkau anugerahi kekuatan

seringkali bahkan merasa diri Engkau sendiri
mereka bukan saja ikut menentukan ibadah

tapi juga menetapkan siapa ke sorga siapa ke neraka
mereka sakralkan pendapat mereka

dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan
hingga takbir dan ikrar mereka

yang kosong bagai perut bedug

Allahu Akbar Walillahil Hamd.>®

Kritik tajam Mustofa Bisri terhadap kelompok skriptualis atau literalis ini
bukan tanpa alasan. Alih-alih mereka memiliki semangat atau ghirah beragama
namun tanpa disertai dengan pemahaman tentang esensi pesan dan nilai-nilai
agama itu sendiri seperti cinta dan kemanusiaan. Akibatnya output yang
dihasilkan dari proses keberagamaan tersebut tidak lebih dari menjadi pribadi
xenophobia atau bahkan megalomania, sebuah istilah dalam psikologi yang
dimaksudkan sebagai perasaan menganggap dirinya sebagai orang yang paling
benar dan suci dan menganggap pendapat orang lain sebagai hal yang harus
dicurigai.

Corak pandangan biner demikian, selain dimunculkan oleh orang yang
memiliki pemahaman keagamaan yang kurang memadai, pada saat yang sama,
dijadikan alat politik kekuasaan oleh para petualang politik. Melalui jaringan
media sosial dan sejenisnya, para petualang dengan simbol agama ini selalu

melihat realitas kebangsaan dengan tatapan pesimis seperti menggambarkan

S8https://ppmubringin.blogspot.com/2012/08/puisi-gus-mus.html. Diakses tanggal 24 oktober
2018.
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Indonesia sebagai negara yang gagal hingga munculnya pemimpin yang
dilegitimasi Islam politik. Perjumpaan antara petualang politik dan simbol agama
inilah yang turut melahirkan populisme Islam dengan mengedepankan emosi
daripada realitas obyektif. Oleh karenanya, Islam yang berhenti pada simbol dan
bukan inspirasi, berpotensi menjadi malapetaka, karena hanya dimanfaatkan oleh
sebagian politisi untuk kepentingan politik.°’Dalam lingkup mikro, simbol agama
ini mengkristal menjadi politik identitas yang harus diperjuangkan pengikutnya.
Kasus Pilkada DKI merupakan contoh konkret bagaimana politik identitas
menjadi dominan dalam perhelatan tersebut.

Terbaru adalah perhelatan pilkada serentak pada 27 juni 2018 yang lalu, yang
rencananya diikuti sejumlah 171 daerah seluruh Indonesia juga tidak dapat
dilepaskan dari wacana politik identitas. Dari hasil survei yang
dilakukan Kompas beberapa bulan lalu, isu-isu potensial Pilkada 2018 yang
dipersepsikan muncul sebesar 68,3 persen adalah isu agama yang dipakai untuk
menjatuhkan lawan. hasilnya 11,7 persen isu-isu terkait dengan ras, etnis, suku,
11,2 persen terkait jender; dan 7,8 persen terkait latar belakang
keluarga/keturunan. Selain itu, kontestasi Pilkada DKI pada 2017 juga dapat
diambil pelajaran, yang memperlihatkan polarisasi masyarakat terjadi karena
manipulasi politik identitas. Rasionalitas pemilih akhirnya dikalahkan oleh
”solidaritas” terhadap agama tertentu. Pada Pilkada yang baru berlangsung sempat

muncul juga faktor penyebab kekalahan seorang pasangan calon karena

>’Mustofa Bisri , Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.
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kemungkinan pengaruh “identitas”.**Dalam konteks demikian, ketika agama
tertentu mengejar kekuasaan politik demi melapangkan jalan bagi tindakan-
tindakan diskriminatif, maka agama di sini tidak ubahnya seperti kekuatan jahat
yang meraih kekuasaan dengan cara memanfaatkan mekanisme demokrasi.

Amalgamasi agama dan kekuasaan yang terlepas dari visi moralitas luhur dan
kemaslahatan masyarakat merupakan ancaman bukan hanya bagi Indonesia,
melainkan juga dunia global. Terlebih masyarakat Indonesia merupakan populasi
muslim terbanyak di dunia namun pada saat yang sama, pola pemahaman
keagamaan masyarakatnya secara umum masih skripturalistik. Menjadi wajar jika
kemudian mereka sangat mudah untuk diprovokasi mengkampanyekan simbol-
simbol agama untuk meraih kekuasaan dengan mengatasnamakan jihad dan
dakwah tanpa memperdulikan nilai kemanusiaan dan kebenaran. Terhadap
fenomena ini, Mustofa Bisri menyentil dalam bagian puisi “Input dan Output”.
Dia menulis:

Di mesjid-mesjid dan majlis-majlis taklim

berton-ton huruf dan kata-kata mulia

tanpa kemasan dituang-suapkan

dari mulut-mulut mesin yang dingin

ke kuping-kuping logam yang terbakar
untuk ditumpahkan ketika keluar”.>®

Bagi bangsa Indonesia, kampanye dengan simbol-simbol agama atau
mengupayakan ideologisasi Islam hanya akan menjadi reduksi kekayaan budaya

dan kebebasan beragama, tidak hanya bagi non-muslim melainkan juga bagi

%8 Vidyandika D Perkasa, “Melemahnya Signifikansi Politik Identitas dalam Pilkada”, Kompas, (6
Juli, 2018), 6. Atau bisa diLihat https://kompas.id/baca/opini/2018/07/16/melemahnya-
signifikansi-politik-identitas-dalam-pilkada/. Diakses tanggal 24 Oktober 2018.
SShttp://www.sepenuhnya.com/2009/01/puisi-input-dan-output.html. Diakses tanggal 24 oktober
2018.
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muslim atau bahkan mendistorsi terhadap Islam sendiri. Bagi non-muslim,
perubahan ini bisa membuat mereka mengalami alienasi psikologis dan sosial di
sebuah negara yang menganut keyakinan resmi berbeda dari keyakinan yang
mereka anut. Sedangkan bagi muslim, perubahan ini akan berarti penyempitan,
pembatasan, dan hilangnya kesempatan untuk menafsirkan pesan-pesan agama
sesuai dengan konteks sosial dan budaya bangsa Indonesia (realitas obyektif), dan
pada tahap selanjutnya, setiap pembacaan yang berbeda dari tafsir resmi negara
akan kembali dianggap subversif dan harus dilarang.

Bagi Islam sendiri, formAlissasi, akan mengubahnya dari agama menjadi
ideologi yang batas-batasnya akan ditentukan berdasarkan kepentingan politik.
Islam yang semula bersifat terbuka dan luas, hidup layaknya organisma yang
komunikatif dengan kondisi para penganutnya dan akan dibungkus dalam
keemasan ideologis dan berubah menjadi monumen yang diagung-agungkan tanpa
peduli pada tujuan sejati dan luhur agama itu sendiri. Akhirnya, agama menjadi
ghayah, tujuan akhir, bukan lagi sebagai jalan sebagaimana semula ia
diwahyukan. Keridhaan Allah yang merupakan ghayah pun semakin jauh, jika
tidak dibilang sirna.®® Dalam kondisi demikian, fungsi agama seolah sirna dan
kehilangan substansinya sebagaimana dinarasikan dalam satu puisinya berjudul
“Ketika Agama Kehilangan Tuhan”. Mustofa Bisri menulis:

Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala

Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya

Dulu orang berhenti membunuh sebab agama. Sekarang orang saling
membunuh karena agama

80 Mustofa Bisri , “Belajar Tanpa Akhir”, catatan epilog dalam Ilusi Negara Islam: Ekspansi
Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, ed. Abdurrahman Wahid (Jakarta: The Wahid
Institute, 2009), 234.
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Dulu orang saling mengasihi karena beragama, Kini orang saling membenci
karena beragama

Agama tak pernah berubah ajarannya

dari dulu,Tuhannya pun tak pernah berubah dari dulu.

Lalu yang berubah apanya?Manusianya?

Dulu orang belajar agama sebagai modal untuk mempelajari ilmu lainnya.
Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya belajar agama saja

Dulu pemimpin agama dipilih berdasarkan kepintarannya, yang paling cerdas
di antara orang-orang lainnya

Sekarang orang yang paling dungu yang tidak bisa bersaing dengan orang-
orang lainnya, dikirim untuk belajar jadi pemimpin agama.

Dulu para siswa diajarkan untuk harus belajar giat dan berdoa untuk bisa
menempuh ujian.

Sekarang siswa malas belajar tapi sesaat sebelum ujian berdoa paling
kencang, karena diajarkan pemimpin agamanya untuk berdoa supaya lulus
Dulu agama mempererat hubungan manusia dengan Tuhan

Sekarang manusia jauh dari Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan
agama.®*

Pada bagian lain, kritikMustofa Bisri terhadap gerakan simbolis ditulis

dengan nada lebih keras pada puisi “Allahu Akbar”. Tulisnya:

Allahu Akbar!

Pekik kalian menghalilintar

Membuat makhluk-makhluk kecil tergetar

Allahu Akbar!

Allah Maha Besar!

Urat-urat leher kalian membesar

meneriakkan Allahu Akbar

Dan dengan semangat jihad

nafsu kebencian kalian membakar

apa saja yangkalian anggap mungkar

Allahu Akbar, Allah Maha Besar!

Seandainya 5 milyar manusia

penghuni bumi sebesar debu ini

sesat semua atau saleh semua

tak sedikit pun akan mempengaruhi//KebesaranNya
Melihat keganasan kalian aku yakin

kalian belum pernah bertemu Ar-Rahman

Yang kasih sayangNya meliputi segalanya
Bagaimana kau begitu berani mengatas-namakanNya

81https://islam-institute.com/puisi-gus-mus-ketika-agama-kehilangan-tuhan/. Diakses tanggal 24
oktober 2018.
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ketika dengan pongah kau melibas mereka

yang sedang mencari jalan menujuNya?

Mengapa kalau mereka memang pantas masuk neraka

tidak kalian biarkan saja Tuhan mereka//yang menyiksa mereka
Kapan kalian mendapat mandat

wewenang dariNya untuk menyiksa dan melaknat?

Allahu Akbar!

Syirik adalah dosa paling besar

Dan syirik yang paling akbar

adalah mensekutukanNya dengan mempertuhankan diri sendiri
Dengan memutlakkan kebenaran sendiri

Laa ilaaha illallah!.

Mustofa Bisri memahami takbir "Allahu Akbar" di atas sebagai kalimat yang
suci dan jauh dari kata kesombongan yang berarti bahwa manusia adalah entitas
yang sangat kecil di hadapan Allah. Dalam konteks kebangsaan, kalimat takbir
tidak cukup hanya diteriakkan “Allahu Akbar” namun lebih dari itu, memiliki
pesan membangun rasa kepedulian terhadap tanah air, membangun kesejahteraan
sosial, memperkuat perekonomian, meningkatkan pertanian, dan menyadarkan
masyarakat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan terpenting mencintai
Indonesia sebagai rumah besar, tempat di mana muslim Indonesia dilahirkan,
mencari makan, dan tempat di mana mereka dikebumikan.t* Dengan kata lain,
Mustofa Bisri sering melontarkan sebuah adagium “Kita orang Indonesia yang
beragama Islam dan bukan orang Islam yang hidup di Indonesia”.

Puisi “Allahu Akbar” yang ditulis Mustofa Bisri di atas berangkat dari
konteks tentang merebaknya kelompok-kelompok radikal yang tidak pernah

sungkan memperjuangkan agenda politiknya dengan menggunakan jargon-jargon

62https://pormadi.wordpress.com/2011/02/11/Allahu-akbar-oleh-gus-mus-kh-mustofa-bisyri-
rembang/. Diakses tanggal 24 oktober 2018.
83http://www.nu.or.id/post/read/74747/gus-mus-jauhkan- Allahu-akbar-dari-kesombongan. Diakses
tanggal 26 Oktober 2018.
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agama. Dalam puisi “Sajak Atas Nama”, Mustofa Bisri menarasikan sebagai “Ada
yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan”.®* Oleh karena menempatkan Islam
lebih dari sekadar agama dan ideologi, maka corak kelompok ini selalu hitam
putih (biner) di dalam melihat persoalan.

Cara pandang (worldview) demikian selalu mengemuka khususnya isu-isu
yang lahir dan menjadi realitas sosial, terlebih persoalan ideologi politik yang
mengharuskan sikap komitmen dari seorang muslim untuk mendukungnya.®®
Dalam konteks kebangsaan, kelompok radikal ini juga secara terang-terangan
menyatakan penolakannya terhadap penyematan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara Indonesia karena dianggap tidak mencerminan syariat Islam
secara utuh. Mereka juga meyakini demokrasi tidak lebih dari sekadar sistem kafir
dan menganggap perangkatnya sebagai kelompok ftaghut, sebagaimana
dikampanyekan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berakibat
pada pembubaran dan pencabutan status badan hukumnya karena dianggap
radikal®® dan bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Ormas.¢’

®4https://puisisurga.wordpress.com/mustofa-bisri/sajak-atas-nama/. Diakses tanggal 26 Oktober
2018.

& Agus Irfan, “Quo Vadis UU Ormas Dalam Dinamika Gerakan Islam Indonesia”, dalam Annual
Conference for Muslim Scholars, ed. M. Nuril Huda, et al. (Surabaya: Kopertais Wilayah 1V,
2018), 213-214.

8 Untuk memahami makna istilah “radikal” sebagai dasar ‘illat pembubaran ormas terlebih yang
bertentangan dengan ideologi Pancasila, Klasifikasi 5 tingkat yang dibuat Arskal Salim cukup
relevan dijadikan petunjuk. Kelima tingkat tersebut adalah: (1). Penerapan hukum Islam dalam
lingkup keluarga seperti perkawinan, perceraian dan pembagian harta waris. (2). Penanganan
masalah dalam lingkup lembaga keuangan seperti zakat, waqgf dan perbankan Islam. (3). Penerapan
hukum ta zir untuk pelanggaran moral seperti mengkonsumsi alkohol, judi dan sebagainya. (4).
Penerapan hukum fudid untuk kasus perzinahan dan pencurian dan hukum gisas untuk kasus
pembunuhan. (5). Tuntutan menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara dan sistem
pemerintahan. Mengikuti klasifikasi hirarki tuntutan politik Islam yang dibuat Arksal Salim,
akomodasi kepentingan politik Islam sejauh ini masih mencakup dua tingkat pertama yang paling
ringan, yakni penerapan hukum Islam dalam masalah keluarga dan penerapan hukum Islam dalam
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Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang
mengusung ide Pan-Islamisme dan bertujuan mengembalikan supremasi Islam
pada abad Pertengahan dalam bentuk mendirikan pemerintahan Islam (Khilafah
Islamiyah) dan penegakan syariat Islam secara internasional di seluruh dunia.
Sistem khilafah menurut Hizbut Tahrir merupakan sistem yang berbentuk
kesatuan dan bukan berbentuk serikat, karena itu kaum muslim di seluruh dunia

tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu Daulah Islamyah, juga tidak

masalah keuangan (perbankan Islam) dan zakat. Namun demikian untuk sebagian kelompok Islam
(meminjam istilah Janos Kis, sebagaimana dikutip Igbal Ahnaf sebagai “pejuang politik Islam
refolusioner””) merasa akomodasi demikian tidak cukup dan menuntut penerapan hukum Islam
yang lebih luas atau menuntut tiga level terakhir yakni penerapan fa’zir, hudid, gisas dan
menjadikan Islam sebagai ideologi atau sumber konstitusi negara melalui proses dan dalam sistem
politik yang ada. Uraian lebih lugas tentang ini dapat diLihat Arskal Salim, Challenging The
Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, (Honolulu: University of Hawai’i
Press, 2008), 46. Muhammad Igbal Ahnaf, “Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi,
Refolusi dan Revolusi” Wawasan: Jurnal llmiah Agama dan Sosial Budaya , (Juli, 2016), 127-
140.

57Suara Merdeka, Rabu 25 Oktober 2017, 7. Sebenarnya atribut radikal tidak hanya melekat pada
HTI. Organisasi lain yang memiliki karakter serupa dapat dijumpai pada Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI), sebagaimana tercermin dalam ambisi mereka untuk menegakkan syariat Islam
di Indonesia untuk menggantikan sistem sekuler. Dalam konteks Indonesia, MMI menggambarkan
kondisi umat Islam sebagai mayoritas dhimmi karena hak mereka untuk melaksanakan hukum
Islam dihalang-halangi oleh minoritas non-muslim. Ba’asyir, sebagaimana dikutip Abegebriel,
menyatakan bahwa penolakan untuk memasukkan piagam Jakarta ke dalam UUD °45, yang
mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam, tak lebih dari upaya pemurtadan
kolektif. Hal yang membedakannya dengan HTI adalah kendati sama-sama memiliki visi ambisius
dalam penerapan hukum Islam, namun keduanya memiliki pandangan berbeda di dalam metode
perjuangannya. Sekadar contoh misalnya, meski MMI mengecam sistem sekuler, mereka masih
percaya bahwa hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia dengan mengakomodir bentuk negara
Republik Indoneisa. Ini dibuktikan MMI dengan usahanya mengirimkan draft usulan Amandemen
UUD ’45 dan Usulan Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia yang disesuaikan
dengan syariat Islam, kepada pemerintah, DPR dan MPR. Meski MMI menganggap demokrasi
sebagai sistem kufur, akomodasi secara terbatas terhadap demokrasi juga nampak dari draft
alternatif UUD °45 dengan mengakomodir beberapa lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR,
Presiden, dan lain-lain. Dan ini artinya MMI tidak menentang perjuangan gradual atau reformis.
Wujud perjuangan reformis MMI yang paling nyata adalah pembentukan lembaga advokasi
Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPSI) yang bergerak pada tingkat lokal. Di beberapa
daerah seperti Bulukamba, Tangerang, Padang, KPSI pernah berperan penting dalam mendorong
terwujudnya perda-perda yang mengatur beberapa aspek dari tiga level syariat. Tetapi belakangan
peran mereka melemah kembali. Di banyak tempat anggota MMI bersama elemen Islam lainnya
seperti HT1 dan anggota MUI menjadi pelopor pendirian Forum Umat Islam (FUI). Selebihnya
Lihat A. Maftuh Abegebriel, et.al., Negara Tuhan: The Thematic Enclyclopedia (Jakarta: SR-Ins
Publishing, cet. 1, 2004 , 698-699., M. Igbal Ahnaf, Ibid.131.
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diperbolehkan mengangkat lebih dari satu khalifah. Dengan kata lain, khilafah dan
khalifah dalam Daulah Islamiyah harus tunggal untuk seluruh dunia muslim.

Bagi Hizbut Tahrir, ketiadaan khalifah adalah kondisi yang mewajibkan
muslim untuk menyatakan perang terhadap pemerintahan sekuler. Sedangkan
penegakan Khilafah Islamiyah adalah transformasi dari situsasi Dar al-Kufr
(negara kufur) menuju Dar al-Islam (negara Islam). Tegaknya Daulah Islamiyah
merupakan isu vital bagi umat Islam karena tanpa kepemimpinan yang terpadu di
kalangan umat Islam seluruh dunia telah mengakibatkan keterpurukan umat Islam
dalam bentuk terpecah-belah menjadi negara-negara yang terpisah dan dipimpin
atau dikendalikan oleh negara-negara kafir.%®

HTI meyakini bahwa pelaksanaan hukum Islam hanya bisa dilakukan melalui
penegakkan khilafah Islamiyah. Hukum Islam, terutama yang berhubungan
dengan urusan publik seperti hudiid, jinayah, dan ta zir, menurut HTI hanya bisa
diemban oleh khalifah, bukan individual, kelompok, presiden atau perdana
menteri. Doktrin Khilafah Islamiyah diakui oleh para aktivis HT1 sebagai antitesis
ideologis yang siap menggantikan konsep negara bangsa khususnya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dianggap sudah final. Cukup
beralasan jika kemudian HTI dianggap sebagai organisasi Islam transnasional®

dengan membawa nuansa ideologis yang mengancam eksistensi NKRI.

8 Hizbut Tahrir, The Methodology of Hizbut Tahrir for Change (London: Al-Khilafah
Publications, 1999), 11-14., A. Maftuh Abegebriel, Ibid., 696-697.

8 Menurut Masdar Hilmy, sebagai sebuah gerakan yang bukan asli Indonesia, HTI sendiri
sebenarnya merupakan representasi dari “Islam transnasional” par exellence, mengingat
keberadaan organisasi politik ini tidak lahir dari pergumulan identitas keindonesiaan yang otentik,
melainkan dipindahkan, di bawa atau diimpor dari negara lain yang cenderung tidak mau
“mengindonesia”. Pada awalnya, ide Islam transnasinal tidak dimaksudkan untuk merujuk secara
spesifik kepada kelompok HTI. Hal ini disebabkan secara generik “transnasional” itu sendiri
mencakup pemaknaan yang luas, bukan saja HTI tetapi juga Islam sendiri pada dasarnyabersifat
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Menurut Mustofa Bisri, usaha-usaha menjadikan Islam sebagai ideologi dan
mewujudkan negara Islam boleh jadi disebabkan adanya semangat yang
berlebihan namun tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai. Semangat
berlebihan dapat mendorong seseorang untuk memutlakkan pengetahuan yang
dicapai, sekalipun bersifat parsial. Akibatnya, pengetahuan lain yang berbeda
dipandang sebagai salah dan harus ditolak. Menarik untuk membandingkan
pemahaman parsial ini dengan hikayat “Meraba Gajah dalam Gelap”, lima orang
yang berselisih tentang gajah semata karena mereka masing-masing merabanya
dalam gelap, dalam terbatasnya jangkauan pengetahuan, dan dalam Kketiadaan
cahaya.”

Bagi siapapun yang mengerti sepenuhnya tentang gajah, sungguh
menggelikan mendengar kelima orang itu terus berselisih, bersikeras memaksakan
definisinya tentang gajah berdasarkan hasil rabaan yang dilakukannya. Sialnya
lagi, karena memang tidak percaya diri dengan pengetahuan yang dicapainya, ada
di antara mereka yang berusaha menjadikan pemahamannya tentang gajah sebagai
madzhab resmi, sementara pemahaman rekannya yang berbeda, karena menjadi

ancaman bagi pandangan resminya, dipandang sebagai subversif dan harus

transnasional. Namun demikian, paham Khilafah Islamiyah yang diusungnya menjadikan
organisasi ini menjadi satu-satunya representasi “Islam transnasional” yang paling autentik, tanpa
bermaksud mengecualikan organisasi-organisasi lain yang barangkali memiliki visi teologis-
ideologis yang (hampir) sama. Sebagai akibatnya, jadilah “Islam transnasional” sebagai sejauh
nomenklatur baru yang secara spesifik dan eksplisit dikonotasikan dan diatribusikan pada HTI.
Artinya, istilah ini sudah terlanjur menjadi branding yang melekat pada HTI, dan bukan pada
kelompok lainnya. Lihat Masdar Hilmy, “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir
Indonesia (HT1) ”, ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, (September 2011), 1-2.

"Mustofa Bisri , “Belajar, 234.
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dibungkam.” Praktek keberagamaan demikian direkam secara apik dalam puisi
berjudul “Ada apa dengan kalian”. Mustofa Bisri menulis:

Kalian sibuk mengujarkan dan mengajarkan kalimat syahadat//Sambil terus
mensekutukan diri kalian dengan Tuhan penuh semangat//Berjihad di
jalan//Kalian Berjuang menegakkan syariat

Kalian Memerangi hamba hambaNya yang seharusnya kalian ajak ke
jalanNya//Seolah olah kalian belum tahu bedanya//Antara mengajak yang
diperintahkanNya//Dan memaksa yang dilarangNya

Kalian kibarkan Rasulurrahmah Al Amien di mana mana//Sambil
menebarkan laknatan lil'alamin  kemana mana//Ada apa dengan
kalian?//Mulut kalian berbuih akhirat//Kepala kalian tempat dunia yang
kalian anggap nikmat.

Ada apa dengan kalian?//Kalian bersemangat membangun masjid dan
mushalla//Tapi malas memakmurkannya//Kalian bangga menjadi panitia
zakat dan infak//Seolah olah kalian yang berzakat dan berinfak//Kalian
berniat puasa di malam hari//Dan iman kalian ngeri//Melihat warung buka di
siang hari//Kalian setiap tahun pergi umrah dan haji//Tapi kalian masih terus
tega berlaku keji.

Ada apa dengan kalian?//Demi menjaga tubuh dan perut kaum beriman dari
virus keharaman//Kalian teliti dengan cermat semua barang dan
makanan//Bumbu penyedap, mie, minyak, sabun, jajanan//Rokok dan
berbagai jenis minuman//Alkohol, minyak babi dan nikotin adalah najis dan
setan//Yang mesti dibasmi dari kehidupan.

Untuk itu kalian//Tidak hanya berkhotbah dan memasang iklan//Bahkan
menyaingi pemerintah kalian//Menarik pajak produksi dan penjualan//Dan
agar terkesan sakral//Kalian gunakan sebutan mulia, label halal//Tapi agaknya
kalian melupakan setan yang lebih setan//Najis yang lebih menjijikkan//Virus
yang lebih mematikan//Daripada virus alkohol, nikotin dan minyak
babi//Bahkan lebih merajalela daripada epidemi

Bila karena merusak kesehatan, rokok kalian benci//Mengapa kalian diamkan
korupsi yang merusak nurani//Bila karena memabokkan, alkohol kalian
perangi//Mengapa kalian biarkan korupsi //Yang kadar memabokkannya jauh
lebih tinggi?//Bila karena najis, babi kalian musuhi//Mengapa kalian abaikan
korupsi//Yang lebih menjijikkan

Ketimbang kotoran seribu babi//Ada apa dengan kalian?//Kapan kalian
berhenti membangun kandang kandang babi//Di perut dan hati kalian dengan
merusak kanan-kiri?//Sampai kalian mati dan dilaknati? 72

71 1bid.

2http://welingsang.blogspot.com/2012/04/kumpulan-syair-dan-puisi-gus-mus.html. Diakses
tanggal 20 Mei 2019.
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Puisi Mustofa Bisri di atas merupakan kritik terhadap maraknya
keberagamaan kelompok di luar yang menamakan diri muslim dan membawa
bendera Islam, namun meresah gelisahkan dunia. Terhadap fenomena ini, Mustofa
Bisri berpendapat bahwa andai masing-masing terus belajar, saling mendengarkan
dengan yang lain, tentu pemahaman mereka akan lebih baik dan lengkap. Karena
sebenarnya, kebenaran diri berkemungkinan salah dan pada saat bersamaan,
kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Siapa pun yang tertutup mata
hatinya—antara lain karena merasa diri paling pintar dan paling benar—tidak
akan mampu melihat pemahaman lain yang berbeda, yang tersisa adalah arogansi
(takabbur) dan penolakan terhadap yang lain. Ketika arogansi dimulai, ketika
mendengarkan orang lain diakhiri, ketika belajar dihentikan, maka kebodohan
dimulai, suatu keadaan yang sangat berbahaya bagi yang bersangkutan dan bagi
seluruh umat manusia.”

Kebodohan adalah bahaya tersembunyi yang ada dalam setiap orang,
mengatasinya adalah dengan terus belajar dan terus mendengarkan orang lain.
Karena kebodohan pula ada orang-orang yang berusaha menyenangkan Nabi
dengan meniru penampilan lahiriyahnya namun mengabaikan aspek
khuliigiyahnya, ada yang ingin menyenangkan Tuhan dengan membangun negara
agama namun mengubah itu sendiri dari semula sebagai jalan (wasilah) kemudian
menjadi tujuan akhir (ghayah). Mereka berpikir, Nabi Muhammad Saw, akan
bahagia jika umatnya memakai busana sebagaimana beliau pakai empat belas

abad yang lalu. Mereka juga berpikir bahwa Allah Swt. akan senang (rida) jika

3 Bisri , “Belajar, 235.
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Islam dijadikan ideologi resmi negara dan hamba-Nya membangun negara agama,
Negara Islam.

Dalam hal inilah mereka lupa bahwa Nabi Muhammad Saw. telah
menegaskan diri bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia,
akhlak yang luhur. Mereka juga lupa bahwa satu-satunya prinsip dan tujuan
diutusnya Rasul Allah adalah sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Bahkan
dengan berdalih untuk menegakkan rahmat ini pun, ada saja yang berusaha
memaksa orang lain masuk ke dalam apa yang mereka anggap rahmat, sebuah
tindakan yang dari sudut pandang mana pun sebenarnya bertentangan dengan
semangat rahmat itu sendiri.”*

Dengan demikian, bahaya laten atau bahaya tersembunyi yang sebenarnya
dari gagasan pembentukan negara Islam adalah kekurangtahuan yang dibarengi
dengan anggapan kesempurnaan pengetahuan. Padahal jika semua orang terus
belajar dan mau mendengarkan yang lain, maka mereka akan semakin baik dan
menyeluruh dalam memahami Islam. Mereka tidak akan mereduksi Islam yang
hanya dibatasi pada persoalan ideologi atau tata negara. Mereka akan tahu bahwa
Islam tidak cukup dikemas dalam ideologi, tidak memadai dibungkus dalam
sekat-sekat tata negara.

Dalam hal ini, Mustofa Bisri menghimbau bahwa sudah waktunya umat Islam
di Nusantara ini bersatu padu mempertahankan cara berislam selama ini untuk
membantu peradaban Indonesia dan dunia. Cara berislam seperti yang diajarkan

oleh guru-guru Islam yang memperoleh pemahamannya dari guru-guru mereka

74 |bid., 235-236.
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dari guru-guru sebelumnya dengan sanad yang bersambung hingga Rasulullah
Saw.” Islam, dalam konteks berbangsa dan bernegara, bagi Mustofa Bisri,
merupakan inspirasi yang memberikan panduan politik, menuntut politik pada
kaidah etika yang digariskan oleh pesan agama. Sehingga kebijakan yang

dihasilkan dari kerja politik merupakan kerja keadilan dan kemakmuran.®

2. Politik Kerakyatan

Perpektif cinta, kebenaran dan kemanusiaan yang menjadi visi literasi
Mustofa Bisri ini juga berlaku terhadap persoalan politik yang dianggap sebagai
wilayah pragmatis sekalipun. Mustofa Bisri merasa prihatin apabila politik dipacu
tanpa mengenal substansi kebudayaan dan kemanusiaan. Tanpa keduanya, Politik
yang digelar hanya untuk kepentingan politik saja atau sekadar demokrasi
prosedural yang melandaskan diri pada hak politik belaka dan pada saat
bersamaan abai terhadap nilai dan moralitas bangsa. Kegelisahan Mustofa Bisri
ini ditorehkan melalui sajak-sajak puisi dan esai-esai yang ditulis, khususnya
kritik terhadap otoriterisme rezim Orde Baru.

Dalam konteks krititknya terhadap pemerintah selama dipimpin rezim Orde
Baru ini, Mustofa Bisri merupakan satu di antara sedikit orang yang berani
mengkritik secara terbuka. Kala rezim itu masih kokoh berdiri, Mustofa Bisri
kerap melancarkan serangkaian kritik sosial lewat sajak-sajak puisi yang di
kemudian hari dikenal sebagai puisi balsem. Disebut puisi balsem, oleh karena

meski panas namun balsem memiliki khasiat untuk mengobati. Maka, kritik-kritik

7> Mustofa Bisri , “Islam Nusantara, 14.
"$Mustofa Bisri , Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.
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sosial Mustofa Bisri dalam pelbagai puisinya, walaupun menohok, diandaikan
tetap menyegarkan dan mencerahkan. Dalam puisi yang sangat populer dan secara
vulgar dan terang-terangan menyerang Orde Baru misalnya bertajuk "Kau Ini
Bagaimana"”, Mustofa Bisri menulis: "Kau bilang kritiklah//Aku kritik kau
marah//Kau bilang carikan alternatifnya//Aku kasih alternatif kau bilang jangan
mendikte saja". Tanpa membutuhkan penalaran mendalam, tanpa tabir (Jawa:
tedheng aling-aling) puisi-puisi Mustofa Bisri terlihat jelas mengkritisi sikap
parsialisme elite Orde Baru yang otoriter.

Puisi berjudul "Kau Ini Bagaimana Atau Aku Harus Bagaimana" dinilai
sebagian orang merupakan puisi paling mengesankan di antara karya-karya puisi
Mustofa Bisri yang ditulis pada 1987. Karya puisi itu lugas, sangat telanjang,
berbicara apa adanya sesuai realitas politik dan sosial dan bahkan keagamaan
yang ada di Indonesia. Orang dapat memahami secara mudah, ke mana arah
tujuan puisi Mustofa Bisri dibidikkan. Di dalam puisi itu, Mustofa Bisri
mengkritik banyak hal dilematis yang dirasakan masyarakat dalam menghadapi
tuntutan penguasa yang represif saat itu, berikut carut marut kehidupan sosial di
masyarakat yang saling ingin menang sendiri. Tidak yang penguasa, yang awam
hingga rakyat, semua mempunyai perilaku yang mirip: feodalistik, suka
memerintah, suka menekan dan seterusnya.”” Konskuensinya, proses demokrasi
yang sejatinya menjadi sarana pendewasaan berpolitik warganya berubah menjadi

(istilah Mustofa Bisri) hantu “wewe” yang menakutkan karena sering

"7Hendri F. Isnaeni, “Puisi Mustofa Bisri Melawan Arus”, dalam
https://historia.id/kultur/articles/puisi-gus-mus-melawan-arus-DOwJgq (08 April 2018). Diakses
tanggal 22 Oktober 2018.
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menghilangkan warga negaranya secara tiba-tiba.”® Domokrasi, tidak lebih
bermakna sebagai prosedural rutinitas yang berorientasi pada kekuasaan dan
pembangunan simbolis dan bahkan kecelakaan pembangunan.

Menurut Gunar Myrdal, kecelakaan pembangunan sebuah negara diakibatkan
karena ‘“negara lemah” yang dicirikan oleh sistem yang korup dan tidak
berwibawa. Pendapat Myrdal ini tidak dibenarkan sepenuhnya dengan banyaknya
negara kuat yang juga mengalami kecelakaan pembangunan karena melakukan
kebijakan ekonomi yang salah. Dengan demikian, kedaulatan politik tidak
memiliki sumbangsih terhadap pembangunan jika kedaulatan tersebut tidak diikat
oleh struktur politik yang aktif dan stabil. Dalam pengertian praktis, pembangunan
struktur politik yang aktif dan stabil berkaitan dengan pembentukan kader-kader
yang aktif dan terpercaya.”

Pembangunan yang seharusnya dilaksanakan agar negara makmur dalam
keadilan ataupun adil dalam kemakmuran tidak jarang melahirkan kecelakaan
pembangunan. Naifnya, kecelakaan ini korbannya selalu rakyat lemah
sebagaimana pelaksanaan pembangunan yang menyangkut persoalan tanah.
Persoalan yang sering membuat nurani orang waras tersentak-sentak, mulai dari
soal penggusuran, soal pengalihan tanah garapan menjadi tempat rekreasi, soal

ganti rugi dan seterusnya. Bahkan secara khusus, di dalam banyak tulisannya,

78 Wewe adalah hantu iseng berkelamin wanita yang suka menculik bayi dan manusia. Istilah wewe
sangat masyhur di kalangan orang Jawa tempo dulu. di zaman modern ini, penghilangan atau
penculikan manusia justru dilakukan oleh manusia di negara-negara yang penguasanya otoriter.
Manusia baik yang diculik wewe maupun yang diculik manusia memiliki persamaan yakni di
antara yang kembali pasca diculik, mereka muncul dengan perilaku yang aneh seperti ketakutan
dan kehilangan semangat. Lihat Mustofa Bisri “Digondol Wewe” dalam Melihat Diri Sendiri:
Refleksi dan Inspirasi Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 148-152.

7 Peter L. Berger, Piramida Pengorbanan Manusia, “terj.” D. Prasetyo BA (Bandung: Penerbit
IQRA, 1983), 248.
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Mustofa Bisri sering mencontohkan kasus Marsinah® (sebagai simbol perlawanan
“wong cilik”) dan tragedi Nipah®, sebagai dua peristiwa korban politik kekerasan
yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Politik kekerasan adalah sebuah ideologi atau mindset yang lazimnya
dilakukan penguasa sebagai bagian dari hegemoninya ataupun dilakukan sebagian
orang dalam sebuah aktivitas politik sebagai akibat dari perbedaan cara pandang
dan kepentingan. Politik jenis ini, baik dilakukan oleh rezim terhadap rakyatnya
(top down) demi menciptakan kepatuhan ataupun dilakukan oleh masyarakat
terhadap pemimpinnya (bottom up), tidak dapat dibenarkan. Di samping
bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan ekspresi politik
dari bayang-bayang ancaman, politik kekerasan yang melekat dalam struktur
politik juga akan menciderai capaian dan hasil dari proses demokrasi tersebut.
Bahkan daya rusaknya butuh waktu yang lama untuk dilupakan terlebih
diperbaiki.®* Sejarah mencatat bahwa bangsa ini memiliki jejak kelam yang larut
dalam kekerasan politik mulai dari tragedi 1965, 1984 (peristiwa Tanjung Priok),

1998 (kerusuhan Mei) dan sebagainya.

80 Seorang aktivis buruh (24 Tahun) pada masa Orde Baru yang meninggal beberapa hari setelah
melakukan aksi mogok. Kepahlawanannya dalam menghadapi arogansi kekuasaan Orde Baru
diabadikan oleh Mustofa Bisri dalam potongan puisinya berjudul “Rasanya Baru Kemarin” dan
“Di Taman Pahlwan”.

81 Sebuah peristiwa yang memakan korban sia-sia di Sampang Madura, dalam rangka pelaksanaan
pembangunan waduk Nipah yang dimaksudkan untuk menghidupi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat di sana. Tragedi ini menewaskan empat warga karena tertembak peluru aparat
keamanan dalam konflik pembebasan lahan yang terjadi pada tahun 1993. Kritik Mustofa Bisri
mengenai tragedi ini dapat dilihat dlam esaynya berjudul “Kecelakaan Pembangunan” dan
“Tragedi Nipah”. Lihat Mustofa Bisri, Saleh Ritual Saleh Sosial (yogyakarta, DIVA Press, 2016),
178-189.

8Moch Nurhasim, “Politik dan Kekerasan”, Kompas (5 September 18), 6. Atau bisa dilihat
Https://Kompas.ld/Baca/Opini/2018/09/05/Politik-Dan-Kekerasan/. Diakses tanggal 7 Oltober
2018.
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Studi yang dilakukan oleh Hartogs dan Artzt sebagaimana dikutip Nurhasim,
menyebut bahwa ada tiga model kekerasan yang sering terjadi. Pertama, tipe
kekerasan yang terorganisasi (organized violence), yang menunjukkan suatu pola
(pattern) dan suatu kesengajaan (deliberate). Kedua, kekerasan spontanitas yang
dipengaruhi oleh eksploitasi situasi politik internal dan eksternal. Kekerasan ini
berbentuk reaktif, compensatory atau gratuitous. Reaksi merupakan akibat
langsung dari kondisi-kondisi frustrasi. Ketiga adalah tipe penyimpangan
(pathological violence) yang diakibatkan oleh kondisi fisik maupun mental yang
sakit. Kekerasan tipe pertama lebih mengarah pada kekerasan politik, di mana
tindakan itu ada yang mengendalikan atau memobilisasi. Kekerasan politik dapat
dipastikan melibatkan aktor dan berbagai pihak dari kedua belah pihak yang
terlibat dengan skenario dan tujuannya masing-masing.&

Fenomena kecelakan pembangunan ini, untuk kemudian diekspresikan
Mustofa Bisri melalui tulisan-tulisannya. Beberapa di antaranya adalah puisi
berjudul “Akhirnya”. Mustofa Bisri menulis:

Akhirnya api keserakahan kalian

Membakar hutan belukar dan dendam

Asapnya menyesakkan napas

Berjuta-juta manusia

Memedihkan mata mereka

Akhirnya kalian harus memetik hasil

Dari apa yang kalian ajarkan

Ribuan orang kini telah pandai

Meniru kalian menjarah apa saja

Yang tersisa dari sehabis jarahan kalian

Beberapa tokoh sudah pandai meniru kalian

Menyembunyikan gombal kepentingan

Dalam retorika yang dimanis-maniskan
Akhirnya kalian harus membayar

8 |bid.
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Kemerdekaan dan kedamaian

Yang selama ini kalian curi dari kami
Kepercayaan yang selama ini

Kalian lecehkan.®*

Begitupun sebagian sajak dalam puisi berjudul “Rasanya Baru Kemarin”
yang sudah direvisi dan dipublikasikan melalui akun resmi facebooknya, Mustofa
Bisri semakin mempertajam kritiknya terhadap kecelakaan pembangunan ini. la
menuturkan:

Rasanya baru kemarin

Rakyat yang selama ini terdaulat

sudah semakin pintar mendaulat

Pejabat yang tak kunjung merakyat

pun terus dihujat dan dilaknat

Rasanya baru kemarin

Padahal sudah enam puluh tahun lamanya
Pembangunan jiwa masih tak kunjung tersentuh
Padahal pembangunan badan

yang kemarin dibangga-banggakan

sudah mulai runtuh

Kemajuan semu masih terus menyeret dan mengurai
pelukan kasih banyak ibu-bapa

dari anak-anak kandung mereka

Krisis sebagaimana kemakmuran duniawi
Masih terus menutup mata

banyak saudara terhadap saudaranya

Daging yang selama ini terus dimanjakan

kini sudah mulai kalap mengerikan

Ruh dan jiwa

sudah semakin tak ada harganya

Masyarakat yang kemarin diam-diam menyaksikan
para penguasa berlaku sewenang-wenang

kini sudah pandai menirukan.®

Melalui puisi yang pertama kali terbit tanggal 11 Agustus 1995 ini juga,

Mustofa Bisri, menyentil lewat beberapa bait seperti “Mahasiswa-mahasiswa

84http://oasepuisi.blogspot.com/2016/04/puisi-karya-gus-mus-akhirnya.html. Diakses tanggal 30
Oktober 2018.
8http://www.nu.or.id/post/read/70482/menjelang-hari-kemerdekaan-gus-mus-revisi-puisi-rasanya-
baru-kemarin. Diakses tanggal 30 oktober 2018.
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yang dulu suka berdemonstrasi//sudah banyak yang jadi menteri dan

’

didemonstrasi”. Sentilan bernas lain, “Petinggi-petinggi yang dulu suka
korupsi//sudah banyak yang meneriakkan reformasi//tanpa merasa risi”. MeskKi
pada awalnya obyek dari kritikan beberapa puisi di atas adalah sistem otoriter dan
koruptif yang mengitari pemerintahan Orde Baru, namun pesan-pesan sajak
tersebut bersifat universal dan berlaku sepanjang generasi. Para pelaku kecelakaan
pembangunan yang lazim disebut sebagai “Tikus” dalam sajak puisi-puisi
Mustofa Bisri, dinilai masih relevan dengan konteks kekinian jika masih memiliki
karakter serupa dengan pesan moral sajak puisi tersebut, yakni memanen tanpa
menanam//merompak tanpa jejak//kabur tanpa buntut//bau tanpa kentut.
Begitupun ketika kecelakaan pembangunan tersebut tidak lagi dilakukan individu-
individu tetapi oleh sebuah rezim atau kelompok tertentu dengan sistem koruptif,
maka sajak “Negeriku telah menguning”®® dalam puisi Negeriku yang ditulis
Mustofa Bisri juga masih memiliki relevansinya.

Bahkan kritik dan pesan moral dari puisi-puisi Mustofa Bisri semakin
menemukan momentumnya ketika pasca reformasi sekarang ini, kondisi bangsa
Indonesia tidak kunjung membaik. Alih-alih melakukan reformasi birokrasi untuk
menciptakan sistem good goverment dan clean governance, justeru sistem
koruptif semakin tidak terkendali. Jika pada masa era Orde Baru, korupsi

berkelindang pada tataran mikro, namun pada saat ini, korupsi terjadi di semua

sektor bahkan tidak risih dilakukan secara berjamaah oleh para elite politik.®’

8http://kepadapuisi.blogspot.com/2011/10/wekwekwek.html. Diakses tanggal 23 Mei 2019.

87Sejak berdiri pada 2004, KPK sudah memproses hukum 554 orang dari berbagai kalangan.
Mereka, antara lain, 205 anggota legislatif baik pusat maupun daerah, 100 kepala daerah, 204
orang dari pihak swasta, 22 hakim, 7 jaksa, dan 10 pengacara. Sebanyak empat korporasi juga
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Dalam banyak kasus, elite politik (khususnya aktor pemegang kebijakan) di
dalam menentukan pilihan-pilihan rasionalnya cenderung tidak menjadikan
preferensi ideologis dan efisiensi makro sebagai dasar pertimbangan utama tetapi
cenderung mementingkan aspek pragmatisme politik dan efisiensi mikro sebagai
konsekuensi relasi patron klien yang saling menggantungkan dan menguntungkan
antara elite dengan partai politik.

Ihwal budaya politik patron klien di Indonesia ini sejalan dengan tulisan
Benedict RO’G Anderson yang menilai bahwa Indonesia menganut budaya politik
patrimonial®® atau klientilisme (pola relasi patron-klien).®° Pola relasi antara patron
dan Kklien didasari pada kebutuhan saling menggantungkan sekaligus
menguntungkan. Dengan memanfaatkan otoritas formal yang dimilikinya, sang
patron bertindak sebagai pengayom eksistensi sang klien dan pada saat bersamaan
sang klien berkewajiban menopang eksistensi sang patron.

Sampai pada era reformasi, budaya politik kekuasaan ini belum mengarah

pada perubahan berarti. Alih-alih mengkampanyekan reformasi berokrasi melalui

telah diproses hukum. Korupsi yang melibatkan berbagai pihak dengan bermacam latar belakang
ini tidak hanya mengancam tata kelola pemerintahan, tetapi juga bisa merusak orientasi nilai di
masyarakat. Menurut Meuthia Ganie Rochman, dalam jangka pendek, korupsi yang masif akan
mendistorsi sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan kesejahteraan dan
perbaikan institusi publik. Sementara dalam jangka panjang, korupsi bisa merusak soliditas
masyarakat, menimbulkan penyimpangan moral, dan menghasilkan irasionalitas publik. Sementara
dampak korupsi struktural yang paling mengkhawatirkan adalah kesadaran moral, di mana etika
pemimpin justru berperilaku yang secara moral bermasalah, masyarakat bisa kehilangan orientasi
nilainya, menjadi kehilangan pegangan bersama atas apa yang dianggap baik dan buruk, dan untuk
kemudian moralitas menjadi relatif.

Lihat https://kompas.id/baca/utama/2018/10/27/kesadaran-moral-dirusak/. Diakses tanggal 2
November 2018.

8 \Weber mengartikan patrimonialisme sebagai pola kekuasaan yang dicirikan oleh ketaatan
kepada pemimpin tradisional bukan karena otoritas legal formal yang melekat pada sebuah posisi
struktural, melainkan karena pribadinya. Max Weber, Economy and Society:an Outline of
Interpretative Sociology (Los Ngeles & London: University of California Press, 1978), 227.

8 Benedic R. O’G Anderson, Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia
(Ithaca NY: Cornell University Press, 2006), 47-50.
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pengenalan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih (goon and clean
goverment) ternyata hanya menggeser paradigma politik kekuasaan dari
patrimonialisme ke neopatrimonialisme. Jika budaya politik patrimonialisme
dalam kasus korupsi yang direpresentasikan oleh Orde Baru bisa diurai melalui
aktor-aktor individu, maka modus korupsi di era reformasi melibatkan struktur
politik birokrasi yang jauh lebih rumit dan subtil.

Aspek lain yang membedakan neopatrimonialisme dari patrimonialisme
terletak pada pola loyalitas politik antara si klien kepada sang patron. Pada
kekuasaan patrimonialistik, pola ketaatan klien kepada patron sering Kali
didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan primordial. Sementara itu, pada
kekuasaan neopatrimonialisme, pola ketaatan klien kepada patron murni didasari
oleh motif-motif ekonomi dan pragmatisme rasional. Dengan demikian, terdapat
pertimbangan pilihan rasional di balik pola relasi patron klien.*® Sebagai salah
satu akibatnya, budaya politik neopatrimonialisme turut mendorong lahir dan
berkembangnya kejahatan secara struktur (dan bukan lagi semata soal kultur)
yang lebih koersif, dan dominan. Argumentasi struktural menempatkan korupsi
sebagai efek domino dari kejahatan struktur tersebut sehingga gempuran struktur
korup yang datang secara masif sangat berpotensi merobohkan benteng moral
seseorang.

Dalam teori struktur kesempatan (oppotunity structure), terdapat hubungan
resiprokal antara kesempatan dan tindakan atau perilaku politik. Kesempatan

membuka cara bagi munculnya tindakan, tetapi tindakan juga menciptakan

9 Masdar Hilmy, Jalan Demokrasi Kita (Malang: Intrans Publishing, 2017), 85.
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kesempatan. Dalam konteks korupsi, kesempatan dapat menyebabkan seseorang
melakukan korupsi dan korupsi juga menciptakan kesempatan. Siklus
kesempatan-korupsi-kesempatan (bukan korupsi-kesempatan-korupsi) hanya
dapat dihentikan oleh agen dengan kapasitasnya yang memampukan dirinya
bertindak demikian.®® Barangkali, kondisi demikian yang tidak lepas dari kritis
Mustofa Bisri melalui siratan puisi yang berjudul Di Negeri Amplop.®* Tulisnya:

Di Negeri amplop

Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya,
malu

Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya
ditutupi topi rapi-rapi

David Copperfield dan Hoidini bersembunyi
rendah diri

Entah andaikata Nabi Musa bersedia datang
membawa tongkatnya

Amplop-amplop di negeri amplop
Mengatur dengan teratur

Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur
Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur
Memutuskan putusan yang tak putus
Membatalkan putusan yang sudah putus

Amplop-amplop menguasai penguasa
Dan mengendalikan orang-orang biasa
Amplop-amplop membeberkan dan
Menyembunyikan

Mencairkan dan membekukan
Mengganjal dan melicinkan

Orang bicara bisa bisu
Orang mendengar bisa tuli
Orang alim bisa napsu
Orang sakit bisa mati

Di negeri amplop
Amplop-amplop mengamplopi

1 Hilmy, Jalan, 77-78.
92Mustofa Bisri, Ohoi: Kumpulan Puisi Balsem (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), 21., Negeri Teka-
Teki: Kumpulan Puisi KH. Mustofa Bisri, 76. Di akses pada 10 Juni 2018.
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Apa saja dan siapa saja

Lewat puisinya ini, Mustofa Bisri tengah melontarkan kritiknya terhadap
praktek korupsi di negeri ini, di Indonesia tentunya. Namun dengan gaya
sindirannya yang khas, Mustofa Bisri menggunakan diksi di negeri antah berantah
yang disebutnya dengan negeri amplop. Salah satu pesan puisi yang dinarasikan
Mustofa Bisri di atas bahwa dalam kondisi struktur yang korup, segala bentuk
moral hazard terjadi. Dalam keadaan demikian, tidak ada jaminan kesucian dan
kesalehan dapat mengatasi struktur korup tersebut sebagaimana paradoks-
paradoks yang muncul pada larik “Orang bicara bisa bisu”, “Orang mendengar
bisa tuli”’, “Orang alim bisa napsu”, ”Orang sakit bisa mati”, “mencairkan dan
membekukan” dan sebagainya. Sebegitu akutnya budaya korupsi ini, cukup
beralasan jika Indonesia masih masuk negara zona korup dilihat dari Indeks
Persepsi Korupsi (IPK).%3

Jika demikian, hal yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya orientasi nilai

di masyarakat di mana nilai baik dan buruk menjadi absurd untuk kemudian

93 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku
usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai
negeri, penyelenggara negara dan politisi. Survei dilakukan pada 168 negara. Skor IPK berada
pada rentang 0-100. Angka 0O berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti
dipersepsikan sangat bersih. Skor dan peringkat IPK Indonesia pada kurun 2012 - 2016 sebagai
berikut:

Tabel 4.1.
Skor dan Peringkat IPK Indonesia Kurun 2012 — 2016
PERINGKAT
TAHUN SKOR ASIA
GLOBAL PASIFIK ASEAN G20

2012 32 118 18 6 18
2013 32 114 17 6 18
2014 34 107 17 5 18
2015 36 88 15 4 16
2016 37 90 15 4 16

Sumber: Litbang

tanggal 28 Deember 2019

“Kompas”/DRA, diolah dari Corruption Perception Index 2016. Diakses kembali
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moralitas menjadi relatif dan norma pergaulan hidup pun bergeser. Mengutip
seorang ulama di kalangan tabi’in bernama Abu ‘Amr Ibn Sharahiel atau yang
lebih dikenal dengan Sha’bi (632-723 M), Mustofa Bisri menulis: “Dahulu
pergaulan hidup didasarkan atas norma agama dan ketakwaan, selang beberapa
lama norma itu hilang dan berganti dengan malu dan sungkan. Kemudian ini pun
hilang dan pergaulan hidup hanya didasarkan atas kepentingan dan kekhawatiran.
Saya menduga akan datang kemudian kondisi lebih parah lagi”. Lebih lanjut,
Mustofa Bisri menuturkan:

Di zaman yang disebut-sebut sebagai zaman modern ini, kita sudah tidak
merasa heran lagi melihat banyak orang, termasuk para pemimpinnya,
berbuat semaunya sendiri tanpa rasa malu dan sungkan. Bahkan dalam
pergaulan hidup, kita sudah terbiasa menyaksikan orang berbuat dan tidak
berbuat sesuatu bukan lantaran mengikuti tuntutan agamanya atau didorong
oleh ketakwaannya. Melihat ini, kita mau tidak mau harus membenarkan apa
yang dikatakan sya’biey itu.

Sebenarnya—jika waras—Kita akan geli melihat betapa ada orang kuat bisa
sedemikian  khawatirnya kehilangan  kekuatannya sehingga harus
mengorbankan pihak-pihak yang lemah. Kita geli betapa ada pihak yang
memberi hibah dan sedekah kepada mereka yang kaya sambil merampas hak
mereka yang miskin. Kita geli melihat betapa ada pihak yang diberi amanah
oleh rakyatnya, hanya menjadikan amanah itu pakaian kebanggaanya dan
bagi memuaskan keinginannya sendiri sambil mengabaikan mereka yang
memberi amanat. Kita geli melihat betapa ada maling menjadi polisi. Ada
pesakitan menjadi hakim. Ada preman mewakili rakyat. Ada orang hina
dipanggil terhormat. Ada jahiliah berkedok Islam. Ada munafik berbusana
muslim.**

Sisi relevansi makna sajak-sajak puisi Mustofa Bisri sekaligus menjadi
kelebihannya adalah karena kritiknya berlaku universal, sarat dengan etika dan

moral tanpa ada kepentingan menyelinap serta disampaikan dengan bahasa sopan

dan elegan, sehingga tidak ada orang yang merasa tersakiti apalagi menimbulkan

9 Bisri “Norma Pergaulan” dalam Melihat Diri, 123-124.
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kegaduhan. Puisi berjudul “Negara HaHa HiHi”*> misalnya ditulis oleh Mustofa
Bisri pada era 1980an untuk mengkritik pemerintahan Orde Baru. Namun
demikian, puisi tersebut sampai sekarang masih dipakai oleh kalangan mahasiswa
dan pegiat seni untuk mengkritik perilaku pemerintah atau bahkan elite yang
menuntut keadilan sekalipun.

Universalitas sajak-sajak dalam puisi Mustofa Bisri terlihat dari pesannya
yang menghendaki reformasi secara menyeluruh. Pasca reformasi, pekerjaan
rumah yang harus segera diselesaikan misalnya mengembalikan kedaulatan rakyat
yang selama rezim Orde Baru terampas, memulihkan wibawa hukum yang
dilecenkan, memerangi perilaku korup dan mengembalikan kepercayaan
masyarakat yang hilang dengan memperbaiki sistem dan perilaku yang diwariskan
pemeritah Orde Baru. Secara lebih detail, anjuran reformasi menyeluruh ditulis

Mustofa Bisri sebagai berikut:

% Puisi tersebut selengkapnya berbunyi :
Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak
Justru grup — grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak
Negriku lucu, dan para pemimpinnya suka mengocok perut
Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan
Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan
Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan memilukan
Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan
hahaha penegak keadilan jalannya miring
Penuntut keadilan kepalanya pusing
Hakim main mata dengan maling
Wakil rakyat baunya pesing
Hihihihi kalian jual janji — janji untuk menebus kepentingan sendiri
Kalian hafal pepatah produktif untuk mengelabui mereka yang tertindih
Petatah petitih
hahaha Anjing menggonggong kafilah berlalu, sambil menggonggong kalian terus berlalu
hahaha Ada udang dibalik batu, udang kepalanya batu
hahaha Sekali dayung dua pulau terlampaui, sekali untung dua pulau terbeli
hahaha Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalian mati
meninggalkan hutang
hahaha Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri
/lebih baik yook hujan — hujanan caci maki
Lihat  https://www.ngopibareng.id/timeline/gus-mus-menertawakan-masyarakat-ini-puisi-negeri-
haha-hihi-2262675. Diaskes pada 30 oktober 2018.


https://www.ngopibareng.id/timeline/gus-mus-menertawakan-masyarakat-ini-puisi-negeri-haha-hihi-2262675
https://www.ngopibareng.id/timeline/gus-mus-menertawakan-masyarakat-ini-puisi-negeri-haha-hihi-2262675
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Untuk itu, segenap potensi masyarakat yang setia kepada nurani dan bertekad
memperbaiki negeri ini mesti menyatukan barisan dengan memulai
‘reformasi’ terhadap diri masing-masing sendiri. ‘Reformasi menyeluruh’.
Mulai dari menulusikhlaskan niat, menyamakan aspirasi dan tujuan, menjaga
penalaran yang sehat, menyingkirkan nafsu menonjolkan kehendak dan
kepentingan sendiri atau golongan, menyadari batas kemampuan dan
memahami peran serta tempat sendiri, menghormati pendapat orang lain, dan
hal sangat penting yang sering diremehkan orang: selalu mengingat dan
memohon pertolongan Allah Yang Mahakuasa. Kiranya fajar orde yang
benar-benar baru telah menyingsing. Semoga.®®

% Mustofa Bisri “Setelah Pak Harto Lengser” dalam Melihat Diri, 169-171.



BAB V
NALAR PEMIKIRAN ETIKA POLITIK A. MUSTOFA BISRI
PERSPEKTIF MAQASID AL-SIYASAH

Sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya bahwa sebagai ulama
sekaligus budayawan, Mustofa Bisri memiliki perspektif anti mainstream di dalam
melihat realitas sosial dan politik dengan mengutamakan cinta, kebenaran dan
kemanusiaan. Perspektif anti mainstream ini menjadi worldview dan
paradigmanya di dalam melihat setiap persoalan, mulai dari memahami teks-teks
idealitas sampai pada persoalan pragmatisme politik. Pada ranah politik,
konfigurasi perspektif anti mainstream ini mewujud pada gagasan etika politiknya
yang direalisasikan dalam bentuk politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Jika
pada politik kebangsaan, pemikiran Mustofa Bisri dapat diketahui dari
gagasannya seputar revitalisasi Pancasila dan kritiknya terhadap ideologisasi
Islam, sementara pemikiran politik kerakyatannya direpresentasikan dari nalar
kritiknya yang dibangun dengan visi kemanusiaan (men all the measure). Namun
yang menarik, baik politik kebangsaan maupun politik kerakyatannya sangat
dipengaruhi oleh nalar-nalar keagamaan seperti fikih, teologi dan tasawuf.

A. Nalar Fikih

Sebagaimana temuan Sutrisno yang mengkaji nalar fikih Mustofa Bisri,
didapati kesimpulan bahwa di dalam proses pengambilan hukum (istinbat al-
ahkam) yang dilakukannya, Mustofa Bisri menggunakan langkah-langkah seperti
berhujah dengan Alquran dan Hadis, mempertimbangkan maslakah,
menggunakan kaidah fightyah dan memperhatikan tradisi masyarakat (al- ‘@dat al-

mujtama ). Karakteristik pemikiran fikihnya juga dapat dikatakan tidak terikat
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oleh suatu madzhab tertentu, kemudian melakukan komparasi dengan
mengutamakan prinsip mempermudah (al-zaisir) disertai penggunaan bahasa yang
mudah dipahami. Karakteristik demikian tercermin dalam kumpulan fatwa-
fatwanya yang terkumpul dalam buku Fikih Keseharian Mustofa Bisri.*

Kerangka metodologis pemikiran Mustofa Bisri lainnya adalah klasifikasi
permasalahan sebelum dikeluarkannya fatwa. Apabila permasalahan itu berkaitan
dengan bidang ibadah, maka metode yang digunakannya adalah istinbat al-bayant
yakni menggali hukum dari Alquran dan Hadis terlebih dahulu kemudian diikuti
pendapat para ulama dan dirasionAlissasikan sebelum fatwa dikeluarkan Mustofa
Bisri. Sementara jika masalah itu menyangkut persoalan muAamalah, maka
metode yang dipakai adalah istinbat al-istislahi dengan cara menggali hukum
secara nalar terlebih dahulu sebelum dikuatkan beberapa ayat Alquran dan Hadis
serta beberapa pendapat para ulama terdahulu.?

Konsekuensi dari pendekatan ini, di dalam memahami teks-teks agama,
perhatian terhadap magasid al-shari‘ah menjadi dominan dan turut melahirkan
hukum yang tidak selalu normatif dengan lahirnya dalil-dalil penunjang seperti
ijma‘, qiyas, istihsan, ‘urf, maslahah mursalah dan sebagainya. Namun demikian,
pendekatan kedua ini menuntut adanya kebebasan terukur untuk mengawal fikih
agar selalu responsif terhadap perkembangan zaman pada saat jumlah teks-teks

sangat terbatas.> Namun demikian, pendekatan ini bukan tanpa resiko. Pendekatan

! Sutrisno, Nalar Figh Mustofa Bisri (Yogyakarta: Mitra Pustaka Bekerjasama dengan STAIN
Jember), 198-217.
2 Ibid., 221-222.
3 Adagium ini sering didengungkan khususnya para pembaharu Islam. lbnu Rusyd misalnya
menuliskan kondisi demikian dengan narasi sebagai berikut :

AL Loy ALYl iy o Jlaa s Zaliia ) Y15 Jladl) 5 (a5 daliia e (ouilsY) Galilil (g 8501
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ini sering diklaim oleh sebagian kalangan yang berlawanan sebagai kelompok
liberal karena dianggap mengutamakan peran akal daripada memaksimalkan
pesan bunyi teks.*

Pendekatan kedua yakni istinbat al-istislaht ini juga digunakan Mustofa Bisri
di dalam melihat persoalan etika politik baik yang diwujudkan dalam bentuk
politik kebangsaanya maupun politik kerakyatan. Karakteristik dan titik tekan dari
pendekatan ini adalah pada aspek kemaslahatan (maslakah)> sebagai inti dari
tujuan diberlakukannya syariat (magasid al-shari‘ah). Amin Suhaili dalam

Qa’idah Dar’ al-Mafasid Aula min Jalb al-Masalih Dirasah Tahliliyah, mengurai

Lihat Muhammad Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihdyat al-Magqasid (Kairo: Dar al-Salam,
2017, 20.
Sementara pemikir kontemporer yang getol menyuarakan pembaharuan dan kontekstuAlisasi
makna di antaranya adalah Nasr Hamid Abt Zaid. Menurutnya teks-teks agama bukanlah solusi
akhir melainkan sekadar kumpulan teks-teks linguistik yang berarti bahwa teks-teks tersebut
bersandar pada kerangka kebudayaan terbatas. Lengkapnya : )

....... A8 8 Ay ) (o L) iy Ay sad (el (5 s dY) iladl (8 Cannd Al (sl
Jadi, interpretasi dan makna teks tidak pernah berpenghujung, tapi berkembang seiring dengan
berkembangnya realitas. Sebab teks berasal dari realitas, sehingga makna teks pun dengan
sendirinya harus mengikuti perubahan realitas. Uraian lebih jauh Lihat Nasr Hamid Abt Zaid,
Naqd al-Khizab al-Dini (Kairo: Sina li al- Nashr, cet. Pertama, 2002), 193.
4 Salah satu uraian yang mengkritisi pemikiran liberal Mustofa Bisri adalah buku yang ditulis
Muhammad Najih Maimoen, Membuka Kedok Tokoh-Tokoh Liberal Dalam Tubuh NU (Rembang:
Toko Kitab Al-Anwa I, 2012),109-112.
>Maslahat (maslafak) secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata dasar
salaha, saluha, salakan, suluhan dan salalkiyatun, yang berarti kebaikan, benar, saleh dan jujur.
Sedang bentuk jamak dari maslakah adalah magsalik yang mempunyai arti sesuatu yang banyak
kebaikan dan manfaatnya. Louis Ma’luf memperluas pemaknaannya dengan sesuatu yang
membangkitkan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang
menghasilkan kebaikan bagi diri dan masyarakat sekitarnya. Louis Ma’laf, Al-Munjid (Kuwait:
Dar al-Qalam, t.t), 432, dan Ibn Mandar, Lisan al- ‘Arab (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Jilid 2, 516.
Sedangkan secara terminologis maslasah menurut Muhamad Sa’id Ramadan al-Bati diartikan
sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat atau sebaliknya yaitu menghindari hal-hal yang
negatif. Kemaslahatan juga semakna dengan kebaikan dan kemanfaatan. Namun yang dimaksud
dengan kemaslahatan dan kemanfaatan di sini berarti kenikmatan yang berarti pemeliharaan
terhadap lima prinsip pokok (al-kullivat al-khams) yakni proteksi agama (hifz al-din), proteksi
jiwa (hifz al-nafs), proteksi akal (%ifz al-‘agl), proteksi keturunan (kifz al-nasl) dan proteksi harta
benda (kifz al-mal). Ketika lima tujuan itu tercapai maka berarti kemaslahatan tercakup di sana.
Sedangkan al-Shatibi mengatakan bahwa maslahat hakiki adalah maslahat yang membawa kepada
tegaknya kehidupan, serta membawa keuntungan dan keselamatan di akhirat. Maslahat dalam
pengertian al-Shatibi berada dalam bingkai magdsid al-shari‘ah. Lihat Muhamad Sa’id Ramadan
al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-shari‘at al-Islamiyah (Beirtit: Muassasah al-Risalah, 1986),
23., dan al-Shatibi, Al-Muwafaqgat fi Usial al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 30.



206

pendapat ulama pakar usi/ tentang maslakzah/maslahat secara apik. Selain berarti
kenikmatan, maslakah dapat dimaknai sebagai akses atau setiap perbuatan
substantif yang dapat menghadiran kenikmatan yang berdimensi dunia dan
akhirat. Sifat maslakah yang berarti kenikmatan tersebut bisa berwujud materi
ataupun immateri dan dapat diterima wujudnya baik oleh logika maupun jiwa.®

Maslahat dalam konteks politik (magasid al-siyasah) dapat diartikan sebagai
terealisasinya keberlangsungan hidup yang damai, teratur dan berkeadilan, atau
mengambil istilah Mustofa Bisri membangun masyarakat yang adil dan makmur.”
Sebagaimana ditulis beberapa ulama bahwa tujuan politik adalah menegakkan
kebenaran dan keadilan di antara manusia dengan menegakkan syariat yang
toleran sebagai tujuan utamanya dengan mengambil maslazah dan menghilangkan
bahaya (madarat).®

Dengan istilah lain bahwa elemen terpenting dalam politik adalah
kemaslahatan, keadilan, shara, persamaan (equality), kebebasan, dan
kesejahteraan masyarakat.® Tujuan negara dalam Islam pada hakikatnya seirama
dengan tujuan syariat yakni terwujudnya keadilan yang memiliki dimensi
kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika visi demikian dapat diwujudkan, maka
cukup memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara khilafah, setidaknya
menurut konsep Al-Mawardi. Elemen-elemen ini turut menjadi ruh pandangan

Mustofa Bisri terkait pemikiran etika politiknya.

® Amin Suhaili, Qd’idah Dar al-Mafasid Auld min Jalb al-Masalih: Dirasah Tahliliyah (Kairo:
Dar al-Salam, 2010), 89-90.

’Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.

& Muhammad Cholil Bisri, Al-Durr al-Rumbani (Jawa Tengah: MKW dan DKW PPP, 1994), 9.

® Khadijah al-Nabrawi, Mausii ‘ah Usil al Fikr al-Siyasi wa al-Ijtima T wa al-1qtisadr (Kairo: Dar
al-Salam, 2008), 41-129.
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Sementara tentang narasi keadilan, Mustofa Bisri sering menggunakan istilah
sak madyo, sebuah istilah Jawa yang berarti secukupnya atau sepantasnya.
Mustofa Bisri juga sesekali menggambarkan kata ini sebagai kehidupan yang
paling tenang karena berpikir dengan sedang-sedang saja, tidak gampang
emosional (Jawa: gumunan) dan juga tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan.*®
Dalam konteks pengambilan sikap, istilah ini juga sering diartikan sebagai
moderat (tawassuz), lurus dan konsisten (i ‘tzidal) yang berintikan kepada prinsip
hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil di tengah-tengah
keanekaragaman atau kehidupan bersama serta menghindari segala bentuk
pendekatan ekstrimis (tashaddud dan tararruf). Sikap moderat dan adil ini
merujuk kepada QS. Al-Bagarah : 143" dan QS. Al-Maidah : 8.2

Pendekatan sak madyo atau moderasi yang menjadi worldview Mustofa Bisri
merupakan pengejawantahan dari prinsip-prisip syariat (mabadi al-shari‘ah)
selain nusis al-shari‘ah dan magasid al-shari‘ah i1tu sendiri. Wasariyah yang

dalam bahasa Indonesia lazim diartikan sebagai moderasi memiliki beberapa

Ohttps://ramakertamukti.wordpress.com/2009/02/28/sak-madyo/. Diakses tanggal 5 Nopember
2018.
11 Bunyi selengkapnya adalah :

gl Sl Jsui 055 Ul e LT 155 9e=) ad) 2 Silas SIS
Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan
agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi

saksi atas (perbuatan) kamu.
12 Bunyi selengkapnya adalah :

N T AN ’1/-://E -~ 2t g gz 8 Loos G g
150255 N1 o 53 Gl il o V3 Lazall 2l & T3 1855 ik 2ol glo

S 3 g0 & - - & , 2 -

20 Toskeds L s 0T 2 ) T, (o5l 1 5 150

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena

adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.


https://ramakertamukti.wordpress.com/2009/02/28/sak-madyo/
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makna yang salah satunya adalah al-wagi‘iyah (realistis). Realistis di sini tidak
berarti taslim atau menyerah pada keadaan yang terjadi, akan tetapi berarti tidak
menutupi mata dari realitas yang ada dengan tetap berusaha untuk menggapai
keadaan ideal.** Beberapa kaidah fikih yang mengacu pada prinsip wagi 7iyah

tersebut antara lain:
Jl s sl
“Bahaya harus dihindari”.**
Fladl Gila e axia auliall ¢ 5
“Langkah preventif harus diutamakan daripada mengambil maslahat”.**
Bl ) 1315 a5 Bliza 13)
“Sesuatu itu ketika sempit menjadi luas, dan ketika luas menjadi sempit™.
Ketiga kaidah yang mengacu pada prinsip wagqi ‘iyah di atas sejalan dengan
prinsip umum ajaran Islam yang bertujuan menebar kemaslahatan dan mencegah
kerusakan. Kerusakan dalam bentuk apapun, menurut kaidah ini harus
dihilangkan demi tegaknya kemaslahatan. Peran nalar manusia menjadi penting
untuk memahami teks-teks agama hubungannya dengan realitas masyarakat yang
berpotensi mengalami pergeseran dan perubahan. Terlebih sebagai bagian dari

muamalah,?” persoalan politik cukup didasarkan pada dalil kullt yakni prinsip-

13 Afifuddin Muhajir, “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”,
dalam Ahmad Baso, Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma’ Ulama Indonesia (tangerang
Selatan: Pustaka AFID, 2017), xiv.

14 Mustafa Ahmad al-Zarqa. Al-Madkhal al-Figh al- ‘4m, Juz II (Beiriit: Dar al-Fikr, t.th.), 223.

15 |bid., 985.

16 |bid., 994.

17 Dalam Islam, seluk beluk persoalan politik masuk kategori fikih muamalah. Dalam nomenklatur
fikih terdapat maxim (kaidah) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah
mubah (netral), sebagaimana kaidah yang berbunyi “al-aslu fi al-mu ‘Gmalati al-ibahah” (hukum
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prinsip umum dalam berbagai seruan moral dan tidak memerlukan dalil agama
secara terperinci.

Dalam konteks demikian, terbaru adalah ajakan Mustofa Bisri dalam acara
Mata Najwa yang disiarkan melalui salah satu televisi swasta pada Rabu, 31
Nopember 2018. Pada acara tersebut, Mustofa Bisri menghimbau untuk segera
menghentikan pertikaian kasus pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat
tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser karena diyakini sebagai bendera HTI
pada 22 Oktober 2018 di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Menurutnya, sebagai kelompok mayoritas, dalam kasus ini seharusnya umat
Islam bisa memberi teladan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai tempat
ibadah yang khusyu‘, tempat bersilaturahim, dan tidak perlu melihat persoalan
secara berlebihan. Merujuk pada QS. Al-Maidah : 8 di atas, Mustofa Bisri
menyebut bahwa sebagai orang yang beriman dituntut untuk menegakkan
kebenaran hanya karena Allah Swt. semata dan bukan untuk orang ataupun
golongan tertentu. Keadilan juga harus dilakukan secara “jejeg” tidak condong ke
salah satu pihak. Bahkan dalam ayat tersebut terdapat taukid pada kata “wala
yajrimannakum” yang berarti jangan sekali-kali kebencianmu mempengaruhimu
untuk tidak berbuat adil. Di sinilah esensi adil dekat dengan takwa, dan setiap

orang Islam membutuhkan takwa ini untuk menjadi pelopor agar negara ini

asal dari muamalah adalah boleh) dan kaidah yang berbunyi “al-aslu fi al-mu ‘amalati ralqun hatta
yu‘lam al-man ‘u” (hukum asal dari muamalah adalah bebas sampai diketahui adanya larangan).
Lihat Abu Yasid, “Perspektif Figh tentang Sistem Ketatanegaraan” dalam Logika Hukum: Dari
Madzhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat (Yogyakarta: Saufa, 2016),
209.
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menjadi negara yang aman, nyaman untuk beribadah, bisa bersilaturahim satu
sama lain serta menyempurnakan akhlak sebagaimana diajarkan Rasulullah.®

Ajakan Mustofa Bisri di atas merupakan konsistensi pandangan
kebangsaannya yang bermuara pada kemaslahatan. Konsistensinya tentang politik
kebangsaan juga dapat dilihat dari gagasannya tentang revitalisasi Pancasila dan
kritiknya terhadap kelompok-kelompok yang memperjuangkan ideologisasi Islam.
Begitupun konsistensi politik kerakyatannya yang dapat dinilai dari serangkaian
kritik tajamnya terhadap penyelenggara negara yang berlaku semena-mena.

Salah satu pandangan revitalisasi Pancasila sebagai rumusan falsafah negara
misalnya, bagi Mustofa Bisri hubungan antara Islam dan Pancasila tidak perlu
diperdebatkan terlebih dipertentangkan satu sama lain. Menurut keyakinan
Mustofa Bisri, seorang muslim yang baik pastilah seorang Pancasilais yang baik,
karena apa yang diajarkan Pancasila tidak berbeda dengan yang dijarkan Islam itu
sendiri.®® Jika Pancasila diterapkan secara benar, mulai dari sila pertama sampai
sila ke lima, kondisi bangsa akan berjalan baik dan damai. Terlebih jika menyebut
sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mustofa Bisri, karena pada sila
ini dijelaskan bahwa semua bermuara pada sang pencipta.?’° Pandangan Mustofa
Bisri ini selaras atau bahkan estafet dari sikap yang diambil Nahdlatul Ulama
(NU) ketika menerima Pancasila baik sebagai asas tunggal maupun sebagai dasar

negara.

Bhttps://www.youtube.com/watch?v=ju5ECniBZZs&t=108s. Diakses tanggal 8 November 2018.
PMustofa Bisri , Fikih Keseharian Mustofa Bisri, Cet. Ke-V (Surabaya: Khalista bekerjasama
dengan Komunitas Mata Air , 2013), 412.
2https://merahputih.com/post/read/begini-pandangan-gus-mus-tentang-pancasila-bagi-penguasa.
Diakses tanggal 6 Februari 2019.


https://www.youtube.com/watch?v=ju5ECniBZZs&t=108s
https://merahputih.com/post/read/begini-pandangan-gus-mus-tentang-pancasila-bagi-penguasa
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Setidaknya ada dua alasan mengapa NU secara bulat menerima Pancasila
baik sebagai asas tunggal organisasinya maupun sebagai dasar negara. Pertama,
karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri dianggap baik (maslahah) dan tidak
bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maslahat menjadi alasan fundamen bagi
NU di dalam menentukan kebijakan politiknya. Menurut Nurcholish Madjid
sebagaimana ditulis Ali Haidar, Islam memberi motivasi kepada umatnya untuk
menerima, bukan hanya Pancasila, tetapi juga apa saja yang baik yang memberi
kontribusi bagi upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam secara nyata. Dalam
konteks seperti itu menurut Ali Haidar, maka negara nasional Indonesia yang
memiliki batas wilayah, sistem nilai dan budaya, tradisi juga hukum dasar dan
falsafah Pancasila, dapat diterima karena hal-hal tersebut memiliki signifikansi
untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.?

Dan karenanya, Rais Aam NU, Achmad Shiddig menegaskan setelah usai
mektamar NU 1984, bahwa NU menerima asas tunggal Pancasila semata-mata
karena motivasi agama, bukan politik, menerima hal-hal yang baik yang memberi
kontribusi untuk mewujudkan nilai-nilai Islam di Nusantara. Bagi NU masih
menurut Achmad Shiddiq, negara Republik Indonesia merupakan upaya final
seluruh bangsa terutama kaum muslimin untuk mendirikan negara di wilayah
nusantara.

Alasan kedua diterimanya Pancasila oleh NU sebagai asas tunggal organisasi

dan dasar negara, oleh karena fungsinya sebagai konsensus nasional (mu ‘ahadah

21 Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam politik (Jakarta: Gramedia,
1991), 289-290.
2ibid.
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wataniyah) atau mithag,**sebuah kesepakatan antara umat Islam dengan golongan
lain di Indonesia untuk mendirikan sebuah negara yang dilaksanakan secara
akomodatif atas dasar komitmen bersama (al-muslimiin bishuritihim).

Visi kebangsaan NU berlanjut pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan
Konferensi Besar NU pada 2019 di Banjar, Jawa Barat yang salah satu
putusannya menuai polemik. Sebagaimana diketahui bahwa hasil bahtsul masail
maudii Tyah atau pembahasan persoalan tematik memutuskan penghapusan kata
kafir untuk menghukumi status non-muslim di Indonesia. Di samping tidak
memenuhi kriteria kafir dalam pengertian sosiologis-politis seperti kafir dzimmi,
harbi, mu’ahad dan musta’'man sebagaimana lazim disebut dalam kitab fikih,
penghapusan kata kafir dalam konteks ranah publik (muamalah wataniyah) juga
merupakan konsekuensi dari konsensus nasional yang mengedepankan maslahat

bangsa.?*

23 Membincang Pancasila dan UUD sebagai sebuah mithdq di Indonesian sebagaimana halnya
Piagam Madinah juga merupakan mithaq di Madinah, menjadi relevan tulisan Ahmad Sukardja
yang mengkaji perbandingan antara Piagam Madinah dan UUD 45. Menurutnya, tidak ada
perbedaan berarti antara kedua konstitusi tersebut, justru di antara keduanya banyak persamaan
dan titik temu seperti : Pertama, Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama hukum dasar tertulis
yang menentukan pokok-pokok kebijakan politik (kenegaraan). Kedua, Keduanya mengakomodasi
Pluralisme atau kemajmukan wilayahnya termasuk dalam segi agama. Jika di Madinah ada 3
komunitas keagamaan yaitu kaum Muslimin, kaum Yahudi dan kaum Musyrikin dan kaum
Nasrani di luar Madinah, maka di Indonesia terdapat lima golongan keagamaan yakni penganut
Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Sementara yang ketiga, di dalam kedua konstitusi,
secara eksplisit tidak terdapat kata Islam, Alquran maupun Hadis. Namun demikian sifat
keislaman jelas tampak dalam kata-kata atau kalimat-kalimat keagamaan. Atas dasar data tersebut
dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah mengandung pokok-pokok pikiran yang modern, dan
UUD 1945 dilihat dari naskah dan isinya adalah Islami. Kata Islami menunjukkan kesejalanan dan
banyaknya persamaan meski tidak sepenuhnya sama. Lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah &
UUD 1945 (Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang
Majemuk) (Jakarta: Ul Press, 1995), hal. 175-178.

24 Kompas (5 Maret 2019), 2., https://katadata.co.id/berita/2019/03/02/maruf-rekomendasi-nu-
tidak-sebut-kafir-untuk-jaga-keutuhan-bangsa., https://serambimata.com/2019/03/02/kontroversi-
penyebutan-kafir-dan-keputusan-bahtsul-masail-yang-dipelintir/


https://katadata.co.id/berita/2019/03/02/maruf-rekomendasi-nu-tidak-sebut-kafir-untuk-jaga-keutuhan-bangsa
https://katadata.co.id/berita/2019/03/02/maruf-rekomendasi-nu-tidak-sebut-kafir-untuk-jaga-keutuhan-bangsa
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Sebagaimana posisi negara yang memiliki hak, begitu juga hak yang harus
melekat pada setiap warga negara khususnya hak sipil politik dan ekonomi, sosial
budaya dengan bingkai persamaan dan kesetaraan tanpa membedakan warna kulit,
ras dan agama.?® Dengan demikian, setiap warga negara di Indonesia memiliki hak
dan kewajiban yang sama di depan konstitusi. Konsekuensi dari visi ini, kalangan
NU sangat terbuka dan tidak mengalami hambatan epistemis jika pada saat
tertentu dipimpin non-muslim, atau bahkan sebaliknya NU akan melawan setiap
gerakan inkonstitusional terlebih dilakukan dengan mengatasnamakan agama.
Worldview inilah secara dialektis saling mempengaruhi antara NU dan tokoh-
tokohnya, tidak terkecuali Mustofa Bisri.

Sementara Kritik-kritik Mustofa Bisri terhadap penguasa atau pemangku
kebijakan yang otoriter dan koruptif disampaikan melalui tulisan-tulisannya.
Melalui salah satu judul puisi “Negeriku”?® misalnya, dengan pendekatan
metaforis, Mustofa Bisri menggambarkan kondisi bangsa yang konon memiliki
kekayaan alam berlimpah (gemah ripah loh jinawi) namun rakyatnya tidak dapat
menikmati. Salah satu faktornya adalah tradisi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

yang menghinggapi sebuah rezim penyelenggara negara. Dengan fakta-fakta

% Muhammad ‘Imarah, Mausii‘at al-Islam wa Qadaya al-‘Asr, Juz 111 (Kairo: Dar al-Nashr,
2019), 1073.

%6 Sajak selengkapnya berbunyi : “mana ada negeri sesubur negeriku?//sawahnya tak hanya
menumbuhkan padi, tebu, dan jagung//tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung//perabot-
perabot orang kaya didunia//dan burung-burung indah piaraan mereka//berasal dari hutanku//ikan-
ikan pilihan yang mereka santap//bermula dari lautku//emas dan perak perhiasan mereka//digali
dari tambangku//air bersih yang mereka minum//bersumber dari keringatku//mana ada negeri
sekaya negeriku?//majikan-majikan bangsaku//memiliki buruh-buruh mancanegara//brankas-
brankas ternama di  mana-mana//menyimpan  harta-hartaku//negeriku  menumbuhkan
konglomerat//dan mengikis habis kaum melarat//rata-rata pemimpin negeriku//dan handai
taulannya//terkaya di dunia//mana ada negeri semakmur negeriku//penganggur-penganggur diberi
perumahan//gaji dan pensiun setiap bulan//rakyat-rakyat kecil menyumbang//negara tanpa
imbalan//rampok-rampok diberi rekomendasi//dengan kop sakti instansi//maling-maling diberi
konsesi//tikus dan kucing//dengan asyik berkolusi”
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korupsi yang terang benderang dan dilakukan secara massif, Mustofa Bisri
menyadari bahwa korupsi telah merusak tatanan moral kehidupan berbangsa dan
bernegara yang diindikasikan dengan rusaknya supremasi hukum dan sistem
demokrasi yang berkeadilan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menciderai
kemanusiaan, serta menumbuhsuburkan mafia-mafia teknokrat. Semua indikasi
tersebut secara nyata telah mengancam pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pesan moral yang dapat ditangkap dari puisi tersebut,
penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab di
dalam men-tasarruf-kan sumber daya alamnya untuk kemaslahatan rakyat dengan
seadil-adilnya tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, pilihan politik dan
sebagainya. Kemaslahatan (masla/zah) harus menjadi aspek utama bagi pengampu
kebijakan terlebih kebijakan yang terkait dengan hajat publik. Untuk itu
diperlukan sebuah kecakapan dan ketulusan di dalam mengelola negara. Terkait
dengan hal ini, budaya politik dalam pengelolaan negara yang baik, kebijakan
pemerintah yang berkuasa harus beriringan dengan keinginan masyarakatnya atau
maslakah Aammah. Kebijakan yang didasarkan pada kemaslahatan ini selaras

dengan kaidah fikih yang berbunyi :

daliadl b gic dae Hll o Al oy
“Seluruh kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyatnya haruslah

mengacu dan berorientasi kepada kemaslahatan/kepentingan mereka”.?’

Y Jalaluddin al-Suyti, Al-Ashbah wa al-Nazair (Surabaya: Al-Hidayah, 1970), hal. 107.,
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Seakar dengan kaidah ini, dengan menambahkan langkah preventif dari
kerusakan (‘adm al-mafsadah) harus dutamakan ketimbang mengambil maslahat
adalah kaidah yang berbunyi:

aaliadly Capualy of 4dad jall e Cijaatle S

“Setiap pengambil kebijakan wajib baginya berpacu dan berorientasi pada

kemaslahatan”.?

Kedua kaidah fikih di atas, bersumber dari Alguran maupun as-Sunnah. Salah
satunya adalah QS. An-Nisa : 58 yang berbunyi :

JTL 1,483 uvutwﬁ& 1305 Gl ) caxaNT 15555 o vffb Qo)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Prinsip keadilan yang mendasar inilah semestinya menjadi acuan dalam
mengelola kebijakan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan negara
yang tidak boleh disalah tasarruf-kan oleh pengambil kebijakan dan dalam hal ini
aparatur negara.”® Dalam konteks ini, cukup relevan apa yang disampaikan al-

Ghazali bahwa :

Jale zliae s sl dale dalias 4 (el VI 4d ) s mlladll Ju

28Tajuddin as-Subki, Al-Ashbah wa al-Nadair (Beirtit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2017), 310.
2 Mafhumnya, jika pemangku kebijakan yang dalam hal ini diwakili oleh aparatur negara
melakukan kebijakan yang nyata-nyata merugikan rakyat, maka pihak yang berwenang tersebut
harus mengganti kerugian negara tersebut. di sinilah relevansi kaidah yang berbunyi :

Cyana a3 131 YY) )
“sesungguhnya orang yang menerima amanat ketika melakukan kelalaian, maka ia yang harus
menaggung (akibat kelalaiannya). Lihat Muhyiddin Sharaf al-Nawawi, Al-Majmi‘ Sharh al-
Muhadzdzab, Juz I (Beirtt: Dar al-Fikr), 32.
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“Harta untuk kemaslahatan tidak boleh ditasarruf-kan kecuali untuk

kepentingan publik atau kalangan lemah yang membutuhkan 3°

Ruh kemaslahatan inilah yang menjiwai nalar Mustofa Bisri di dalam melihat
persoalan politik kerakyatan sekaligus menjadi katalisator perwujudan etika atau
moral. Dengan pendekatan istinbat al-istislahi ini, Mustofa Bisri tidak ingin
terjebak pada pola penafsiran tekstualis dengan mengorbankan maslakzah sebagai
esensinya. Prasyarat dari pendekatan ini adalah kecakapan dalam memahami
perbedaan antara simbol - esensi, normatif - substantif, tekstual — kontekstual atau
dalam istilah Mustofa Bisri antara wasilah — ghayah,** Arab — Islam.?* Parameter
pendekatan istinbat al-istislahi ini meniscayakan kebebasan terukur dalam bingkai
magqasid al-shari‘ah dan pada ranah politik (magasid al-siyasah) adalah
terealisasinya keberlangsungan hidup yang damai, teratur dan berkeadilan.

Sementara tentang politik kebangsaan dengan lokus gagasan revitalisasi
Pancasila, pilihan terhadap Pancasila sebagai rumusan bernegara menjadi
keniscayaan tanpa terjebak pada ideologisasi Islam. Tidak mengherankan, apabila
Mustofa Bisri mengeluarkan adagium bahwa “kita orang Indonesia yang
beragama Islam dan bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia”,
atau dengan adagium lain “Islam kita bukan Islam Saudi Arabia”.?* Atau dengan
narasi sepadan “kita orang Jawa yang beragama Islam dan bukan orang Islam

yang hidup di Jawa”.3* Ungkapan ini menyiratkan bahwa Jawa sebagai entitas

30 1bid.

31 Mustofa Bisri, Agama Anugerah Agama Manusia (Rembang: MataAir, 2016), 9.

32 |bid., 122.

33 M. Zidni Nafi’, Cinta Negeri Ala Gus Mus (Tangerang Selatan: Penerbit Imania, 2019). 25-27.
34 Adagium ini sering diutarakan Mustofa Bisri terutama di dalam ceramah-ceramah
keagamaannya, namun artikel yang sepadan dengan pesan di atas misalnya dapat diLihat Mustofa
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tempat tinggal yang sangat beragam penghuninya dan memiliki karakter dan
filosofi sendiri tidak dapat serta merta diposisikan sebagai hal subordinat di
bawah ‘Islam’. Dibutuhkan dialog antara Islam dan Jawa (‘alaqah indimajiyah)
yang dapat melahirkan harmonisasi dan menjadi sintesa daripada mengkontraskan
keduanya sebagai dua entitas berbeda.

Ungkapan tersebut juga menyiratkan bahwa tanah air tempat kita dilahirkan
adalah rumah bagi kita. Maka, hukum menjaga dan merawatnya adalah wajib,
menjaga keutuhan bangsa merupakan harga yang tidak bisa ditawar. Kerangka
berpikir demikian lahir dari pemahaman yang utuh tentang konsep kulliyat al-
khams dipadu dengan kaidah fikih. Dalam kulliyat al-khams diajarkan secara
transmitif di banyak pesantren khususnya di kalangan NU, bahwa lima persoalan
yang wajib dijaga dan dilindungi adalah: jiwa (nafs), agama (din), harta (mal),
akal (‘agl), keturunan (nasl).

Jika kelima komponen tersebut terpenuhi, maka persoalan-persoalan
kerakyatan mulai dari pembangunan kemanusiaan, kemiskinan, penyelewengan
kekuasaan, dekadensi moral dapat diminimalisir dan pemerintahan diktator tidak
akan memiliki kuasa. Sebagaimana pandangan Ibn Taimiyah bahwa pemimpin
kafir yang bersikap adil jauh diutamakan daripada muslim yang lalim. Ibn
Taimiyah sebagaimana dikutip oleh ‘Ali Jum‘ah, juga menyebutkan bahwa segala
urusan manusia di dunia ini akan berjalan dengan baik selama keadilan

ditegakkan karena keadilanlah esensi pemerintahan. Sebaliknya, jika keadilan

Bisri, “Islam dan Arab” dalam Agama Anugerah Agama Manusia (Jakarta: MataAir, 2016), 122.
Tidak hanya Mustofa Bisri, adagium tersebut juga dilontarkan oleh ulama lain seperti Sahal
Mahfudz. Ali Mufiz, Wawancara, Semarang, 18 September 2019.
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diabaikan dan kedzaliman dibiarkan maka urusan tersebut akan kacau.*® Oleh
karenanya dapat disimpulkan bahwa tujuan syariat sesungguhnya dalam konteks
politik adalah terwujudnya keadilan,*® khususnya lima persoalan yang wajib
dijaga dan dilindungi (kulliyat al-khams) di atas.

Lima persoalan itu hal mendasar yang harus dijaga. Jika ditarik dalam bingkai
berbangsa dan bernegara, maka negara harus hadir menjamin jiwa, agama, harta,
akal, dan keturunan penduduknya. Parameternya jelas, jika negara tak hadir dan
tidak menjamin keamanan lima bidang tersebut, maka bisa dipertanyakan peran
dan fungsi negara dalam kehidupan rakyatnya. Dalam konteks kebangsaan,
bagaimana mungkin lima hal tersebut bisa dijamin jika negaranya tidak berdiri
tegak. Pada posisi inilah sebuah adagium fikih “perantara dihukumi sebagaimana
tujuannya” (ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wdajib) menemukan titik
signifikansinya. Bahwa, proteksi dan jaminan akan tegaknya lima kebutuhan yang
wajib dijamin oleh negara tidak akan bisa berlangsung jika negaranya tidak kuat
dan kokoh. Karena lima perkara tersebut wajib dijaga dan penjaganya (negara)
harus kokoh, maka menjaga negara hukumnya wajib. Inilah aplikasi adagium
fikih dalam konsep bernegara dan berbangsa.*”

Sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga dan lingkungan NU, pemikiran
fikih Mustofa Bisri dapat disebut sebagai estapet sikap NU yang sedari awal

meyakini bangsa Indonesia sebagai dar al-salam. Disebut sebagai dar al-Islam

35 ‘All Jum‘ah, Al-Madkhal ila Dirdsat al-Madzahib al-Fighiyah (Kairo: Dar al-Salam, 2016),
396.

%1 bid.

37 A. Helmy Faishal Zaini, “Nasionalisme Transmitif”, Kompas (10 September, 2018), 6., atau
lihat https://kompas.id/baca/opini/2018/09/10/nasionalisme-transmitif/. Diakses tanggal 11
Oktober 2018.


https://kompas.id/baca/opini/2018/09/10/nasionalisme-transmitif/
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dalam pengertian wilayat al-Islam (dan bukan dalam pengertian daulat al-
Islamiyah), karena orang-orang Islam pernah menguasai kawasan tersebut dengan
adanya kerajaan-kerajaan Islam sebelum direbut oleh kolonial Belanda. Di
samping itu, mayoritas masyarakat Indonesia masih beragama Islam dan dapat
melaksanakan syari’atnya secara bebas tanpa ada gangguan. Pandangan dan
keputusan para ulama NU tersebut didasarkan pada kitab Bughyat al-
Mustarshidin pada bab Hudnah wa al- Imamah sebagaimana sudah disinggung
pada bab sebelumnya.

Penisbatan bangsa Indonesia sebagai dar al-salam dan dar al-sulk dan bukan
negara Islam menunjukkan kerangka berpikir NU sebagai sebuah organisasi selalu
mengedepankan nilai kemaslahatan dari sekadar jargon-jargon simbolik. Mustofa
Bisri sebagai tokoh yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi organisasi tersebut
melanjutkan kerangka berpikir demikian dengan bahasa yang lebih mudah
dipahami khalayak masyarakat. sebagai ulama yang selalu mendahulukan ghayah
daripada wasilah, tentu Mustofa Bisri tidak keberatan mengkampanyekan
Pancasila sebagai dasar negara karena substansinya sama dengan pesan Islam

yakni ingin mewujudkan pri kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan sejenisnya.

B. Nalar Teologi
Selain bercorak fikih yang menekankan pada aspek kemaslahatan, pandangan
Mustofa Bisri tentang etika politik yang diwujudkan baik dalam bentuk politik

kebangsaan maupun politik kerakyatan juga dipengaruhi nalar teologi, tepatnya
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teologi yang berhaluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama ‘ah al-Nahdiyah®® (selanjutnya:
Aswaja NU). Secara umum, istilah Ahl al-Sunnah wa al-Jama ‘ah merupakan
sebutan untuk kelompok Sunni®® yakni setiap orang yang mengikuti sunah dan
jamaah dan dalam hal ini adalah mayoritas umat Islam yang tidak berafiliasi pada
salah satu sekte-sekte Islam lainnya yang oleh sebagian pendapat dianggap
melenceng dari ajaran sunah dan jamaah.*°Ahl al-Sunnah wa al-Jama ‘ah juga
dapat dipahami sebagai sebuah paham keislaman yang dianut dan diajarkan oleh
mayoritas ulama di dunia Islam saat ini dan bersambung pada para ulama salaf
generasi sahabat dan tabiin yang dikenal moderat dan menghindari kekacauan

dalam masyarakat. Mereka juga konsisten menjaga sunah Rasul dan para sahabat

38Ahl as-Sunah wa al-Jama ‘ah (Aswaja) merupakan paham keagamaan dan dasar teologi NU yang
menjadi haluan organisasinya. Paham keagamaan ini mempengaruhi pola-pola sikap, pikiran dan
perilaku NU dalam berbagai dimensinya termasuk kenegaraan. Meski Aswaja bukan monopoli
NU, tetapi NU merupakan satu-satunya organisasi keagamaan yang secara eksplisit menempatkan
Aswaja sebagai doktrin organisasinya. Penyematan kata al-Nahdiyah pada istilah Ahl as-Sunah wa
al-Jama‘ah, setidaknya untuk membedakan dari kelompok organisasi keagamaan berhaluan
Aswaja lain terutama dari segi pemikiran (fikrah), praktik keagamaan (‘amaliyah) dan destinasi
politiknya (harakah siyasi) seperti Muhammadiyah, Perti, al-Wasliyah, DDII, Wahabi, FPI dan
sebagainya. Lihat Ali Masykur Musa, Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan
Paham Kebangsaan Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 30.
39 Majma* al-Lughah al-¢Arabiyah, al-Mu jam al-Wasit (Kairo: Maktabah al-Shuriiq ad-Dawliyah,
cet. V, 2011), 474. Salah seorang ulama asal senori, Tuban, Shekh Abu al-Fadl mengartikan Ahl
al-Sunnah wa al-Jama ‘ah sebagai :

Al A5 Al Jlae Y5 Aunall ailéall 8 Aglaall 48y jla g il R | ga 3 (a3
“Orang-orang yang konsisten menjalankan sunah Nabi dan meneladani jalan para sahabat di dalam
persoalan akidah, shariah dan akhlak™. Lihat Abu al-Fadl, Al-Kawakib al-Lama ‘ah (Semarang:
Toha Putra, t.th.), 8-9.
40 Dengan istilah lain Ahl as-Sunnah wa al-Jama ‘ah sesungguhnya bukanlah madzhab tetapi hanya
sebuah manhaj al-fikr tertentu yang digariskan oleh para sahabat dan tabi‘in yang memiliki
intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu, meski juga tidak
berarti bersih dari realitas sosio kultural ataupun sosio politik yang melingkupinya. Karena netral,
Al-Bahgdadi menyebutkan bahwa golongan ini mencakup beberapa kelompok dari ahli kalam dan
ahli fikih, dari pengikut kelompok ahl al-rayi dan ahli Hadis. Lebih lanjut Lihat Said Agiel Siradj,
“Latar Kultural dan Politik Kelahiran Aswaja” dalam Kontroversi Aswaja, ed. Imam Baehaqi
(Yogyakarta: LKiS, 2010), 2., Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, Ensiklopedi Aliran
dan Madzhab di Dunia Isla, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 154.
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hingga sekarang, termasuk sikapnya yang mendahulukan konsensus
(musyawarah) untuk kepentingan umat Islam yang lebih besar.*

Sementara istilah Aswaja NU sendiri secara khusus lazim digunakan untuk
mengidentifikasi diri sebagai Islam yang moderat dan toleran sesuai dengan
prinsip tasamuh (toleransi), tawassu¢ (akomodatif), tawazun (seimbang) dan
ta‘adul atau i‘tidal (moderat), serta melaksanakan amr ma ‘riaf nahy munkar
sebagaimana dirumuskan dalam khittah NU. Istilah Aswaja NU juga merupakan
jalan tengah dan digunakan untuk menggambarkan masyarakat ideal yang
didasarkan pada pemikiran para ulama sebelumnya yakni dalam bidang teologi
mengikuti Abt al-Hasan al-Ash’ari yang mengambil jalan tengah antara
kelompok khawarj dengan Muktazilah dan dalam konteks mendialogkan wahyu
dan akal. Dalam bidang fikih, Aswaja NU mengambil salah satu dari empat
madzhab sebagai jalan tengah antara tekstual dan liberal. Begitupun dalam bidang
tasawuf yang mengikuti madzhab al-Ghazali dan al-Baghdadi yang
mempersatukan syariat dengan hakikat. Ini semua menjadi basis teologis NU di
dalam menyikapi setiap persoalan, termasuk politik.*?

Meskipun tidak dicantumkan secara jelas, paham politik NU banyak
dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politik Sunni abad pertengahan terutama
pandangan-pandangan politik Abt Hamid al-Ghazali dan Abu al-Hasan'Al1 al-

Mawardi dan sesekali Ibn Taimiyah yang lebih banyak diapresiasi kalangan

4 Tolchah Hasan, “Ahl as-Sunah wa al-Jama‘ah: Pengertian dan AktuAlisasinya”, dalam
Kontroversi Aswaja, 105-106., Ahmad Baso, Islam Nusantara: ljtihad Jenius&ijma‘ Ulama
Indonesia (Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2015), 26.

42Abdul Mun’im DZ, Fragmen Sejarah NU Menyambung Akar Budaya Nusantara (Tangerang:
Pustaka Compass, 2016), 195.
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modernis Islam.** Penisbatan pada tokoh-tokoh Sunni tersebut, khususnya al-
Mawardi dan al-Ghazali, karena dianggap moderat dalam politik dan lebih sesuai
dengan watak orang Jawa yang mementingkan keselarasan hubungan antar
manusia. Tradisi Sunni bisa mengakui keabsahan seorang raja bila
pemerintahannya membawa ketertiban dan menjauhkan dari kekacauan.
Perspektif Mustofa Bisri tentang etika politik khususnya paham kebangsaannya,
selaras dengan para pemikir Sunni di atas.

Ajakan Mustofa Bisri melalui beberapa tulisan dan ceramahnya untuk selalu
bersatu dalam satu naungan ukhuwah wazaniyah pada satu sisi,** begitupun kritik
dan kecamannya terhadap kelompok yang selalu membuat gaduh dan berpotensi
memecah belah bangsa pada sisi yang lain, semakin memperlihatkan corak
pandangan politik kebangsaannya bernalar Sunni. Salah satu kecaman mustofa
Bisri dan belakangan menjadi masyhur adalah ungkapan “Sing Waras Ojo
Ngalah”. Ungkapan ini lahir sebagai bentuk keprihatinan Mustofa Bisri terhadap
fenomena sebagian masyarakat yang bertindak karena merasa paling benar sendiri
(truth claim), tanpa didasari dengan ilmu dan kondisi demikan turut melahirkan
politik tanpa nalar (politics of unreasons) yang belakangan tampak sangat

meningkat penyebarannya, setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir.*

43 Sumanto Al Qurtuby, Nahdlatul Ulama Dari Politik Kekuasaan Sampai Pemikiran Keagamaan
(Semarang: eLSA Press, 2004), 112.

44 beberapa tulisannya tentang himbauan untuk hidup bersama dalam berbangsa misal puisinya
yang berjudul “Negeri Kekeluargaan”, “Selama ini di Negerimu”, “Jadi Apa Lagi” dan “Sujud”.
Sementara tulisan lain dalam bentuk cerpen misalnya “Mengisi Kemerdekaan”. Untuk cerpen ini
dapat diLihat Mustofa Bisri, Pesan Islam Sehari-hari (Yogyakarta: Laksana, 2018), 51-55.

45 Mustofa Bisri, “Islam Nusantara, Makhluk Apakah Itu?” dalam Islam Nusantara Dari Ushul
Figh Hingga Paham Kebangsaan, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, et al. (Bandung: Mizan,
2016), 13. Sementara tentang politik tanpa nalar ini, Menurut Azra, penyebarannya dipengaruhi
setidaknya tiga faktor. Pertama, peningkatan penyebaran demokrasi dengan banyaknya negara
yang mengadopsi demokrasi. Kedua, kebangkitan politik identitas terkait krisis ekonomi, sosial
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Meski pemikiran untuk mewujudkan kehidupan harmonis tersebut tidak
selalu hadir dari kalangan tokoh Sunni, namun ikhtiyar Mustofa Bisri untuk
menjadikan bangsa ini selalu “adem” dalam nuansa keharmonisan yang
didasarkan baik dengan argumen fikih, akal maupun ijma‘ menunjukkan
perbedaan itu. Dan dalam tradisi Sunni, untuk merealisasikan keharmonisan
bernegara tersebut, ada dua elemen yang harus dipenuhi yakni adanya unsur
kepemimpinan dan loyalitas masyarakat terhadap pemimpinnya (wujiitb nasb al-
imam wa ta ‘atihi) sebagaimana sudah ditulis oleh al-Mawardi (991-1031), al-
Ghazali (w. 1111) dan beberapa pemikir Sunni lainnya. Namun, penisbatan pada
dua tokoh Sunni tersebut yakni al-Mawardi dan al-Ghazali karena pandangan
keduanya dinilai lebih relevan dengan dinamika peta politik yang berkembang di

Indonesia.

dan budaya di beberapa negara maju. Ketiga, peningkatan Teknologi Informasi dengan media
instan yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan masif. Ketiga faktor ini
berkombinasi mendorong tumbuhnya politik tanpa nalar yang juga bisa disebut post truth politics.
Dalam keadaan di mana fakta tidak lagi menjadi penting dan sebaliknya emosi dan kepercayaan
lebih banyak dipengaruhi berita-berita hoaks serta mempengaruhi sikap politik warga. Pada tahap
demikian, adagium Mustofa Bisri di atas semakin menemukan tempat pembuktiannya khususnya
untuk kalangan elite yang sadar dengan politik nalarnya. Ungkapan senada juga pernah dilontarkan
Edmund Burke dengan mengatakan “The only thing necessary for the triumph of evil is for good
men to do nothing” yang secara sederhana berarti “ketika orang baik tidak berbuat apa-apa, di saat
itulah Iblis (orang jahat) merayakan kemenangannya”. Terkait dengan sikap orang terpelajar
(meminjam istilah Mustofa Bisri “orang waras”) analoginya adalah pikiran kaum picik, sesat,
dungu, dan absurd yang memegang “corong pengeras suara” akan mewarnai cakrawala berpikir
khalayak masyarakat ketika kaum terdidik memilih diam atau bungkam. Ungkapan Burke di atas
sebagaimana ditulis Siagian, semakin menemukan pembuktiannya ketika hari-hari ini cakrawala
pikiran masyarakat Indonesia dicemari rupa-rupa kebohongan serta pikiran nir-etis, sesat, dan
absurd. Pikiran khalayak masyarakat dipaksa menerima hal itu sebagai hal yang wajar. Kebenaran
seolah-olah tunduk kepada hukum opini mayoritas atau kelantangan corong pengeras suara.
Keluguan masyarakat dieksploitasi untuk mencapai tujuan sepihak dan ini kemunduran serius
dalam peradaban dan dalam berdemokrasi. Demagogi sebagai paradoks demokrasi akan
menempati panggungnya di 2019, di tengah fanatisme sempit dan politik identitas yang kian
merebak. Selebihnya Lihat Azyumardi Azra, “Nalar Politik”, Kompas (10 Januari 2019), 11.
Albiner Siagian, “Ketika Kaum Terdidik Memilih Bungkam”, Kompas (12 Januari 2019), 6., atau
dapat disimak, https://www.youtube.com/watch?v=2wTeqmg4wd0. Diakses tanggal 10 November
2018.


https://www.youtube.com/watch?v=2wTeqmg4wd0
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Bagi al-Mawardi, urgensi kepemimpinan atau pemerintahan dimaksudkan
untuk menjaga keseimbangan antara proteksi kemaslahatan agama (kirasat al-din)
dan pemenuhan kebutuhan dunia (siyasat al-dunya).*® Sementara gagasan tentang
pentingnya legitimasi pemerintah bagi al-Ghazali, tidak lepas dari pengalamannya
menyaksikan sejarah politik Islam kelam (musyahadatu awqgat al-fitan) yang
dimulai dari masuknya Bani Saljuk sampai munculnya fitnah-fitnah yang tidak
berkesudahan.*” Dengan demikian, legitimasi pemerintah diperlukan yang dengan
otoritasnya dapat melindungi dan menjaga jiwa-jiwa orang beserta aset-asetnya.
Fungsi politis (siyasah) pemimpin beserta pembantu-pembantunya sangat
dibutuhkan, tidak hanya untuk mengantisipasi konflik horisontal dan mengawal
perundang-undangan, tetapi lebih dari itu juga dapat mendorong masyarakat untuk
semakin tumbuh dan berkembang.

Selain tentang pentingnya melegitimasi pemerintah demi tercapainya
kemaslahatan agama, pandangan lain al-Ghazali kaitannya dengan politik
kebangsaan adalah gagasannya tentang doktrin dan prinsip loyalitas terhadap
pemerintah.*® Gagasan ini menegaskan bahwa dalam ijtihad politiknya, al-Ghazali
tidak memiliki rumus untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang
sah atau mengambil istilan Masykuri Abdillah melakukan gerakan

oposisionalisme.*.

4 Abi al-Hasan'Ali al-Mawardi, Al-Akkam al-Sultanivah wa al-Wilayat al-Diniyah (Mesir:
Mustafa al-Babi, 1973), 5.

47 Muddathir ‘Abd al-Rahim, “Al-Ghazali’s Political Thought: Its Nature and Contemporary
Relevance”, dalam International Conference on al-Ghazali’s Legacy: Its Contemporary Relevance
(ISTAC: 24-27 Oktober 2001), 1-4.

48 Abi Hamid Al-Ghazali, Al-Iqtisad fi al- I’itigad (Damsyik: Dar al-Kutub, 2003), 170-171.

4 Oposisi, yang berarti menentang, mengoreksi atau mengkritisi kebijakan golongan yang
berkuasa merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi untuk mengontrol pemerintah agar tidak
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Gagasan Al-Ghazali merupakan estafet dari pionir teolog politik Sunni
sebelumnya yakni Abu al-Hasan al-Ash‘ari® yang terlebih dulu memperkenalkan
konsepsi imamah dan jama‘ah. Menurutnya, untuk mencapai idealitas kehidupan
masyarakat yang tenteram, di samping wajibnya memilih pemimpin yang baik,
juga harus ada kontrol dari masyarakat dengan melakukan amr ma ‘riif nahy
munkar dan memberikan ketaatan kepada penguasa yang memerintah. Dalam
konteks amr ma ‘riif nahy munkar, kegiatan ini menjadi kewajiban yang harus

dilakukan dalam keadaan apapun sesuai tingkat kemampuan,>* dengan tetap

melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Oposisi yang dimaksud bukanlah dalam bentuk
oposisionalisme melainkan oposisi loyal. Oposisionalisme yang lazimnya cenderung bersifat
destruktif menggunakan prinsip bahwa setiap persoalan yang berasal dari pemerintah pasti
dianggap salah dan oleh karenanya harus ditolak. Sebaliknya, oposisi loyal dan konstruktif
menggunakan prinsip bahwa jika kebijakan pemerintah yang diputuskan itu sejalan dengan
aspirasi politiknya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, ia harus dianggap benar.
Dalam tesis Carl Schmitt, distingsi kawan dan lawan sesungguhnya tidak selalu merujuk pada
hubungan konfliktuil pada tataran politik praktis. Dari sudut pandang yang berbeda, distingsi itu
justru merupakan poros dari gerak pembentukan dan pembaruan tatanan. Bahwa prinsip
pemisahan dan pembagian merupakan energi penggerak yang mendinamiskan kehidupan politik.
Bahwa diferensiasi dan segregasi merupakan titik tolak untuk mengatasi kemandekan atau
kejumudan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks ini, yang dilakukan Schmitt dengan tesis
di atas sesungguhnya adalah mengembalikan politik pada fondasi sebagaimana mestinya. Dalam
kerangka ini, sudah menjadi kelaziman kelompok oposisi untuk senantiasa mengkritik rezim
penguasa. Mengharapkan kekuatan oposisi untuk memuji Kinerja pemerintah bukan hanya kesia-
siaan melainkan juga tidak diperlukan. Demikian juga mengharapkan masyarakat sipil terus
menerus membenarkan tindakan pemerintah justru dapat mengarahkan politik pada kemunduran.
Dengan demikian, distingsi kawan dan lawan di sini bukan sesuatu yang mengancam demokrasi,
melainkan justru sesuatu yang dibutuhkan untuk merawat diri. Lupa terhadap distingsi ini, dalam
kacamata Schmittian, justru dapat menjerumuskan dalam pintu absolutisme kekuasaan, yakni
suatu jenis kekuasaan yang menafikan rivalitas, kritisisme dan dialektika bahkan menganggapnya
sebagai residu yang mesti disirnakan. Lihat Masykuri Abdillah, “Oposisi di Masa-Masa Awal
Sejarah Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini”, Kata Pengantar dalam, Ibnu Anshori,
Oposisi dalam Praksis Politik Islam: Perspektif Sosiologi Sejarah, Ciputat: GP Press, 2012., Agus
Sudibyo, “Kedaruratan dan Kebohongan” Kompas (26 Januari 2019), 7.

50 Sejak kelompok ini berdiri, sudah lahir beberapa madrasah yang mengajarkan pandangan-
pandangan al-Asy‘ari khususnya terkait akidah dan politik di dalamnya. Selain al-Ghazali, nama-
nama tokoh lainnya seperti al-Baqilani, al-Juwaini, al-Shahrastani, al-Razi, al-Mawardi dan lain
sebagainya, dan berlanjut hingga saat ini. Seleanjutnya Lihat ‘Awwad ‘Abbas al-Hardan, Figh al-
Sultah ‘inda Ahl al-Sunnah al-Asha’irah (Yordania: Dar al-Mubin, 2016), 31. Diskusi khusus
mengenai persinggungan pemikiran al-Ghazali dengan al-Asy‘arT misalnya dapat diLihat Richard
M. Frank, Al-Ghazalt and the al-Ash ‘arite School (Durham and London: Duke University Press,
1994)., Frank Griffel, Al-Ghazali’s Philoshopical Theology (New York: Oxford University Press,
2009), 123-128.

51 Dalam satu karyanya, Usiil Akl al-Sunnah wa al-Jama ‘ah, al-Asy*ari menyebutkan:
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melestarikan kebajikan dan kebijakan serta tidak boleh kontra produktif. Al-
Asy‘ari mensyaratkan semua upaya amr ma ‘riif nahy munkar harus tetap
mempertimbangkan stabilitas masyarakat.

Secara keseluruhan, bagi al-Asy‘ari setidaknya ada tiga hal pokok untuk
merespon kepemimpinan yang sedang berlangsung. Pertama, masyarakat
berkewajiban untuk taat kepada pimpinan yang berkuasa. Bagi al-Asy‘ari,
ketaatan merupakan kata kunci yang harus dijunjung tinggi dalam struktur sosial.
Kedua, implikasi dari ajaran ketaatan ini, maka dalam kondisi bagaimana pun
masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan pemberontakan terhadap
pemimpin yang sah. Ketiga, ketika seluruh upaya untuk meluruskan kekeliruan
yang dilakukan pemimpin mengalami kebuntuan, maka sebaiknya masyarakat
menjadikan doa sebagai jalan keluar bagi problematika kepemimpinan yang
dihadapi.*

Dari perspektif ini, semua kritik Mustofa Bisri terhadap despotik penguasa
khususnya Orde Baru, di mana kebanyakan tulisannya dibuat, tidak lebih dari
usahanya melakukan check and balance antara penguasa dan rakyat dan bukan
untuk menjatuhkan roda pemerintahan. Salah satu puisi berjudul “Pancasila Door”
misalnya, ditulis Mustofa Bisri di tengah-tengah ketakutan akut warga sipil,

sebagai kritik kediktatoran rezim Orde Baru melalui tangan militer (saat itu

Gy Y 4l 5 ag sl W1 @IS | sellaind o) agiiadly s aganls aedde Sadl e il yaY) s s e | gaanl

il agle ol
Lihat Abu al-Hasan al-Asy‘ari, Usil Akl al-Sunnah wa al-Jama ‘ah (Kairo: Dar al-‘Ulam, t.th.),
99.
>2Nasihun Amin, Paradigma Teologi Politik Sunni (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), xi-xiii.
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disebut ABRI).>* Di sinilah makna oposisi sebagai institusi yang memberikan
kesempatan bersikap kritis terhadap penguasa untuk membentuk pemeritahan
yang efektif.>* Oposisi juga berfungsi sebagai sparing partner dalam menjalankan
fungsi amr ma ‘rif nahy munkar terhadap pemerintah dengan formula check and
balance menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (good governance), dan
visi ini terlihat jelas dalam banyak tulisan Mustofa Bisri.>> Sementara itu, berbeda
dengan oposisi yang berfungsi sebagai sparing partner, bughat mencakup
tindakan sejak dari kritik tajam pada pemerintah sampai pada usaha penggulingan
pemerintah yang berkuasa dengan jalan kekerasan (an yakin al-khurij

mughalibah).>®

53 Kediktatoran rezim Orde Baru bahkan dialami sendiri keluarga Mustofa Bisri. Salah satu di
antaranya adalah pengalaman ayahanda Mustofa Bisri, Kiai Bisri Mustafa yang harus
mendapatkan 20 tanda tangan dari aparat pemerintah setempat sebelum melakukan ceramah di
banyak tempat. Langkah otoritarian Orde Baru ini merupakan bentuk represif yang lazim
diberlakukan terhadap masyarakat sipil pada umumnya. Selebihnya simak, Ceramah Mustofa Bisri
dalam Lailatul Ijtima ‘ Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Tengah (29 Januari 2019).

>4 Menurut Azra, pemikiran politik yang tidak mengakui eksistensi dan peran positif oposisi dalam
pemerintahan tidak bisa lagi diterapkan untuk masa sekarang. Karena kalau jika oposisi tidak
berlaku, maka hanya akan melahirkan pemerintahan opresif dan despotik sebagaimana banyak
terjadi dalam sejarah Islam. Azyumardi Azra, “Oposisi dalam Pemikiran dan Praksis Politik Islam:
Sekapur Sirih” dalam Anshari, Oposisi, v-Vi.

>Mustofa Bisri menambahkan bahwa Konsep amr ma 'ritf nahy munkar yang perlu dipahami dan
harus dilakukan oleh orang, pertama, paham tentang makna ma rif dan munkar itu sendiri dan
kedua, tahu cara melakukannya termasuk memahami budaya dan sosiologi masyarakat. Pada ranah
peguasa, amr ma rif nahy munkar harus dilakukan berdasarkan kemaslahatan rakyat. Perintah amr
ma'rif nahy munkar juga harus dimulai dari diri, keluarga, lingkungan dan seterusnya. Tanpa
pemahaman di atas, harapan maslahat akan berubah madharat. Selengkapnya, Mustofa Bisri,
Pesan Islam Sehari-hari (Yogyakarta: Laksana, 2018), 157-158, 163.

%6 ¢ Abdul Qadir ‘Audah, A/ Tashri‘ al-Jina T al-Islamt Mugaran bi al-Qaniin al-Wad T (Kairo: Dar
al Hadits, 2009), 517-537, 540-541. Pada awal dan Klasik Islam, dua tipe oposisi di atas diwakili
oleh Hanabilah yang mempresentasikan corak oposisi dengan tipe ulama dan tipe sekte yang
direpresentasikan Khawarij. Yang pertama cenderung menggunakan cara dialog dan musyawarah
serta tetap mengakui pemerintah yang berkuasa dengan apapun alasannya. Sehingga Hanabilah
tidak saja mampu menjaga keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjadi bagian dari proses
menguatnya Sunnisme dalam sistem kekhalifahan Islam. Sementara yang kedua dengan tipe sekte,
cenderung menggunakan kekerasan dan bahkan sampai pada tingkat tidak mengakui pemerintah
yang sah sehingga komunitas Khawarij tidak saja mengalami kesulitan mempertahankan
keberlangsungan hidupnya tetapi juga melahirkan paham keagamaan kontra Khawarij. Selebihnya
Lihat Anshori, Oposisi, 273.
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Gagasan etika politik Mustofa Bisri lainnya khususnya berkaitan dengan
politik kebangsaan, dapat dilacak dari pengertian Ahl al-Sunnah wa al-Jama ‘ah
di atas. Setidaknya ada dua pilar atau kata kunci yang tersurat pada istilah tersebut
yakni kata Ahl al-Sunnah dan Jama‘ah. Pilar pertama, yakni Ahl al-Sunnah
bermakna membantu menjaga otentisitas cara beragama sesuai dengan yang
diajarkan Rasul Saw. Salah satu indikatornya adalah menjaga tradisi sanad®’
(transmition) atau garis kesinambungan tak terputus di dalam mempelajari ilmu-
ilmu agama sampai pada Rasul Saw, sebagaimana yang lazim diajarkan hampir di
semua pesantren.

Tanpa tradisi sanad, kerangka berpikir (worldview) seseorang berpotensi
menjadi liyan dengan menganggap pandangannya sebagai kebenaran tunggal dan
dalam berpolitik tidak jarang melakukan monopoli tafsir keagamaan. Terbaru
adalah monopoli kata auliya oleh sebagian kelompok sebagai “pemimpin” yang
digunakan untuk menjegal salah satu calon dalam perhelatan Pilkada di DKI pada
2017. Bagi Mustofa Bisri, pemaknaan auliya sebagai pemimpin tidak hanya
monopoli tetapi sesungguhnya mereka sedang tidak memperdulikan nilai-nilai
agama yang sakral dan diperuntukkan sesuai dengan posisi dan proporsinya. Oleh
karenanya, Mustofa Bisri menolak pemaknaan auliya sebagai pemimpin. Makna

yang paling mendekati kebenaran menurutnya adalah “bolo”, di mana makna

>’Sanad —atau terkadang disebut isnad—secara bahasa berarti sesuatu yang dijadikan sandaran.
Adapun secara terminologi, sanad dan isnad merupakan dua istilah yang sering digunakkan untuk
menunjukkan satu makna yaitu rantai perawi yang bersusun yang membawa ke matan. Dalam
Islam, memperoleh sebuah ilmu tidak bisa dengan sembarang cara apalagi tidak jelas asal usulnya,
sehingga diperlukan sebuah sanad yang menjelaskan sumber ilmu tersebut. Tentang ini, para
ulama menjelaskan berbagai urgensinya sebagaimana ungkapan Muhammad ibn Sirrin :
Sy 52alE ae 15 aild (0 aledl 138 ()

Untuk melihat pengertian sanad, Lihat Lukman al-Hakim al-Indunisi, Imdad al-Mughits bi Tashili
‘Ulam al-Hadits (Kairo: Dar al-Salih, 2018), 18., Yasir al-Shimali, Taqrib ‘Ulim al Hadits
(Kuwait: Maktabah al-Imam al Dhihni, 2015), 19.
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“bolo” juga meliputi makna-makna dalam beberapa tafsir seperti kekasih,
pembela dan penolong.>® Pendapat Mustofa Bisri ini didasarkan pada QS. Al-

Taubah ayat 71 yang berbunyi :

£
.
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“Dan orang-orang yang beriman, Ielaid dan perempuan, sebahagian mereka

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.

Jika ditelisik pada beberapa literatur, pemaknaan auliya sebagai pemimpin
sulit dijumpai sumbernya atau dipegang oleh sebagian kecil sebagaimana
pendapat Hamka dan Departemen Agama RI. Mayoritas para ulama ahli tafsir
misalnya, memaknai kata auliya sebagai penolong, pembela, persatuan atas dasar
cinta dan persamaan akidah,® sebagaimana ditegaskan banyak Hadis tentang
entitas seorang muslim sebagai satu kesatuan laksana organ satu.®® Quraish Shihab
menambahkan bahwa kata auliya merupakan bentuk jamak dari kata waliy yang
memiliki makna dasar sebagai “dekat”. Dari sini kemudian berkembang makna-
makna baru seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama
dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah “kedekatan”. Itu
sebabnya, ayah adalah orang paling utama yang menjadi waliy anak

perempuannya karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat

dan tekun beribadah dinamai waliy karena dia dekat kepada Allah.®*

*8Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.

59 Lihat misalnya, Abii ‘Abdillah Muhammad al-Qurtubi, Al-Jami‘ liahkam al-Quran, Jilid. 1V
(Beirit: Dar al-Fikr, 2005), 105., Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Beirit: Dar al-
Kutub al-‘IIm1), 130.

80 Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur’an al-Karim, jilid 6 (Mesir: Dar al-
Sa’adah), 349.

61 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 3 (Ciputat:
Lentera Hati, 2009), 150-151.
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Pemaknaan auliya sebagai pemimpin-pemimpin tersurat dalam Alquran dan
Terjemahannya oleh Tim Departemen Agama dan menurut Quraish Shihab,
penerjemahan dengan arti demikian tidak sepenuhnya tepat.5> Pemaknaan auliya
sebagai pemimpin seirama dengan pandangan Abt Zahrah yang menyebut bahwa
yang terlarang adalah al-intima (penyatuan diri dalam kelompok) yakni kesediaan
menjadikan non muslim sebagai pihak yang berwenang menangani perkara-
perkara umat Islam. Menurut Quraish Shihab, pemaknaan demikian dapat
dibenarkan jika non muslim tersebut diduga memusuhi Islam dan memiliki
wewenang tidak terbatas.®® Demikian pula kritik Mustofa Bisri terhadap
terjemahan Departemen Agama ini yang dinilai terlalu mensederhanakan bahasa
Alquran.®

Pemaknaan kata auliya sebagai “bolo” oleh Mustofa Bisri juga didasarkan
pada potongan sebuah Hadis yang berbunyi :

ol A6 S8 Ul s8le a0 s )

“Bahwasannya Allah Swt. berfirman: Barangsiapa yang memusuhi wali Ku
(orang yang Ku cintai), maka Aku permaklumkan perang terhadapnya”.

Tidak berbeda dengan penafsiran para ulama ahli tafsir, beberapa ulama ahli
Hadis juga mengartikan kata waliy di atas sebagai orang mukmin yang dekat

dengan Allah, taat, rajin dan ikhlas dalam beribadah, di samping sifat lain sebagai

62 1bid.

3 M. Quraish Shihab, Al-Maidah 51 Satu Firman Beragam Penafsiran (Tangerang: Lentera Hati,
2019), 193-194.

64 Ceramah Mustofa Bisri dalam Lailatul Ijtima  Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Tengah
(29 Januari 2019).



231

penolong, pecinta. Secara sederhana kata waliy juga dapat diartikan sebagai setiap
orang mukmin yang bertakwa di luar kenabian.®®

Ijtihad Mustofa Bisri dalam memahami kata auliya sebagai “bolo” tidak
hanya mengembalikan narasi auliya pada makna sesungguhnya sebagaimana
yang dikehendaki oleh teks terkait, namun pemaknaan auliya sebagai “bolo” juga
menemukan momentumnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia kontemporer. Bahwa sebagai anak kandung bangsa Indonesia, setiap
warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak untuk mencalonkan
dan dicalonkan sebagai pemimpin tanpa tersekat dengan identitas.

Setidaknya, gagasan Mustofa Bisri di atas turut menurunkan tensi perseteruan
yang tidak jarang melibatkan dalil agama untuk menjatuhkan pihak lawan.
Sebagaimana maklum bahwa dalam menghadapi hajatan Pilihan Presiden 2019
yang lalu, kampanye provokatif masih menjadi problem akut dalam rangkaian
perjalanan demokrasi baik dalam skala mikro terlebih makro. Puncaknya,
pertikaian yang melibatkan kedua kubu pendukung pasangan capres-cawapres
tidak dapat dihindarkan.®®

Meski kekerasan politik yang terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia tidak

selalu lahir dari kampanye politik, namun menyaksikan kasus terakhir, kekerasan

85 Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Sharah Sahih al-Bukhari, juz 11
(Beirit: Dar al-Kutub al-‘TImf, 2011), 421., Imam Yahya Ibn Sharaf al-Nawaw1, Shara/k al-Arba ‘in
al-Nawawiyah (Kairo: Dar al-Hijaz, 2011), 430-431., Sharah al-Arba‘in al-Nawawiyah fi al-
Ahadits al-Sahihah al-Nabawiyah (Kairo: Dar al-Mustaqgbal, 2005), 414., Shihabuddin Ahmad Ibn
Hajar al-haitami, Al-Fath al-Mubin bisharh al-Arba’in (t.p., t.th.), 636.

6 Salah satu kasus kekerasan politik pada tingkat lokal adalah cekcok yang terjadi di sampang
Madura, di mana cekcok terjadi berawal dari media sosial dan berakhir pertengkaran di dunia
nyata dengan tewasnya salah seorang pendukung. Selanjutnya Lihat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181126100219-12-349212/kronologi-penembakan-di-
sampang-dipicu-cekcok-di-facebook.


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181126100219-12-349212/kronologi-penembakan-di-sampang-dipicu-cekcok-di-facebook
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181126100219-12-349212/kronologi-penembakan-di-sampang-dipicu-cekcok-di-facebook
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politik yang diwarnai tewasnya masyarakat sipil, tidak mencerminkan naluri
politik etis khususnya di tingkat elite. Bahkan, tidak jarang kedua kubu
pendukung menggunakan narasi-narasi yang jauh dari kata kepantasan dengan
menggeser logika publik ke arah binatang seperti memaki dengan kata cebong dan
kampret. Kondisi demikian diperparah dengan keterbukaan media sosial tanpa
disertai kesiapan wawasan dan kematangan bersikap sehingga turut melahirkan
arena konflik terus menerus dan masif. Seseorang atau pihak dari masing-masing
kubu dapat menyerang pihak-pihak lawan kapan dan di mana saja, dengan bahasa
apa dan cara apa saja termasuk fitnah dan hoaks. Kondisi ini membuat perpecahan
dan keterbelahan seolah menjadi keniscayaan.

Di sinilah, urgensi pemaknaan kembali kata auliya  sebagai ‘bolo”
sebagaimana dikampanyekan Mustofa Bisri menemukan tempatnya. Sejauh
makna “bolo” diartikan secara universal, maka keterbelahan sesama saudara tentu
tidak terjadi betapapun mereka di tempat ibadah berbeda maupun pilihan
kelompok politik berbeda. Konsepsi persaudaran menyeluruh pernah dikenalkan
olen Akhmad Shiddiq (1926-1991) yang berpijak pada tiga komponen utama,
yakni persaudaran atas dasar agama (ukhiawah Islamiyah), persaudaraan
kebangsaan (ukhiwah wataniyah) dan persaudaran kemanusiaan (ukhiawah
bashariyah/insaniyah).

Konsepsi persaudaraan universal ini menegasikan konsepsi (mengambil
istilah Hasibullah Satrawi) persaudaraan langkah kaki atau persaudaraan jauh (al-
ukhitwah al-ba ‘idah). Ini sejenis persaudaraan yang jauh di sana, sementara bumi-

bumi yang dekat di sini justru dilangkahi dan tidak mendapat pijakan
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persaudaraan. Persaudaraan langkah kaki membuat penderitaan yang jauh di luar
Indonesia terasa begitu dekat, sementara pada saat bersamaan mengabaikan
penderitaan masyarakat sekitar.” Memahami konsepsi persaudaraan universal,
sama halnya memahami visi kenabian Muhammad Saw sebagai rahmat untuk
semesta alam. Pemahaman demikian merupakan pengejawantahan dari makna al-
Sunnah untuk menjaga otentisitas cara beragama sesuai dengan yang diajarkan
Nabi Muhammad Saw, termasuk dalam konteks kehidupan bernegara
sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Piagam Madinah yang mengatur
persaudaraan universal dengan selalu melibatkan pendekatan musyawarah.¢®

Sementara pilar kedua dari pengertian ahl al-sunnah wa al-jama ‘ah adalah
konsepsi al-Jama ‘ah yang memiliki makna kolektifitas dan dukungan kelompok
mayoritas atau komponen jamaahnya. Ini berarti bahwa eksistensi sunnah juga
ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengamalkannya sebagaimana sabda
Rasul Saw. “ ‘alaikum bissawad al-a ‘azam”.

Dalam konteks pemaknaan hari ini, pemahaman dari “sawad al-a ‘zam”
diyakini Mustofa Bisri sendiri sebagai golongan (jam ’iyah) Nahdlatul Ulama
(NU) yang memiliki anggota kurang lebih 80 juta. Dengan jumlah yang begitu
massif, angka tersebut jauh melebihi jumlah penduduk negara mayoritas Islam di

beberapa belahan dunia. Terlebih secara kualitas, jam iyah ini mengikuti haluan

67 Hasibullah Satrawi, Bangsa (Tak) Terbelah, Kompas (31 Januari 2019), 7.

6 Menurut Mustofa Bisri, Musyawarah merupakan prinsip yang diterima oleh nurani manusia
sebagai sebuah kebenaran dalam memutuskan suatu urusan yang menyangkut kepentingan orang
banyak. Mengutip perkataan lbn Qayyim, Mustofa Bisri menyebutkan bahwa musyawarah
hukumnya disunnahkan karena melalui musyawarah akan diperoleh keputusan yang benar dan
melegakan semua pihak. Karena melibatkan semua pihak, maka keputusan yang diambil
merupakan cerminan aspirasi dan maslahat yang lebih luas. Lihat “Rakyat Jelata Pun Berhak
Didengar” dalam Bisri, Pesan, 159.
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moderat (khizzah wasasiyah) antara kecenderungan kelompok ekstrim kanan
(radikal Islam) dan ekstrim kiri yang direpresentasikan oleh gerakan Islamphobia.
Tak pelak, kehadiran jam tyah NU ini dinantikan kiprahnya oleh banyak kalangan
khususnya dunia global yang merasa rindu dengan kedamaian.® Lahirnya NU ini
adalah manifestasi dari dua pilar di atas ahl al-Sunnahd an al-Jama ‘ah.

Begitupun, Islam yang berkembang di Nusantara ini berpatok pada dua pilar
aswaja di atas yakni ada disiplin ketat mengikuti sunah Rasul Saw dan dukungan
mayoritas masyarakat yang tanpa dukungan tersebut, Islam sulit bertahan dan
berkembang di Nusantara ini. Dengan demikian, Islam di Nusantara ini
merupakan manifestasi Islam yang otentik karena memiliki sanad keilmuan dan
spiritual yang bersambung sampai pada Rasul Saw. Dari perspektif ini, nalar
kesunnian Mustofa Bisri semakin kentara, ketika di dalam salah satu tulisannya,
Mustofa Bisri Menyebutkan:

...... Islam yang selama ini jalani ternyata menjadi unik dan menarik
setelah maraknya fenomena keberagamaan kelompok di luar yang
menamakan diri muslim dan membawa bendera Islam, namun
meresahgelisahkan dunia. Dunia yang kemudian bertanya-tanya tentang Islam
yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, damai dan teduh pun
mendapatkan jawaban dari prilaku keislaman kita di Nusantara ini. Maka
kalau Islam kita—yang dijalani di Nusantara ini—ternyata dapat membantu
peradaban tidak hanya di Indonesia tapi dunia, syukurlah. Tapi kita harus
realistis bahwa perilaku keislaman kita sendiri saat ini sudah mulai terganggu
oleh berbagai pengaruh dari luar. Kita mesti bersatu padu mempertahankan
cara kita berislam selama ini seperti yang dijarkan oleh guru-guru Islam Kita

yang memperoleh Islam dari guru-guru mereka dari guru-guru sebelumnya
dengan sanad yang bersambung hingga Rasulullah Saw.”

89 Ceramah Mustofa Bisri dalam Lailatul Ijtima ‘ Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Tengah
(29 Januari 2019).

70 Mustofa Bisri, “Islam Nusantara, Makhluk Apakah Itu?” dalam Islam Nusantara Dari Ushul
Figh Hingga Paham Kebangsaan, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, et al. (Bandung: Mizan,
2016), 13.
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Narasi yang disebutkan Mustofa Bisri tidak hanya menyebutkan pentingnya
tradisi sanad hingga Rasul Saw, namun tradisi berislam demikian memiliki
pengaruh fundamental di dalam menentukan corak keberagamaan. Tanpa sanad
yang jelas, Islam berpotensi dipahami secara tekstual atau hitam putih, cenderung
menganggap diri paling benar sehingga mudah untuk menyalahkan bahkan
menyesatkan kelompok lain. Sementara dengan tradisi sanad, sebagaimana
diajarkan hampir di semua pesantren NU, ilmu agama yang diajarkannya dapat
dipertanggung jawabkan sampai di hari kiamat.

Dengan demikian, keberislaman tidak hanya dijamin otentisitasnya dari Rasul
Saw dan istigamah melaksanakannya, namun juga lebih mudah di dalam
membangun kehidupan beragama dan berbangsa untuk selalu guyub, tepo seliro,
hidup bersama, tanpa terjebak pada dikotomi menjadi muslim atau pancasilais.
Urgensi sanad ini semakin meneguhkan kuatnya pengaruh Sunni dalam pemikiran
Mustofa Bisri yang juga dapat dilacak dari akar keilmuannya yakni guru dan kitab
yang dipelajarinya.

Pertalian antara sanad keilmuan dengan model penafsiran Mustofa Bisri yang
selalu mengedepankan kemanusiaan dan persaudaraan universal meneguhkan
hubungan simbiosis geneologis yang mengantarkan Mustofa Bisri menjadi
pemikir Sunni yang moderat termasuk di dalam melihat realitas politik. Mustofa
Bisri menekankan pentingnya nilai-nilai dan tujuan diberlakukannya syariat yang
dalam konteks politik, lazim dikenal dengan magasid al-siyasah tanpa terjebak
dengan istilah-istilah debatable seperti imamah, khilafah al ‘udma dan sebagainya

sebagaimana pemikiran mayoritas pemikir Sunni seperti al-Ghazali dan al-
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Mawardi. Nalar kesunnian Mustofa Bisri, terlihat secara tidak langsung dari
tulisannya ketika menguraikan esai ‘“Ulama dan Revolusi Pemikiran”. Ia
menjelaskan:

Dari sejarahnya, Sunni lahir sebagai antitesis dari sikap ekstrem Syi’ah dan
Khawarij. la meletakkan sesuatu tidak didasarkan atas kepentingan dan
fanatisme kelompok yang berlebihan sehingga cenderung menyalahkan yang
lain. Dalam Sunni, semua masalah dilihat secara proporsional menurut dalil
yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Nilai-nilai yang dikembangkan
seperti kita lihat sekarang adalah tawazun (tenggang rasa), tawassuy (tengah-
tengah), dan tidak tazarruf (ekstrem). Dengan nilai-nilai itu kebenaran dan
keadilan akan lebih dapat ditegakkan, tidak asal antem kromo, pokoknya
harus begini dan tidak boleh begitu misalnya.”

Sebagai tokoh yang sangat dipengaruhi teologi Sunni, Nalar moderat Mustofa
Bisri ditunjukkan dari sikapnya yang terbuka terhadap realitas keberagaman dan
sikap keberagamaan serta penolakannya terhadap penafsiran tunggal yang lazim
dilakukan kelompok yang memperjuangkan ideologisasi Islam. Mustofa Bisri
tidak berarti alergi dengan istilah Islam, namun dalam konteks politik,
pandangannya lebih menekankan pada prinsip dan pelaksanaannya yang
berorientasi pada aspek kemaslahatan. Tentang pelabelan Islam dalam demokrasi,
Mustofa Bisri menjelaskan:

Tentang istilah demokrasi Islam, saya Kira tidak perlu segala sesuatu diberi

cap Islam. Ketika muncul istilah-istilah pro baru atau konsep dan penemuan

baru, kita ikut-ikutan mengatakan bahwa Islam juga punya. Padahal kita tidak
tahu apa yang dimaksud dengan istilah atau konsep itu, bahkan juga tentang

Islam itu sendiri. Ini hanya menunjukkan kelemahan saja, baik dari segi ilmu

maupun sikap.

Silahkan kalau mau memakai istilah demokrasi Islam. Yang penting dalam

Islam memang ada prinsip syura atau musyawarah yang perlu kita jalankan
dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau di situ terdapat persamaan-persamaan

71 Bisri, Pesan, 165.
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dengan demokrasi, ya mari kita laksanakan demokrasi itu. Toh syura atau
demokrasi cuma nama, yang penting kan prinsip dan pelaksanaannya.”

Dengan menekankan pada aspek prinsip dan pelaksanaannya dapat
dimengerti bahwa pada ranah politik, Islam selaras bahkan mendukung sistem
demokrasi yang menekankan persamaan hak-hak sipil dan politik, keseimbangan
kekuasaan, akuntabilitas dan transparansi, adanya keterlibatan partai politik yang
memiliki hak sama untuk berkompetisi di masyarakat yang plural. Dengan
demikian, politik moderat bersifat terbuka (inklusif) dan dinamis di dalam
memahami dan melaksanakan teks-teks (turats) Islam. Karakter moderat juga
terlinat dari sikapnya yang mendukung pemerintahan yang berupaya membuat
kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya, di samping juga tidak canggung
terhadap pemberlakuan hukum syariah pada kesempatan lain.

Karakter moderat dalam paradigma politik Mustofa Bisri semakin
menemukan relevansinya pada saat pascareformasi belakangan, perkembangan
demokrasi Indonesia berada pada momentum Kritis yang beku (khususnya pasca
Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, dan menjelang Pilpres 2019). Kebekuan tersebut
lahir dari masyarakat yang terpolarisasi akibat eksploitasi politik identitas yang
dicirikan dengan soliditas antara kekuatan konservatisme Islam dengan hyper-
nationalisme. Menurut Khoirul Umam, melihat realitas politik demikian,
kehadiran politik moderat sebagai jalan tengan (middle way) menjadi urgen dan
penting karena kematangan berpikir dan sikap rasionalitasnya.”* Dengan

karakternya yang selalu mengutamakan stabilitas, hanya kekuatan tengah ini yang

72 1bid., 164-165.
73 Ahmad Khoirul Umam, Memecah Kekuatan Politik Identitas, Kompas (22 Mei, 2019), 7.
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berpotensi mengembalikan stabilitas demokrasi dengan tetap mengedepankan
persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbeda dengan karakter moderat sebagai ciri nalar Sunni, Sebaliknya,
politik radikal yang lazimnya dilakukan oleh kelompok radikalisme agama
khususnya Islam, menekankan dukungannya terhadap sistem politik tanpa partai
(kecuali partai politik Islam itu sendiri) dengan sikap intoleran karena
mengesampingkan kebebasan hak-hak sipil dan politik seseorang. Ciri yang lain
dari politik radikal Islam lainnya adalah penerapan hukum syariah sebagai sistem
hukum tunggal. Dan pada saat yang sama politik radikal meyakini bahwa seorang
agamawan memiliki pengaruh dominan untuk menentukan kebijakan
pemerintah.”

Dilshod Achilov dan Sedat Sen membuat perbedaan karakter ideologi politik
Islam antara politik moderat dan politik radikal, khususnya terkait cara pandang
tentang politik pluralisme, kebebasan hak sipil politik dan pemberlakuan hukum

syariah dalam sebuah tabel sebagai berikut:

’4 Dilshod Achilov dan Sedat Sen, “Got Political Islam? Are Politically Moderat Muslims really
defferent  from  Radicals?”  dalam  International Political ~ Science  Review,
(DOI:10.1177/0192512116641440., 2016), 11-17.
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Tabel 5.1.
Karakteristik Ideologi Politik Islam Moderat dan Radikal

Pola Gerakan

Karakteristik Gerakan

Indikasi Data

Politik
Moderat

Mendukung Politik

Pluralisme

1. Sistem parlemen melalui
peran partai politik.

2. Agamawan tidak memiliki
hak mempengaruhi terlebih
mengharuskan  bagaimana
orang lain memilih.

3. Agamawan tidak memiliki
hak mempengaruhi dan
menetukan terhadap
keputusan pemerintah.

Mendukung Hak-hak

Sipil dan Politik

Baik eksekutif maupun legislatif
harus membuat kebijakan atau
peraturan yang Sesuai dengan
kehendak dan kebutuhan
masyarakatnya.

Akomodatif baik
terhadap hukum syariah
maupun hukum sekuler

Baik eksekutif maupun legislatif
harus membuat kebijakan atau
peraturan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, dan pada
saat yang lain dapat menerapkan
hukum-hukum syariah.

Politik
Radikal

Tidak toleran terhadap
politik pluralisme

Sistem pemerintahan didasarkan
pada hukum Islam minus partai
politik dan pemilihan umum.

Mendukung aturan | Pemerintah  harus  menerapkan
eksklusif — atau  kaku | pemberlakuan ~ hukum  syariah
terhadap pemberlakuan | sebagai satu-satunya sistem
hukum syariah hukum.

Identitas keagamaan | Pelayan publik diutamakan
lebih dominan di dalam | seseorang yang memilki etos

kepemimpinan politik

keagamaan yang kuat.

Kerangka perbedaan ideologi antara politik moderat dan politik radikal jika

dibuat skema sebagaimana ditulis oleh Dilshod Achilov dan Sedat Sen(2016),

terlihat sebagai berikut :
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Ideological Support for Political Islam
Politically Radical Politically Moderate
None/ LOW L SN Political Pluralism .................................. > High
None / Low D R Individual Civil e > High
Gambar 5.1.

Perbedaan Politik Moderat dan Radikal

Melihat perbedaan dua tipologi politik yang ditulis Dilshod Achilof dan Sedat
Sen di atas, terlihat bahwa pandangan politik Mustofa Bisri terbilang modern
dengan karakternya yang terbuka (moderat). Kemodernannya tampak dari
penilaiannya terhadap politik yang tidak lebih dari sekadar alat untuk
merealisasikan kehidupan yang adil dan makmur.”” Dengan karakternya yang
menghormati pluralitas dan keberagaman, Mustofa Bisri tidak pernah
mempesoalkan  kepemimpinan  non-muslim  selama  berorientasi  pada
kemaslahatan rakyat, sebagaimana gagasan ini sudah dilontarkan para ulama
Sunni abad pertengahan. Cukup beralasan jika nalar teologi politik Sunni lebih
menekankan pada arah stabilitas negara dan oleh karenanya, selalu relevan di
dalam sistem negara dan jenis politik apapun. Pesan stabilitas negara yang

bermuara pada kemaslahatan inilah yang menjadi visi kenegaraan Mustofa Bisri

> Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.
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dengan gagasan etika politiknya baik yang diwujudkan dalam bentuk gagasan

politik kebangsaan maupun politik kerakyatan.

C. Nalar Tasawuf

Dilihat dari karya-karya dan pemikiran yang ditulis Mustofa Bisri baik
melalui beberapa buku maupun melalui media sosial, tampak kebanyakan dari
tulisannya bersifat responsif dan faktuil. Sementara dilihat dari isi kandungan
pemikiran yang ditulisnya, selain bernuansa fikih dan teologis, nalar lain yang
turut mempengaruhi gagasannya khususnya tentang etika politik adalah nilai-nilai
tasawuf. Mustofa Bisri termasuk tokoh yang selalu menonjolkan sisi sufistiknya
sebagaimana perspektif cinta dan kemanusiaan yang menjadi asal usul dari visi
literasi di hampir semua tulisannya. Perspektif tersebut selalu menjadi ruh
gagasan Mustofa Bisri sebagaimana pandangannya terhadap realitas sosial politik,
dan komitmen kebangsaannya. Terhadap isu-isu tersebut, Mustofa Bisri selalu
menggunakan sentuhan nilai-nilai tasawuf sebagaimana yang dipahami dan
dipraktekannya.

Terhadap realitas sosial, narasi “sayang / kasih sayang” sangat lekat dalam
pandangan Mustofa Bisri, baik disampaikan secara verbal maupun melalui sajak

dan esai yang ditulis.”® Sebagai figur yang ditokohkan, Mustofa Bisri, secara

78Salah satu puisi yang menarasikan tentang “sayang” misalnya tulisannya berjudul “Aku
Menyayangimu”. Mustofa Bisri menulis:

Aku menyayangimu karena kau manusia

Tapi kalau kau sewenang wenang kepada manusia
Aku akan menentangmu

Karena aku manusia

Aku menyayangimu karena kau manusia

Tapi kalau kau memerangi manusia

Aku akan mengutukmu
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konsisten selalu menggunakan paradigma ulama di dalam melihat setiap persoalan
yakni dengan mengedepankan kasih sayang. Di dalam banyak kesempatan, tidak
jarang Mustofa Bisri mengeluarkan ungkapan “memanusiakan manusia” sebagai
visi beragama, khususnya berislam. Mustofa Bisri ingin memandang manusia,
siapapun dia dan dari manapun asal usulnya, apapun warna kulit dan pilihan
agamanya, manusia merupakan makhluk Tuhan yang harus disayangi
sebagaimana Tuhan mengasihi dan menyayangi. Sikap Tuhan inilah yang ingin
ditiru Mustofa Bisri dengan mengejawantahkan sifat raiman rahimnya
sebagaimana adagium dari kaum sufi “takhallaq biakhlagillah” (berakhlaklah
sebagaimana akhlak Allah).

Sebagai visi berislam, narasi “memanusiakan manusia” meniscayakan
kejujuran, konsistensi dalam berjuang, menghargai dan mengadvokasi siapa saja
yang menderita (khususnya kalangan mustad ‘afin) terlebih tertindas oleh sistem.
Sebaliknya, ia akan menentang siapa saja yang merendahkan harkat dan martabat
manusia terlebih mengambil hak-hak mereka. Dalam kerangka inilah, agaknya
Mustofa Bisri ingin menyadarkan umat Islam Indonesia khususnya agar tidak

mengabaikan visi utama tersebut sekaligus meyakinkan bahwa ia menjadi tujuan

Karena aku manusia

Aku menyayangimu karena kau manusia
Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan
Aku akan melawanmu

Karena aku manusia

Aku akan tetap menyayangimu

Karena kau tetap manusia

Karena aku manusia

Selengkapnya Lihat http://www.muslimedianews.com/2013/11/aku-menyayangimu-ciptaan-gus-
mus-yang.html. Di akses pada 10 Februari 2019.


http://www.muslimedianews.com/2013/11/aku-menyayangimu-ciptaan-gus-mus-yang.html
http://www.muslimedianews.com/2013/11/aku-menyayangimu-ciptaan-gus-mus-yang.html
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utama berislam dalam kehidupan manusia di dunia dan manifestasi berihsan
dalam konteks berbangsa.

Dasar yang digunakan Mustofa Bisri cukup sederhana yakni perilaku Nabi
Muhammad yang tersurat pada akhir QS. Al-Taubah ayat 128”7 di mana sebagai
pemimpin, Nabi tidak tahan jika melihat penderitaan umatnya. Terjemahan
Mustofa Bisri tentang ayat ini sedikit berbeda dengan terjemahan lainya yang
cenderung sulit dipahami Di dalam memaknai ayat tersebut, Mustofa Bisri
menulis:

Apabila kita agak sedikit “berani” menerjemahkannya secara bebas, boleh
jadi firman itu akan semakin terang tertangkap maknanya. Misalnya kita
terjemahkan—wallahu a’lam bi al-sawab—begini, “Sungguh telah datang
kepadamu kalian sendiri yang sangat tidak tahan melihat penderitaan kalian,
penuh perhatian terhadap kalian, dan kepada orang-orang yang beriman amat
mengasihi dan menyayangi”.

..... seperti diketahui, kenyataan hidup dan kepemimpinan Nabi Muhammad
Saw. memang sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam ayat itu. Rasul yang
dipilih-Nya dari kalangannya sendiri itu memiliki karakter: tidak tahan
melihat (atau menurut ‘terjemah Depag’: berat terasa olehnya) penderitaan
umatnya, penuh perhatian terhadap mereka, dan terhadap mereka yang
beriman sangat mengasihi dan menyayangi.

Secara lahiriah, hidup Nabi Muhammad Saw.—semua yang ia pikirkan,
lakukan dan perjuangkan—dalam kaitannya dengan umatnya merupakan
pantulan dari ketiga karakter itu, yaitu ketidaktegaan melihat penderitaan,
penuh perhatian terhadap umat, dan kasih sayang.”®

Perilaku Nabi ini pula yang harus menjadi inspirasi para ulama dan para

pemimpin di dalam melihat rakyat dan realitas sosialnya dengan mata kasih

’’Selengkapnya berbunyi:
ey 3247 L o s A L I I TR IR P S
S5 B9ss Tomasll oo Ja - S Lo e fimel (o My fimile 2]
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya
penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas
kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.

78 Mustofa Bisri, “Sang Pemimpin”, dalam Melihat Diri Sendiri: Refleksi dan Inspirasi
(‘Yogyakarta: Divapress, 2019), 13-14.
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sayang (yanzuriun ila al-ummah bi‘ain al-rahmah). Dari latar epistemis ini,
Mustofa Bisri meyakini bahwa pemaknaan dan pemahaman teks-teks Alquran dan
teks-teks keagamaan lainnya sangat terbuka dengan realitas sosial yang
melibatkan aspek afeksi, kognisi dan aksi. Namun demikian, dialektika tersebut
dibangun atas dasar kemanusiaan. Konstruksi dialektis pemahaman keagamaan

Mustofa Bisri, merujuk narasi yang ditulis Piet H. Khaidir,” terpola sebagai

berikut:
Teks wahyu/realitas sosial
kemanusiaan sebagai landasan dan
inspirasi dalam berteologi
Doktrin sebagai ruang terbuka bagi
pergumulan dengan realitas sosial -
Kemanusiaan
Metodologi untuk Refleksi teologis
refleksi iman dengan dinamis -
paradigma kaum emansipatoris
tertindas/ korban
marjinalisasi

Realitas sosial -
kemanusiaan

Gambar 5.2.
Konstruk Teologi Kemanusiaan Mustofa Bisri

7 Piet H. Khaidir, Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial (Jakarta: Penerbit Teraju, 2006),
110.
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Begitu mulianya kedudukan manusia di hadapan Tuhan, maka pantang
direndahkan dengan alasan apapun, terlebih terseret kepentingan sesaat seperti
politik dengan munculnya istilah-istilah panggilan yang justru merendahkan
martabat sebagai manusia seperti panggilan “cebong” dan “kampret” serta sebutan
negatif lainnya yang disematkan kepada kelompok yang berbeda afiliasi
politiknya.&

Realitas politik demikian (penyematan cebong dan kampret) semakin
menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia masih pada tahap
antagonistik dan belum sampai pada tahap deliberatif dan karenanya jauh dari
nalar sehat sebagaimana yang berkembang belakangan. Kondisi ini berbalik 180
derajat dari harapan dan contoh yang diberikan Nabi Muhammad Saw. dengan
pendekatan perhatian dan kasih sayangnya. Seluruh hidupnya dikhidmahkan
untuk memikirkan dan memperjuangkan nasib umatnya supaya tidak menderita
dari persoalan materi sampai pada persoalan yang lebih pokok dengan mengajak
ke jalan yang benar atau surga.

Konsistensi  perjuangan Mustofa Bisri terhadap visi kemanusiaan
dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa secara moral seorang ilmuwan yang apatis
terhadap persoalan di sekitar masyarakat merupakan perilaku yang tidak dapat
dibenarkan. Sebaliknya, seorang ilmuwan dituntut untuk mengambil bagian dan

turut memikirkan persoalan yang muncul di masyarakat dengan melibatkan diri

80 Ceramah Mustofa Bisri dalam Lailatul Ijtima  Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Tengah
(29 Januari 2019) atau lihat https://www.youtube.com/watch?v=ddEWBB8ZEzaY. Diakses tanggal
20 Februari 2019.


https://www.youtube.com/watch?v=ddEWB8ZEzaY
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disertai kepekaan rasa (sensitivity).8! Terlebih seorang ilmuwan tersebut berkenan
memperlihatkan perhatiannya terhadap masalah moral dan politik.®

Perhatian Mostofa Bisri terhadap persoalan moral dan politik dicirikan
dengan sikap amr ma rif nahy munkar sebagai sikap korektif yang diharapkan
menjadi ciri umatnya dan cerminan dari ketiga karakter di atas. Logika korelasi
antara sikap sayang dengan sikap korektif —yang diwujudkan dengan amr ma rif
nahy munkar-- cukup sederhana yakni mana ada orang—pemimpin sekalipun—
yang sudi mengoreksi kepada orang-orang yang tidak menarik perhatiannya dan
tidak disayanginya.®

Untuk mendukung tesisnya ini, Mustofa Bisri berangkat dari pandangannya
bahwa agama merupakan wasilah, sarana ataupun kendaraan dan bukan ghayah
ataupun tujuan sebagaimana halnya status organisasi sosial politik ataupun
organisasi masyarakat.®* Cara pandang (worldview) ini sangat menentukan corak
dan cara keberislaman pemeluknya khususnya dalam memandang pemeluk agama
lain ataupun fakta keberagaman lainnya. Memandang agama sebagai ghayah,
dalam kacamata Mustofa Bisri, berakibat pada fanatisme agama yang mengerikan.
Orang yang terlalu fanatik terhadap agamanya—terutama karena memandang
agamanya sebagai ghayah—akan dengan mudah menganggap pemeluk lain
sebagai tidak manusia. Pandangan Mustofa Bisri ini didasarkan pada beberapa

ayat seperti QS. 3 : 19%°, QS. 3 : 858 yang justru sering dipahami sebagian orang

81 peter L. Berger, Piramida Pengorbanan Manusia, “terj.” D. Prasetyo BA (Bandung: Penerbit
IQRA, 1983), 242-243.

82 1bid., 255.

8 Bisri, “Sang Pemimpin”, 14-15.

84Bisri, Agama Anugerah, 122.

8 Selengkapnya berbunyi:
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sebagai dasar ghayahnya beragama. Mustofa Bisri memahami kedua ayat di atas
sebagai pernyataan bahwa hanya kendaraan berupa Islam, agama tauhid yang
dapat mengantarkan kepada rida Allah. Jadi agama, dalam hal ini, menurut
Mustofa Bisri adalah wasilah sementara ghayahnya adalah rida Allah itu sendiri.®’

Pemahaman fungsi agama sebagai wasilah semakin terang jika merujuk pada
ayat-ayat lainnya yang menggunakan istilah al-din dan al-millah. Sebagai sebuah
wasilah ataupun jalan, tentu ada yang lurus dan benar dan ada yang berkelok-
kelok, menyesatkan. Dan menurut Mustofa Bisri, jalan yang lurus untuk mencapai
rida Allah sebagai ghayah adalah jalan yang ditempuh Nabi Ibrahim a.s. yakni
Islam.t® Gagasan pluralisme Mustofa Bisri ini cukup menarik karena sebagai
aktivis kemanusiaan, pandangannya tidak serta merta membawanya pada
keyakinan tentang kebenaran semua agama (al-adyan al-samawiyah) yang lazim
dijadikan latar epistemis para aktivis kemanusiaan. Mustofa Bisri justru menilai
bahwa Islam yang dibawa dari satu nabi ke nabi lainnya merupakan proses
keberlangsungan substansi wahyu samawi (shara’i’ samawiyah) yang terbatas

karena terikat temporal lokal dan waktu hingga datangnya Islam yang dibawa

AT AT e 20070

=

w

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.

8 Selengkapnya berbunyi:
Grres Il e 0T 3 55 4 Ja o o 2T 38 i 25

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima

(agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.
87 Bahkan dalam satu sajaknya, Mustofa Bisri menyebut agama sebagai kereta kencana. Mustofa
Bisri menulis, Agama//adalah kereta kencana//yang disediakan Tuhan//untuk kendaraan
kalian//berangkat ~ menuju  hadirat-Nya//Jangan  terpukau keindahannya saja//Apalagi
sampai//dengan saudara-saudara sendiri bertikai//berebut tempat paling depan//berangkatlah//la
menunggu kalian//sejak lama. Lihat Mustofa Bisri, Agama Anugerah, 6-7, 9-13.
8 Pengertian Islam di sini tidak berbeda dengan Islam sebagai wahyu yang didakwahkan Nabi
Ibrahim atau bahkan sejak Nabi Adam, yakni agama yang berarti pasrah dan berserah diri hanya
kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat. Ibid., 19-26.
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Nabi Muhammad Saw. Islam yang terakhir merupakan wahyu final karena
sifatnya rasmatan lil’alamin. Dengan kalimat lain, Islam merupakan satu-satunya
agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul dan Nabi-Nya sejak pertama
kali diwahyukan sampai datangnya Nabi Muhammad Saw dan memuat akidah
yang sama disertai perbedaan pemberlakuan syariat.®

Lebih penting dari status dan makna agama, menurut Mustofa Bisri adalah
perilaku dalam beragama itu sendiri, di mana alih-alih ajaran agama menjadi laku
kesalehan justru menjadi sumber terjadinya banyak salah kaprah atau sumber
malapetaka dalam perilaku keberagamaan, khususnya orang Islam sebagai
masyarakat mayoritas di negeri ini. Fenomena ini disebabkan berawal dari
kekurang pahaman terhadap agama yang dipeluknya disertai dengan lemahnya
semangat belajar tentang agama akibat rasa mapan dan aman.

Pada situasi berbeda, minusnya pemahaman agama juga berbanding lurus
dengan ghirah dan semangat keberagamaan sekelompok orang yang berkobar-
kobar. Kondisi demikian menjadi cikal bakal lahirnya gerakan Islam politik yang
sarat dengan politik identitas dan eksklusif.®® Lahir dan berkembangnya politik
identitas, tidak hanya berlawanan dengan fitrah Islam yang mengutamakan asas
keterbukaan, namun juga mengancam keberagaman Indonesia yang memiliki
sekitar 17.000 pulau, 714 suku, dan 1.100 bahasa daerah. Namun politik identitas
ini semakin subur dan menemukan momentumnya seiring sering dimanfaatkan
sebagian politisi untuk memenangi kontestasi politik meski dengan mengorbankan

nilai dan pesan agama sesungguhnya.

89 ‘Imarah, Mausii ‘at, 1143.
9Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.



249

Kealpaan memahami agama sebagai nilai dalam perilaku keberagamaan juga
turut mengantarkan masyarakat secara umum dan elite politik khususnya pada
perilaku amoral. Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan
Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap elite politik belakangan ini dan
kasus asusila lainnya, menunjukkan rendahnya moral para elite politik dalam
mengawal komitmen visi kebangsaan. Salah satu wujud kealpaan nilai dan pesan
perilaku keberagamaan itu misalnya mental zubbu al-dunya yang menjangkiti
mereka. Terutama setelah bangsa ini dididik Orde Baru 32 tahun untuk menyintai
dunia/materi secara berlebihan.®*

Sebagai bagian dari nafsu, pengendalian hubb al-dunya menjadi penting
khususnya di pusaran kekuasaan. Menurut Mustofa Bisri, tindak kejahatan terjadi
karena dua faktor, yaitu adanya niat jahat dan ada kesempatan untuk
melakukannya. Atau menurut kamus populernya: n + k = kriminal. Ada niat tapi
tidak ada kesempatan, tindak kejahatanpun tidak terjadi. Sebaliknya ada
kesempatan tapi tak ada niat, juga tidak akan terjadi. Niat jahat masih menurut
Mustofa Bisri bermula dari hawa nafsu yang ada dalam diri manusia yang di
dalam istilah Alquran disebut sebagai ammaratun bissi, yang senantiasa
memerintah dan mendorong seseorang untuk berbuat jahat.°> Oleh karenanya,
Mustofa Bisri mengajak para pemimpin untuk selalu muhasabah dengan

merenungkan salah satu syair Arab yang berbunyi:

5 s J}.\ﬂ\ ‘_A\ Calaa 13

Jsane laany Al Hleld

91 Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.
92 Bisri, Fikih, 414-415.
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doluadd ) sall culy 13l
Js e laaay il aleld
Bila suatu ketika kau memikul keranda ke kubur
Ingatlah bahwa sesudah itu kau akan dipikul pula
Dan bila kau diserahi sesuatu kekuasaan atas kaum
Ketahuilah suatu saat kau akan diberhentikan juga®®

Pada saat bersamaan, kepada khalayak masyarakat, Mustofa Bisri juga
mengajak untuk turut serta mendoakan para pemimpin negeri ini supaya mendapat
hidayah dengan tidak melupakan Tuhannya. Karena jika seorang telah melupakan
Tuhannya, maka akan dibuat Tuhan lupa dengan dengan dirinya sendiri, lupa akan
dirinya sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang beragama, dan lupa dengan
status lainnya.*

Sementara nalar sufistik politik kebangsaan Mustofa Bisri yang diwujudkan
dari gagasannya tentang revitalisasi Pancasila, tercermin dari komitmen dan
pembelaannya terhadap NKRI yang memilih Pancasila sebagai falsafah dasar
bernegara. Bahkan, nalar sufistiknya melibatkan perspektif nalar lain seperti
pemahaman budaya sebagai kerangka makro kearifan lokal khususnya Jawa.
Mustofa Bisri mengakui bahwa kecintaannya terhadap tanah air karena tanah
Indonesia ini merupakan rumah besar yang harus dijaga, karena di sinilah tempat
dirinya dilahirkan, tempat menghirup udara atau bahkan tempat di mana jasad ini
akan dikebumikan.®> Secara lengkap, Mustofa Bisri mengungkapkan:

Segenap elemen bangsa di negeri ini harus selalu menjaga kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia itu negeri cantik, kelompok

9 Mustofa Bisri, “Godaan Kehidupan dan Kekuasaan” dalam Pesan Islam, 27.
9 https://www.youtube.com/watch?v=ddEWBB8ZEzaY . Diakses tanggal 20 Februari 2019.
% 1bid .


https://www.youtube.com/watch?v=ddEWB8ZEzaY
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mana pun pasti terpesona dengan negeri ini. Jadi, bukan hal yang mustahil
Indonesia akan terus dirongrong, baik ideologi kebangsaannya,
kebudayaannya, ataupun kekayaan alamnya.

Dalam kondisi sekarang, di mana semua orang seperti boleh bicara apa
saja, Nahdlatul Ulama—sebagai organisasi para ulama dan para jamaahnya—
perlu tampil untuk mengajarkan pemahaman yang benar, terutama dalam
urusan agama. Nahdlatul Ulama perlu terus mengumandangkan dengan
lantang hubbul wathan ketika akhir-akhir ini muncul segelintir orang yang
terlalu silau dengan ideologi yang datang dari luar.%®
Dengan demikian, Kkecintaan terhadap bangsa atau tanah air tidak cukup

berpijak pada nalar fikih ataupun nalar teologis, namun dibutuhkan sebuah nilai
yang turut menjiwai komitmennya terhadap tanah air. Nilai itu tiada lain adalah
fitrah atau naluri kebangsaan yang pada dasarnya telah dimiliki setiap orang dan
diterima kebenarannya oleh nurani. Bahwa setiap orang menghendaki tanah
tempat kelahirannya sebagai tempat yang aman dan nyaman, merupakan impian
semua orang. Sebaliknya bahwa sebuah bangsa yang menjadi tempat tinggalnya
menjadi area medan perang tentu sama sekali tidak diharapkan. Bahkan di dalam
Alguran, naluri kecintaan terhadap tempat tinggal disejajarkan dengan naluri

kecintaan seseorang terhadap dirinya sebagaimana QS. An-Nisa : 66.%

Sebaliknya, perasaan sedih bagi orang yang terusir ataupun keluar dari daerahnya

% M. Zidni Nafi’, Cinta Negeri Ala Gus Mus (Tangerang Selatan: Penerbit Imania, 2019).43-44.
9 Ayat selengkapnya berbunyi :
P
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Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: Bunuhlah dirimu
atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan
melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau
mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal
yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman
mereka).
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sebagaimana sedihnya orang mati karena keluar dan hilangnya kehidupan dari
dirinya.®®

Karena dorongan fitrah ini pula, Allah Swt. memuliakan hijrah dan
mengapresiasi terhadap orang-orang yang mau melakukan hijrah. Di samping
hijrah membutuhkan perjuangan, perasaan terberat yang dihadapinya adalah
kesabaran meninggalkan kampung halaman atau tanah air sebagai tempat lahir
dan tumbuh berkembang. Cukup beralasan jika Ibrahim bin Adham
mengungkapkan “saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat
daripada meninggalkan tanah air”.*°

Narasi teks lain yang menunjukkan bahwa cinta terhadap bangsa merupakan
bagian dari fitrah adalah Hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad Saw.

melalui riwayat Imam Bukhari, nomor 1802. Hadis selengkapnya berbunyi :

S a g

pes A Bl Ol 08 JEa G Sas USAT ahe o B del B

aaledingd) A 5d i i Fe a8 1Y) [ A Ok G808 A ) )L

Ge G&0A el Gemae G Al 35 de o 0B G&%A 008 Gk 3 A%
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Sa’id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami: Muhammad bin
Ja’far mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan: Humaid mengabarkan
kepadaku: Bahwa beliau mendengar Anas radiyallahu ‘anhu mengatakan:
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam apabila tiba dari bepergian, lalu
beliau melihat jalan-jalan tinggi di Madinah, beliau mempercepat laju
untanya dan apabila beliau menaiki hewan tunggangan lain beliau
memacunya. Abu ‘Abdullah mengatakan: Al-Harits bin ‘Umair
menambahkan dari Humaid: beliau memacunya saking senangnya'®

%8 ‘Imarah, Mausii ‘at, 1146.

9 Abu Na’im al-Asbihani, Hilyat al Auliva wa Tabagat al-asfiya, Vol. 7.(Kairo: Dar al-Hadits,
2009), 380.

100 Abii ‘Abdillah Muhammad al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Kairo: Shirkah al-Quds, 2014), 360.
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Dari narasi teks Hadis di atas, yang menarik adalah pendapat al ‘Asqalant
yang menyebut bahwa di samping berbicara mengenai keutamaan kota Madinah,
Hadis tersebut juga menunjukkan keharusan seseorang untuk mencintai
bangsanya dan selalu merindukannya (wa ‘ala mashri ‘tyat al-hubb al-wazan wa
al-hanin ilaih).’®* Dengan demikian, untuk mencintai tanah air dan bangsanya
dibutuhkan seperangkat pendidikan yang turut melibatkan pendekatan esoterik
hakikat dan menitikberatkan pendidikan pada akhlak yang dapat mengantarkan
pada keadaban bangsa dan sadar dengan budaya bangsanya.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan aspek esoteris hakikat dan akhlak yang
diwujudkan dalam bentuk kesediaan berkorban untuk menerima Pancasila sebagai
konsensus bersama misalnya merupakan wujud dari nalar budaya dan keadaban
bangsa. Karakteristik nalar ini meliputi cinta, kebenaran dan kemanusiaan dan
tanpa itu semua, tiap-tiap orang akan larut oleh sifat egonya yang menuntut agar
semua kebutuhan bahkan keinginannya dipenuhi terlebih dahulu. Di sinilah
urgensi adab berbangsa dengan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama
dan untuk tegaknya masyarakat bangsa. Kiranya, cukup relevan, sebuah syair
yang ditulis Ahmad Shaugi, penyair kenamaan Mesir sebagaimana ditulis Quraish
Shihab :

5303 ag8DIAT Cand | g (8 iy Lo 3DIAY) aeYlal

101 Tbnu Hajar al ‘Asqalani, Fath al Bari Sharh Sahih al Bukhar? (Beiriit: Dar al Kutub al ‘IImiyah,
Vol. 3, 2011), 768-769.
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“Eksistensi bangsa-bangsa terpelihara, selama mereka terpelihara. Kalau

akhlak mereka runtuh, runtuh pula mereka itu.2%

Akhlak atau nilai-nilai moral merupakan sesuatu yang sangat penting dalam
kehidupan satu bangsa. Dalam QS. Al-Fajr (fajar) khususnya ayat 6-13, Allah
Swt. menyebut tiga kelompok umat manusia dengan hasil pembangunan yang
mengagumkan. Pertama, kaum ‘Ad yag bermukim di kota Iram yang dilukiskan
dengan bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah diciptakan. Kedua, kaum
Tsamiid yang memiliki kemahiran dalam bidang seni sehingga mampu memahat
gunung dengan sangat mengagumkan. Ketiga, kaum Fir‘aun yang memiliki
kemampuan teknologi mengagumkan sebagaimana mereka membangun piramida-
piramida yang kokoh dan indah. Namun demikian, ketiga kaum atau kelompok
masyarakat tersebut binasa karena keruntuhan akhlak mereka, kendati mereka
maju dalam bidang material.**®

Dalam kondisi demikian, Menurut Mustofa Bisri, salah satu akhlak yang
perlu ditanamkan dalam konteks berbangsa adalah pembudayaan sifat malu
sebagai norma pergaulan hidup. Meskipun perasaan malu hanya dimiliki manusia,
namun pada faktanya masih terlihat banyak orang yang tidak merasa sungkan
(Jawa: risih) merampas hak sesama dan memakan daging saudaranya akibat
hilangnya rasa malu baik kepada orang lain, malu kepada diri sendiri dan malu

kepada Tuhannya. Kalau malu kepada orang lain sudah tidak ada, malu kepada

102 Quraish Shihab, Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan, Jilid 2
(Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011), 708.
103 1 bid.
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diri sendiri dan kepada Tuhan, apa lagi.*** Dalam esai “Norma Pergaulan Hidup”,
Mustofa Bisri menegaskan:

...lihatlah di zaman modern ini, kita sudah tidak merasa heran lagi
melihat banyak orang, termasuk para pemimpinnya, berbuat semaunya sendiri
tanpa rasa malu dan sungkan. Bahkan dalam pergaulan hidup, kita sudah
biasa menyaksikan orang berbuat dan tidak berbuat bukan lantaran mengikuti
tuntunan agamanya atau didorong oleh ketakwaannya, melainkan lebih
karena dorongan kepentingan atau kekhawatirannya.%

Prinsip malu dalam pandangan Mustofa Bisri ini melengkapi prinsip-prinsip
nalar tasawuf lainnya dan turut menegaskan spiritualitas humanismenya terutama
di dalam melihat realitas politik yang berkembang dewasa ini. Ketiga nalar

pemikiran Mustofa Bisri tentang etika politik yang dimulai dari nalar fikih, teologi

dan tasawuf, jika diskemakan akan terlihat sebagai berikut :

194Bisri, “Malu” dalam Pesan Islam, 13
105 Bisri, “Norma Pergaulan Hidup”, dalam Melihat Diri, 123-124.
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Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri

NALAR ETIKA POLITIK A. MUSTOFA BISRI

v

A4

v

FIKIH

TEOLOGI

TASAWUF

» Prinsip Kemaslahatan
» Prinsip Kemudahan
» Prinsip Keadilan

» Prinsip Kebebasan

» Prinsip Realistis

» Prinsip Keamanan

» Prinsip Moderasi

» Prinsip Keterbukaan
» Prinsip Keseimbangan
» Prinsip Harmonisasi
» Prinsip Loyalitas

» Prinsip Amar Ma ruf
Nahi Munkar (Check
And Balance)

» Prinsip Transmisi dan
Otentisitas

» Prinsip Kolektivitas

» Prinsip Persaudaraan

Y

YV V V VY V

Prinsip cinta dan
Kasih Sayang

Prinsip Kemunusiaan

Prinsip Advokasi
Kaum Lemah

Prinsip Korektif

Prinsip Fitrah dan
Keterbukaan

Prinsip Zuhud

Prinsip Muhasabah
Prinsip Doa dan dzikir
Prinsip Cinta tanah air

Prinsip Malu

D. Sosiologi Pengetahuan Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri

Dilihat dari kerangka sosiologis, konstruk pemikiran etika politik Mustofa

Bisri, tidak berdiri sendiri. Implikasinya, nalar pemikiran dan persinggungannya

dengan realitas sosial bersifat dialektis, dinamis dan tidak konstan. Ijtihadnya

tentang etika politik tidak dilakukan dalam kevakuman sejarah, namun berangkat
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dari “teks-teks idealitas” dan ‘“konteks-konteks realitas” yang mendorong dan
mempengaruhinya. Hal ini dapat dimengerti karena sebagai tokoh yang lahir dan
berkembang di salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yaitu
Nahdlatul Ulama (NU), pemikirannya tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh
NU yang mengitarinya. Selain organisasi NU, salah satu elemen teks idealitas
yang mempengaruhi pemikirannya adalah ketokohan Bisri Mustafa, ayahanda
Mustofa Bisri sendiri dan Soekarno, Presiden pertama Indonesia.*°.

Salah satu pengaruh dari pemikiran dua tokoh di atas terhadap pandangan
Mustofa Bisri adalah komitmennya untuk mengawal ajaran Pancasila dan
pandangannya yang tidak pernah mempertentangkan hubungan Islam dan
Pancasila. Gagasannya tentang revitalisasi Pancasila, tercermin dari komitmen
dan pembelaannya terhadap NKRI yang memilih Pancasila sebagai falsafah dasar
bernegara. Bahkan, nalar sufistiknya melibatkan perspektif nalar lain seperti
pemahaman budaya sebagai kerangka makro kearifan lokal, khususnya Jawa.

Karakter politik kebangsaan Mustofa Bisri dapat dicirikan dengan
kesetiannya dalam membela NKRI yang berasaskan Pancasila yang tidak hanya
berdasarkan pada ajaran Islam ahl al-sunnah wa al-jama’'ah semata, namun lebih
dari itu, karena merupakan konsensus nasional (mu ‘ahadah wataniyah) yang
membutuhkan komitmen bersama khususnya umat Islam sebagai mayoritas (al-
muslimina bisyuratihim). Terlebih karakter kebangsaan ini juga dibangun dalam

bingkai kemajmukan sehingga turut melahirkan karakter Islam khas berdimensi

106 Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.
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nusantara yang lebih mengedepankan aspek esoteris hakikat daripada aspek
eksoteris syariat untuk menanamkan benih cinta air.

Bahkan tidak hanya pengaruh kedua tokoh di atas, pemikiran politik Mustofa
Bisri juga dipengaruhi banyak tokoh, khususnya para ulama di lingkungan
organisasi NU mulai dari era kepemimpinan Hasim Asy’ari sampai dengan era
kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Secara aksiologis, aspek keterpengaruhan di
antara tokoh tersebut dapat dipahami, karena sebagai pemangku kebudayaan,
pemikiran dan sikap mereka dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan yang
mengitari dan membesarkannya dan dalam hal ini kebudayaan yang berkembang
di lingkungan NU. Berangkat dari kebudayaan yang sama, cukup beralasan jika
pemikiran politik kebangsaan merekapun sama sebagaimana pandangan politik
sahal Mahfudz, Maemun Zubair, Abdurrahman Wahid ataupun Mustofa Bisri
yang selalu mengutamakan substansi politik dan mengutamakan aspek
kemaslahatan daripada simbol politik yang bersifat performa.®”

Pemaknaan terhadap makna auliya misalnya, dikemukakan Mustofa Bisri
sebagai “bolo” dan bukan “pemimpin”. Makna “bolo” dapat dipahami sebagai
sekutu yang berpengaruh pada intensitas pergaulan.'® Sementara jika dipahami
sebagai “pemimpin” memiliki konsekuensi pengkebirian non-muslim yang
memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, pemaknaan auliya sebagai

107 Ali Mufiz, Wawancara, Semarang, 18 September 2019.

108 pemaknaan auliya yang dikemukakan Mustofa Bisri ini senafas dengan catatan Ibn ‘Atiyah
yang menafsirkannya sebagai al-nusrah al-khulatah al-muaddiyah ila al-imtizaj «“ yang dapat
dipahami sebagai kemenangan, pergaulan yang mengarah pada peleburan dan penguatan
dukungan”. Lihat M. Quraish Shihab, Al-Maidah 51 Satu Firman Beragam Penafsiran
(Tangerang: Lentera Hati, 2019), 41.
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pemimpin juga tidak tepat karena mekanisme kepemimpinan telah diatur
konstitusi dan berbeda dengan sistem monarki absolut yang tidak mengenal
periode selama berkuasa. ljtihad Mustofa Bisri terhadap makna auliya ini, selaras
dengan gagasan politik kebangsaan NU yang menyebut kelompok di luar Islam
sebagai non-muslim dan bukan kafir dalam konteks kebangsaanan. Putusan
tersebut dihasilkan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar
NU pada 27 Februari-1 Maret 2019 di Banjar, Jawa Barat.'*

Sementara salah satu konteks realitas yang turut mempengaruhi pemikiran
politik Mustofa Bisri adalah realitas politik Orde Baru yang represif. Melalui
tulisan dan sajak yang dibuatnya, Mustofa Bisri secara terang-terangan
mengkritisi praktik pemerintahan yang parsial. Parsialisme elite politik
pemeritahan Orde Baru dicirikan dengan pendekatannya yang otoriter dan sistem
pemerintahan yang koruptif. Karena represifnya, tidak sedikit warga sipil menjadi
korban pembangunan sebagaimana tragedi Nipah yang menewaskan empat warga
Banyuates, Sampang, oleh aparat keamanan pada tahun 1993 dan masih
banyak kasus kekerasan politik lainnya. Dari realitas politik tersebut, Mustofa
Bisri melakukan kerja-kerja advokasi sekaligus melakukan penyadaran terhadap
hak-hak sipil kepada kelompok lemah (mustad ‘afin) sebagai wujud aksi politik
kerakyatannya.

Berangkat dari teks idealitas dan konteks realitas ini, Mustofa Bisri turut
menciptakan kenyataan sosial yang subyektif melalui proses eksternalisasi

sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses

105 Kompas (5 Maret 2019), 2.
110 A, Mustofa Bisri, “Kecelakaan Pembangunan” dan “Tragedi Nipah” dalam Saleh Ritual Saleh
Sosial (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 178-189.
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internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subyektif). Beberapa produk
pemikiran Mustofa Bisri sebagai proses eksternalisasi sebagian telah
terlembagakan seperti lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan
MataAir.com yang menerbitkan karya-karya Mustofa Bisri. Bahkan pada 2014,
Mustofa Bisri mendirikan “Bayt al-Rahmah™!?, sebuah organisasi dakwah Islam
di North Carolina, Amerika Serikat yang memfasilitasi aliansi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) dengan pemerintah Inggris dan memberi masukan dalam masalah-
masalah keislaman, keamanan dan migrasi pada 16 September 2019.*

Proses Dialektika dari internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi yang
dikenalkan sosiolog Peter L. Berger ini, jika dikontekskan dengan pemikiran
Mustofa Bisri, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Dialektika Pemikiran A. Mustofa Bisri

Momen Proses Fenomena

Internalisasi | Identifikasi Sebagai tokoh yang lahir dan besar di
diri dengan | dalam lingkungan politik Sunni yang
realitas politik | tawassuf, khususnya pandangan dan sikap
NU dalam menerima Pancasila sebagali
asas tunggal. Sikap ini  sekaligus
menguatkan keyakinannya tentang kaidah
Dar al-mafasid mugaddam ‘ala jalb al-

masalih.
Objektivasi Interaksi  diri | Kesadaran bahwa pemerintahan rezim
dengan realitas | Orde Baru sangat koruptif, otoriter dan
politik repsesif atau sering melakukan politik

kekerasan melalui tangan militer. Rezim
yang lebih sering mengusung simbolisme
Pancasila ketimbang falsafah dan ideologi
yang harus diterapkan.

111 Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 8 Oktober 2019.
12 |jhat https://www.facebook.com/1298842599/posts/1021580099097573/. Diakses pada 24
September 2019.
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Eksternalisasi | Penyesuaian Melakukan kerja amar ma’rif naht
diri dengan | munkar bahkan tidak jarang melakukan
realitas politik | kritik terhadap despotik penguasa ataupun
rezim yang jauh dari etika politik.
Sehingga kebanyakan tulisannya dibuat,
tidak lebih dari usahanya melakukan check
and balance antara penguasa dan rakyat
dan bukan untuk menjatuhkan roda
pemerintahan

E. Perspektif Magqgasid al-Siyasah tentang Tipologi dan Nalar Pemikiran

Etika Politik A. Mustofa Bisri

Pada faktanya, pemikiran etika politik Mustofa Bisri dipengaruhi oleh nalar
fikih, nalar teologi dan nalar tasawuf. Ketiga nalar tersebut, menjadi worldview
utama Mustofa Bisri di dalam melihat realitas sosial dan politik. Persinggungan
ketiga nalar tersebut, cukup kentara di dalam gagasan politiknya baik yang
disampaikan secara verbal seperti ceramah dan dialog maupun tulisan-tulisan
sajak dan esainya. Tersurat baik di dalam gagasan politik kebangsaan yang
diekspresikan dengan gagasan revitalisasi Pancasila maupun kritiknya terhadap
kelompok yang memperjuangkan ideologisasi Islam atau politik identitas
populisme Islam. Kritik Mustofa Bisri terhadap despotisme pemerintah terutama
sikap parsialisme elite politik disertai keberpihakannya terhadap kelompok lemah
(mustad ‘afin) yang dibingkai oleh gagasan politik kerakyatan semakin
meneguhkan orisinalitas pemikiran etika politiknya.

Nalar yang sarat dengan etika ini, secara konsisten disuarakan Mustofa Bisri
dengan menempatkan prinsip maslahat, moderasi dan kemanusiaan sebagai pilar
beragama dan berbangsa. Dengan prinsip-prinsip tersebut, tujuan politik yakni

keadilan dan kemakmuran di dalam sebuah negara yang plural, dapat terealisasi.
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Di sinilah, esensi tujuan syariat (magasid al-shari‘ah) —dan pada ranah politik
sesungguhnya (magasid al-siyasah) — yang dirumuskan para ulama sejak abad
pertengahan dan mendapatkan legitimasinya dari praktek bernegara yang
dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. melalui pendekatan musyawarah dan
perumusan Piagam Madinah.

Sementara tanpa prinsip-prinsip tersebut (prinsip maslahat, moderasi dan
kemanusiaan), politik tidak ubahnya seperti hidangan yang siap disantap oleh ego-
ego keserakahan, di mana politik akan menjadi hambar dan nir-kemaslahatan
bahkan menjadi malapetaka bangsa itu sendiri sebagaimana reduksifasi politik
yang berkembang belakangan ini. Melihat perkembangan politik Indonesia
kontemporer, khususnya terkait dinamika Pilpres 2019 menunjukkan kualitas
demokrasi  Indonesia masih pada tahap demokrasi antagonistik (yang
mengharapkan pengkerdilan lawan politik), dan belum sampai pada tahap
demokrasi deliberatif (dengan menjadikan lawan politik sebagai patner
kompetisi). Terlebih dengan maraknya para pejabat yang terlibat Operasi
Tangkap Tangan (OTT), semakin menegaskan kualitas paradigma elite politik
yang masih melihat politik sebagai tujuan kekuasaan atau lazim disebut politik
Machievalian atau Laswellian.

Dengan ketiga nalar di atas, Mustofa Bisri menunjukkan kelasnya sebagai
ulama mumpuni dan matang yang melihat politik bukan sebagai tujuan tetapi
sarana (wasilah) untuk merealisasikan tujuan (ghayah) yakni keadilan dan
kemakmuran warga negaranya. Kematangan Mustofa Bisri juga ditunjukkan dari

caranya beramar ma‘riif nahy munkar sebagai sikap korektif dan bagian dari
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prinsip check and balances dengan mengkritik kebijakan apapun yang tidak
memanusiakan manusia dan disampaikannya dengan penuh keteduhan dan tanpa
kebencian.

Dengan melihat nalar pemikiran etika politik Mustofa di atas, dapat dipahami
bahwa tipologi ataupun corak nalar pemikiran keislaman Mustofa Bisri adalah
tradisionalisme reformis dan humanisme spiritual.*** Tipologi tradisionalisme
reformis dicirikan dengan keberpihakannya pada turath (tradisi dengan segala
aspeknya) pada satu sisi dan penerimaannya (openess) terhadap rekonstruksi
turats dengan memberikan penafsiran baru. Karakter tipologi demikian, melekat
pada sosok Mustofa Bisri karena di samping pada dirinya melekat predikat
sebagai ulama yang ditokohkan khususnya oleh organisasi NU, Mustofa Bisri
juga tidak segan memberikan penafsiran baru terhadap teks yang lazim disalah
pahami.

Meminjam istilah Abdullah Saeed, pemikiran Mustofa Bisri berada pada
kelompok semi-textualist atau The progressive ijtihadists, yakni pemikir modern
yang berupaya menafsirkan ulang ajaran agama agar mampu menjawab kebutuhan
masyarakat modern.?** Dalam melakukan ijtihad, khususnya terkait dengan
gagasan etika politiknya, Mustofa Bisri tetap merujuk pada pendapat ulama-ulama
terdahulu dengan berusaha mengembangkannya secara dinamis dan kreatif untuk

mencari jawaban ideal sesuai dengan kondisi realitas politik dan kebutuhan umat.

113 Merujuk pada buku yang ditulis Jon Avery berudul Towards a Spiritual Humanism: A Muslim-
Humanist Dialogue, Listiyono Santoso menggunakan terma tersebut untuk menyebut pergeseran
nalar Abdurrhman Wahid ke dalam orientasi spiritualitas politik. Lihat Listiyono Santoso, Teologi
Politik Gus Dur (Yogyakarta, Ar-Ruzz, 2004), 27-29.

114 Abdullah Saeed, Islamic Thought an Introduction (London and New York, Routledge, 2006),
150., Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Alquran, “terj.”, Lien Iffah
Naf*atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017), 5-6.
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Tipologi pemikiran semi-textualist menegasikan kelompok textualist yang di
dalam konteks politik direpresentasikan sebagai kelompok Islam politik atau
meminjam istilah Haidar Nashir'*> sebagai ideologisasi Islam yang titik tekannya
pada pendirian Negara Islam. Tipologi pemikiran semi-textualist juga menjadi
antitesis kelompok dengan varian nalar contextualist yang direpresentasikan oleh
The seculer muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi
(private matters).

Jika ditelisik dari teori politik Islam modern yang membagi tiga paradigma
hubungan agama dengan negara, maka pemikiran Mustofa Bisri tentang politik
dapat dikategorikan sebagai kelompok modernisme yang melihat Islam sebagai
inspirasi dan panduan politik dan bukan sebagai fenomena tunggal.'*® Ciri lain
dari modernisme di sini adalah varian realistik sebagai lawan dari varian idealistik
yang ditunjukkan Mustofa Bisri dengan sikapnya yang tidak menutup mata dari
realitas yang ada dengan tetap berusaha untuk menggapai keadaan ideal. Kalangan
realis dalam konteks kehidupan berbangsa, sepakat dengan realitas kenegaraan
yang tengah berlangsung tanpa mengidealisasikan bentuk negara yang diinginkan.
Terlebih Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan konsensus kebangsaan (mu ‘ahadah wataniyah).

Di tengah kegamangan hubungan agama dan negara di Indonesia yang sejak
awal sudah memaklumkan diri sebagai negara bukan sekuler dan bukan negara
agama (neither secular nor theocracy), pandangan Mustofa Bisri turut

menguatkan posisi agama sebagai inspirasi yang menggerakkan perubahan sosial

115 Haidar Nashir, Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (Bandung: Penerbit
Mizan, 2013).
116 Mustofa Bisri, Wawancara, Rembang, 1 Februari 2019.
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tanpa harus dinarasikan dalam bentuk formal. Pada titik ini, tipologi pemikirannya
dapat disebut sebagai humanisme spiritual sebagai jalan tengah di antara dua
klaim penyatuan dan klaim pemisahan. Humanisme spiritual juga menjadi
antitesis dari humanisme sekuler yang telah gagal membawa manusia keluar dari
kemelut dogmatisme agama. Pelabelan spiritual di dalam kampanye kemanusiaan
Mustofa Bisri cukup beralasan karena sumber yang digunakannya tidak hanya
pendekatan fikih dan teologi namun juga melibatkan sentuhan tasawuf. Skema
tipologi nalar pemikiran Mustofa Bisri terkait etika politik di atas, terlihat sebagai

berikut:

> Tradisionalistik
Pemikiran Etika > Sufistik ; Humanisme
Politik > Reformistik Spiritual
» Modernistik l
> Progresif
> Religius Man Tradisionalisme
Reformis
Gambar 5.3

Tipologi Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri
Sementara, dlihat dari kaidah-kaidah magqasid al-siyasah sebagaimana yang
ditawarkan Nuriddin Mukhtar al-Khadim1, nalar etika politik Mustofa Bisri

memiliki keselarasan dengan kaidah-kaidah politik yang menekankan pada
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magqasid shari’ah dan dalam konteks politik adalah terealisasinya kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur. Pilihan magasid al-siyasah sebagai landasan
dasar kajian etika politik, karena konsepsi magasid al-siyasah tidak hanya
membincang persoalan politik dan hukum (fikih) semata, namun juga
menyinggung persoalan teologi dan sarat dengan nilai-nilai tasawuf.
Pengejawantahan kaidah-kaidah magqasid al-siyasah dalam pemikiran etika politik

Mustofa Bisri terlihat sebagai berikut:

1. Kaidah <Sall aalis 5 & LAl aalia (Kehendak Allah dan Manusia)

Kaidah ini menyelaraskan dua kehendak antara Allah Swt. dengan mukallaf
yang menekankan pada aspek kemaslahatan sebagai tujuan utama dan pondasi
pokok syariat. Kemaslahatan akan terealisasi jika didasari dari sebuah niat yang
benar. Dalam konteks politik, prinsip magasid al-shari” dan magasid al-mukallaf
menekankan idealisme elite politik yang selaras dengan tujuan syariat dengan
mengedepankan efektifitas birokrasi misalnya untuk membantu memudahkan
hajat hidup masyarakat. prinsip kaidah ini juga dapat disebut sebagai prinsip
bertahap dan berjenjang (tadarruj wa al-marialiyah) dengan mendahulukan
langkah preventif dan protektif demi mendatangkan kemaslahatan.

Cerminan kaidah ini dalam pemikiran etika politik Mustofa Bisri terlihat dari
pandangannya yang melihat politik tidak lebih dari alat untuk membangun
masyarakat yang adil dan makmur. Karena politik merupakan alat, maka langkah-
langkah politik yang abai terhadap moralitas dan kemanusiaan tidak dapat
dibenarkan, apapun alasannya dan terlebih tujuan beragama adalah memanusiakan

manusia. Pengingkaran terhadap kaidah ini berakibat pada imparsialisme kultur
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dan elite politik sebagaimana masifnya korupsi yang dilakukan elite politik,
menurut Mustofa Bisri karena mereka mencintai materi berlebihan (kubb al-
dunya) dan selalu menuruti kehendak nafsunya.

2. Kaidah >wlaall ¢ )35 mlbadll Gl (Mengambil Maslahat dan Menghilangkan

Kerusakan)

Kaidah ini merupakan inti dari semua kaidah-kaidah fikih dan menjadi pesan
inti syariat dan karenanya terma maslasah tidak pernah alpa dari pembahasan para
ulama dalam bidang ini. Secara umum, istilah maslakah dapat dipahami sebagai
terealisasinya tujuan syariat (magqasid al shart‘ah) yang meliputi lima hal pokok
(usal al-khamsah).!*” Kaidah ini memiliki prinsip pokok yang mendasari
bangunan politik dan perundangan-undangan, khususnya di dalam merumuskan
politik kemaslahatan''® yang dicirikan dengan peran civil society untuk melakukan
peran korektif.

Melalui puisi berjudul “Negeriku”, Mustofa Bisri mengkritik penyelenggara
negara yang melakukan korupsi secara masif. Pesan moral yang dapat ditangkap
dari puisi tersebut, penyelenggara negara harus bertanggung jawab di dalam men-
tasaruf-kan sumber daya alamnya untuk kemaslahatan rakyat dengan seadil-
adilnya tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, pilihan politik dan

perbedaan lainnya.

3. Kaidah Cliseatlly clbalall g &by pall (Kebutuhan Primer, Sekunder dan

Tersier)

117 Aba Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usil, Vol. 2 (Lubnan: Dar al-
Huda, 1994), Al-Ghazali, 416-417.

118 Niriddin Mukhtar Al-Khadimi, Al-Magqasid al-Shar ‘tyah fi al-Majal al Siyast wa al Dustiir,
(Kairo: Dar al-Salam, 2016),43.
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Kaidah ini merupakan prinsip magasid yang mengatur hirarki kebutuhan
manusia termasuk di dalamnya persoalan politik, mulai dari tingkat kebutuhan
pokok (al-dariri), kebutuhan sekunder (al-4aji) dan kebutuhan tersier (al-taksini).
Pada ranah politik, kebutuhan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebutuhan
pangan, stabilitas keamanan dan ekonomi, hak memperoleh jaminan kesehatan
dan akses pendidikan serta kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya
masing-masing.’*® Sementara dalam konteks kepemimpinan, mengangkat
pemimpin negara dan mentaatinya (wwjib nasb al-imam wa ta‘atihi) juga
termasuk dari kebutuhan al-darari ini. Dalam konteks demikian, al-Ghazali
misalnya memberikan argumen bahwa hubungan persoalan agama dengan negara
adalah simbiosis dan integral.

Prinsip dari kaidah ini menjelma dalam pemikiran Mustofa Bisri sebagaimana
pandangannya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama
termasuk di dalam soal kepemimpinan. ljtihadnya tentang pemaknaan auliya
sebagai “bolo” merupakan implikasi dari konstruk politik kebangsaannya.
Pemaknaan “bolo” juga menegasikan makna auliya sebagai pemimpin yang
simplistis dan berpotensi untuk dipolitisasi. Dalam konteks kepatuhan terhadap
pemerintahan, kebanyakan tulisan yang dibuat Mustofa Bisri, tidak lebih dari
usahanya melakukan check and balance antara penguasa dan rakyat sebagai sikap
korektif dan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan roda pemerintahan ataupun

gerakan oposisionisme.

4. Kaidah 3l LK (Lima Prinsip Universal)

119 |bid., 46.
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Kaidah yang terdiri dari lima prinsip ini lazim disebut juga sebagai al-
daririyat al-khamsah yang meliputi menjaga agama (kifz al-din), menjaga jiwa
(hifz al-nafs), menjaga keturunan (kifz al-nasl), menjaga akal (kifz al-‘agl) dan
menjaga harta (kifz al-mal).** Ibn ‘Ashir, menambahkan prinsip kesucian (al-
fizrah), egalitarianisme (al-musawah), toleransi (al-samahah) dan kebebasan (al-
hurriyah), sebagai latar epistemis magasid al-shari ‘ah.**

Cerminan kaidah ini dalam pemikiran Mustofa Bisri diwujudkan dari
gagasannya tentang hubungan Islam dan Pancasila yang tidak perlu
dipertentangkan karena memiliki persamaan sebagaimana ajaran toleransi.
Mustofa Bisri juga mengkritisi praktik politik kekerasan yang lazim dilakukan
penguasa represif. Begitupun praktik politik yang melibatkan simbol-simbol
agama sebagai performa yang abai terhadap nilai dan kemanusiaan.

5. Kaidah Jaally &3l )All 5 salsall Bl 5 (Medium mencapai magasid, jalan dan
rekayasa hukum)

Kaidah ini mengajarkan tentang perlunya pemahaman antara tujuan dan
instrumen tujuan syariat. Jika tujuan syariat dapat dinilai sebagai hal yang tetap
(al-zsabit) sementara instrumennya dapat berbeda dan dinamis (al-mutaghayir).
Contoh apik dalam hal ini misalnya pemberlakuan musyawarah untuk
menentukan kepemimpinan sebagai hal yang tetap sementara mekanisme dan
instrumennya dapat berubah sebagaimana proses pengangkatan pemimpin yang

terjadi pada masa Khulafa al-Rashidiin, mulai dari Abt Bakr, ‘Umar ibn al-

120 1pjd., 53.
121 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashir, Magasid al-Shari‘at al-Islamiyah (Kairo : Dar al-Salam,
2016), 62, 65, 106-111, 145.
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Khattab, ‘Utsman ibn ‘Affan dan ‘Ali ibn Abi Talib. Meski semuanya dipilih
dengan mekanisme berbeda, namun bermuara pada sistem syira (musyawarah).
Dalam skala makro, tujuan utama pendirian negara yang berorientasi pada
keadilan adalah hal yang tetap meski dengan bentuk atau sistem politik yang
berbeda sebagaimana peraturan oposisi, sistem pemerintahan, pemilihan atau
pemungutan suara dan sebagainya.'??

Dalam konteks politik di Indonesia, Mustofa Bisri menyerukan kepada
khalayak, khususnya kepada elite politik untuk mengamalkan Undang-Undang
Dasar 1945 dan menerapkan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa. Di samping
sarat dengan nilai-nilai agama dan wujud dari konsensus nasional (mu ‘ahadah
waraniyah), Pancasila merupakan instrumen potensial untuk menjadikan
Indonesia sebagai negara ideal untuk menciptakan good governance dan clean

goverment.

6. Kaidah J=x8¥) &Yl sle) 3 (Mempertimbangkan Akibat Perbuatan)

Kaidah mempertimbangkan akibat-akibat hukum (al-nazar ila al-ma’alar)
menjadi kaidah esensial untuk merealisasikan kemalahatan. Ketika kemaslahatan
dipahami sebagai suatu keadaan ideal yang diharapkan terwujud, maka
mengantisipasi sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan terjadi, juga
harus dilakukan. Beberapa aplikasi dari kaidah pertimbangan akibat hukum ini
dalam disiplin usal al-figh terkonfigurasi dalam wadah seperti istiksan, masiahah

mursalah, sadd al-dhara 7 wa fathuha, dan semisalnya.

122 Al-Khadimi, Al-Magasid al-Shar Tyah,56-57.
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Substansi kaidah ini menjelma dalam sikap Mustofa Bisri yang mendorong
khalayak untuk tidak apatis terhadap banalitas politik yang berkembang secara
masif sebagaimana maraknya ujaran kebencian (hat speech), fitnah dan hoaks.
Adagium yang cukup melekat pada Mustofa Bisri misalnya ungkapan “sing waras
aja ngalah” merupakan tamparan keras kepada khalayak yang acuh terhadap
perkembangan politik yang tidak sehat. Selain itu, Mustofa Bisri tidak jarang
mengungkapkan posisi agama sebagai instrumen berbangsa (wasiiah) dan bukan
tujuan (ghayah). Hal ini dimaksudkan agar setiap pemeluk agama bisa saling
memahami dan menghormati untuk menjaga kerukunan di tengah kemajmukan.

7. Kaidah bLall (3:85% (Merealisasikan Spirit Hukum)

Salah satu tujuan dari kaidah ini adalah penguatan terhadap penerimaan
realitas politik sebelum dikeluarkannya fatwa dan hukum fikih. Sehingga,
kesesuaian respon hukum-hukum terhadap realitas tersebut menjadi tujuan
terpenting dari prinsip kaidah ini. Dalam realitas politik, untuk memahami prinsip
dari kaidah ini yakni masuknya semangat hukum-hukum agama melalui nilai-nilai
magqasid al-shari’ah yang tidak serta merta cukup melalui pembacaan literer
(tartgah harfiyah) ataupun pemahaman simplistis, namun harus melalui diagnosa
rumit yang harus melibatkan rasa (dhauqg) dan nilai sehingga akan tercapai
manfaat sesungguhnya dan kesuksesan maksimal.*?®

Begitupun pemikiran Mustofa Bisri, Di dalam melihat realitas sosial politik
dan Kkebangsaan, Mustofa Bisri selalu melibatkan perspektif cinta dan

kemanusiaan. Sebagai visi berislam, narasi ‘“memanusiakan manusia”

123 |bid., 61-62.
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meniscayakan Kkejujuran, konsistensi dalam berjuang, menghargai dan

mengadvokasi siapa saja yang menderita terlebih tertindas oleh sistem.

Pembelaannya terhadap NKRI melibatkan perspektif nalar lain seperti

pemahaman budaya sebagai kerangka makro kearifan lokal khususnya Jawa.
Mustofa Bisri mengakui bahwa kecintaannya terhadap tanah air karena tanah

Indonesia ini merupakan rumah besar yang harus dijaga, karena di sinilah tempat
dirinya dilahirkan, tempat menghirup udara atau bahkan tempat di mana jasad ini
akan dikebumikan. Upaya lain untuk merealisasikan semangat tujuan bernegara
dilakukan Mustofa Bisri dengan mengajak kepada khalayak masyarakat untuk
turut serta mendoakan para pemimpin negeri ini supaya mendapat hidayah dengan
tidak melupakan Tuhannya. Pada saat bersamaan, Mustofa Bisri juga menyeru
para penguasa untuk selalu instrspeksi diri (muhdasabah), bahwa amanah yang
diembannya bersifat sementara.

8. Kaidah Jsa¥ls )il Jiluglly salial u &lij)sall (Keseimbangan
antara Tujuan, Medium, Kaidah Pengoperasian dan Teori Penggalian Hukum)
Prinsip dari kaidah ini adalah konsistensi untuk selalu melibatkan instrumen

kaidah-kaidah di atas secara berimbang dan melakukan koordinasi antara satu

kaidah dengan lainnya untuk dapat memilah dan memilih keputusan dan
kebijakan terbaik yang berorientasi pada kemaslahatan. Narasi demikian, tersirat
dari nalar ijtihad yang dilakukan Mustofa Bisri. Di dalam proses pengambilan
hukum (istinbat al-ahkam) yang dilakukannya, Mustofa Bisri menggunakan
langkah-langkah  seperti  beristidlal  dengan  Alquran  dan  Hadis,

mempertimbangkan maslakah, menggunakan kaidah fightyah dan memperhatikan
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tradisi masyarakat (al-‘a@dat al-mujtama®), kemudian melakukan komparasi
madzhab dengan mengutamakan prinsip kemudahan (al-taisir). Sementara di
dalam melihat persoalan politik, Mustofa Bisri menggunakan istinbat al-istislahi.
Karakteristik dari pendekatan ini adalah titik tekanannya pada aspek kemaslahatan
sebagai inti dari tujuan diberlakukannya syariat (magasid al-shari‘ah) dan dalam
konteks politik (magasid al-siyasah) adalah terealisasinya keberlangsungan hidup
yang damai, teratur dan berkeadilan.

Keselarasan nalar pemikiran etika politik Mustofa Bisri dengan kaidah-kaidah
magqasid al-siyasah khususnya kaidah yang ditawarkan Nuriddin Mukhtar al-
Khadimi, dapat diskemakan sebagai berikut:

Tabel 5.4.

Perspektif Magasid al-Siyasah tentang Nalar Pemikiran Etika Politik A.
Mustofa Bisri
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Pemikiran Etika Politik Mustofa

Nalar Etika Politik Mustofa

No. Kaidah Politik Indikator ldealitas Kaidah . .
Bisri Bisri
1. Terealisasinya 1. Politik hanyalah alat untuk
| kemaslahatan makhluk membar_lgun masyarakat
seperti keadilan yang adil dan makmur.
kemerdekaan, kemuliaan, .
mencegah konflik dan 2. Tujuan be_ragama adalgh
ermusuhan memanusiakan manusia.
9 g/[a asid sesunaauhnva Manusia merupakan entitas
CalSal) aalia g LAl aalia -aqa; nggunny yang harus dimuliakan i .| Tasawuf/
1. besumber dari Tuhan dan X Fikih | Teologis -
bukan hawa nafsu sebaga!mana Tuhan Sufistik
3. Menjadikan politik tidak o g
lebih dari sekadar wasilah . :
/ perantara untuk & I\/_Iasﬁnya ko_r upsi yang
beribadah dan wasilah dilakukan elite politik,
untuk meneaakkan karena mereka Aubb al-
keadilan g dunya dan selalu menuruti
kehendak nafsunya
1. Melalui puisi berjudul
1. Kaidah dan prinsip “Negeriku” Mustofa Bisri
' ookok yang mendasari mengkritik penyelenggara
. bangunan politik dan - 9atghy Sl [elakulen
2ualdall ¢ 53 g mllaall il korupsi secara masif. _
2. perundangan- Fikih
undangan, khususnya 2. gesal el yang d_apat
di dalam merumuskan ditangkap dari puisi
politik kemaslahatan tersebut, penyelenggara
negara, harus bertanggung
jawab di dalam men-
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tasaruf-kan sumber daya
alamnya untuk
kemaslahatan rakyat dengan
seadil-adilnya tanpa
membedakan warna kulit,
suku, agama, pilihan politik
dan sebagainya

1. Kaidah ini merupakan

prinsip magasid yang
mengatur hirarki
kebutuhan manusia
Dalam konteks

" politik, kebutuhan al-

Darirt ini dapat
diwujudkan dalam

. Setiap warga negara

memiliki hak dan kewajiban
yang sama termasuk di
dalam soal kepemimpinan

. kebanyakan tulisan yang

dibuat Mustofa Bisri, tidak

Glalall s a5 pall bentuk kebutuhan :ﬁz:gk%a;;:iﬂg&y:n d
Gilaieadll Ezgrgna;r; ;r:adball::tas balance antara penguasa Fikih | Teologis | Sufistik
ekonomi. hak dan rakyat dan bukan untuk
my menjatuhkan roda
memperolclgiing emerintahan. Oleh
kesehatan dan akses P . .
— karenanya, meski kritiknya
P keras, namun penuh
kebebasan beragama keteduhan dan tanpa
sesuai dengan -
keyakinannya masing-
masing
) Ly . Terealisasinya . Tidak mempersoalkan Fikih | Teologis | Sufistik

kemaslahatan

hubungan Islam dan
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kebangsaan

. Terpenuhinya hak-hak

masyarakat seperti
hak kebebasan

Pancasila

. Toleransi dalam Pancasila

sama dengan toleransi yang
diajarkan Islam
Mengkritisi simbolisme
agama dan politik Identitas
yang sering menggunakan
agama sebagai alat untuk
tujuan politik

Mengkritisi politik
kekerasan, sebuah rezim
yang memakan korban
masyarakat kecil seperti
kasus Nipah dan Marsinah

. Terselenggaranya

syura (musyawarah)
sebagai medium statis
berbangsa namun
memiliki mekanisme
dan instrumen yang
dinamis.

Memiliki bentuk
sistem pemerintahan
yang disepakati

Menuntut Pancasila untuk
diterapkan dalam kehidupan
berbangsa khususnya dari
kalangan elite politik karena
nilai-nilai moral agama
yang tertuang dalam
Pancasila dan UUD 1945
seolah tidak tampak dan
berpengaruh dalam praktik
politik Indonesia
kontemporer.

Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang didirikan
dengan semangat demokrasi

Fikih

Teologis

Sufistik
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religius di bawah filosofi
Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 sangat
berpotensi menjadi negara
ideal sehingga akan tercipta
good governance dan clean
goverment.

1. Kebijakan yang

mengatur kebebasan

Mendorong kalangan yang
peduli dengan kebenaran
untuk melawan banalitas
politik seperti ujaran

kebencian, fitnah dan hoaks.

Dalam hal ini adagium

berpendapat dan Mustofa Bisri yang cukup
Ry - . bersikap dikenal adalah “sing waras (s . -
J=dY) Yl sle ) ja Menjaga kerukunan aja ngalah”. Fikih | Teologis | Sufistik
masyarakat di tengah Meyakini bahwa agama
pluralitas agama dan adalah wasilah dan bukan
budaya. ghayah ataupun tujuan.
Dengan demikian menjaga
kerukunan di tengah
kemajmukan merupakan
keniscayaan
Memahami realitas Di dalam melihat realitas
politik sebelum sosial dan kebangsaan,
Lliall (3aasd dikeluarkannya fatwa Mustofa Bisri selalu Fikih | Teologis | Sufistik

atau hukum fikih
dengan melibatkan

melibatkan perspektif cinta
dan kemanusiaan. Sebagai
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rasa atau nilai (dhauq)
sehingga akan
tercapai manfaat
sesungguhnya dan
kesuksesan maksimal.

visi berislam, narasi
“memanusiakan manusia”
meniscayakan kejujuran,
konsistensi dalam berjuang,
menghargai dan
mengadvokasi siapa saja
yang menderita terlebih
tertindas oleh sistem.

. Pembelaannya terhadap

NKRI melibatkan perspektif
nalar lain seperti
pemahaman budaya sebagai
kerangka makro kearifan
lokal khususnya Jawa.
Mustofa Bisri mengakui
bahwa kecintaannya
terhadap tanah air karena
tanah Indonesia ini
merupakan rumah besar
yang harus dijaga, karena di
sinilah tempat dirinya
dilahirkan, tempat
menghirup udara atau
bahkan tempat di mana
jasad ini akan dikebumikan
Mustofa Bisri mengajak

. kepada khalayak

masyarakat untuk turut serta
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mendoakan para pemimpin
negeri ini supaya mendapat
hidayah dengan tidak
melupakan Tuhannya. Pada
saat bersamaan, Mustofa
Bisri juga menyeru para
penguasa untuk selalu
bermuhasabah, bahwa
amanah yang diembannya
bersifat sementara

Jilos g1l g aaliall Gl ) gall
d}«a‘}(\}m\)ﬂ\j

1. Selalu bersikap
tawassuy baik di
dalam melihat
persoalan maupun di
dalam memutuskan
sebuah persoalan

. di dalam proses

pengambilan hukum
(istinbat al-ahkam) yang
dilakukannya, Mustofa Bisri
menggunakan langkah-
langkah seperti beristidlal
dengan Alquran dan Hadis,
mempertimbangkan
maslakak, menggunakan
kaidah fightyah dan
memperhatikan tradisi
masyarakat (al- ‘Adat al-
Mujtama ‘), kemudian
melakukan komparasi
madzhab dengan
mengutamakan prinsip
mempermudah (al-zaisir).

2. Sementara di dalam melihat

Fikih

Teologis

Sufistik
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persoalan politik, Mustofa
Bisri menggunakan istinbat
al-istislahi. Karakteristik
dari pendekatan ini adalah
titik tekanannya pada aspek
kemaslahatan sebagai inti
dari tujuan diberlakukannya
syariat (magasid al-

shari ‘ah) dan dalam
konteks politik (magasid al-
siyasah) adalah
terealisasinya
keberlangsungan hidup
yang damai, teratur dan
berkeadilan.




A.

BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini telah menjawab tiga permasalahan pokok terkait nalar pemikiran

etika politik Mustofa Bisri dalam perspektif magasid al-siyasah. Dari uraian bab-

bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Gagasan politik kebangsaan dan politik kerakyatan A. Mustofa Bisri
merupakan pengejawantahan dari pemikiran etika politiknya. Gagasan
politik kebangsaannya diekspresikan melalui ide revitalisasi Pancasila dan
kritiknya terhadap kelompok Islamisme yang memperjuangkan agenda
ideologisasi Islam, sebagai langkah proaktif dan konsisten di dalam
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai
wujud final. Sementara gagasan politik kerakyatan diwujudkan A. Mustofa
Bisri melalui kritiknya terhadap despotisme penguasa, khususnya rezim
Orde Baru, melalui upaya penyadaran dan pendidikan tentang hak-hak dan
kewajiban rakyat disertai advokasi kepada kalangan lemah (mustad ‘afin)
dari perlakuan semena-mena.

Pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri ini memiliki relevansinya ketika
dinamika politik Indonesia kontemporer berjalan tanpa mengenal substansi
kebudayaan dan kemanusiaan sebagaimana kritiknya terhadap parsialisme
kultur dan elite politik yang masih mementingkan ego kelompok.
Konsekuensinya, politik yang digelar tidak lebih dari sekadar demokrasi

prosedural bahkan antagonistik yang abai terhadap nilai dan moralitas
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bangsa. Refleksi pemikiran etika politik Mustofa Bisri tersebut, dapat
disebut sebagai politik tingkat tinggi (high politics) yang berorientasi pada
kemaslahatan.

Sementara dilihat dari kaidah-kaidah magqasid al-siyasah, pemikiran etika
politik yang digagas A. Mustofa Bisri, baik dalam bentuk politik
kebangsaan maupun politik kerakyatan dipengaruhi oleh nalar fikih, teologi
dan tasawuf. Ketiga nalar keagamaan tersebut tercermin dari worldviewnya
seperti pendekatan istinbat al-istislahi di dalam melihat persoalan politik,
berhaluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama ‘ah al-Nahdiyah yang dicirikan dengan
moderasinya dan basis pandangan yang melibatkan perspektif cinta dan

kemanusiaan terhadap realitas politik sebagai ciri sufistiknya.

Implikasi Teoretik

Kajian nalar pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri berikut kesimpulan
yang dipaparkan membawa implikasi teoretis sebagai berikut:

Pertama, gagasan etika politik A. Mustofa Bisri baik yang diwujudkan
dalam bentuk politik kebangsaan maupun politik kerakyatan memiliki
perbedaan mendasar dengan gagasan etika politik di luar dirinya. Dari segi
paradigmatik, pemikiran A. Mustofa Bisri tentang etika politik berangkat dari
perspektif anti mainstream dengan mengutamakan cinta dan kemanusiaan
sebelum melakukan kritik sebagai penolakan terhadap perilaku amoral dan
parsialisme elite politik. Paradigma tersebut menjadi pembeda dari pemikir

etika politik lainnya. Kedua, dilihat dari teori magasid al-siyasah,
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sebagaimana beberapa kaidah yang ditawarkan al-Khadimi, ditemukan
kesimpulan bahwa pemikiran etika politik A. Mustofa Bisri dipengaruhi oleh
komitmennya terhadap tujuan substantif syariah (magqasid al-shari ‘ah) dengan
melibatkan nalar fikih, teologis dan sufistik. Nalar demikian juga menjadi
pembeda dari pemikir etika politik lainnya seperti Franz Magnis Suseno yang
sering menggunakan pesan universal agama sebagai basis epistemenya.

Dilihat dari tipologinya, nalar pemikiran A. Mustofa Bisri tentang etika
politik tersebut, layak dikelompokkan sebagai tradisionalisme reformis dan
humanisme spiritual. Sebagai kelompok yang mewarisi rturath sekaligus
melakukan rekonstruksi makna terhadapnya, varian tradisionalisme reformis
merupakan sintesis dan jawaban terhadap pendapat yang menganggap
kelompok tradisionalis dan kelompok reformis sebagai dua entitas yang
berlawanan sebagaimana tesis Abdullah Saeed, Tarig Ramadhan dan Khudori
Soleh. Sebaliknya, varian tradisionalisme reformis turut memperkuat temuan
Kazuo Shimogaki sebagai religious man dan layak dimasukkan sebagai Kiri
Islam terhadap kelompok/orang yang memiliki tradisi intelektualisme seperti
Islam klasik, penentangan terhadap peradaban Barat dan analisis terhadap
realitas dunia Islam. Sementara varian humanisme spiritual yang dinisbatkan
kepada Mustofa Bisri semakin menegaskan tesis Listiyono Santoso tentang

spiritualitas politik dari tokoh yang memiliki latar belakang ulama.
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Keterbatasan Studi

Fokus tema penelitian ini adalah Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa
Bisri, yang digali dari karya-karyanya. Oleh karenanya, penelitian ini
memiliki keterbatasan-keterbatasan:

Pertama, hasil penelitian ini, yakni nalar pemikiran etika politik A.
Mustofa Bisri tidak dapat dipahami sebagai representasi tokoh nusantara
meski dalam beberapa hal terdapat titik temu yang sama. Digunakannya
pendekatan sosiologi pengetahuan dalam penelitian ini menegaskan pengaruh
konteks sosial yang mengitarinya. Kedua, keterbatasan selanjutnya adalah
berkaitan dengan sumber data penelitian ini yakni hasil wawancara dan karya-
karya yang terbatas. Apalagi sebagai tokoh yang lebih dikenal sebagai ulama
dan budayawan (bukan politisi), konsepsi etika politik A. Mustofa Bisri tidak

terlihat komprehensif.

Saran-Saran
Dengan mempertimbangkan keterbatasan studi di atas, ada beberapa hal
yang layak untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan usaha sederhana di dalam mengkaji pemikiran A.
Mustofa Bisri dan menyisakan aspek lain yang belum terungkap sehingga
perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian sejenis juga
diperlukan untuk membahas tentang nalar pemikiran etika politik dari

tokoh nusantara lainnya, khususnya dari kalangan ulama sehingga titik
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temu konsepsi etika politik dari satu tokoh dengan lainnya dapat diungkap
secara apik. Setidaknya, kepada merekalah generasi anak bangsa belajar
tentang keislaman sekaligus keindonesiaan.

. Salah satu adagium politik A. Mustofa Bisri yang relevan khususnya
terhadap fenomena post turth yang berkontribusi melahirkan banalitas
politik adalah “sing waras aja ngalah”. Secara spesifik, dengan adagium
ini, A. Mustofa Bisri meminta kaum intelektual di Indonesia untuk tidak
apolitis atau alergi dengan dunia politik dan kekuasaan. Peran kaum
intelektual dibutuhkan setidaknya untuk turut mengkampanyekan budaya
politik berkeadaban dan berperadaban. Namun hubungan dengan politik
ini tidak boleh membuat seorang intelektual kehilangan karakter dasarnya,

yakni berpikir bebas dan bertindak bijaksana.
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